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KATA PENGANTAR

.. Buku yang berisi laporan tentang kebijaksanaan pendidikan sebe-
lum masa kemerdekaan sangat langka diperoleh di negara kita. Laporan
seperti. itu patut diteliti untuk dijadikan bahan pemikiran mengenai
keadaan pendidikan kita baik masa kini maupun di masa. yang akan da-
tang. i ey
Untuk tujuan itu pilihan jatuh kepada buku berjudul "Het Onder-
wijs-beleid In Nederlands-Indie, 1900-1940" (= Kebijaksanaan Pendi-
dikan di Hindia-Belanda 1900-194C) karya Dr, S.L.van der Wal, seorang
guru besar sejarah Indonesia (khususnya sejak 1900 hingga kini) pada
"Rijks-universiteit Utrecht" di negeri Belanda. Buku tersebut bukan-
lah sekedar buku bacaan, tetapi suatu publikasi sumber yang memuat
dokumen-dokumen mengenai surat-menyurat antara tokoh-tokoh puncak di
negeri Belanda dan Hindia-Belanda, semuanya dalam bidang kebijaksana-
an pendidikan. Oleh karena itu sistimatikanya tidak menurut materi
mengenai sesuatu pokok persoalan, tetapi disusun sesuai dengan urut-
urutan. peristiwa secara kronologis. Karena terbatasnya waktu yang
tersedia maka, buku ini tidak diterjemahkan secara menyeluruh, tetapi
disadur sedemikian rupa sehingga inti persoalan tidak terganggu dan
..pi;ybaca dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai pemikiran, ke-
putusan serta langkah-langkah yang ditempuh oleh tokoh-tokoh dan pe-
jabat-pejabat Belanda dan Hindia-Belanda pada jamannya.

Sudah barang tentu saduran ini masih banyak terikat kepada tata-
bahasa dan susunan kalimat bahasa aselinya, sehingga kadang-kadang
terasa agak janggal bila dilihat dari kacamata bahasa Indonesia. Hal
ini sulit dihindarkan karena dikhawatirkan bahwa saduran bebas akan
dapat mengaburkan. makna daripada isi yang sebenarnya.

Untuk memperoleh gambaranv mengenai hierakhie dan wurut-urutan
pertanggungan—jawab dalam sistim ketata-negaraan dan pemerintahan di
Hindia-Belanda serta s;lstim persekolahan pada jaman itu dilampirkan
bagan dan penjelasén seperlunya agar pembaca dapat mengikuti saduran

ini dengan saksama,
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Saduran ini diterbitkan délémvdua bdkﬁ;’ Buku I berisi dokumen-
tasi surat—menyurat yang berlangsung antara tzhun 1900 dan 1913/1914.
Dokumentasi tersebnt«antana lain nemuat materl mengenai pendidikan
pertaniany teknik sekolah-sekolah qpt%k anak-anak padis Bumiputera,
dan:Cina, :: Diantaranya yang, sangat menarik adalah bahwa orang sudah'
mulai’ mengadakan - eksperimen dan penelitian mengenal kebutuhan yanzl
mendesak akan sekolah dasar (desa) di Indonesia stak 70-80 tahun' "
yang lalu, yang' hlngga kini masih merupakan masalah yang hanbat. &
Buku II;mellputl doknnentasi antara tahunl913/1914tungga tahun 1940,
Buku I7 ini -antera lain membahas mengenai pendidikan tinggi, pcndll_
dikan guru, sekolah peralihan ("schakel-school") perpustakaan rakyat
dan ‘bahkan' mengenai organisasi pemuda yang dlliputi oleh gagasan-ga- '
gasan " kebangsaan yang sangat. dikhawatirkan oleh Pemerintah Belanda
pada waktu itud. - . ., B e ok

Dengan selesainya penyaduran buku teraebut di atas, sudah pada
tempatnya kami. menyampaikan rasa terima kasih kepada para penyadur
yaitu Sdr.. Sumarsonc Mestoko dan Achmad Dasuk1 dari IKIP Bandung.

i :Mudah-mudahan buku yang diterbitkan:unguk lingkungan terbatas :
ini. dapat . merupakan sumbangan yang berartig~khususnya bagi para '"pe- -
nyusun kebijaksanaan” dan ""pengambil keputﬁsan“ dalam bidang pendi-
dikan, ‘guna menentukan langkah di masa depan.r
Selain' itu, kami masih :mengharapkan saran-saran untuk perbaikan pe**

nerbitan kami selanjutnya.

-JAKARTA DESENBER 1977
- Pjs. Kepaia Pusat Pengolahan Ddta B

Statistik daq‘Konsepsi,

e | " SOENARDI RBNBWISROYO
NIP. 130427530 ¢ - SR 2
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BENTUK DAN SUSUNAN KETATANEGARAAN DAN TATA PEMERINTAHAN
DI NEGERI BELANDA DAN HINDIA BELANDA
( 1900 - 1940 )

I. Negeri Belanda

Karena Hindia-Belanda merupakan bagian dari Kerajaan Belanda,
maka dengan scndirinya apabila kita hendak membicarakan Hindia-Be-
landa dalam kurun waktu antara 1900-1940 tidak boleh tidﬁk negeri
Belanda sebagai pusat pemerintahan harus disinggung juga.

Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan konstitusionil (mdﬁar-
khi konstitusionil) artinya suatu negara yang dikepalai oleh se-
orang Raja atau Ratu yang kekuasaannya dibatasi oleh konsgitusi.
Raja atau Ratu adalah kepala negara sedangkan pemerintahan sehari-
hari dijalankan oleh para menteri yang berjumlah sepuluh orang dan
diketuai oleh perdana menteri. Tiap menteri termasuk perdana men-
teri memimpin sétu departemen, diantaranya ada departemen (urusan)
daerah jajahan (depsrtement van Kolonien).

Pemerintah dalam hal ini para menteri yang duduk dalam satu kabinet
merupakan pencerminan dari suara terbanyak dalam Dewan Perwakilan
Rakyat (Staten-Generaal), Dengan kata lain para anggauta kabinet
itu diangkat dan diberhentikan oleh Raja (Ratu) tetapi bertanggung
jawab kepada DPR mengenai jalannya pemerintahan.

Lembaga DPR menggunakan sistim bikameral, artinya terdapat dua ba-
dan yaitu Eerste Kamer (majelis tinggi) yang bertugas meneliti dan
mengawasi majelis rendah, disamping mempunyai kekuasaan perundang-
undangan, dan Tweede Kamer (majelis rendah) yang mengontrol jalan-
nya pemerintahan dan pemegang kekuasaan utama dalam bidang per-
undang-undangan,

Daerah-daerah jajahan Belanda yaitq Hindia~Belanda, Suriname,
dan Curagao diatur dan diawasi olehMenteri (urusan) Daerah Jajahan,
Oleh karena itu Wali Negara dalam hal ini Gubernur Jenderal Hindia-

Belanda bertanggung jawab kepada Raja (Ratu) melalui Menteri Jajahan

v



II.

vi
mengenaj ;§égala sesuatunya yang berhubungan dengan Hindia-Belanda.
Seperti telah\dikemukak&ﬁip?fﬁﬂnggﬂngan;jawab Menteri yang sebenar-

nya adalah kepada DPR.

Hindia-Belanda

Pemerintahan di Indonesia dikepalai oleh seorang wali negara
(land=voogd) yang berpangkat Gubernur Jenderal. Dalam melaksanakan
pemerintehan sehari~hari dibantu oleh delapan kepala departemen (dl—
rektur) beserta staf dan pembantu-pembantunya.
Departemen—departemen tersebut adalah:

1, Departemen Kehakiman
2, TDepartemen Keuangan
. Departeman Pemerintahan Dalam Negeti

. *

.. Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan )
Sk

Departemen Urusan. Ekonomi - ) '

. . *hk)

Departemen Perhubungan dan Pengairan

., Departemen Peperangan

W N & B D>W
o

. Departemen Marine (Angkatan Laut)

Gubérnﬁr'Jénderél diangkat untuk waktu yang tidak terbatas, tetapi

menurut kebiasasn vang berlaku tenggaﬁg waktu jabatannya adalah 5 ta-
hun. Dalam melakukan tugasnya ia dibantu oleh satu lembaga yaitu Se-
kretariat Umum (Algemene Secretarice) dengén beberapa Sekretaris nega-~
ra fGouvernements-Secretariséen) Merekarini menjalankan tugas pem-
bantuan vang bersifat teknls untuk kelancaran pekerjaan Gubernur Jen-
dera&. " Tetapi oeJak tahun 1918 1embaga ini dan para sekretarisnya

mulai kurang berperan d_lan peﬁerintahan Hindia Belanda., Selain itu

*) Pada tahun 1912 Departemen P.A,K. diganti menjadi Departemen
Pendidikan dan Agama (Departement van Onderwijs en Eredienst).

#%) Urusan Ekonomi meliputi pertanian, perikanan, kedokteran hewan,

' 'kerajinan, kehutanan, perusahaan negara, perkebunan (taman) Ne-
gara Bogor, perdagangan, statistik; percetakan negara, lembaga
tera,

H%K) Peraabungan dan pengalran meliputi PJKA, PTT, Bank Tabungan Pos,

PUTL, pelabuhan, penerbangan, irigasi, Jembatan dan jalan, peng-
awasan jalan, gedung-~gedung negara dan pertambangan
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ada lembaga lain yang bernama Dewan Hindia (Raad van Indi®) yang ber-
tugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur Jenderal dan mempunyai
"wewenang pemerintahan serta”i(medebesturende bevoegdheid).

Sebagai lembaga yang mempunyai fungsi perundang~undangan dan kontrol
adalah Dewan Rakyat (Volksraad) yang dianggap ''mewakili rakyat" Hin-
dia-Belanda yang anggautanyz semula mayoritas orang Belanda, tetapi
kemudian berangsur-angsur diduduki oleh orang-orang Bumiputera., Se-
bagian besar =znggautanya dipilih dan sebagian diangkat. : :
.Pejébét di bawah Gubernur Jenderal adalah Gubernur, Residen; Bupati,
vjé;>§éianjutnya. Mulai dari Bupati ke bawah dijabat oleh tokoh-tokoh
dan pemuka Bumiputera, Tetapi Bupati selalu didampingi oleh seorang
pejabat Eropa (Belanda) yaitu di pulau Jawa dan Madura Asisten Resi-
den, dan di daerah seberang seorang-Kontrolir. Di samping itu ter-
dapat pula pemuka Bumiputera yang berstatus Kepala Daerah Swapraja
(Zelf-bestuurder) besar dan kecil ada yang setingkat Residen seperti
Yogyakarta-dan Surakarta dan ada pula setingkat Kabupaten atau lebih
rendah, bahkan setingkat dengan desa. Kalau jabaten Bupati, Wedono,
dsb. diangkat oleh Pemerintah Hindia-Belanda, maka kepala swapraja
dijabat secara turun-temurun.

Dalqm hubungan itu maka dalam buku ini terdapat surat-menyurat
mengenai.pendidikan di Hindia-Belanda antara pejabat-pejabat yang
relevan dengan masalah tersebut. Khususnya méngenai pendidikan da-~
sar, Departemen yang banyak terlibat selain Departemen Pendidikan,
Agama, (dan Kerajinan) ialah Departemen Pemerintahan Dalem Negeri.
Pejabat-pejabat yang banyak terlibat dalam surat-menyurat dalam buku
ini antara lain Asisten Residen, Gubernur, Gubernur Jenderal, Direk-
tur P.A.K., Direktur P.D.N., Sekretaris (Kelas I), Menteri Jajahan,
dll. Selain itu lembaga-—lembaga seperti Dewan Hindia, Dewan Rakyat,
DPR (Staten Generaal), dsb baunyak pula, disebut-sebut.

Dengan penguraian kami yang sekedarnya ini kami harapkan para
pembaca dapat memperoleh gambaran tentang susunan dan hirarkhi peme-

rintdhan Hindia-Belanda pada waktu itu.

( sM)
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PENDIDIKAN TINGGL

65. Surat Direktur Pekerjaan Umum (J. Homan van der Heide) kepada

Gubernur Jenderal (Idenburg), tanggal 27 Januari 1913
nomor 1606/D

Mémenﬁhi ﬁerintah dalam surat Gubernur Jenderal tanggal_Zél
September 1913 nomor 26596 mengenai usul dari Péfkumpulan Univérsi—
taé.ﬁind154Be1anda untuk mendirikan sébuah Sekolah Teknik'Tigggi
(Technische Hooge School) di Betawi, Direktur Eekerjaaﬁ Umﬁmrmenge-
mukakan pendapatnya sebagai berikut: | v .

Mengingat ke arah mana kemajuan Hindia Belanda bergerak, maka
padavwaktunya pendidikan tinggi akan masuk ke sini dan pertama-ta-
ma dalam bentuk pendidikan tinggi teknik, medis, dan juridis-admi-
nistfatif. Apakah sekarang sudah waktuhya uﬁtuk mendirikan sekolah
teknik tinggi di sini? ”;,

Dikemukakan, bahwa sekolah teknik tinggi, jika didirikan, harus me-
menuhi syarat sedemikian rupa, sehingga mutunya kira-kira sama
tingginya dengan sekolah teknik tinggi yang ada di negeri Belanda,
Jerman, Denmark, dan Jepang, sehingga mereka yang diluluskan dari
Sekoléh Teknik Tiﬁggi Hindia-Belanda dalam dunia teknik internasio-
nal dapat dianggap sebagai Insinyur penub dalam arti kata Eropa .
kontinéntal dan bukan sebagai "Engineer" dalam arti kata Inggris-
Amerika. Sangat menyetujui, untuk mendirikan sebuah "sekolah ting-
gi dalam nama", karena akibat dan kerugian dari "sekolah tinggi da-
lam nama' yang tidak memenuhi syarat-syarat mutu yang ditentukan,
pertama-tama akan menimpa bekas murid-muridnya, meskipun diantara-
nya ada beberapa yang sangat baik. Keseluruhannya mereka dalam be-
berapa hal mengalami akibat-akibat dari kekurangan-kekurangan lem-
baga pendidikan yang mendidik mereka.

Terutama‘di_tanah'jajahan seperti Hindia-Belanda, akan menumbuhkan
antagonisme (pertentangan) antara para terpelajar kolonial, yang
karena pendidikannya dipandang kurang berharga, dan para terpelajar
yang dididik di negeri Belanda. Antagonisme demikian, jika



berkembang dalam kelas yang memimpin (golongan atas), akan dapat
berbahaya, karena sebagai akibatnya dalam waktu-waktu krisis akhir-
nya seluruh mesin pemerintahan dapat dilumpuhkan.

Tuntutan pertama bagi Sekolah Teknik Tinggi di sini ialah harus da-
pat dipandang.sebagai "bermutu penuh". Kemudian ada beberapa per-
soalan pokok yang perlu mendapat penyelecaian seperti: |

1. Kebutuhan tenaga kerja teknis yang berpendidikan tinggi untuk
saat sekarang dan untuk masa depan.

2. Memperoleh murid-murid yang dipersiapkan dengan cukup.

3. 'Memperoleh tenaga-~tenaga pengajar yané cakap.

4. Penyesuaian Betawi (Weltevreden) untuk pendirian lembaga-lem-
baga pendidikan tinggi.' )

5. Biaya yang berhubungan dengan pendirian Sekolah Teknik Tinggi
dan biaya lainnya, yang dalam usul Perkumpulan Universitas
Hindia Belarda tidak ada atau tidak cukup penjelasannya.

(Berdasarkan data-data mengenai 5 persoalén pokok di atas, méka

disusunlah Nota mengenai rencana'dari Perkumpulan Universitas |

lindia Pelanda. Dalam nota ini tidak capat disetujui pendirian
sekolah teknik tinggi. Pengﬁrqs Besar dari PerkumpulénuUniverw
sitas Hindia Belanda tidak dapat menyangkal argumen yang dikemu-
kakan dalam Nota tersebut).' Tidak dapat dianjurkan untuk ﬁenye-
diakan tiap tahun uang sebanyak setengah juta gulden, meskipun

Perkumpulan Universitas llindia Belanda sanggup mengeluarkan bia-

ya untuk pembangunan gedung dan pengaturan pertama kira-kira se-

banyak satu juta gulden,

Pendirian sekolal teknik tinggi baru akan dapat dipertimbang-
kan, segera sesudah Pendidikan lMenengah meluas juga di kalangan
orang-orang Bumiputera dan Cina Peranakan dengan penyebaran yang
sedemikian, sehingga tiap tahun dapat diharapkan beberapa ratus ta-
matan H.B.S.5 tahun, karena dengan demikian akan baru dapat diharap-

kan tiap tahun lima puluhan pendaftar baru untuk sekolah teknik

tinggi.
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Perluasan pendidikan menengah, terutama dalam arti bahwa le-
bih banyak Bumiputera dan Cina Peranakan dapat ikut menikmati, me-
rupakan satu-satunya jalan yang dapat menuju ke pembukaan sekolah
teknik tinggi.

Surat Direktur Pendidikan dan Agama (G.A.J. Hazeu) kepada Gubernur

Jenderal (Idemburg) tanggal 27 Nopember 1914 nomor 23814

Dengan surat Sekretaris Pemerintah Kelas I tanggal 4 Mei 1910
nomor 985 kepada Direktur Pendidikan dan Agama lama (M.S. Koster),
disampaikan satu eksemplar laporan rapat7?g¥gimpunan Hindia Belan-
da di den Haag pada tanggal 1 Pebruari 1910 daﬁ“diharap renghubungi

.dan mohon pendapat dari Penasehat Urusan Bumiputera, dan kemudian

nenyampaikan pendapatnya tentang pikiran-pikiran dari C.Th. van De-
venter tentang pendidikan tinggi bagi Hindia Belanda yang dikemuka-
kan dalam rapat umum tersebut.

Yang menjabat Penasehat Urusan Bumiputera pada waktu itu Dr. Hazeu
sendiri. Karena pemikiran tersebut mengenai persoalan yang sanéat
penting dan penuh “duri’ dari politik pendidikan 'di Findia Belan-
da, sebagian juga di negeri Belanda, maka pada waktu itu ia mera-
sa belum cukup mampu untuk memberikan nasehat yang cukup beralasan.
Segera sesudah pengangkatannya sebagai Direktur Pendidikan dan Aga-
ma, maka Dr. Rinkes ~ Ajun Penasehat Urusan Bumiputera atas nama
Dr. Hazeu telah memenuhi perintah Gubernur Jenderal. .

Dalam suratnya kepada Direktur Pendidikan dan Agamé téﬁggal
19 Pebruari 1912 nomor 37, Dr.Rinkes hanya mengemukakan persetuju-
annya dengan pikiran Mr. Van Deventer pada umumnya, tanpa memberi-
kan pandangan secara terperinci dan teliti.

Dr. Hazeu, selaku Direktur Pendidikan dan Agama, akan memberi-
kan nasehat-nasehat lebih lanjut, segera sesudah ia dapat menyusun
pendapatnya yang mantap mengenai masalah tersebut.

Dalam usul-usul dan nasehat yang pernah diajukan kepada Guber-
nur Jenderal, ada hal-hal yang secara langsung atau tidak langsung
menyangkut soal-soal mengenai masalah tersebut dan dari usul-usul
itu dapat diketahui pendiriannya.



Pikiran Mr. Van Deventer dalam pokoknya dapat diringkas dalam

8 persoalan sebagai berikut:

ad.1l

Lama kelamaan di Hindia Belanda, seperti di masyarakat yang
maju lainnya, harus ada pendidikan tinggi. Pendidikan sede-

mikian perlu sekali a). untuk membentuk staf penyelidik ilmi-

- ah yang harus menjadi pemimpin terpelajar. dari bangsanya;

b). untuk dapat memperoleh orang-orang yang terdidik cukup'
ilmiah, untuk memangku jabatan ﬁan pekerjaan yang tinggi.
Sekarang belum masak waktunya untuk mengadakan pendidikan
tinggi di Hindia Belanda. Sambil menunggu tibanya waktu itu,
diharapkan supaya kepada pemuda Iiindia Belanda yang paling
berbakat diberi kesempatan untuk‘mengikuti pendidikan Einggi

di negeri Belanda. Jadi kepada pemuda Hindia Belanda harus

‘diberi kemungkinan untuk mempersiapkan diri di sini (Hindia

Ad.3

Ad.5

Beianda) sedemikian, sehingga akan mampu mengikuti pendidikan
tinggi di negeri Belanda. .

Sebagai lembaga persiapan perguruan tinggi di sini (Hindia
Belanda) diharap jangan dipilih Gymnasium. Gymnasium tidak
logis dan tidak praktis, karena di Hindia Belanda bahasa La-
tin dan bahasa Junani tidak perlu. Sebagai gantinya diharap
mempergunakan [i.B.S.5 tahun yahg sudah ada, yaﬁg diatur ''se-
baik mungkin dan tepat'.

Dengan diploma akhi: H.B.S. itu harus dapat memasuki semua
universitas negeri Belanda dengan semua fakultasnya. Mengenai
pengetahuan bahasa Latin dan bahasa Junani diharap supaya di-
serahkan kepada pemﬁda Hindia Belanda sendiri untuk mempela-
jari serta menguasainya, tanpa dituntut untuk menempuh ujian
tersendiri bahasa-bahasa itu, kecuali untuk belajar Ilmu Aga-
ma (teologi) dan belajar kesusasteraan klasik.

Lebih lanjut - sebagai syarat kedua untuk mencapai tujuan da-
lam ad.2 - diharap supaya kepada para luiusan sekolah kejuru-
an tinggi di Hindia Belanda, yang telah mencapai‘tingkat ke~

sempurnaan dan keilmiahan yang cukup, diberi kesempatan untuk



melanjutkan pelajarannya pada universitas di negeri Belanda,

dengan pengertian bahwa mereka langsung diterima untuk pela-

| jaran doktoral.

Ad.6

Ad.8

Hal ini sudah dilaksanakan terhadap dokter~dokter Hindia Be-
landa (lulusan Sekolah pendidikan dokter Bumiputera - STOVIA
dan Sekolah Dokter Bumiputera - NIAS) yang di négeri Belanda
langsung diterima untuk ujian kedokteran teoritis. Di kemu-
dian hari, sedemikian itu akan diijinkan pula terhadap ahli
hukum Bumiputera (iulusan Sekolah Pendidikan Ahli Hukum Hin~
dia Beianda) yang harus diterima untuk'pelajaran doktoral di
universités negeri Belanda.

Dengan cara yang serupa pula akan dapat diatur penyambungan
pendidikan pertanian di Bogor dengan pendidikan pertanian
tinggi negeri Belanda.

Dokter-dokter Hindia Belanda, di kemudian hari juga ahli-ahli
hukum, dl1l. tersebut dalam ad.5, harus dapat mempromovir di
negeri Belanda. Sivil efek (Effectus civilis) dari tingkat
doktoral yang bersangkutan, perlu berlaku hanya buat Hindia

Belanda, tidak buast negeri Belanda.

 Karena dipandang penting sekali, bahwa Hindia Belanda selekas

mungkin harus dapat menyediakan ilmiawan dalam jumlah yang
cukup banyek, untuk dapat membentuk kelompok yang dapat dise-
but ""kelompok pilihan'" dari pemimpin intelektuil, perintis,
cendekiawan dalam arti yang baik, maka sangat diharapkan bah-
wa Pemerintah dan fihak-fihak swasta kerja sama untuk secara
finansiil memungkinkan pemuda Hindia Belanda yang sungguh
berbakat mendapat kesempatan belajar di sekolah tinggi negeri
Belanda.

Jika pada akhirnya telah terbentuk kelompok besar cendekiawan
Hindia Belanda, yang saling membentuk masyarakat intelektuil,
yang pengaruhnya atas seluruh masyarakat Hindia Belanda tidak
dapat diungkiri, maka barulah tiba waktunya untuk memberikan
pendidikan tinggi kepada Hindia Belanda.



Lembaga pendidikan kejuruan-yang sudah ada seperti sekolah-se-
kolah dokter (STOVIA dan NIAS), sekolah hukum (Rechtsschool),

sekolah pertanizn menengah, dan seknlah teknik menengah, akan

harus ditingkatkan lebih tinggi dan digabunghkan jadi satu da-

lam Universitas Hindia Belanda.

Dr. Hazeu menyatakan penghargaan -atas skema yang direncanakan
oleh Mr. Van Deventer mengenai perkembangan secara berangsur-ang-
sur dari pendidikan di Hindia Belanda sampai ke peundidikan univer-
siter. Rencana Van Deventer ini sungguh-sungguh suatu rencana,
yang jasanya tidak dapat diungkiri dan' dibuat menurut garis-garis
yang tetap, dan membuka perspektif di bidang perkembangan pendi-
dikan Hindia Belanda. .

Rencana tersebut tentu terbuka bagi berrmacam-macam kritik. Bagi
banyak orang pendidikan Hindia Belanda merupakan. jika tidak 'rimba
raya yang tak dapat dimasuki', yz "tempat sesatan yang membingung-
kan".

Pendapat Dr. Hazeu mengenai 8 pokok soal tersebut di afas

adalsh sebagai berikut:

1. Ad.1l dapat disetujui sepenuhnya.':Dalam hal ini ia menunjukkan
suratnya tanggal 4 Nopember 1914 nomor 22166 yang berisi nase-
hat mengenai usul dari Perkumpuién Universitas Ilindia Belanda

untuk mendirikan sekolah teknik tinggi di Betawi.

2. Ad.2 sesuai dengan pendapatnya, bahwa pendirian sekolah tinggi
harus menunggu cukup adanya "bibit", pemuda Hindia Belanda yang
tiap tahun lulus ujian akhir HBS 5 tahun atau ujian lainnya
yang dapat memasuki perguruan tinggi dalam jumlah yang besar.
Ia menunjuk suratnya tanggal 4 Nopember 1914 nomor 22166, su-
ratnya tanggal 21 Septerber 1914 nomor 2324 yang membalas surat
Sekretaris Pemerintah Kelas I tanggal 2 Juni 1914 nomor 10107
mengenai kemungkinan akan didirikannya lembaga pendidikan

teknik yang lebih diperluas. |

<



Dalam surat terakhir ia antara lain mengemukakan:

a. '"----- kesempatan untuk menerima pendidikan persiapan yang
baik terlalu sedikit jumlahnya, untuk dapat memberikan cu-
kup murid kepada lembaga-lembaga pendidikan, yang menerima
murid dari sekolah yang bertingkat lebih rendah'.

b. "Perbaikan dalam masalah tersebut hanya dapat.diharapkan,
dengan memberikan kesempatan secara besar-besaran kepada
orang-orang Bumiputeré dan Cina untuk selain menerima pen-

- didikan rendah yang diperluas (MULO) juga dapat menerima
pendidikan menengah, yang bersambungan dengan sekolah-seko-
lah yang didirikan bagi mereka'.

Ia menunjuk suratnya tanggal 16 Maret 1914 nomor 5080, yang

diputuskan dalam Surat Keputusan tanggal 19 Mei 1914 nomor ;

Menurut pendapatnya hal-hal yang dikemukakan Mr. Van Deventer
dalam ad.2 merupakan kewajiban Pemerintah, untuk mengusahakan de-
ngan segala sarana yang tersedia, supaya kepada pemuda-pemuda Hin-
dia Belanda yang berbakat dan dapat diterima diberikan kesempatan
untuk menikmati pendidikan universiter di negeri Belanda. Peme-
rintah tidak boleh menghindari kewajiban ini.

Bagaimana harus membuka kemungkinan untuk mempersiapkan pemu~-
da Hindia Belanda sehingga dapat diterima di pendidikan tinggi ne-
geri Belanda?

Ada dua jalan yang saling berlawanan, yakni:

1. Mendirikan di sini lembaga yang sama dengan lembaga di nege-
ri Belanda untuk tujuan masuk universitas.

2. Mengadakan ketentuan yang memungkinkan, bahwa kesempatan
pendidikan di Hindia Belanda yang sudah ada atau akan didi-
rikan, yang kira-kira sama tingginya dengan lembaga yang ada
di negeri Belanda, dapat masuk ke sekolah-sekolah tinggi di
negeri Belanda.

Jika menempuh jalan pertama, maka:
1. Sistim pendidikan Hindia Belanda akan tetap merupakan tiruan

dari sistim pendidikan di negeri Belanda.



2. Diperlukan 2 (dua) sistim pendidikan, yaitu:
a. sistim pendidikan Eropa yang merupakan contoh dari siscim
‘ peﬁdidikan di negeri Belanda;
b. s%stim pendidikan Hindia Belanda yang diperhitungkan de-
| ngan kebutuhan orang-orang Bumiputera dan Cina peranzizan,
Untuk mgnjelaskan mengenai apa yang dikemukakan terakhir (Z2) di
atas, maka dengan teiiti_dan panjang lebar (4 halaman) diuraikan
sejarah-terjadinya keadaan sekarang dari pendidikan di Hindiz Be-
landa. a
Singkatnya keadaan sekarang dari pendidikan di Hindic Belandc
(dengan tidak mengikutkan H.C.S. untuk Cina), adalah seperti her-
ikut: '

1. E.L.S. (dengan bahasa Perancis dalam rencana pelaiaran) yang
merupakan copy E.L.S. di negeri Belanda, dengan samhungan ke
H.B.S.5 tahun yang merupakan tiruan juga dari H.B.S. di nege-~
ri Belanda. |

2. H.I.S. dengan rencana pelajaran yang diatur menurut kebutuh-
an orang-orang Bumiputera.

H.I.S. sampai akhir-akhir ini hanya bersambungan dengan Se-
kolah Pendidikan Pegawai Pemerintah Bumiputera (OSVIA) dan
sekolah pendidikan guru Bumiputera (Inlandse Kweekschool).
Sesudah reorganisasi bersambungan juga dengan MULO, tetapi
tidak dengan H.B.S.
Sebelum reorganisasi MULO hanya menerima murid dari E.L.S.
Melangsungkan dualisme di bidang pendidikan akan membawa bia-
ya yang sangat besar, yang sesungguhnva dapat dipergunakan untuk
hal lain yang lebih berguna. Dualisme seharusnya segera dihenti-
kan, dan diusahakan unifikasi; sebagaimana diungkapkan dalam su-
ratnya tanggal 20 Nopember 1914 nomor 23349. Differensi pendidik-
an rendah sementara masih belum dapat dihindarkan. Unifikasi per-
tama-tama harus ditujukan kepada pengaturan dan perluasan pergajar-
an rendah lanjutan (MULO) dan pendidikan menengah.
Ia mengusulkan supaya tiap keseuwpatan dipergunakan untuk men ;-

atur rencana pelajaran pada berbagai cabang pendidikan menurut



kebutuhan khas Hindia Belanda. Hal ini harus diperhatikan pula
pada pemilihan alat-alat pelajaran.
}aka dalam suratnya tanggal 16 Maret 1914 nomor 508 ia kemu-
kakan:
R perkembangan dari semua cabang pendidikan supaya dengan
kuat diusahakan ke arah 'Hindia Belanda', menuju ke sistim pen-
didikan yang melepaskan diri dari 'model' Belanda. Yang perta-
ma-tama ialah agar secara berangsur-angsur makin banyak memper-
hitungkan kebutuhan masyarakat Hindia Belanda dalam semua ca-

bangnya, dan terutama dengan kebutuhan penduduk Bumiputera'.

Ad.3 s/d ad.6

Van Deventer memilih sebagai lembaga persiapan untuk sekolah

tinggi negeri Belanda H.B.S.5 tahun dari tipe Belanda yang sudah
ada di Hindia Belanda, yang diatur 'sebaik mungkin dan tepat".
Jadi kesimpulannya, bahwa ia tidak keberatan untuk mengadakan pe-
rubahan di beberapa hal pada sekolah itu.

Van Deventer sama sekali tidak memperhitungkan,.bahwa sekolah
menengah sekarang (H.B.S.5 tahun) menurut kenyataan hanya dapat
dicapai oleh pemuda Bumiputera dalam jumlah yang sangat kecil, ka-
rena sedikit sekali anak Bumiputera dapat diterima di E.L.S. dengan
bahasa Perancis dalam rencana pélajarannya.

Hindia Belanda mewerlukan pendidikan yang khas Hindia Belanda, maka
dari itu H.B.S. - sebagian dari sekolah-sekolah itu - harus diberi
program yang khas Hindia Belanda.

Dengan cara lain memenuhi kebutuhan pendidikan menengah khas Hindia
Belanda dengan memberikan kepada beberapa sekolah MULO sambungan
dengan kursus lanjutan 2 atau 3 tahun.

Van Deventer mengusulkan supaya universitas di negeri Belanda mem-
berikan uluran (konsesi) kepada pemuda Hindia Belanda yang ingin
memasukinya, dengan memberikan pembebasan dari ujian bahasa Latin
dan Junani. Dr. Hazeu mengusulkan tambahan pembebasan pula bagi
ujian bahasa Perancis.

Bahwa Van Deventer tidak akan menaruh keberatan ternyata dari ad.5
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Van Deventer menginginkan agar pemuda Hindia Belanda dapat memasuki
universitas di negeri Belanda melalui 2 jalan, vaitu:

1., Melalui H.B.S.5 tahun di sini, yang diploma akhirnya membuka
jalan ke ‘semua universitas serta semua fakultasnya, dan semua
lembaga pendidikan tinggi lainnya.

2. Melalui sekolah menengah kejuéuan Hindia Belanda, dan yang
sudah mungkin melalui STOVIA di Weltevreden, dan dari NIAS di
Surabaya (didirikan tahun 1913). (Lembaran Hegara 1904 nomor

- 487). Di kemudian hari dari Sekolah Hukum Hindia Belanda
(Rechtsschool) diharapkan untuk dapat mengikuti ujian doktoral
hukum, dan begitu pula dari sekplah menengah pertanian Hindia
Belanda ke sekolah pertanian tinggi- di negeri Belanda.

~dapat memperoleh gelar doktor di neferi Belanda (periksa ad.6).

Van Deventer menginginkan, bahwa kegompok mahasiswa Hindia Belanda
Oleh bebérapa fihak tertentu usul Van Deventer dipandang sa-
ngat revolusioner, sehingga menaruh keberatan, tetapi tidak mungkin
mengemukakan keberatannya, karena tidak mungkin mengadakan pernyata-
an yang berapi-api dan me&akinkan, yang dapat menarik kesimpulan,
bahwa rencana Van Deventer membahayakan nama baik pendidikan di ne-
geri Belanda. Di samping itu tindakan dalam jiwa rencana Van De-
venter akan sangat menurunkan mutu pendidikan universiter negeri
Belanda. .
Direktur Pendidikan dan Agama mengajukan pertanyaan—-pertanyaan yang
sangat penting, yaitu apa yang akan terjadi, jika tidak dilaksana-
kan tindakan dalam jiwa Van Deventer?
Universitas-universitas di negeri Belanda akan tertutup bagi seba-
gian besar pemuda Hindia Belanda. Lama-kelamaan akan sangat sukar
bahkan tidak mungkin, untuk memberikan pendidikan rendah dan pendi-
dikan menengah vang murni menurut model Belanda kepada pemuda Bumi-
putera, yang makin lama makin bertambah jumlahnya, karena dualitas
yang ada di bidang pendidikan tidak hanya harus dipertahankan, akan
tetapi juga harus sangat diperluas, dengan mendirikan E.L.S. (dengan

bahasa Perancis dalam rencana pelajkrannya) dalam jumlah yang sangat
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besar, atau harus mengajarkan bahasa Perancis di H.I.S.
Kedua tindakan tersebut, mengingat keadaan personil yang tersedia,
praktis tidak akan dapat dilaksanakan, dan lagi pula tidak diingin-
kan.
Karena di masa dekat tidak akan ada Pendidikan Tinggi di Hindia Be-
landa, para terpelajar tidak akan dapat memenuhi keinginan mereka
memperoleh pendidikan tinggi Belanda, karena mendapatkan pintu-pin-
tu universitas di negeri Belanda tertutup bagi mereka. Hal ini
akan menimbulkan kekesalan dan sakit hati yang makin bertambah di
kalangan Bumiputera dan Cina peranakan. Dan tidak akan tinggal pa-
da sakit hati saja, mereka akan mengikuti contoh dari dokter-dokter
Jawa Hindia Belanda, yang mengambil ujian dokter dan mempromovir di
universitas luar negeri (negeri Belgia atau Jerman). Mereka akan
mencoba memperoleh pendidikan tinggi serta keuntungan materiil, in-
telektuil, dan sosial di lain tempat (di luar negeri), karena dito-
lak oleh Belanda. Mereka terutama akan belajar lebih mendalam ba-
hasa Inggeris dan mengunjungi universitas luar negeri (jika tidak
di Inggeris, juga di Cina, Jepang, India, Mesir).
Bahaya ini bukan khayalan saja, bahwa lama-kelamaan bahaya mengan-
cam kebudayaan Belanda di Hindia Belanda, karena sekolah tinggi di
Hongkong membuat propaganda ke arah tersebut, juga Jepang sudah be-
kerja ke arah itu.
Dr. Hazeu menunjuk apavyang ia kemukakan dalam suratnya tanggal 16
Maret 1914 nomor 5088 (halaman 10 dan berikutnya), dan terutama
yang termuat dalam surat Hindia Belanda tanggal 15 Mei 1914 no.535.

Sebelum menolak pemuda Hindia Belanda untuk selama-lamanya da-
ri universitas di negeri Belanda, harus diinsyafi kepentingan poli-
tik yang besar dari masalah ini, dan sangat diharap supaya sekali
lagi dipertimbangkan dengan baik-baik akibat dari penolakan itu.

Ia menyangsikan, apakah berbagai alasan yang dikemukakan dalam
pembicaraan dalam Majelis Rendah dari Dewan Perwakilan Rakyat tang-

gal 27-28 Januari 1914 yang menentang dilaksanakannya rencana Van
Deventer, masih berlaku.
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Ia yakin, bahwa mungkin sekali dapat ditemukan jalan yang tepat
untuk menyelesaikan masalah yang sungguh-sungguh hangat ini. Po-
koknya asal orang mau insyaf saja, bahwa hal itu merupakan keha-
rusan. :

Dalam harapan, bahwa akan ada penyelesaian, ia banyak diper-

kuat, setelah ia mengetahui surat Menteri Urusan Dalam Negeri ke-

. pada Menteri Jajahan tanggal 31 Agustus 1914 bagian © nomor 14355

67.

mengenai kemungkinan didirikannya kursus Gyﬁnasium di Hindia Be-
landa. lMenteri Cort van der Linden mengenukakan, bahwa tindakan
yang akan dilaksanakan di Hindia Belanda harus diarahkan kepada
calon-calon A; karena akhir-akhir ini di negeri Beiandé ada alir-
an yang bekerja keras untuk memberikan kemungkinén kepadavmereka,
yang telah lulus ujian akhir H.B.S.5 tahun, untuk diterima ai fa-
kultas kedokterarn dan .ilmu pasti-allam.

Usul tersebut dapat disetujui, dan diharapkan selanjutnya terben-
tuk kerja sama antara Pemerintah dengan prakarsa swasta. Perlu
ia mengingatkan kembali usaha Pemerintah untuk mempermudah dan
memajukan dinas kepegawaian Hindia Belanda dengan memberikan bea-

siswa.,

PENDIDIKAN BAGI _ORANG - ORANG CINA
SEKOLAE PEHDIDIK 2] JA BELANMDA
(HOLLANDSE CHINESE XWEEKSCHOO

Pj. Direktur Pendidikan dan Agama (E. Moresco) kepada Gubernur

Jenderal (Idenburg) tanggal 8 Pebruari 1915 nomor 3206

Dengan surat Sekretaris Pemerintah Yelas I tanggal 27 Nopem—
ber 1913 nomor 2728 disampaikan kepada Direktur Pendidikan dan A-
gama lama (Dr. Hazeu) sebuah kutipan dari Hota dari Penasehat Pe-
merintah untuk Urusan Cina (pada waktu itu W.J. Oudendijk) tanggal
20 Juli 1913 nomor 20 mengenai tindakan yang harus diambil demi

kepentingan penduduk Cina, dengan permohonan supaya Dr. llazeu
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menyampaikan pandangan disertai dengan usul-usul yang dirumuskan
mengehai masalah tersebut. Menurut Dr. Hazeu dalam suratnya tang-
gal 16 Desember 1912 nomor 21791, pandangan yang penting dan usul-
usul berjangkauan jauh dari Qudendijk itu meliputi persoalan pen-
didikan bagi orang-orang Cina di Hindia Belanda. - Surat ini disu;
sul dengan surat Sekretaris Pemerintah tanggal 12 Januari 1914 no-
mor 116. : |

; Satu bagian yang penting dari masalah itu - yaitu mengenai
pemberian pengajaran bahasa Cina pada sekolah H.C.S. - sudah dipe-
nuhi tersendiri menurut keinginan Gubernur Jenderal (lihat surat
kawat Menteri Jajahan tanggal 12 September- 1914 bagian Al nomor
31/2286) .

Dimohon perhatian Gubernur Jenderal atas masalah lain yang
disinggung dalam Nota Oudendijk tersebut, yaitu perlunya di Hindia
Belanda didirikan sekolah guru untuk mendidik orang-orang Cina un-
tuk jabatan guru pada sekolah-sekolah H.C.S.

Dalam suratnya tanggal 1 April 1914 nomor 6280 Dr Hazeu menge-
mukakan, bahwa masalah itu akan dibicarakan dalam konperensi de-
ngan Oudendijk dan Van Wettum (almarhum, dan bekas Penasehat Urus-
an Cina & Jepang). Usul-usul mengenai masalah itu akan diusahakan
supaya tepat pada waktunya dapat disampaikan kepada Gubernur Jen-
deral, sehingga mungkin sekali dapat diperhitungkan dengan angga-
ran belanja tambahanb(supletoir) tahun 1915. Akan tetapi dikemu-
kakan juga, bahwa sejauh mungkin sebelummya akan diselidiki lebih
dahulu, apakah ada cukup banyak tamatan H.C.S. yang ingin diterima
untuk pendidikan guru. |

Dalam notanya Oudendijk mengemukakan, bahwa karena ikut cam-
pur tangannya Perhimpunan Guru (Nederlands Indisch Onderwijs Genoot-
schap = NIOG) sering tidak dapat diperoleh tenaga pengajar dalam
jumlah yang cukup. Maka perlu diadakan pengadaan guru (rekrutering)
sendiri di Hindia Belanda, dengan mendirikan sekolah guru.

Hal tersebut sesual dengan sistim, yang telah diterima sebagai pe-

nyelesaian masalah penyediaan personil untuk pendidikan model
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Belanda kepada penduduk bukan Eropa di masa depan, yaitu dengan
mendidik tenaga-tenaga Bumiputera untuk tugas yang sampai kini ha-
nya dilakukan oleh guru-guru Eropa. Maka dari itu pikiran untuk
mendirikan sekolah guru Belanda Cina (Hollands Chinese Kweekschool
= H.C.K.) tidak perlu adanya dukungan lebih lanjut.

‘Alasan~-alasan, yang menyebabkan didirikannya Hogere Kweek-
school (H.K.S.) di Purworejo berlaku pula bagi pendirian H.C.K.
Perluasan pendidikan bagi orang-orang Cina tidak akan dapat dilak-
sanakan tanpa mempergunakan tenaga pengajar yang cakap yang berasal
dari golongan penduduk itu sendiri, karena tenaga pengajar E}opa
sajai terlalu sedikit jumlabhnya. : | \:.

Satu-satunya alasan mengapa iH.C.K. belum dapat didirikéﬁ ter-
letak dalam jumlah calon murid yans cakap masih sangat kecil, kare-
na jumlah H.C.S. yang sudah tumbuh penuh masih kecil, dan kelas 7-
nya hanya sangat sedikit muridnya. Maka dari itu diusulkan supaya
ditangguhkan. |

Dalam tahun ajaran yang akan datang (1915/1916) akan diminta
daftar baru dari calon-calon murid H.C.X. dari komisi sekolah yang
bersangkutan, untuk mengetahui apakah H.C.K. akan sudah dapat di-
buka dalam tahur ajaran 1916/1917. Jika sementara waktu itu telah
ternyata, bahwa Gubernur Jerderal menyetujui rencana tersebut dan
Menteri Jajahan pada dasarnya menyatakan sedia untuk menyediékan
dana yang diperlukan dalam anggaran belanja, segera sesudah diper-
oleh cukup -banyak calon yang cakap.

Diharapkan Gubernur Jenderal mengadakan tukar pikiran dengan
Menteri Jajahan mengenai masalah tersebut, sehingga jika disetujui
dalam pembicaraan rencana anggaran belanja 1916 sudah dapat dikemu-

kakan beberapa penjelasan mengenai rencana sekolah guru tersebut.

Nasehat Dewan Hindia Belanda tanggal 9 April 1915 nomor XXX

Dewan setuju dengan pendapat Pj. Direktur Pendidikan dan Agama
(suratnya tanggal 8 Pebruari 1914 nomor 3206), bahwa penyelesaian

masalah personil bagi sekolah H.C.S. harus dicari dalam pendidikan
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tenaga dalam negeri untuk tugas yang tadinya khusus dilakukan oleh
tenag;;genaga Eropa. Tetapi itu tidak berarti, bahwa pada dasarnya
harus diputu;kan untuk mendirikan H.C.K. tersendiri, sejajar dengan
H.K.S. bagi guru-guru Bumiputera di Purworejo.

Menurut Dewan tujuan tersebut dapat dicapai dengan jalan lain
yaitu mengubah supaya di sekolah pendidikan guru Bumiputera dapat
diterima murid-murid Cina.(lulusan H.C.S.) dan kemudian murid-murid
"Cina dari sekolah pendidikan guru Bumiputera dapat diterima di HKS.

Menurut Dewan dalam tindakan tersebut di atas ada beberapa ke-
untungan, antara lain ialah:

1. Karena dengan jalan demikian akan melangkah mendekati 'unifi-
kasi pendidikan réndah, yang pada akhirnya menuju ke arah se-
kolah buat semua kategqri (golongan) penduduk.

2. Konsekwensi keuangan akan sangat lebih kecil dari pada mendi-
rikan H.C.K. tersendiri.

3. Dengan demikian maka pendidikan bagi orang Cina untuk menjadi
guru masih munglin, jika jumlah calon murid ternyata terlalu
sedikit untuk dijadikan alasan mendirikan sekolah tersendiri.

4, Dengén pendidikan yang sama dalam lembaga pendidikan yang sa-
ma, maka jika perlu guru Cina lulusan H.K.S. 'dapat mengajar
di H.I.S. dan guru Bumiputera lulusar H.K.S. dapat mengajar
di H.C.S.

Berkali-kali dikemukakan, bahwa orang-orang Bumiputera dan Cina itu
saling befsifat tidak dapat dipersatukan untuk dapat diterima di
satu lembaga pendidikan.

‘Sementara Dewan masih meragukan, apakah keberatan itu sungguh-

' éungguh ada, dan apakah dalam praktek sudah ada bukti-bukti?

Kenyaﬁaan memang ada, bahwa di ".I.S. yang terbuka juga bagi
anak-anak Cina, belum ada murid Cina. Dengan sendirinya, di mana
pendidikan rendah Cina davat dinikmati di H.C.S. dan di sekolah Ci-
na swasta yang banyak jumlahnya, mereka lebih suka memilih sekolah
itu dari pada E.I.S.

' Lain halnya,‘jika‘pelalui jalan yang berkaitan dengan syarat
untuk'péngangkétan di jabatan Pemerintah, seperti pengalaman Peme-

“ rintah di NIAS (Sekolah Dokter Bumiputera) di Surabaya.
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69. Surat Pejabat Penasehat Urusan Bumiputera (G.A.J. Hazeu) kepada

Pejabat Direktur Pendidikan dan Agama (K.F. Creutzberg) tanggal
8 Desember 1916 nomor 289

Menurut surat rahasia Pj. Direktur Pendidikan dan Agama tang-
gal 9 Oktober 1916 nomor 402, kepada Ajun Inspektur Pendidikan Ra-
den Kamil dan Mas Budiardjo ketika diminta pendapatnya méngéhai

"bikiran untuk mempergunakan H.K.S. untuk mendidik juga tenaga-te-
naga pengajar bagi H.C.S. Nasehat mereka dengan surat tersebut di
atas disampaikan kepada Pj. Penasehat Urusan Bumiputera dengan
permohonan untuk diberi pendapat dan kesimpulan mengenai nasehat
itu. Di kalangan para penguasa, yang telah mengédakan pandangan
mengenal masalah yang sangat penting itu terdapat banyak perbedaan
pendapat. Maka ia mengira akan mendapat kesepakatan dalam nasehat
kedua Ajun Inspektur Jawa itu, yarng telah dimintai nasehat. Teta-
pi aneh sekali, bahwa pandangan-pandangan mereka sangat berlainan,
bahkan saling bertentangan.

Raden Kamil menentang pendidikan gabungan dari orang-orang
Bumiputera dan Cina, sedangkan rekannya Mas Budiardjo tidak kebe-
ratan dan akan menyambut dengan gembira pendidikan gabungan itu.
Raden Kamil lebih tegas dan positif dalam keberatannya. Budiardjo
akhirnya menganjurkan penerimaan orang-orang Cina itu sementara
sebagai percobaan, dan mengharap pemuda-pemuda Cina itu ditempat-
kan dalam bangsal-bangsal tersendiri, terpisah dari pemuda-peruda
Bumiputera".

Hazeu mengirimkar nasehat Kamil kepada Budiardjo, dan mengha-—~
rap supaya memberikan alasan-alasan dari keberatannya terhadap na-
sehat Kamil. Begitu pula naschat Budiardjo disampaikan kepada Ka-
mil dengan permintaan serupa.

Ternyata kedua-duanya tetap pada pendiriannya semula. Penda-
pat Kamil - yang banyak didasarkan atas pengamatan dalam praktek
kehidupan‘dan sesuai dengan kenyataan - mengatakan bahwa orang-
orang Bumiputera dan Cina untuk tidak mengatakan saling bermusuhan,
mereka saling bertentangan dengan tajam, dan tinggal bersama dalam

satu asrama seperti di Purworejo akan mengakibatkan ketegangan dan

bentrokan.
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Pendapat Budiardjo dalam suratnya tanggal 16 Nopember 1916 didasar-
kan atas pengamatan, bahwa lapisan atas dari berbagai golongan pen-
duduk di sini makin lama makin saling mendekat, yang menurut penda-
patnya disebabkan oleh kenyataan, bahwa di E.L.S., di MULO dan di
sekolah menengah diterima murid-murid dari berbagai bangsa.

Tetapi menurut Hazeu saling pengertian dan penghargaan yang
makin tumbuh itu hanya ''semu' belaka. Mereka saling mentolerir,
tetapi keadaan masih jauh, bahwa orang Eropa dan Cina memberi peng-
hargaan sepenuhnya dan sesungguhnya kepada orang-orang Bumiputera,
meskipun mereka sama-sama mengunjungi sekolah yang sama, bekerja di
cabang jawatan yang sama. Simpati timbal-balik di luar sekolah dan
pekerjaan, belum ada dengan sungguh-sungguh, jika ada merupakan sa-
tu dua kekecualian. ﬁalam banyak hal, yang satu merasa lebih Fingw
gi'daripada yang lain, merasa dihina jika dipersamakan dengan Bumi-
putera, dan menyakiti hati Bumiputera dengan tindakan dan sikap
yang congkak dan angkuh.

.~ Kamil mengenukakan lebih lanjut dengan kata-kata lunak tetapi
tegas, bahwa akhir-akhir ini sebaliknya dari pendekatan ternyata
lebih banyak ada penjauhan antara Brang-orang Bumiputera dan Cina.
Praktek membuktikan bahwa Kamil benar.

Akhir-akhir ini kesadaran diri dan kesadaran nasional dari
penduduk Bumiputera telah tumbuh dengan kuat, pakaian nasional,
adat dan kebiasaan sendiri dan senuanya itu dihormati lagi, juga
perasaan keagamaan bangkit kembali (periksalah surat penghantar la-
poran Konggres Sarekat Islam di Bandung).

Mengenai hubungan orang Cina terhadap orang Bumiputera dapat
dilihat dari surat Pj. Penasehat Urusan Cina (Mouw) taﬁggal 2 Sep-
tember 1916 nomor 61/16. Dalam surat itu Mou@ mengemukakan antara
lain bahwa kemungkinan berhasilnya pendidikaﬁ gabungan di Purwore-
jo sejaul: mengenai orang-orang (Cine sama sekali tidak dapat diha-
rapkan. Oposisi akan sangat besar. Maksud baik dari Pemerintah,

- bagi pihak Cina akan diartikan sebagai politik tindakan reaksioner

yang selalu berusaha untuk merbuat orang Cina menjadi Bumiputera
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melalui jalan pendidikan. Untuk menghindari kekecewaan dari Peme-
rintah dan kepahitan dari pihak Cina, maka diharap pikiran tentang
pendidikan gabungan tenaga-tenaga pengajar Bumiputera dan Cina "'di-
tinggalkan" saja.
Dengan demikian apa yang dikemukakan Raden Kamil itu betul.
Raden Kamil merumuskan pendapat akhirnya: "Tabiat, adat, dan kebia-
saan mereka bedanya terlalu banyak, sehingga kedua bangsa itu tidak
akan dapat hidup damai di bawah atap yang sama.

Sehubungan dengan nasehat tersebut di atas maka pendidikan ga-
bungan pengajar Bumiputera dan Cina untuk sementara waktu tidak da-

pat disetujui.

Surat Gubernur Jenderal (Van Limburg Stirum) kepada Menteri Jajahan

(Pleijte) tanggal 4 April 1917 nomor 273/2

Pj. Direktur Pendidiken dan Agama dalam sufatnyavtanggal 20
Pebruari 1917 nomor 5181 - yang salinannya dikirimkan dengan lapor-
an pos nomor 427 - mengingatkan'kembali, bahwa &i sini (Hindia Be-
landa) telah terjadi pertukaran pikiran yang panjang lebar mengenai
bagaimana caranya mengatur pendidikan guru bagi sekolah-sekolah
H.C.S. o

Dalam surat Sekretaris Pemerintah Kelas I tanggal 1 Desember
1915 nomor 2973 ~ yang salinannya dikirimkan dengan laporan pos ta-
hun 1915 nomor 2320 - Gubernur Jenderal Idenburg menyetujui penda-
pat Dewan Hindia Belanda yang lebih suka mémilih pendidikan gabung-
an dari orang-orang Bumiputeraz di H.K.S. di Pufworejo daripada pen-
didikan tersendiri di H.C.K. yang diusulkan oleh Dr. Moresco (Pj.
Direktur Pendidiker dan Agama) .

Sekarang ternyata, bahwa Pj. Penasehat Urusan Bumiputera dan
Pj. Penasehat Kepala Urusan Cina, menaruh keberatan terhadap renca-
na pendidikan gabungan itu. Mengingat nasehat-nasehat mereka dan
juga nasehat Ajun Inspektur Pendidikan Bumiputera Raden Kamil, Pj.
Direktur Pendidikan dan.Agama dalam suratnya tersebut di atas, me-

nyatakan bahwa pendidikan gabungan pengajar Bumiputera dan Cina
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tidak mungkin dapat dilaksanakan, juga tidak sebagai percobaan, ka-
rena akan mempertaruhkan seluruh pendidikan tenaga pengajar Cina.
Jika.setelah beberapa waktu percobaan akan harus dihentikan, maka
mungkin sekali akan lama sekali baru dapat dipikirkan untuk mena-
ngani sebuah péndidikan dengan cara lain. Pendidikan tenaga peng-
ajar Cine dalam bentuk apapun, mungkin sekali akan tetap tercatat .
bagi yang berkepentingan sebagai usaha untuk membawa orang Cina se-
garis dengan Srang Bumiputera, dan tidak akan dipercaya lagi, se-
hingga kerjh gama mereka tidak dapat lagi diharapkan.

Pj. Direktur Pendidikan dan Agama berpendapat, bahwa sebaiknya kem—
bali lagi pada keputusan yang telah diambil oleh Gubernur Jenderal
lama, untuk mempertimbangkan memasukkan dalam rencana anggaran be-
lanja 1918 sejumlah £.30.220.-~ buat pendirian sekolah pendidikan
guru Cina tersendiri. Jumlah ini masih ditambah dengan pengeluaran
untuk sewa ruang sekolah sementara vang diperlukan dan untuk pemon-
dokan murid-murid, pengeluaran mena akan diberatkan pada Bagian VII
anggaran belanja.

Dewan Lindia Belanda, setelah didengar tentang usul-usul ini,
menyatakan dalam nasehatnya tanggal 9 Maret 1916 nomor XIX - yang
salinannya dilampirkan bersama ini - antara lain bahwa Dewan sedia
tunduk pads kata-kata Mouw dan Hazeu, sehingga tidak ada jalan lain
kecuali mendirikan sekolah pendidiken tersendiri bagi guru-guru Ci-
na, sebagaimana diusulkan oleh Pj. Direktur Pendidikan dan Agama.
Bahwa Dewan merasa kurang pasti, apakah akan dapat diharapkan sedi-
kit hasil dari sekolah ini, yang seimbang dengan biayanya.

Gubernur Jenderal berpendapat bahwa sekolah pendidikan guru seperti
yang dimaksud di sini perlu sekali diadalan dan segera, karena per-
luasan pendidikan Cina Belanda sangat perlu sekali.

Sekolah pendidikan guru itu akan dapat menyelesaikan masalah tenaga
pengajar bagi pendidikan tersebut. Tidak dapat disangsikén, bahwa

orang-orang Cina yang berpikiran baik akan menghargai, bilamana Pe-
merintah memberikan bukti berusaha meluaskan pendidikan bagi anak-

anak mereka. Meskipun masih harus menunggu beberapa tahun lagi,
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sebelum sekolah itu dapat menghasilkan guru-guru, kenyataan bahwa
Pemerintah sudah mulai bertindak akan sangat dihargai. Jika Peme-
rintah tidak bertindak, dikhawatirkan bahwa dari pihak penduduk
Cina akan timbul lagi usaha yang kuat untuk mendirikan sekolah yang
mereka inginkan bagi anak-anak mereka.
Penangguhan lebih lama akan sangat berbahaya, dengan adanya bukti
didirikannya sebuah sekolah Cina di bawah pimpinan seorang Inggeris
di Semarang.
Maka dari itu Gubernur Jenderal dengan Direktur Pendidikan dan Aga-
ma mengusulkan supays pada permulaan tahun ajaran Eropa 1917/1918
(Juli 1917) sudah harus dibuka sekolah pendidikan guru Cina, bila-
mana sudah ada cukup calon murid yang cakap.
Dengan surat ini Gubernur Jenderal menjelaskan lebih lanjut kawat
yang dikirimkan kepada Menteri Jajahan, kawat nomor 9:
"Continuation mail report Rembrandt Council agrees proposals
Creutzberg establish trainingschool chinese teachers (.)
consider opening school beginning July urgently desirable,
please wire agreement".
Dalam pasal 3 dari surat keputusannya tanggal sekarang (4 April
1917) nomor 2 dengan nota perubahan pada Pos-pos mereka dalam ren-
cana anggaran belanja 1918 Gubernur Jenderal memberi kuasa kepada
Pj. Direktur Pendidikan dan Agama dan Direktur Pekerjaan Umum untuk
memperhitungkan pengeluaran bagi pendirian sekolah pendidikan guru

seperti tersebut di sini.

INDIDI B
GADIS-GADIS BUMIPUTERA - PENDIDI GURU-GURU_ WANITA BUMIPUTE

Surat Pj. Direktur Pendidikesn dan Agema (K.F. Creutzberg) kepada
Gubernur Jenderal (van Limburg Stirum) tanggal 16 Mei 1917 nomor

13606

Dalam 10-20 tahun akhir-akhir ini penyediaan sarana pendidikan

bagi orang-orang Bumiputera menjadi masalah yang sangat penting.
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Berulang kali pada setiap perbincangan mengenai usaha untuk membuat
rencana yang efektif agar dapat dipakai dan dilaksanakan untuk masa
kini dan masa depan, selalu pertanyaan dikemukakan, dengan cara ba-
gaimaﬂébak;n dapat dipenuhi kebutuhan pendidikan bagi gadis-gadis
Bumiputera. Dalam tahun 1907 dan tahun 1909 diadakan angket menge-
nai masalah terscbut. Aksi pembuka jalan, yang dilakukan oleh al-
marhumaﬁ_Raden Ajeng Kartini, menambah kesadaran di mana-mana, bah-
wa tidak akan ada usaha untuk meninggikan tingkat intelektuil:dan
sosial dari penduduk Bumiputera yang akan mencapai tujuannya, sela-
'ma wanita Bumipuiera tidak diikut sertakan dalam proses pendidikan
itu.

Diikut sertakannya dalam proses pendidikan membuat mereka sadar un-
tuk melakukan kewajibannya dalam keluarga lebih baik, pendidikannya
membuat kesadaran diri-sendiri makin besar, yang keduanya merupakan
syérat yang penting untuk kehidupan keluarga Bumiputera yang lebih
erat, yang pada gilirannya merupakan syarat mutlak (conditio sine
qua non) bagi pendidikan seluruh rakyat ke arah kemajuan yang lebih
besar, tidak sedikit pula dalam hal ekonomi.

Kesadaran ini telah terbukti bahwa sejak lama dengan masuknya murid
murid wanita ke sekolah-sekolah yang diperuntukkan bagi penduduk
Bumiputera.

Bahwa sampai kini kesadaran itu belum sampai dapat menyebabkan
didirikannya sekolah negeri bagi gadis-gadis Bumiputera, dan Peme-
rintah hanya membatasi diri dengan memberikan bantuan kepada apa
yang telah dikerjakan oleh pihak swasta di bidang ini, hanya dise-
babkan karena ketidak pastian tentang cara bagaimana harus mengatur
pendidikan di sekolah-sekolah itu.

Memori penjelasan atas Rencana Anggaran Belanje Hindia Belanda
tahun 1914 - dimana terdapat pula peraturan pemberian subsidi kepa-
da sekolah swasta bagi gadis—~gadis Bumiputera, termuat dalam Lembar-
an Hegara 1914 nomor 592 - didahului dengan pernyataan pemerintah
secara terbuka sebagai berikut:

"Karena hasil-hasil dari semua usaha untuk membawa penduduk Bumi-

putera ke tingkat kemajuar: yang lebih tinggi itu sebagian
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A tgrbesar tergantung dari ikut sertanya wanita Bumiputera dalam
proses pendidikan, maka sekali lagi perlu dipertimbangkan dengan
cara bagaimana dapat diatur kesempatan tersendiri untuk pendi-
dikan bagi gadis-gadis bumiputera“.

Hasil penelitian yang dahulu kurang meyakinkan adanya kebutuhan
akan pendidikan demikian, tetapi dalam tahun-tahun akhir ini ter-
dapat perubahan sangat besar, yang terbukti dalam kenyataan, bahwa
di beberapa tempat oleh yang berkepentingan sendiri telah dilakukan
usaha untuk dengan kekuatan sendiri mengadakan kesempatan pendidik-
an bagi gadis—-gadis Bumiputera sebanyak mungkin. » ,
Tujuan yang ingin dicapai pada umumnya ialah bukan semata-mata mem—
berikan kepada gadis-gadis Bumiputera pengetahuan sekolah yang sama
dengan yang diperlukan bagi anak laL1 laki, melainkan pendidikan
yang sederhana dan praktis, yang dapat membentuk wanita dan 1bu
yang baik dan beradab ——‘meskipun terutama di kalangan priyayi sa-
ngat dihargai pula untuk memberikan juga.sedikit pengetahuan bahasa
Belanda kepada gadis-—gadis Bumiputera, demi kepentingan kedudukan
dan tugas kehidupan yang menunggu mereka.

Prakarsa yang keluar dari masyarakat Bumiputera ini, belum dapat
dianggap sesuatu yang menentukan terhadap pendirian sekolah oleh
Pemerintah bagi gadis-gadis Bumiputera, karena lebih dahulu praktek
harus menunjukkan, apa yang harus dipakai sebagai ukuran (norm)
pengaturan sekolah dan rencana pelajaran; Tﬁgas pemerintah untuk
memberikan bantuan Reuangan kepada prakarse swasta supaya dapacvme-
wujudkan cita-citanya sebagaimana mestinya. _

Sekarang sesungguhnya sudah mungkin, untuk dengan memperguna-
kan pengalaman dari lermbaga-lembaga swasta dalam bidang pendidikan
bagi gadis-gadis Bumiputere menentukan, bagaimana caranya mengor;
ganisir pendidikan sedemikian yang diverikan oleh Pemerintah, mes-
kipun di kemudian hari masih perlu dan dapat deerbalkl.

Karens maksud surat ini sesungguhnya menyampaikan usul rencana
buat pendidikan sistematis bagi guru-guru wanita Bumiputera, maka
mengenai pendidikan rendah bagi gaéls -gadis Bumiputera akan dibatasi

pada hal-hal, yang pemutusannya harus didahulukan daripada rencana

pendidikan guru.
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Untuk memilih titik tolak yang tepat, maka harus diperhatikan
tujuan ke mana pendidikan pemudi-pemudi Bumiputera akan diarahkan.
Dipandang dari gambaran masyarakat Bumiputera sckarang, akan sege=
ra disadari, bahwa dalem stadium kemajuan masyarakat sekarang - ke-
cuali jika ada perubahan yang tidak tcrduga - bahwa mungkin masih
beberapa tahun lagi, kebutuhan pendidikan bagi generasi mendatang
laki-laki pada umumya, 2kan lain sekali sifatnya daripada kebutuh~
ean pendidikan generasi wanita yang akan datang.

Pendidikan sekolah bagi anak-anak laki-laki Bumiputera - meng-
ingat cara bagaimana hasrat pendidikan itu biasanya dinyatakan -
hanya dianggap efektif, jika ia menuju daya bertahan ekonomis yang
lebih besar. Untuk sementara waktu pendidikan bagi gadis-gadis Bu-
miputera belum perlu dengan sengaja diarahkan ke tujuan itu. Hal
ini sangat berbeda dengan di berbagai negeri Eropa, di mana hubung-
an masyarakat dari setengal: abad terakhir ini telah mengarah sede-
mikian rupa sehingga wanita - jugea dari kelas-kelas yang lebih ba-
ik - makin lama makin harus sedia, bahwa ada kemungkinan akan harus
mencukupi kehidupannys sendiri. Pengaturan pendidikan bagi gadis-
gadis Bumiputera di Hindia Belanda harus bertolak dari kenyataan,
bahwa sekarang dan mungkin sekali dalam waktu yang masih jauh yang
akan datang, tempatnya wanita adalah di tengah-tengah keluarga.

Perbedaan antara apa yang diperlukan anak Bumiputera laki-laki
dan anak-anak Bumiputera perempuan untuk persiapan tugas kehidupan
yang menunggu mereka dapat dilihat paling nyata, jika memandang ke-
- butuhan peundidiken dari golongan penduduk yang terkemuka. Jika di
sekolah pendidikan dasar Bumiputerz yang diperuntukkan untuk rakyat
jelata (sekolah desa den sekolah kelas 2) dengan sejumlah bahan pe-
lajaran; yang juga berlaku bagi murid-murid wanita, sekalipun di
sampingnya tidak diberikan pengajaran kerurah tanggaan, maka peng-
ajaran di sekolah itu dapat dianggap sebagai minimum dari apa yang
mereka butuhkan sebagai pendidikan dasar umum. Lain sekali halnya
dengan pendidikan yang menuju ke pendidikan lebih tinggi, misalnya
dengan H.I.S. Perlu diingatken kembali bahwa H.I.S. dala. tahum
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1914 telah ditingkatkan sampai tingkat sekarang untuk dapat bersam-
bungan dengan MULO, dan dengan demikian bagi beribu~ribu orang Bumi-
putera sekarang ada kesempatan untuk kalau tidak menuntut pelajaran
lebih lanjut ke sekolah-sekolah lanjutan kejuruan, ya menemukan ja-
lan ke kedudukan dalam masyarakat, yang dahulu hanya dapat dicapai
oleh mereka yang tamat E.L.S.
Bagi gadis—-gadis Bumiputera pendidikan jenis ini masih merupakan ke-
kecualian. Hanya ada beberapa gadis Bumiputera, yang baik dengan
tujuan untuk melanjutkan pendidikan tertentu, misalnya pendidikan
guru wanita pada sekolah tipe YIS maupun karena kebutuhan untuk da-
pat memperoleh pendidikan sekolah yang terbaik dapat diterima ~
menjadi murid HIS. Tetapi jumlahnya begitu kecil, sehingga hilang
~ jika dibandingkan dengan kebutuhan akan pendidikan bagi gadis yang
sangat besar sekali. Proses kemajuan yang berjalan sangat cepat di
kelas tinggi dan menengah dari penduduk Bumiputera sejak permulaan
abad ini (abad 20) telah menimbulkan kepada para wanita kebutuhan
akan pendidikan yang sedemikian, sehingga orang-orang Bumiputera
dari kelas-kelas itu akan dapat membentuk rumah tangga, di mana pa-
ra isteri dapat menempati tempat yang lebib mulia/dihormati daripada
yang sekarang. Hal ini sungguh-sungguh merupakan tuntutan zaman
yang mendesak, karena - perlu diulangi lagi - pendidikan rakyat se-
luruhnya akan tetap merupakan pekerjaan setengah, selama kehidupan
rumah tangga tidak diperkuat dan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi.
Bagi tujuan pertama~tama - yaitu membentuk wanita dan ibu-ibu
yang betul-betul baik dan beradab, pendidikan melalui HIS memberikan
terlalu banyak dan terlalu sedikit. Terlalu banyak dari pengetahuan
sekolah, dan terlalu sedikit atau sama sekali tidak ada apa-apa yang
langsung dirasakan bermanfaat dan praktis bagi wanita Bumiputera,
sebagal kepala rumah tangga, seperti pekerjaan tangan wanita, kepan~-
daian memasak, pengetahuan mendidik, hygiene, tata buku rumah tangga,
"dan lain-lain.
Selain dari itu HIS yang tinggi dan mahal, hanya akan dapat dicapai

oleh sebagian yang sangat kecil dari pemudi’ Bumiputera, sedangkan
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rencana pendidikan. bagi gadis yang lebih sederhana - asalkan meme-
nuhi sya;at"syérat seperti ditu, sehingga bagi siapa yang telah
menikmatinya ada tempat juga di keluarga atau rumah tangga Bumipu-
tera yang beradab - dapat memberikan perluasan pendidikan bagi ga-
dis yang sangat diperlukan. o

Dengan alasan-alasan ini; maka jika Pemerintah mau mulai mendirikan
sekolah bagi gadis-gadis Bumiputera ia akan mengusulkan, supaya ke-
pada sebagian terbesar dari gadis-gadis diberikan pengetahuan seko-
lah sesungguhnya yang tidak lebih daripada yang diberikan di Seko-
lah Bumiputera kelas 2 (dengan 4 kelas) atau di sekolah desa plus

2 kelas tertinggi sekolah Bumiputera kelas 2. Di sini perlu segera
ditambahkan, bahwa bagi sebagian dari gadis-gadis itu - umumnya da-
ri yang berasal dari keluarga yang anak-anaknya laki-laki mengun-
jungi HIS atau dapat diterima di HIS - sedikit pengetahuan bahasa
Belanda perlu sekali.  Pengetahuan bahasa Belanda ini sudah cukup,
bahwa bagi isteri secrang Bumiputera yang terdidik, bagi ibu yang
anak-anaknya menikmati pendidiksn Belanda, bahasa Belanda itu men-
jadi bahasa pengantar, yang dapat ia guﬁakan dalam percakapan se=-
derhana. _

- Program pelzjaran yang disusun menurut pikiran désar tersebut,
diperluas dengan mata-mata pelajaran yang bersifat kerumah tanggaan
yang diperlukan menurut kebutuhan kehidupan keluarga yang sederhana
dan betul-betul baik - terutama jangan terlalu ditingkatkan. De-
ngan jalan ini, yang dalam segi personil daﬁ finansiil paling eko-
nomis, lapisan yang sangat luas dari wanita Bumiputera akaﬁ'dapat
ditingkatkan dengan pendidikan,‘tanpa pepdidikan tersebut pendidik-
an rakyat umum tidak akan dapat berhasii.

Untuk menjelaskan maksud di atas, ia memberikan dua bagan un-
tuk membandingkan pendidiken rendah, yang perlu dan cukup bagi anak

anak wanita, dengan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak laki
laki. :
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Anak laki-laki

Pendidikan H.I.S.

Pendidikan Rendah Bumiputera

Anak wanita

-

Pendidikan H.I.S.
dengan atau tidak de-
ngan diperluas dengan
mata-mata pelajaran

rumah tangga.

Pendidikan Rendah Bu-
miputera dengan baha-
sa DBelanda sebagai
matapelajaran dengan
diperluas dengan mata
mata pelajaran rumah

tangga.

Pendidikan Rendah Bu-
miputera dipefluas de-
ngan mata-mata pela-

jaran rumah tangga.

Perbandingan ini semau-maunya.

Bagan ini dapat dipersatukan dengan pikiran, yang dikemukakan

oleh Direktur Pendidikan dan Agama yang lama dalam suratnya tanggal

5 April 1916 nomor 8992, dimana ia mengusulkan supaya gadis-gadis

sampai umur 10-11 tahun dapat menikmati pendidikan di sekolah cam-

puran, dan kemudian pendidikannya dilanjutkan ke arah kerumah tang-

gaan dalam kursus sambungan bagi gadis, dimana pendidikan yang te-

lah diterima skan dipelihara dan ditambah juga.

Bersama dengan Pj. Penaschat Urusan Bumiputera'(pcriksalah su-

ratnya tanggal 25 Mei 1916 nomor 132 yang dilampirkan pada surat

Direktur Pendidikan dan Agama tanggal 5 Januari 1917 nomor 406),

Direktur P.A. melihat dalam usul tersebut dalam surat tanggal 5 April

1916 nomor 8999 bahwa suatu penyelesaian yang praktis bagi masalah
ko-edukasi - setidak-tidaknya bagi gadis-gadis yang pendidikan seko-
lahnya tidak perlu lebih dari tingkat pendidikan Bumiputera.

Jika lembaga baru itu bersambungan-dengan sekolah desa, maka suatu
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peraturan pendidikan bagi gadis-gadis Bumiputera zkan ternyata mung-
kin tanpa mengganggu organisasi sekolah desa yang sudah ada, yaitu
tanpa mendirikan sekolah desa tersendiri = bagi gadis-gadis.

Dengan menguraikan hal-hal tersebut di atas ia berharap dapat mem-
berikan keyakinan kepada Pemerintah, bahwa mendirikan sekolah nege-
ri bagi gadis Bumiputera sekarang tidak zkan terbentur pada ketidak
pastian mengenai cara yang terbaik untuk mengatur sekolah demikian.
Tinggal ada keadaan lain, yang sekarang tagi Pemerinteh merupakan
rintangan yang tidsk dapat diatasi mntuk dapat melaksanakan tugas-
nya, yaitu tidak tersedianya sama sekali tenaga pengajar wanita yang
" cakap. '

Bagi Pj. Penasehat Urusan Bumiputera kekurangan tersebut meru-
pakan s2lah satu alasan yang terpenting mengapa ia tidak menyokong
iusul Direktur Pendidikan dan Agama yang lama untuk mendirikan seba-
gai percobasn 6 buah kursus ruméh tangga bagi gadis-gadis Bumiputera
(periksa surat Pj. Penasechat Urusan Bumiputera: tanggal 25 Mei 1916
nomor 169). g

Dalam suratnya tanggal 5 Januari 1917 nomor 406 (yang diputus-~
kan dengan Surat Keputusan tanggal 12 Januari 1517 nomor 16) ia da-
pat menyetujui pendapat Dr. Hazeu.

Juga ternyata, bahwa sekolah swasta bagi gadis-gadis Bumiputera
mengalami banyak kesulitan karena kekurangan guru-guru wanita Bumi-
putera yang cakap, dan menurut pendapatnya prakarsa swasta, yang me-
laksanakan pekerjaan perintis di bidang pendidikan atas anjuran Pe-
merintah, ada hak menuntut Pemcrintah memberikan bantuan, dimana

prakarsa swasta tidak dapat memenuhi sarana untuk dapat melakukan

' - pekerjaannya dengan baik. Memperbantukan guru-guru wanita Bumipu-

tera (guru negeri) pada sekolah swasta bagi gadis-gadis dengan sya-
rat-syarat yang dapat diterima, merupékan satu-satunya jalan yang
baik.

Kedua hal yang diuraikan di atas membuat pengadaan pendidikan

yang sistematis dari guru-guru wanita Bumiputera menjadi tuntutan
zaman yang sangat mendesak.

P



Cara, bagaimana pendidikan tenaga-tenaga pengajar wanita Bumiputera
harus mulai dilaksanakan, tergantung dari garis—-garis pokok yang
pada dasarnya telah diterima bagi lembaga pendidikan rendah bagi
gédis-gadis'Bumiputeré, sebagaimana terlihat dalam skema tersebut
di atas. o

Jumlah sekolah swasta bagi gadis-gadis, yeng telah menerima
subsidi dari Kas Negara yang telah mengajukan permohonan subsidi
ada 30; terdiri dari 12 apa yang disebut sekolah Kartini (H.I.S.)
(Lembaran Negara 1513 nomor 524) dan 18 apa yang disebut sckolah
Kabupaten (Lembaran Negara 1914 nomor 592), 4 diantaranya mempunyai
bahasa Belanda sebagai mata pelajaran dalam rencana pelajaran, un;
tuk mana menurut paragrap III pasal 3 dari Lembaran Negara 1914 no-
mor 592 dapat diberi subsidi tersendiri. Jumlah 12 sekolah Kartini
menurut bagan tersebut di atas terlalu banyak.

Tidak boleh dilupakan bahwa sudah selayaknya bahwa perkumpulan yang
didirikan dengan kerja sama antara orang-orang Eropa dan orang-
orang Bumiputera terkemuka, yang beftujuén memenuhi kebutuhan pen-
didikan bagi gadis-gadis Bumiputera, pertama-tama mengingat kelas
yang lebih tinggi dari penduduk Bumiputera, dan untuk kepentingan
mereka dipandang perlu sekali sekolah-sekolah type H.I.S.

Meskipun pada penyusunan rencana pembentukan tenaga-tenaga
pengajar wanita Bumiputera tidak ditonjolkan kebutuhaﬁ bagi H.I.S.
untuk gadis-gadis, tetapi pendirian sekolah itu sendiri untuk men-
didik personil wanita Bumiputera bagi pendidikan tersebut tidak bo-
leh dituﬁggu~tunggu lebih lama lagi. Lembaga ini harus sama tinggi-
n&a (tidak sama) dengan sckolah~sekolah pendidikan guru (kweekschool)
yang sudah ada.

Bahwa sekarang belum diajukan usul-usulnya, disebabkan bukan
karena takut akan ‘“over' produksi, karcna tenaga-tenaga pengajar
wanita tersebut akan dapat juga ditempatkan di H.I.S. Campuran, akan
tetapi terutama karena sangat kurangnya personil wanita yang cakap
untuk mendidik guru-guru wanita Bumiputera. '

Maka pada permulazn harus dibatasi pada yang perlu perlu saja.
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Pendidikan guru wanita Bumiputera dibatasi pada Kweekschool yang
sudah ada. Untuk dapat menghasilkan tiap tahun 15 guru wanita Bu-
miputera, sudah cukup jika di masing-masing sekblah dari 7 kweek-
school yang sudah ada tiap tahun diterima 3 murid wanita. Dengan
mengadakan formasi 5 kelas, maka dengan mengingat adanya yang kelu-
ar (putus sekolah) dari tiap sekolah diharapkan dapat menghasilkan
rata-rata 12 guru wanita. Di tiap sekolah dididik tidak bolel be-
bih dari 125 murid.

Lain dari pada itu harus dipenuhi kebutuhan akan pemondokan
murid wanita dengan pengawasan Eropa.

Untuk penyelesaian masalah pemondokan murid-murid wanita diusulkan
agar diusahakan dengan kelompok © orané di satu pondokan. Pengu-
rusan pondokan terutama diserahkan kepada isteri-isteri dari tenaga
pengajar Eropa dari Kweekschool tersebut. Untuk murid-murid wanita
diberi hak tunjangan untuk keperluen hidup per bulan £.10.-- dan
untuk makanan extra f.3.--

Tunjangan ini dapat dipergunakan untuk penyed}aan tempat pemondokan
(jike perlu dengan membangun bangunan tambahan oleh Pemerintah) dan
pengawasan uang pondckan sehesar f.25.-- bagi murid pertama dan £.15
bagi murid berikutnya, dipandang sudah layak.

Pengawasan pusat diserabkan kepada Inspektur Pendidikan H.I.S.
Setelah menerima persetujuan Gubernur Jenderal akan segera diseli-
diki, apakah cara pemondokan ini sudah dapat dimulai dalam tahun
ini.

Kebutuhan akan sekolah-sekolah bagi gadis-gadis yang lebih se-
derhana akan jauh melebihi kebutuhan akan sekolaﬁ Kartini. Pendi-
dikan guru wanite Bumiputera untuk sekolah bagi gadis harus lebih
kuat ditangani daripada pendidikan guru wanita di kweekschool yang
ada. Untuk pendidikan ini diusulkan mempergunakan lembaga sekolah
normal yang telazh didirikan sejak tahun 1915, dengan merubah renca-
na pelajaran sedemikian rupa sehingga sebagian dari waktu belajar
dapat dipergunakan untuk pengajaran yang betul-betul mengenai mata-

mata pelajaran kerumah tanggaan.
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Jika usul ini dapat disetujui Gubernur Jenderal, maka segera akan
diambil tindakan yang perlu atau perlu dipertimbangkan, untuk mem-
pelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan sekolah
itu. Bagi sebagian dari sekolah normal yang diperuntukkan untuk
murid-murid wanita, masih ada perubahan rencana pelajaran lagi, ya-
itu memasukkan bahasa Belanda sebagai mata pelajaran dalam rencana
pelajaran, karena menurut bagan tersebut di atas dalam pendidikan
rendah bagi gadis-gadis dari kelas yang lebih baik harus diajarkan
juga bahasa Belanda. Pada sekolah normal demikian disusulkan baha-
sa Belanda diajarkan di kursus-kursus sore hari.

Maka dari itu guru wanita keluaran dari sekolah normal tidak
akan diserahi mengajar bahasa Belanda di sekolah bagi gadis. Teta-
‘ pi karena mereka itu tergolong jadi tenaga pengajar penting bahkan
sering menjadi Kepala Sekolah bagi gadis-gadis, maka sedikit penge¥
tahuan bahasa Belanda demi kedudukan dan wibawa mereka harus dimi-
1iki.

Di sekolah normal bagi guru wanita yang pertama-tama akan diberikan
bahasa Belanda harus segera mulail diajarkan, karena sekarang kebu-
tuhan yang paling besar ialah kebutuhan pendidikan rendah bagi ga-
dis-gadis dari kalangan terdidik dan terkemuka. Lama-kelamaan jum-—
lah sekolah bagi gadis tanpa bahasa Belanda akan jauh melebihi dari
jumlah sekolah gadis dengan bahasa Belanda. Keadaan memaksa, bahwa
harus dimulai dengan yang paling sederhana, den tidak akan memberi-
kan perkiraan berapa jumlah sekolah normal yang akan didirikan bagi
pendidikan tenaga pengajar wanita. Lagi pula perkiraan itu sangat
sulit, karena adanya faktor-faktor sebagai berikut:

1. Keharusan, supaya jika sudah cukup tersedia personil yang di-
perlukan, perlu segera didirikan sekolah bagi gadis-gadis,
atau sekolah "vervolg', dalam jumlah besar-besaran.

2. Keharusan, untuk memperbantukan guru-guru wanita negeri kepa-
da sekolah bagi gadis swasta, supaya prakarsa swasta dengan

adanya pendidikan guru wanita keaktifan kerjanya dapat lebih
dikembangkan.
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3. Guru-guru wanita Bumiputera yang terdidik baik dapat di;em—
patkan di sekolah Bumiputera kelas 2 Camﬁuran. |
4. Adanya kenyataan yang pasti, bahwa sebagian besarvguru-gurﬁ
wanita setelah selesai pendidikannya akan kawin.
5. Mereka, yang telah mengikuti tujuan Eodrat ini, tidak sela-
manya hilang bagi pendidikan, karena banyak guru wanita yang
- telah kawin tetap bekerja dalam dinas Pemerintah, atau men-
dirikan sekolah sendiri dan dengan demikian berguna bagi ma-
syarakat sekelilingnya.
Bagi mereka, yang karena kewajiban rumah tangga tidak dapat
jadi guru atau mendirikan sekolah, pendidikan yaqg:telah di-
nikmati itu merupakan suzatu kLuntungan. :i
- Dengan uraian di atas akan menjadi lebih jelas,; bzhwa jumlah seko-
lah normal puteri pasti akan di bawah jumlah sekolah normal.putera.
Bahwa sekarang hanya berani mengusulkan beBerapa sekolah normal
puteri, disebabkan karena kekurangan. personll wanita yang cakap un-
tuk memberikan pendidlkan lanjutan.
Personil sekolah normal puteri harus terdiri dari tenaga pengajar
puteri, dan untuk sekolah lengkap dari 4 kelas terdiri aari 1 Di-
rektris Eropa dan 4 guru wanita Bumiputera yang terdidik di Kweek-
school, dén sélanjufnya guru pﬁteri untuk mata pelajaran rumah
tangga.
Karena dalam tahhn‘yang akan dataﬁg (1918) belum ada atau ma-
'sih sangat kurang perqonil puteri dan pembukaan lembaga—lembaga
ipendldikan demikian tidak dapat ditunda-tunda lebih lama lagi, ma-
ka diusulkan supaya sekolah normal puteri yang pertama didirikan
akan dikepalai oleh seorang guru laki-laki Eropa, yang isterinya
bersedia dan cocok untuk diserahi mata pelajaran rumah tangga (cq.
mata pelajaran lain), pengawasan pondokan, serta pendidikan murid-
murid. - ' ‘ ' |
Personil lainnya - jika belum ada tenaga pengajar wanita - dapat
terdiri dari guru-guru laki-laki yang agak berumur, yang 1sterinya
dapat diserahi pengurusan sehari-hari dari rumah-rumah pondokan,

dengan diberi tunjangan yang layak.
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Diusulkan supaya didirikan 3 sekolah normal puteri, untuk daerah
bahasa Jawa, daerah bahasa Sunda dan daerah bahasa Melayu.
Karena di daerah Sunda tahun depan akan didirikan sekolah normal
swasta, yang direncanakan dan diatur menurut sistim yang diusulkan
Direktur P.A., maka sekérang hanya diusulkan 2 sekolah normal pu-
tri di Jawa Tengah dan di Sumatera Rarat. '
Jika Gubernur Jenderal dapat menyetujui usul~usul dan rencana pe-
laksanaannya tersebut di atas, maka segera akan dilakukan tindakan
yang perlu seperti memilih guru-guru wanita Eropa yang éakap yang
diperlukan, yang harus segera tekun dan giat mempelajari bahasa
daeréh Bumiputera serta ilmu bangsa-bangsa, agar supaya segera da-
pat diserahi pimpinan sekolah normal puteri.
Berusaha mendapat jaminan kerja-sama dan bantuan ahli, supaya peng-
aturan dari sekolah-sekolah normal puteri pertama dan hal lain yang
befhubungan dengan itu dapat dilaksanakan dengan baik (rencana pe-
lajaran, buku pelajaran untuk pengajaran rumah tangga, reglemen se-
kolah, d1l1.).

(Rancangan biaya dari sekolah-sekolah normal putri yang

diusulkan).

Dengan cara yang sama pérsonil untuk Kweekschool putri harus diatur
nanti pada waktunya.

Salinan surat ini.disampaikan kepada Direktur Keuangan dan Direktur
Pekerjaan Umum. Salinan disampaikan kepada Direktur Pekerjaan Umum
mengingat penyediaan gedung dan ruangan untuk 2 sekolah normal pu-
teri dan mungkin sekali penambahan bangunan dari beberapa perumahan
guru Kweek:chool untuk pondokan murid-murid puteri.

Gubernur Jengeral diharap mohon kepada Menteri dapat menyetu-
juinya, dan pula mengijinkan bahwa sambil menunggu keputusan dari
pembuét.undang~undang anggaran belanja, sudah dapat segera dimulai
dengan tindakan untuk pemondokan sementara dari 2 sekolah normal

puteri. Untuk cepatnya, mohon persetujuan dikawatkan.
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KO MENENGAH HINDIA BELAND

NDISCHE MIDDELBARE SCHOOT.)

72. Surat Pj. Direktur Pendidikan dan Agama (?.K5 (reutzberg) kepada

Gubernur Jenderal (Van Limburg Stirurm) tanggal 18 Mei 1917 no.13795

Dengan surat Ménteri Jajahan tanggal 2 Maret 1916 bagian Al
nomor 227/446 disampaikan kepada Gubernur Jenderal beberapa eksemplar
lapéran dari Komisi nasehat mengenai pendidikan menengah (persiapan
pendidikan tinggi) yang sesuai di Hindia Belanda: Dijanjikan pula
akan dikirim eksemplar laporan itu dalam jumlah yancs panyak agar su-
paya dapat dibagi-bagikan kepada berbagai orang dan lembaga serta
peré.

Menteri Jajahan lebih lanjut menerangkan, bahwa ia dan Komisi yakin
bahwa sangat penting untuk segera mengambil keputusan mengenai pe-
nyediaan bahan pendidikan yang diusulkan dalam laporan itu. Bahwa
ia dapat menyetujui seluruhnya tujuan umum dari laporan itu.
Akhirnya kepada Gubernur Jenderal dimochon supaya segera mungkin mem-—
bicarakan laporan itu, dan segera mungkin menyampaikan pendapatnya
tentang pandangan dan usu®’ -usul dalarm laporan itu.

Salinan dari surat Menteri tersebut dikirimkan pula kepada Di-
rektur Pendidikan dan Agama yang lama dengan surat pengantar tanggal
29 April 1916 nomor 12094 untuk diberi nasehat dan kabar.

Dengan suratﬁya tanggal 18 September 1916 nomor 24942 Direktur P.A.
(Dr. Moresco) memberitahukan, bahwa penyebaran laporan tersebut ke-
pada para penguasa yang patut menerima, baru dapat dilaksanakan ki-
ra-kira pertengahan bulan Agustus 1916, dan karena itu ia akan dapat
menyampaikan nasehatnya kepada Gubernur Jenderal dalam bulan Desem—
ber 1916. Tetapi karenz sakit dan kemudian berangkst ke Eropa, ia
tidak dapat menepati janjinya.

Creutzberg sebagai penggentinya sekarang memenuhi tugas itu,
dan untuk dapat diperiksa dengan mudah ia menyampaikan nasehatnya
dalam bagian-bagian seperti berikut: A

A. Penyimpulan isi laporan.

B. Pandangan umum mengenai beberapa hal yang prinsipiil.
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C. Pembahasan beberapa detail dari laporan itu.
D. Usul-usul.

Penyimpulan isi laporan

Lgporan dibuka dengan penjelasan dari tugas yang diberikan kepa-
da Komisi untuk memberi nasehat dan penyuluhan tentang cara ba-
gaimana memenuhi kebutuhan akan pendidikan menengah (persiapan

pendidikan tinggi) di Hindia helanda, yang menyesuaikan diri de-

ngan kepentingan dan kebutuhan khas Hindia Belanda bagi berbagai

" golongan penduduk, dan yang memberi kesempatan untuk memperoleh

ijazah, yang memberikan hak-hak yang sama terhadap penerimaan
pelajaran dan ujian pada universitas dan lembaga pendidikan
tinggi lainnya di negeri Belanda, seperti yang diberikan sebagai
ijazah yang sekarang diminta untuk pendidikan tinggi.

Isi dari laporan sesungguhnya diéimpulkan dalam 9 bab yang isi-
nya disebutkan dalam garis-garis pokok seperti yang akan dikemu-
kakan di bawah ini. Kemudian akan menusul laporan tersendiri
dari anggota W.H. Bogaardt.

Garis-garis pokok itu ialah:

1. Ringkasan pendidikan persiapan pendidikan tinggi, pendi-
dikan universiter, dan pendidikan kejuruan tinggi di India
serta juga syarat4syarat masuk bagi mahasiswa India ke
universitas Inggeris. _

2. Beberapa keterangan tentang pendidikan di Jepang.

3. Ringkasan perbandingan dari waktu-waktu pelajaran di seko-
lah, yang direncanakan Xomisi, dengan bzberapa pendidikan

menengah (persiapan pendidikan tinggi) lainnya.

BAB I: Pandangan Umum

Paragrap 1

Memberikan sketsa dari keadaan pendidikan sekarang. Hanya E.L.S.

dimana diajarkan bahasa Perancis, membuka kesempatan berikutnya

untuk pendidikan tinggi.




Dalzm paragrap 2 dltunjukKan keharusan perlu adanya pendidikan per-
siapan bagi. pendidikan tlnggl yang memenuh1 kebutﬁhan khas Hindia
Belanda dan dapat dimasuki oleh semua golongan penduduk.

Pendlrlan Romisi lalah konvergens; pada pendidikan rendah (E.L.S.;

H.I. S., dan h. .J.) dan unifikasi pada pendidikan lanJutan.

Dalam_paragrap43 dljelaskan‘tentang pentlngnya bahasa Belanda bagi
pendidikan di Hindia Belanda yang diarahkan ke kemajuan Barat,

' halk dni juga penting dari sudut pandangan politik. -
Bahasa Belanda, dan hukan salah satu dari bahasa-bahasa Bumlpute—

. ragvharus jadi bahasa pengantar dalam pendidikan 1tu.

Dalam paragrap 4 ditunjukkan, bahwa anak Bumiputera (juga anak Cina)
dlbandingkan dengan murid Belanda dibebani tidak sama beratnya,

" dan ini dapat menimbulksn bahaya, bahwa di satu pihak, ada pembe-
banan terialu berat dan di pihak lain ada penaikan waktu pendi-
dikan- (menjadi. lebih 1ama): .

Untuk mencegah ini, maka péda.umumnya disarahkah, égér sﬁpa&g'an-
~tuk:«bahasa Belanda jangan ditentukan syarat—éyarat‘yéng terlalu
«tinggi’ dan kaku, dan harus lebih memperhaﬁikaﬁ apé yéng dibutuh—

kan masyarakat Hindia Belanda éekarﬁng daripad; mempefhatikan

. tradisi pendidikan di sini (Belanda) .

Daiamiparagrap'S ditentang keras pendidikan bahasa Perancis di seko-
lah rendah.

r 5,
g e

Dalam paragrap 6 dikemukakan perlunya pembataéaanembatasan yang ra-
sioni l dari bahan pelaJaran, untuk méncegah waktu pelajaran yang

terlelu lama

Dalam:paragrap 7, daleam hubungan yang sama diberikan perbaﬁdingan
antara pendidikan Barat di Hindia Belanda dengén pendidikan Barat
‘di India dan di Jepang, di mena bahan pelajaran menurut perban~-

dingan samgat terbatas.
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BAB II: Pengaturan Umum dari sekolah liindia Belanda untuk pendi-

dikan menengah (persiapan pendidikan tinggi)
Indische Middelbare School (I.M.S.)

Paragrap 8, memuat penjelasan-penjelasan lebih lanjut tentang sya-
rat-syarat yang harus dipenuhi oleh pendidikan yang berhubungan
dengan kepentingan dan kebutuhan khas Hindia Belanda. Syarat-
syarat itu terdiri dari 3 bagian:

1. Panyak pengajaran bahasa Belanda (bagi Hindia Belanda dan
orang-orang Hindia Belanda ~ dasar dari peradaban Barat
dan mata pelajaran kebudayaan, yang di sini harus menggan-
tikan tempat sastra klasik di negeri Belanda), untuk lain-
lainnya perlu ada pembatasan yang efektip dengan menghih-
défi hal yang berat sebelah, dan akhirnya memberikan tem-

pat kepada kebudayaan Hindia Belanda.

Menurut Paragrap 9, Komisi menganggap perlu ada penyimpangan dari
sistim Belanda dalam hal mengenai bentuk, yaitu bukan merupakan
satu kursus yang bersambungan jadi satu, tetapi dipecah dalam
dua bagian, yaitu bagian bawah (onderbouw) yang umum dan dituju-
kan pada pendidikan yang lebih luas dari murid-murid, dan bagian
atas (bovenbouw) yang dibagi dalam dua jurusan pokok yaitu jurus-
an sastra-sejarah dan jurusan ilmu pasti ilmu alam. Masing-ma-
sing bagian lamanya belajar 3 tahun.

I.M.S. tidak akan dapat sama dan sebangun dengan Gymasium Belan-
~.da atau H.B.S.5 tahun Belanda. Tetapi I.M.S. dapat dan harus

mempunyai persamaan, bahwa pendidikannYa ditujukan untuk menum~

buhkan kecakapan untuk mempelajari ilmu pengetahuan sendiri, atau

dengan katz lain membawa murid ke tingkat pengetahuan dan kemaju-

an yang memungkinkan pelajaran (studi) universiter;

Mengenai kekuatan mendidik dan mengembangkan, pendidikan pada

"1.M.S. harus senilai dan setaraf dengan pendidikan pada H.B.S.

atau Gymasium.
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Dalam Paragrap 10 dijelaskan keuntungan dalam pecahan menjadi
onderbouw dan bovenbouw ini, yaitu pendidikan personil yang le-
bih mudah dan kemungkinan untuk memberikan kepada onderbouw 3
(tiga) tujuan, ialah merupakan lembaga untuk pendidikan akhir,
lembage untuk persiapan untuk sekolah kejuruan, dan lembaga per
siapan untuk bovenbouw, penundaan pemilihan ﬁekerjaan, pemilih-
an (seleksi) yang lebih baik dari murid-murid untuk pendidikan
tinggi dan penghematan biaya dan kemungkinan perluasan yang le-~

bih besar.

BAB III: Bagian bawah (onderbow) 4
Komisi menganjurkan MULO yang sudah ada sebagai "onderbouw",

yang rencana ﬁelajarannya harus ditinjau'kembali. Bahasa Melayu
akan dimasukkan dalam rencana pelajaran. Di samping bahasa Belan-
da hanya akan diajarkan bahasa Inggeris.

Dalam Paragrap 21 dijelaskan lagi, bahwa “onderbouw' demgan renca-
na pelajaran yang ditujukan pada kemajuan umum yang harmornis dapat
dipergunakan selain sebagai dasar bagi “bovenbouw", juga dépat di-
pergunakan untuk tujuan lain seperti untuk' pendidikah akhir dan
untuk persiapan ke pelajaran kejuruan di Hindié Belénda, meskipun
mungkin sekali pelajaran pada beberapa sekolah kejuruan harus di-

perpanjang waktunya dengan satu tahun untuk '‘propaedeuse” yang le-
bih khusus.

B£B IV: Bagian atas (bovenbouw)

Paragrap 22 memberikan gambaran tentang tujuan dan pengs*uran
pendidikan di "bovenbouw' pada umumnya. Sifat persiapan ke pendi-
dikan tinggi akan nampak jelas pada pendidikan dimana mata pela-
jaran tidak diikuti sama oleh murid-murid.

Menurut Paragrap 22 Komisi menginginkan, supaya pemecahan yang di-
usulkan dalam 2 jurusan - bagian sastra-sejarah (A) dan bagian il-
mu pasti-alam (B) jangan menjurus ke penekanan pada jurusan yang
satu atau yang lain. Maka dari itu bagian A jangan diabaikan peng
ajaran ilmu alam, kimia dan hayat, begitu pula di bagian B jangan

diabaikan pengajaran bahasa dan kesusasteraan Belanda dan bahasa
Melayu. o ' . 1
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Dalam paragrap 24 ditegaskan, bahwa bagian B harus memberikan hasili
yang sama mengenzi mata-mata pelajaren ilmu-pasti dan ilmu-alam
seperti H.B.S.5 tahun yang sudah ada.

Dalam paragrap 25 diperjuangkan, supaya di bagian A diadakan peng-
ajaran sastra-sejarah Hindia Belanda.

Komisi beranggapan: ‘- usaha ke pengetahuan dari kebudayaan sen-
diri, orientasi ilmiak dalam suasana intelektuil, di mana mereka
harus hidup, bekerja, dan memangku jabatan pimpinan, merupakan
hak dan kewajiban bagi orang-orang Hindia Belanda'.

Di samping mempelajari lebih lanjut bahasa Melayu, bahasa Jawa

(-: dipandang dari sudut pandangan sejarzah kebudayaan bahasa yang
paling penting di Nusantara Hindia Belanda =) diterima sébagai
salah satu mata pelajaran dalam "humaniora" Hindia Belanda, be-
gitu pula ilmu pengetahuan purbakala Hindia Belanda dan Tlmu
Bangsa-bangsa Hindia Belanda. .

Paragrap 26 mengenai pemecahan bagian A dalam bagian-sastra-sejarah
Timur (A.I) dan bagian klesik Barat (A.II). Tentang perlunya
dar keharusannya pembagian tersebut ada perbedazn pendapat dalam
Komisi. |
Sebagian menganjurkan bagian klasik Barat (A.II) dengan penuh
keyakinan, sebagian lainnya menganggap bagian A.II hanya sebagai:

“Tindakan darurat sementara” dengan pertimbangan supaya ada
sambungan langsung antara I.M.S. dengan salah satu cabang pen-
didikan uniyersiter di negeri Belanda yaitu fakultas Hukum,
yang sangat penting bagi penduduk Hindia Belanda.
Pencantuman bahasa Latin dalam rencana pelajaran I.M.S. tidak me-
nimbulkan keberaten, 5ika sudah ternyata bahwa tidak mungkin di-
terima di ujian juridis pada universitas Belanda tanpa persiapan
bahasa Latin.
Seluruh Komisi sepakat untuk mendesak, supaya dipertimbangkan
agar supaya pemuda Hindia Belanda yang telah memperoleh pendidik-
an tanpa bahasa Latin di I.M.S., yang setaraf (sama tingginya
paskipun tidak sama dan serupa) dengan pendidikan di negeri Be-

lande, diberi kesempatan menempuh ujian kandidat Hukum di negeri

Belanda.
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Sebagian yang lain berpendapat, bahwa selama hukum Romawi me-

rupakan bagian integral dari pelajaran hukum di universitas-univer-

- gitas negeri Belanda, bagi mereka yang tidak mengetahui sepatah ka-

ta bahasa Latin akan sangat sukar bahkan tidak mungkin untuk meng-
ikuti pelajaran hukum itu dengan berhasil.

Akhirnya Komisi beranggapan, bahwa sama sekali bukan keharusan
bahwa bovenbouw harus terdiri dari 3 bagian, dalam beberapa hal cu-

kup 2 atau 1 bagian saja.

BAB IV: Pandangan-pandangan Penutup

Dalam paragrép 37 dinyatakaﬁ9 bahwa waktunya sekérang belum tiba

untuk mendirikan universités sendiri di‘Hindia Belanda, dan selama
itu adalah kewejlban negeri Belanda, untuk seJauh mungkin membuka
plntu gerbang dari sekolah tingginya bagi pemuda—pemuda Hindia Te-

landa. 1Ini adalah tuntutan hak dan keadilan, tuntutan politik dari

' zaman, dan tuntutan kepentingan nasional sendiri.

Sesudah dalam paragrap 38 mernganjurkan untuk menyediakan bea-
siswa secara besar-besaran bagi pelajaran di sekolah tinggi negeri
Belanda dan untuk mendirikan suatu Badan Pemerintah untuk mengawasi
dan membina mahasiswa Hindia Belanda dengan bea-siswa, maka Komisi
mengakhiri laporannya dan dalam paragrap 39 mendesak supaya segera
diadakan keputusan mengenai penyediaan sarana pendidikan tersebut.

Nota tersendiri deri anggota Homisi, W.H. Bogaardt, menyatakan
keberatan terhadap:

1. Bahasa Melayu dimasukkan sebagai mata peléjaran wajib dalam
rencara pelajargn I.M.S., karena pengajaraﬁ di I.M.S5. sejauh
mungkin harus dibina ke arak Barat,

2 Tentqng pembagian Baglan A dengan adanya Bagian A1 baglan‘

SQQtra~seJaraﬁ Timur.

Pandangan umum (dari Direktur Pendidikan dan Agama) mengenai lapor-

an

‘Pertama~tama menyatakan penghargaan kepada Komisi atas cara kerja-

nya, yang telah dapat membuahkan hasil yang sangat dihargai dengan
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rasa terima kasih oleh Hindia Belanda, terutama generasi yang se-
dang tumbuh. '
Bahwa Komisi yang begitu heterogeen telah berhasil dengan hampir
mencakup seluruhnya dengan kesepakatan mengembangkan rencana leng-
kap bagi pendirian I.M.S.
Apa yang dikemukakan Komisi dalam paragrap 37, dihubungkan dengan
pernyataan Gubernur Jenderal lama (Idenburg) :sangat disetujui dan
tidak perlu ada penambahan-penambahan.
Rencana pendidikan yang telah disusun Komisi,.yang dipertimbangkan
dengan masak dan dikerjakan sampai mendetail, dalam hal-hal pokok-
nya dapat disetujui seluruhnya. Rencana ini dengan sedikit peru-
bahan harus dllaksanakan dengan segera. Jika kritik atas rencana
itu harus dibantah satu demi satu,, hanya akan mempersukar dan mem—
perlambat pelaksanaannya. ’ iy _
Yang dimaksud dengan kritik di étas ialah.pandangan dan pernyataan
dari sementara‘oragg, yang te;ah>dikirimi eksemplar laporan Komisi
oleh Departemen Eehdidikan»dan Agama cleh Direktur lama (dr. Mores-
co). Keuntungannya iaiah;lbéhwa rencana itu telah diperkenalkan
kepéda publik.(= masyarakat umum) yang dapat»berpikir,»dan tidak
seperti yang telah sering terjadi suatu lembaga pendidikan penting
telah didirikan tanpa seorangpun yang berkepentingan telah diberi
kesempatan mengeluarkan pendapatnya. , i
Setelah menghubungi para Inspektur MULO dan pendidikan menengeh
"dipandang perlu adanya beberapa perubahan. Mengenai hal lainnya
setuju dengan laporan, yang telah diiengkapi“dengan alasan yang be-
gitu baik, sehingga kritik sebagian besar telah méndapat bantahan-
nya dalam lapdran tersebut,

Dari nasehat yang diterima dan dari laporan Bogaardt dibuat
penyimpulan singkat>dari pandangan dan pernyataan, dan dilampirkan

pada surat ini.

Sifat "khas Hindia Belanda". o R
Menurut paragrap 8 ternyata bahwa jika I.M.S. dibandingkan de-
ngan lembaga pendidikan model Belanda, maka sifatnya adalah:
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1. Memberikan tempat yang sangat penting kepada bahasa dan kesu-
‘'sateraan Belanda.
2. Menghindari bahan pelajaran yeng bagi Hindia Belanda hanya
" merupakan beban tidak berguma (ballast).

3. Memasukkan dalam rencana pelajaran, beberapa mata pelajaran
kebudayaan Hindia Belanda, antara lain sedikit satu bahasa
Bumiputera dengan kesusasteraannya.

4, Demikian pula pembentukan bagian A.I bagian sastra sejarah
Timur. '

Apa yang diusulkan di ad.l den ad.2 dapat diterima begitu saja, te-
tapi ad.3 minta dibicarakan lebih lanjut, juga sehubungan dengan
perbedaan pendapat di antara banyak anggota Komisi dan juga nota
anggota Fomisi W.H. Bogaardt.

Satu masalah‘yaitu di tempat mana kebudayaan sendiri dari daerah
ini harus ditempatkan dalam bagan Hindia Belanda dalam pendidikan
persiapan bagi pendidikan tinggi. :
Masalah ini harus ditinjau dari 2 sudut pandangan yaitu: ‘dari sudut

pandangan politik jajahan umum, yang perkembangannya merupakan pro-

ses sejarah yang'lamban, yang titik akhirnya terletak di masa depan
yang jaub tidak menentu, dan dari sudut pandangan dalam batas poli-

tik pendidikan praktis.

Dari sudut pandangan politik jajehan umums

Dalam kebudayaan Hindiz Belanda seluruhnya atau dalam bagian-bagian-
nya ada benih yéng akan mendorong menyongsong masa depan kehidupan
berdiri sendiri - (meskipun masih begitu jauh) - dengan kemerdekaan
tata negara, dan kemudian menghendaki kebijaksanaan politik, yang
menginginkan tidak ada apa-apa yang menghalang-halangi jalannya per-
tumbuhan (- untuk tidak mengatakan adanya usaha dengan sengaja untuk
memajukannya -), maka mau tidak mau kebudayaan Barat dalam arti se-
jarah harus dipan&ang sebagai sarana dan bukan tujuan akhir.

_ Dzlam jalan pemikiran ini, maka perbedaan pendapat dalam Komisi
tersebut di atas, dapat dianggap sudah diputusken oleh arah politik

jajahan modern yang dimenangkan bagian terbesar dalam Komisi.
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Dari sudut pandangan politik pendidikan praktis: pada dasarnya di-

akui kebenaran pernyataan Komisi mengenai arti pentingnya mata pe-
lajaran kebudayaan Hiﬁdia Bélanda.

Dengan panjang lebar dijelaskan, bahwa menurut pendapatnya, yang
diinginkan oleh orang-orang Hindia Belanda, yang mau maju, hanya
pendidikan Barat, atau lebih baik dikatakan pendidikan yang sama
jenisnya dengan yang dinikﬁaﬁi oléh orang Barat.

Lembaga pendidikan yang'diusulkan sudah cukup memenuhi keinginan
mereka, dan dianjurkan supaya sebanyak mungkin dihindari hal-hal
yang dapat memberi kesan seolah-olah di sini hanya diberikan yang
"bagi orang Hindia Belanda cukup baik".

Oleh karena itu jangan sampai ada paksaan untuk mengarah kepada "ju-
rusan Hindia Belanda'", misalnya dengan:memasukkan‘pelajaran bahasa
Mélayu sebagai mata pelajaran wajib dalam rencana pelajaran, walau
bagaimanapun sedikitnya argumentasi yang ada dalam laporan (para-
grap 16). T
- Keputusan scbaiknya diserahkan kepada masyarakat, dan sejauh mana
para orang tua memandang perlu untuk memberikan bahasa Melayu kepa-
da anak-anak mereké, dan épakah bahasa tersebut diberikan secara
wajib atau pilihan. .

Selanjutnya kebudayaan Nusantara dapat diberikan melalui mata pela-
jaran lain seperti sejarah, dan ilmu bumi, asal saja jangan diton-
jolkan secara menyolok. ‘

Karena alasan tersebut di atas, Direktur P dan A mengusulkan agar
bagi. sekolah yang akan didirikan sebaiknya diberikan nama lain dari
pada I.M.S. (Indische Middelbare School), misalnya Sekolah bagi Per-
- giapan Pendidikan Tinggi (School van Voorbereidend hooger onderwijs).
Seperti yang telah dikemukakan dalam paragrap 25, dan sambutan yang
hangat serta simpati tcrhadap kebudayaan Nusantara, dan dukungan
. terhadap bagian sastera dan sejarah Timur, tidak perlu dibicarakan
lagi bahwa hal tersebut merupakan hal yang bernilai tinggi. Tanpa
diragukan lagi bahwa apa yang dinamakan dengan ‘“Humaniora Hindia Be-

landa"” menempati tempat yang penting.
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Dalam hﬁbungan ini sejauh mana masyarakat Bumiputera menilai kebu-
dayaannya sendiri? Jika mereka dianggap sebagai anak kecil, maka
mereka akan tertarik kepada sesuatu yang berkilauan, -dalam hal ini
kebudayaan‘Barat.. Baru kemudian mereka akan menyadari akan nilai
kebudayaaﬁnya sendiri,

Pentingnya bagian Sastera Timur dapatgditinjau secara ganda. - Per-
tama mengenai nilai pasarannya yaitu seéeorang yang mampu mengguna-
kan bahasa Belaﬁda akan memperoleh tempat yang terhormat dalam ma-
syarakat, dan kedua mereka akan menyadari bahwa kebudayaan‘Barat

di mana bahasa Belanda merupakan bagian dari padanya, lebih berkem-
bang dari pada kebudayaan mereka.

Oleh karena itu bagian Sastera Timur akan segera mempercleh sukses.
Kemungkinan quar bahwa studi ini akan banyak menarik minat karena
pada ijazahnya dllekatkan hak yang mempunyai "effectus civilis''.
Bagaimana pun juga suksesnya bagian ini terletak kepada masyarakat
sendiri, dan di kemudian hari jika dipandang perlu akan diadakan
dorongan agar bagian sastera Timur ini segera dilaksanakan.
Direktur P dan A telah berkesempatan untuk membincangkan tentang
.ciri-ciri khas dari pada bagian sasterz Timur I.M,S. ini dengan

Dr. Hazeu dan ingin mengétahui péﬁdangannya mengenai masalah terce=-
-but. Seperti diketahui Dr. Hazeu adalah anggota Komisi penasehat,
di mana nasehatnyé akan berbobot dan sangat;bérpengaruh. Dr. Hazeu

dapat menyetujui sepenuhhya°

‘Mengenai Bagian A.II bagian klasik Barat.

Dalzm Komisi terdapat perbedaan pandangan yang prinsiﬁiil mengenai
bagian ini. Ta dapat menyetujui pendapat para anggota Komisi yang
' beranggapan, bzhwa bagian sastera Barat hanya akan dapat diterima,
jika sudeh ada kepastian, babwa tanpa persiapan klasik Barat tidak
mungkin untuk menerima mereka (para tamaten I.M.S.) dalam ujian-
ujian -juridis pada universitas Belanda.

Terpisah dari hasil pembicaraan antara Menteri Jajahan dan Menteri
Urusan Dalam Kegeri, ia berpendapat nahwa daya hidup dari bagian

sastera Barat dari I.M.S. harus dibuktlkan oleh praktek. Menurut
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pendapatnya, akan sukar sekali untuk membela bahwa pendidikan.kla-
sik Barat dapat dicapai bagi murid I.M.S., tetapi tidak atau semen-
tara belum dapat dicapai bagi murid-murid H.B.S.biasa. Dalam hu-
bungan ini perlu diingatkan kembali usul-usul Hindia Belanda dahulu
untuk mengubah sekolah Koning Willem III di Betawi menjadi Lyceum,
tentang mana Menteri Jajahan belum dapat mengambil keputusan ter-
akhir, karena menunggu laporannya.

Sehubungan dengan itu ia usulkan, supaya rencana Lyceum lama

dan penambahan bagian klasik Barat pada I.M.S. bersamaan dipertim-

"~ bangkan, dan pada wektunya ia akan mengajukan usul-usulnya.

Mengenai masalah ini telah diadakan pembicaraan dengan Dr. Hazeu,
yang mengemukakan pendapatnya bahwa masih perlu diadakan penyelidik-
an 1°bih dahulu tentang daya hidup bagian klasik Barat pada I.M.S.
Apabila segera diadakan bagian klasik Barat, sedangkan bagian sas-
tra Timur harus menunggu, akan merupakan tindaken yang sangat dise-
galkan, ‘dan akan ‘sangat merugikan perkembangan dari lembaga pendi-
dikan yang baru ini, yang justru harus diperhitungkan dengan kebu-
tuhan Hindjia Belanda.

Masalah yang penting selanjutnya ialah pemecahan sekolah itu dalam
"onderbouw'" dan "bovenbouw'; yang berhubungan dengan 3 macam tujuan
dari "onderbouw'. _
Pembagian dalam “ondertouw"” dan “bovenbouw"” dengsn alasan yang di-
kemukakan Komisi dalam paragrap 9 dan paragrap 10 dapat disetujui
sepenuhnya.

Menurut. pendapatnya keuntungan yang terpenting ialah, bahwa dengan
pemecahan itu timbul keﬁungkinan untuk memberikan 3 sifat kepada
"onderbouw' vaitu sifat;sebagai pendidikan akhir, sifat sebagai
persiapan ke sekolah kejuruan, dan sifat sebagai persiapan ke “boven
‘bouw”.

Pendapat sementara anggota Komisi, bahwa akan juga ada‘keberatan
yang bersifat teknis pendidikan terhadap 3 macam tujuan itu, tidak
dapat disetujui. Tidak akan ada keberatan teknis pepdidikan, asal~

kar. “onderbouw" tetap bersifat "pendidikan umum" dan merupakan ke-

seluruhan yzng bulat.
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Pendapat Komisi tersebut berlawanan dengan apa yang dikemukakan
sendiri dalam paragrap 21, dimana Komisi mgnggambarkan dengan tepat
cara bagéimana "onderbouw' akan bekerja sebagai lembaga persiapan
pelajaran kejuruan misalnya sekolah kedckteran, sekolah pendidikan
pegawai (pangreh praja) Bumiputera, sekolah zhli hukum, sekolah per-
. tanian, dan sekolah kedokteran hewan. )

Bagian persiapan dari sekolah-sekolah kejuruan yang ada akan
dapat digenti dengan ‘‘onderbouw” tersebut.
Kemumgkinan te;akhir ini telah dibicarakan pada waktu membicarakan
persiapan reorganisasi H.I.S. dan MULO, yang'dilaksanakan dalam ta-
hun 1914, yaitu memindahkan persiapan-persiapan dari sekolah-sekolah
kejuruan ke sekolah MULO. |
Penghapusan sesungguhnya dari bagian persiapan itu skan baru dapat
diusulkan untuk dipertimbangkan, jika MULO sudah tumbuh penuh dalam
bentuknya‘yang baru, sudah ada penilaian tentarng kecakapannya dalam
menyiapkan calon-czlon murid sekolah kejuruan, dan sesudah ada ke-
pastian, bahwa bagian kejuruan dari sekoclah kejuruén akan dapat di-
cukupi sepenuhnya hanya melalui jalan "onderbouw'' IMS (= MULO),
Pendapat ini sesuai dengan pendapat birektur NIAS dalam suratnya
tanggal 10 Januari 1917 nomor 6.
Menurut pendapatnya (Direktur P.A.) perlu sekali adanya Peraturan
Umum mengenai kedudukan pegawai negeri Eropa dan Bumiputera dengan
memperhitungkan pendidikan sekolah yang dinikmati dan lamanya pendi-
dikan.

‘"Onderbouw" sebagai pendidikan akhir.
Dalzm paragrap 21 Komisi mengemukakan, bahwa “onderbouw' dengan
lursus 3 tahun dalam batas-batas yang dapat tercapai akan dapat mem-
berikan pengetahuan den pendidikan umum, yang cukup dan sesuai de-
ngan kebutuhan Hindia Belanda, kepada mereka yang sesudah selesai
pelajaran akan memperoleh pekerjaan sederhana dalam masyarakat Hin-
dia Belanda, dan dengan mengikuti kursus tambahan akan dapat menca-

pail jebatan yang lebih tinggi di Jawatan dan Perusahaan tertentu
{Rumah Gadai, Kereta Api, dl11.)

Pendapat Komisi sungguh tepat sekali.
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.Catatan Komisi:

Tidak ada keberatan, bahwa dalam praktek di beberapa tempat

di samping "onderbouw" dari I.M.S. didirikan bagian, di mana hanya
. diberikan pendidikan ‘rendah yang dipefluas, dalam arti seperti di
negeri Belanda. Mengenai hal ini dahulu juga pernah diketengahkan
oleh Direktur Pencidikan lama (Dr. Moresco) dalam suratnya tanggal
5 Agustus 1916 nomor 20279 -dan diteruskan dengan’ surat Hindia Be-
landa tanggal 29 September 1916 nomor 938/37. Dr. Moresco berpen-
- dapat, bahwa sukar sekali untuk memutuskan mengenai masalah perlu-
nya beberapa sekolah MULO nanti dalam reorganisasi tetapi diperta-
hankan seperti keadaan sekarang, tanpa sekaligus memberi keputusan
tentang pendirian sekolah mene&gah Hindia Belanda.

Menurut pendapatnya (Direktur P.A. sekarang), mempertéhankan
beberapa: sekolah MULO dalam begtuknya sekarang disamping 'onder-
bouw" dari I.M.S. yang direncanakan (= MULO yang direorganisir)
tidak perlu dan juga tidak diinginkan.

Melanjutkan MULO demikian hanya akan dapat dipertimbangkan, jika
ada keharusan untuk menentukan syarat-syarat yang lebih keras untuk
- penerimaan ke "onderbouw" dari I.M.S. daripada yang dilakukan seka-
rang terhadap MULO. Menurut pendapatnya keharusan itu tidak ada,
dan pemilihan (seleksi) murid menurut kecakapan untuk persiapan ke
pendidikan tinggi dan pendidikan kejuruan akan baru dapat dibicara-
kan sesudah mengakhiri pelajaran di "onderbouw". Agak berbeda hal-
nya dengan MULO khusus bagi gadis-gadis. Komisi menganggap, bahwa
kemungkinan tidak tertutup, bahwa untuk sekolah ini direncanakan
rencana pelajaran yang sedikit banyak diubah (paragrap 20). Untuk
hal ini perubahan peraturan pemberian subsidi kepada MULO yang se-
dang diadakan akan banyek memberikan kesempatan. Sebagaimana dike~-
mukakan dalam suratnya yang bersangkutan tanggal 1 Pebruari 1917
nomor 4844, sementara tidak ada alasen untuk mendirikan MULO negeri
bagi gadis-gadis. :

(syarat-syarat wewenang, mengajar bagi personil pengajar,

pernyataan mengenal rencana pelajaran “onderbouw'' dan

rencana pclajaran "bovenbouw'').
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Mengenai luasnya pengajaran bahasa Latin.

Dalam paragrap 30 dari Laporan Komisi dikemukakan, bahwa peng-
ajaran bahasa Latin di bagian A.II tidak hanya akan memberikan pe-
ngetahuan teknis yang perlu bagi calon-calon mahasiswa hukum, tetapi
juga yang akan dapat dipergunakan pada pemberian pendidikan klasik,
3ika dapat tercapai oleh mereka yang hanya mempelajari bahasa Latin.
Anjuran ini menduakan angan-angan. Dalam paragrap 26 Komisi meng-
anggap, bahwa bahasa Latin hanya diajarkan, jika sudah ada kepastian,
bahwa tanpa pengetahuan bahasa Latin tidak mungkin mahasiswa yang di-
didik di IMS dapat diterima di fakultas hukum universitas negeri Be-
landa.

Menurut pendapat Direktur Pendidikan, karena di sini menyangkut soal
pelajaran hukum, pemberian pengetahuan bahasa Latin sebenyak mungkin
yang diperlukan untuk dapat mengerti ""Pandecten" yang relatif seder-
hana, dimana perlu dengan ditambah sedikit pengetahuan sejarah Roma-
wi. Jangan berusaha ke pendidikan klasik, yang meningkatkan bahasa
Latin lebih dari pada yang diperlukan. Pendidikan klasik tanpa pe-
ngetahuan bahasa Junani hanya dangkal.
Kerera penambahan bagian klasik Barat, jike sekiranya usulnya diikuti
cementara belum akan dilaksanzskan, maka masalah pendidikan bahasa La-
tin ditinggalkan saia dahulu.
(Beasiswa untuk mahasiswa di universitas-universitas negeri
Belancda; pengawasan atas mahasiswa tersebut; menyesuaikan un-
deng-undang pendidikan dengan pendirian I.M.S.; rancangan bi-

aya) .

Tempat berdirirya sekolah persiapan pendidikan tinggi yang pertama
dipilih Yogyakarta, karena sesudah Betawi, Surabaya, Semarang dan
Bandung, yang semuanya sudah memiliki H.B.S.5 tahun, Yogyakarta me-
rupakan kota yang paling penting di Nusantara. Pemilihan Yogyakarta
 tepat, karena di sana ada hasrat sangat kuat untuk memperoleh pendi--
dikan lebih lanjut, terbukti adanya perkumpulan atau Komite yang
rengadakan aksi untuk dapat memperoleh HBS dan MULO. Letaknya tepat

bagi lembaga pendidikan sentrazl. Dalam bulan Juli 1917 di sana akan
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dibuka sekolah teknik, dan kemungkinan tahun berikutnya akan didi-
rikan sekolah gula, schingga untuk penyediaan dalem beberapa pela-
jaran (misalnya menggambar, ilmu kimia) dapat mempergunakan dosen-
dosen dari salah satu dari kedua lembaga tersebut.

Sebagai kesimpulan dari yang diuraikan di atas Diréktur Pendidikan
dan Agame mohon kepada Gubernur Jenderal supaya:

1. Mohon kepada Menteri Jajshan, agar:

a. segera mungkin memberikan hak yang diuraikan di atas kepa-
da pemegang ijazah dari sekoleh persiapan pendidikan ting-
gi yang direncanakan, walaupun untuk sementara hanya bagi
bagian B saja.

b. segera sesudah pembicaraan mengenai masalah ini di negeri
Belanda sudah mencapai taraf yang tepat supaya pemberian
ijinnya dikirimkan dengan surat kawat agar dapat segera
dinulai uhtuk mengadakan tindakan yang perlu, supaya pada
permulaan tahun ajaran 1919/1920 di Yogyakarta ckan dapét
dibuka sekolah menurut rencana yang disusun oleh Komisi
dan dirubah oleh Direktur P dan A.

c. segera sesudah dalam prinsip diambil keputusan tentang
pendidikan sekolah tersebut di sub 2. dan b., maka supaya
mengusahgkah Surat Keputusan Sri Ratu untuk penerimaan ta-
matan lembaga tersebut ke ujian saringan calon pegawai ne-
geri.,

2., Memberitahukan; apakah Gubernur Jenderal dapat menyetujui
bahwa pada permulaan tahun kursus 1917/1918 dapat diadakan
penelitian untuk mengetahui kebutuhan akan pengajaran bahasa
Melayu di lembaga baru itu.

Pada waktunya memberi kuasa kepada Direktur Pendidikan dan

Agama untuk memperhitungkan pendirian sekolah persiapan pen-

didikan tinggi di Yogyakartas atas sumbangannya pada Rencana

anggaran belanja 1519.

Tembusan surat ini disampaikan kepada Direktur Pekerjaan Umum,
rengingat kemungkinan, bahwa harus diperhitungken dalam program ker-
janya 1918 dengen pendirian gedung untuk sekolah yang akan didirikan

di Yogyakarta.
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73. Nasehat Dewan Hindia Belanda tenggal 15 Juni 1517 nomor II

74.

Dewan Hindia Belanda menyatakan persetujuannya tanpa syarat
atas rencana dalam Laporan Komisi Penasehat mengenai pendirian pen-
didikan persiapan pendidikan tinggi di Hindia Belanda yang disusun
sangat lengkap dan sangat baik.

Kesimpulan mengenai berbagai hal dari Laporan yang diperbincangkan
Direktur P dan A serta usul-usulnya yang ter-rumus, termaktub éalam

suratnya tanggai 18 Mei 1917 nomor 137865,

BEBLUASAN PENDIDIKAN REMDAH BUMIPUTFRA - DAN PENDIDIKAN
BUMIPUTERA BELANDA (H.I.S.). DESENTRALISASI
PENDIDIKAN RENDAH BUMIPUTERA

Surat Menteri Jajahan (Pleijte) kepada Gubernur Jenderal (Van Lim-

burg Stirum) tanggal 2 Maret 1918 nomor 13/133

Perhitungan kebutuhan akan personil pengajar Fumiputera untuk:
jangka waktu 7 tahun pertama yang akan datang dan jumlah guru yang
dihasilkan oleh berbagai lembaga pendidikan yang telah ada dan yang
akan didirikan dalam tahun ini dalam jangka waktu yang sama, yang
dilampirkan pada laporan pos 1917 nomor 1520 serta pula lampiran
dari laporan pos 2324, mendeszk Menteri Jajahan mohon perhatian Gu-
bernur Jenderal atas pandangannya mengenai perluasan H.I.S. dan pen-
didikan rendah Bumiputera.
llasil perhitungan tersebut membuktikan, bahwa jumlah guru yang di-
hasilkan oleh lembaga pendidikan yang telah ada dan yang akan didi-
rikan dalam tahun ini, hampir-hampir tidak cukup untuk memenuhi
permintaan guru dalam jangka weaktu 7 tahun yang akan datang. Akan
ada kekurangan 650 tenaga pengajar, yang dianggap dapat dicukupi
dengan tenaga didikan bebas dan sekolah guru swasta.,

Jumlah permintaan guru yang ditentukan ini didapat dari rencana pen-
dirian sekolah, yang meliputi 62 sekolah Bumiputera kelas 2 dan

7 sekolah H.I.S. per-tahun.
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Apakah perluasan jumlah sekblah itu tidak dapat dilaksanakan
lebih cepat? ' '

Mengenai H.I.S. perluasan peflu sekali dilaksanakan lebih ce-
pat, karena hasrat ke pendidikan ini sangat besar sekali, dan ter-
nyata dalam membanjirnyes anak-anak yang akan masuk e sekolah yang
sudah ada.

Dalam perhitungan itu dikemukakan, bahwa perluasan yang lebih
cepat dari sekolzh ini dapat atau tidaknya tergantung dari jumlah
tenaga pengajar Eropa bagi HIS. Tetapi dalam perhitungan itu tidak
diperhitungkan faktor, yang akan lebih penting bagi perluasan itu,
yakni penggantian tenaga pengajar Eropa oleh guru-guru -Bumiputera
didikan HKS di Pu;worejo. o
Jika tiap tahun HﬁS fﬁr&orejo hénghasi1kan 20 guru, maka dari seko-
- lah HIS yang ada akan terbebas pula sekitar 20 guru Eropa yang akan
dapat dimanfaatkan_di sekolah-sekolzh baru. Dengan demikian akan
segera dapat dilaksanakan perluasan‘lebih dari 7 sekolah per tahun
(dalam rencana anggaran belanja ditetapkan 10).

Lama—kelémaan, bagi tiap HIS yang sekarang mempunyai 3 guru Eropa,
selanjdtnya akan cukup dengan 1 kepala sekolah Eropa dan 2 orang
guru Bumiputera lulusan HKS Purworejo, jika tidak ditentukan syarat
syarat yang berlebih-lebihan pada kecakapan mengajar mereka dalam
bahasa Belanda.

Tidak tertutup kemungkinan, bahwa di masa depan sekolah-sekolah itu
dapat diserahkan seluruhnya kepada tenaga pengajar Bumiputera. De-
ngaﬁ pémbatasan 1 guru Eropa pada tiap HIS dalam waktu dekat akan
dapat dilaksanakan perluasan dengan jumlah yang lebih besar, dan
tidak tergantung dari faktor yang kurang pasti yaitu pengiriman gu-
ru Eropa dari negeri Belanda.

Pemberian tunjangan belajar untuk pendidikan akte kepala sekolah
memberi pengaruh baik atas kesediaan guru Belanda untuk dinas di
Hindia.Belanda,'sehingga dalam tahun-tahun 1916 dan 1917 ada 96 dan
162 orang guru. Dengan memperhitungkan beberapa faktor, maka dapat

dikirimkan guru Eropa ke Hindia Belanda rata-rata 100 orang per

\
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tahun. Korps guru Ercpa yang ada sekitar 1OOOVorang,A;iap_pahun
dikurangi karena cuti, pensiun, sakit, meninggal, kira-kira 10%.
Sehingga tiap tahun tetap ada 1000 guru Eropa, yaﬁg dapét dipeker-
jakan pada 125 sekolah HIS yang ada.

Perluasan HIS secara agak besar-besaran haﬁya mungkin jika dapat
tersedia guru Bumiputera keluaran HKS Purworejo dalam jumlah seba-
nyakjmungkin. Tujuan akhir perluasan, sampai sejumlah 300 HIS
(dalam hal ini, belum ada 1 sekolah per 100,000 jiwa).

Uﬁtuk 300 sekolah akan dipeflukan 300‘Kepa1a Sekolah terdiri dari
guru Eropa dan 600 guru Bumiputera sebagai penggan;i guru Eropa.
Untuk Kepala Sekolah akan dapat dengan mudaﬁ dipenﬁhi dari korps
guru Eropa yang selalu tersedia, terdiri dari 1000 guru. Untuk
‘memenuhi 600 guru Bumiputera (pengganti guru Eropa), jika mengingat
HKS Purworejo tiap tahunnya hanya dapat menghasilkan 20 orang guru,
maka akan baru dapat dipenuhi sesudah 30 tahun, jangka waktu yang
terlalu lama. Sehingga sekarang mendesak sekali‘adanya perluasan
kesempatan untuk mendidik guru-guru Bumiputera ke tugas itu; Seba-
gaimana termaktub dalam surat Gubernur Jenderal tanggal 11 Oktober
1917 nomor 801a/33, sebagian dapat dicukupi dengan mengadakan se-
kolah (= lecrgang) yang direncanakan bersambung dengan sekolah MULO
7ondano. Menurut pendapat Menteri Jajahan hal tersebut tidak cukup
dengan demikian saja. Untuk dapat memenuhi kebutuhan HIS dengan
segera, jumlah guru Bumiputera yang tiap tahun dapat disediakan pa-
ling.sedikit harus dilipatkan dua kaii.

Menteri Jajahan menyerahkan, apakah perlu didirikan sekolah
guru kedua dari type HKS Purworejo atau cukup dengan kursus (= leer-
gang) vang bersambungan dengan sekolah MULO, yang tahun ini mulai
manerima lulusan HIS. Ia menyetujui maksud Gubernur Jenderal, un-
tuk sambil menunggu sampai HIS mendapat cukup perluasan memberikan
bantuan yang kuat keéada kursus-kursus (= leergang) pengajaran ba-
basa Belanda, yang didirikan oleh Perhimpunan Belanda Umum (Alge-
meen Nederlandsch Verbond), yang untuk sementara dapat memberikan

kepuasan kepada kebutuhan pengajaran bahasa Belanda,
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Pendidikan Rendah Bumiputera

Menteri mengharap &ipertimbangkan apakah dengan jejak yang se-
karang penyebaran umum_dari béndidikan ini mungkin dapat dilaksana-
kan dalam waktu dekat. Jumlah sekolah rendah Bumiputera (negeri,
swasﬁa, dan desa) sekarang kurang'iébih 10.000. Bagi jumlah pendu-
duk 50.000.000 jiwa menurut penetapan sekarang akan diperlukan
40.000 sekolah untuk dapat menampung semua anak yang berusia seko-
lah. Dalam tahun 1911-1915 tambahnya jumlah sekeclah rata~rata 780
per tahun. Dehgan kecepatzn yang sama keterlambatan ini akan baru
dapat terkejar dalam 38 tzhun, sedangkan dalam jangka waktu ifub
penduduk sudah berlipat dua kali, sehingga akan hanya 507 dari anak-
anak akan mendapat kesempatan sekolah. |

Apakah perluasan pendidikgn ini tidak dapat lebih dipercepat?
Secara keseluruhan untuk-Hindia Belanda jangka waktu 35 tahun ini
mungkin dianggap tidak terlalu lama, tetapi buat Jawa, Eadura, Su~-
matera Barat dan Tondano, jangka waktu ini harus lebih singkat.

Segi keuangan dari masalah ini harus ditinjau dengan sungguh-sungguh.
Penyediaan sarana pendidikan secara umum dengan mengingat akibat ke-
uangan tidak akan terpikir tanpa penyerahan yang dilaksanakan sejauh
mungkin dari kewajiban mengurusi pendidikan kepada pemerintah daerah.
Pemerintah daerah perlu éekali dibebani dengan pembagian yang lebih
besar dari pada yang dibebankan kepada pengurus sekolah swasta menu-
rut peraturan pemberién sumbangan yang sudzh adz.

Mungkin sekali sistim yang dianjurkan oleh Komisi Pemuasan (Bevredig-
ings Commissie) bagi negeri Belanda dapat dipakai sebagai dasar yang
' baik bagi Hindia Belanda. Menurut sistim ini Negara hanya dibebani
dengan pembayaran gaji dari para guru, sedangkan pemerintah daerah
mengurusi biaya pengelolaan seperti pembangunan dan pengaturan ge-
dung-gedung, alat-alat pelajaren, dengan penggantian rugi yang seba-
gian diambil dari pemungutan uang sekolah. Hal ini sebaiknya dite-

liti lebih lanjut.
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Sekolah Bumiputera kelas 2

Pendidikan desa semakin meluas dan makin baik mutunya, maka
sekolah-sekolah kelas 2 akan terbatas hanya memberikan pendidikan
kepada anak-anak yang sudah lebih maju, dan sekolah desa hanya mem-
beri pendidikan kepada anak-anak pemula. Ke arah ini, dimana kea-
daan memungkinkan, sekolah kelas 2 dijadikan sekclah lanjutan
(“'vervolg'). Harus diusahakan terus, supaya segera mungkin dapat
dicapai tujuan akhir, yakni Pemerintah Pusat menarik diri seluruh-
nya dari lapangan pendidikan rendah Bumiputera, dan menyerahkannya
kepada pemeliharaan cleh Pemerintazh Daerah dengan bantuan dari Kas
Negara. Dalam sistim ini bagi sekolah kelas 2 dalam bentuknya se-
karang tidak akan ada tempat lagi. Akan terdapat "sekolah rendah
Bumiputera" yang dibiayai oleh pemerintah daerah dan sekolah ''ver-
volg" yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Keberatan yang diajukan
terhadap ini oleh Direktur Pendidikan dan Agama dalam suratnya
tanggal 14 April 1917 nomor 10849 dianggap kurang meyakinkan. Ia
menunjuk sebagai contoh Jepang. Jepang tidak akan mampu untuk da-
lam waktu kurang dari setengah abad memberikan pendidikan rendah
yang lengkap képada seluruh penduduknya, jika biayanya tidak seba-
gian besar dibebankan kepada pemerintah daerah (shi, cho, sen).

Bagaimanapun juga desentralisasi yang umum dan lengkap dari
pendidikan hanya dapat dilaksanakan, jika organ --organ dengan tu-
gas mengatur sendiri yang bersangkutan dengan dilengkapi sebagai-
mana mestinya untuk memenuhi tugasnya, didirikan di mana-mana.

Sekarang sudah dapat dimulai untuk menyerahkan pendidikan ren-
dah Bumiputera seluruhnya kepada pemerintah daerah. Dari dokumen-
dokumen yang dibicarakan ternyata, bahwa masalah yang sudah dikemu-
kakan dalam tahun 1916, sekarang masih dalam perbincangan.

Secara umum telah diakui, bahwa bagian dari pendidikan ini harus
diurusi oleh dewan-dewan lokal. Pembagian dari biaya antara Pusat
dengan Daerah yang harus dibuat, menurut pendapatnya bahwa Daerah

tidak dapat ditempatken segaris dengan lembaga dan perkumpulan.
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Kembali kepada mesalzh “sekolah rendah Bumiputera" yang di-
biayai oleh Daerah dan "sekolah vervolg' yang.dibiayai oleh Peme-
rintah, Batgs antara kedua jenis sekolah ini di mana~mana tidak
akan dapat ditarik sama tajammya. Buat tempat-tempat yang agak
besar akan selelu dipertahankan beberapa sekolszh lengkap, di mana
dipelajari apa yang dizjarkan dalar 3 tahun di sekolah desa, kare-
na pada umumnya penduduk kota memerlukan jalan pendidikan yang le-
bih cepat dari pada penduduk pedesasn. Penduduk kota tidak akan
cukup dengan jumlah pendidikan minimum yané‘sudah diéﬁggap cukup
bagi penduduk desa. o |

Juga bagi sekolah-selkolah lengkap ini akan diadakan ukuran
yang sama dalam pembegian biaya antara Pusat dengan Deerah, seba-
gal yang berlaku bagi sekolah-sekolzh desa. .Sudah lebih dari wa-
jar dan adil, bahwa penduduk dari Daerah menuntut bagian yang le-
bih besar untuk pendidikan yang lebih baik yang diterimanya dengan
juga membayar lebih banyak menurut perbandingan dari pada penduduk
desa bagi sekolah desanya vang sangat sederhana.

Dimohon Gubernur Jenderal mempertimbangkan pandangan ini dan

menyampaikan pendapatnve mengenai masalzh tersebut,

MEMPERSAMAKAN BANTUAN XEUANGAN KEPADA

SEKOLAH SWASTA DAN HEGERIL

75. Menteri Daerah Jajahan Indenturg dalam surat tanggal 19 Pebruari

191¢ merberitahuvken kepada Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum

Bahwa menuruvt pertimhangannva dalem prinsin harus diambil ke-
putusan untuk melaksanakeu persamasp bantuen keuangan kepada seko-
lah swast~ dengen sekolah regeri, bai: pun sekolah dengan pendidik-
an Eropa maupur sekoleh untvk pendidikan Bumiputerc.

Sekolah negeri sifatnya tertuka atau cisediakar vntuk umum, tanpa
mengadakan pembecdaan atas cdasar kepercayaan atau agama. Untuk pen-

didikan Frops diberlakukan pada umumnya alasan—alasan yang sama
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seperti di negeri Belanda, di mana hak orang tua dihormati dalam
kebebasan memilih sekolah untuk anak mereka. Hal ini juga diber-
lakukan dalam pendidikan Eropa di Hindia Belanda. Terhadap persa-
maan bantuan keuangan kepada sekolah swasta dengan sekolah negeri

untuk pendidikan Eropa juga tidak ada suara yang menentang, baik

pun dalam Majelis Rendah (Tweede Kamer) pada waktu diadakan pemba-

hasan masalah ini dalam hubungan dengan pembicaraan budget Indone-
sia untuk tahun 1918, maupun dalam perembugan di Dewan Rakyat
(Volksraad) mengenai mosi Bergmeyer,*)

Agak berbedz masalahnya mengenai sekolah untuk Bumiputera.
Dalam hal ini alasan untuk menghormati hak orang tua kurang berla-
ku dari pada di negeri Belanda, meskipun dari perembugan dan pemu-
ngutan stara mengenai mosi Bergmeyer ternyata, bahwa juga di ka-
langan orang Indonesia terkemuka yang berpendidikan ada yang me-
nyetujul kebebasan dalam halusn memilib pendidikan dan menyadari,
bahwa dalam azas ini terkanduang kekuatan yang besar. Demikianlah
menurut Menteri Idenburg.

Colijn dalem prasarannya untuk Kongres Pertama Pendidikan Ko-
lonial membela pendirian, bahwa sekolah swasta di Hindia Belanda
sebenarnya adalah suatu bentuk khusus atau luar biasa dari pendi-
dikan yang diurusi pemerintah, karena dengan demikian pemerintah
dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakan pendidikan dengan
melimpahkan secara tidak langsung kepada pihak lain kewajiban ter-
sebut. Pandangan ini menurut Menteri tidak banyak berbeda dengan
pendiriannya dan memberi alasan untuk mengakui persamaan sekolah
ewasta dengan sekolah negeri di bidang bantuan keuangannya. Men-
teri juga sependapat de: gan Eergmeyer dalam pembelaan mosinya me-

ngenai masalah tersebut.

*) Dalam mosi ini, yang diajukan pada 27 Juni 1918 oleh P, Berg-
meyer cs., dinyatakan harapan, bahwa Pemerintzh secepatnya
akan melaksanakan peraturan yang diperlukan untuk mempersama-
kan bantuan kepada sekolah swasta dengen sekolah negeri.

o
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Pasal 192 Undang Undang Dasar (Kerajaan Belanda) menetapkan bah-
wa harus disediakan sekolah negerj. (sekolah untuk umum) di mana saja.
Di Hindia-Belanda ketetapan ini tidak dapat dipenuhi. Karena kekuat-
an pemerintah, yang pada hakekatnya juga kekuatan segenap rakyat se-
bagai keseluruhan, masih kekurangan untuk dapat menyediakan segala ke-
perluan pendidikan. Mzka dengan mempersamskan bantuan keuangan kepa-
da sekolah swasta dengan sekolah negeri, diciptakan prasarana yang ku-
at untuk mendekati tujuan, yaitu mengadakan pendidiken pada umumnya,
karena dengan demikian sekolah swacta tidak akan terhambat oleh masa-
lah keuangan untuk berkembang dengan lebih pesat.

Menurut pendapat Menteri, uwntuk mempersamakan keuangan di bidang
pendidikan Eropa tidak diperlukan perubahan dalam Peraturan Pemerintah
(Regeeringsreglement).*) Dalam Pasal 126 dinyatakan bahwa pendidikan
adalah bebas dan tidak diadakan pembedaan bantuan di bidang keuangan
antara sekolah swasta dengan sekolzh negeri. Bantuan itu dapat dina-~
ikkan sebanyak mungkin, sehingga selisih biaya yang sebenarnya dengan
penerimaan jumlah uang sekolah dapat diimbangi.

Argumentasi yang sama dapat diterapkan untuk sekolah swasta Indo-
nesia (Bumiputera), tetapi dalam kenyataannya exsistensi sekolah ter-
sebut tidak diakui secara eksplisit dalam ‘Regeeringsreglement". Pada
hemat Menteri mengenai masalah ini mungkin diperlukan perubahan atau
tambahan peraturan. Karena itu disarankan untuk menetapkan secara ke-
seluruhan prinsip persamaan keuangan, =zgar supaya tersedia dasar hukum
yang diperlukan. Sementara itu dianjurkan untuk melaksanakan persama-
an bantuan keuangan bagi pendidikan Eropa tanpa menunggu perubahan
peraturan, yang mungkin akan diadakan. Juga sangat diharapkan oleh
Menteri, bahwa agar segera diadakan peninjauvan kembali dan pembaharuan
yang diperlukan dalam peraturan subsidi yang sudah ada dengan maksud .
memberi penggantian seluruh biaya yang digunakza dengan ketentuan jum-
lah yang perlu dibatasi dan secepat mungkin dituangkan ke dalam usul

rencana anggaran belanja.

*)"Regeeringsreglement' adalah semacam Undang-Undang Dasar bagi Hindia-
Belanda sebelum tahun 1922, Kemudian digan:i dengan "Indische
Staatsregeling'.
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76. Surat Gubernur Jenderal (Van Limburg Stirum) kepada Menteri Jajahi-

77.

an (De Graaff) tanggal 17 Januari 1920

Dengan menunjuk kepada surat Menteri yang mendehuluinya (Iden-
burg) mengenai pelaksanaan persamaan bantuan keuangan sekolah swas-—
ta dengen sekolah negeri, bahwa Direktur Pendidikan dan Agama dalam
surat tanggal 20 September 1919 nomor- 31611 menyatakan untuk menga-
dakan penelaahan dengan ‘saksama sebelum dapat mengambil keputusan
terakhir. Pada mulanya ia ini bermzksud secara prinsipiil meninjau
kembali untult secmentars waktu masalah persamaan keuangan pada umum-
nya, tetapi kemudian ternyata bahwa timbul beberapa pendapat yang
sangat penting untuk dipertimbzngkan.

Sesuai dengan pendapat Idenburg, Kepala Departemen tersebut

.juga beranggapan bahwa harus diadakan pengecualian terhadap pendi-

dikan Eropa dan dengan demikian pelaksanaan persamaan keuangan ter-
sebut tidak perlu menunggu perubah;n, yang mungkin akan diadakan
dalam Regeeringsreglement. Dalam pembahasan di Dewan Rakyat (Volks
raad) mengenai usul rencana tambahan anggaran bélanja untuk tahun
1920 dalam hubungan dengan persamaan keuangan yang dimaksudkan, di-
usulkan amandemen oleh Sastrowijono cs. untuk mengadakan persamaan
di bidang keuangan bagi semua cabang pendidikan. Maka kemudian
usul rencana anggaran tersebut ditarik kembali oleh Direktur Pendi-
dikan dan Agama (K.F. Creutzberg).

Dengan menunggu penyelesaian masalah secara keseluruhan, maka
Gubernur Jenderal mendesak kepada Menteri untuk menunda pengambilan
keputusan mengenai persamaan keuangan sekolah swasta Eropa dengan

sekolah negeri.

Surat Gubernur Jenderal (van Limburg Stirum) kepada Menteri Jajahan
(De Graaff), tanggal 26 Agustus 1920

Menteri Daerah Jajahan (Dc Graaff) mengirim telegram 22 Mei
1920 nomor 106 scbagai jawaban atas surat Gubernur Jenderal (Van

Limburg Stirum) tanggal 17 Januari 1920 dan memberitahukan, bahwa
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usul rencana tambahan keuangan untuk pos persamaan keuangan sekoiah
swasta Eropa dengan sekolah negeri yang ditarik kembali, jangan di-
bawa dalam perembugan mengenai tambahan anggaran belanja untuk ta-
hun 1920, melainkan untuk tahun 1921. Mengenai masalah yang ber-
sangkutan dengan pendidikan Bumiputera diambil pendirian seperti
dikemukakan dalam pidato di Majelis Tinggi (Eerste Kamer), bahwa
tidalk dapat diadakan sistim subsidi untuk sekolah swasta Bumiputera
vang secara otomatis dapat dilaksanakan, sehingga keperluan pendi-
dikan Bumiputera seluruhnya menjadi tanggungan Pemerintsh.

Jika sistim tersebut dilaksanakan, pemerintah akan menanggung bcban
yang sangat berat. Menteri mengharapkan, bahwa dalam suasana yang
demikian itulah masalah tersebut harus dibawa lagi dalam perembugan
cengan Dewan Rakyat.

Dalam hubungan dengan saran Menteri tersebut Gubernur Jenderal
Ven Limburg Stirum mengirim telegram 30 Mei 1920 nomor 126, yang
memberitahukan, bahwa untuk membawa lagi masalah persamaan keuangan
dalam perembugan di Dewan Rakyat dapat dipastikan, bahwa Dewan Rak-
yat hanya akan mau menerimanya, apabila diadakan pgrubahan peratui—
an untuk melaksanakan persamaan secara keseluruhan. Waktunya sa-
ngat pendek vntuk mengadakan persiapan dan lain daripada itu di-
tunggu pertimbangan penjelasan lebih jauh dari Direktur Pendidikan

~den Agame K.F. Creutzberg mengenai keberatan-keberatan terhadap
usul rencana semula.

Dalam suratnya kemudian (26 Agustus 1920) Gubernur Jenderal
memberitahukan, bahwa persamaan keuangan sekolah swasta Eropa de-
ngan sekolah negeri sebagai azas harus juga dilaksanakan di Hindia
RBelanda dan lambat laun juga bagi sekolah untuk Bumiputera, tetapi
kondisi dalam maéyarakat memaksa menundanya untuk sementara. Ter-
utana dalam pertimbangan dari sudut politik dilihat ada bahaya be-
sar untuk melaksanaskan azas persamaan tersebut untuk sekolah rendah
Bumiputera. Pertama, adalah sewajarnya bahwa yang paling giat akan
menentang pemerintahan kolonia} ialah gerakan politik dari pihek

Bumiputera, dan dikhawatirkan aken berpengaruh dalam pendidikan,
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sehingga seluruh angkatan dididik membenci pemerintah. Selanjut-
nya sebagai akibat persamaan keuangan akan memungkipkan timbulnya
bahaya yang tidak kurang mengkhawatirkan, ialah bahwa sebagian dari
sekolah-sékolah Bumipﬁtera akan dipengaruhi oleh Islam. Juga pe-
ngaruh politik yang tidak dikehendaki dan pengaruh-pengaruh lain-
nya akan sukaf dicegah masuk ke dalam pendidikan.'

Tetapi apabila persamaan keuangan bagi sekolah Bumiputera un-
tuk sementara ditangguhkan dan czas persamaan tersebut dilaksanakan
bagi sekolah Eropa, maka dalam kalangan luas orang Bumiputera ter-
pelajar akan merasakéﬁ perlakuan yang tidak adil dan menyakitkan -
hati, kareha orang Eropa diberi kesempatan untuk pendidikan anak
mereka dengan biaya pemerintah dan memilih sekolah swasta yang co-
cok dengan keinginan mereka, sedangkan kesempatan seperti itu ti-
dak diberikan kepada orang Bumiputera. Maka oleh Gubernur Jenderal
diberikan sebagai pertimbangan kepada Menteri untuk tidak melaksa-
nakan persamaan keuangan bagi sekolah Bumiputera dan karena itu ju-
ga persamaan keuéﬁgan bagi sekolah Eropa dianggap tidak bijaksana,
mengingat reaksi yang akan timbul dalam Dewan Rakyat dan dalam ka-

langan orang Bumiputera di luar Dewan Rakyat.

Menteri Daerah Jajahan (De Graaff) menyampaikan kesimpulannya dalam

surat 14 Oktober 1920 kepada Gubernur Jendaxv2l (Van Limburg Stirum)

Secara keseluruhan ia tidak sependapat dengen pertimbangan
yang disampaikan kepadanya. Ia tetap berpendirian, bahwa persamaan
keuangan bagi sekolah Eropa sudah dapat dengan segera dilaksanakan,
tetapi bagi sekolah Bumiputera untuk sementara masih harus ditang-
guhkan. Dan ia masih ingin lebih mengutamakan penyelesaian kedua
masalah tersebut secara terpisah, tetapi karena alasan-alasan yang
praktis semata-mata, ia membatalkan niatnya semula supaya dalam
rencana usul anggaran biaya tahun 1921 persamaan keuangan bagi se-
kolah Eropa dimasukkan. Sebagai penyelesaiannya ia menghendaki,
supaya dengan segera diadakan perbaikan secara menyeluruh dalam

peraturan pemberian subsidi kepada sekolah rendah swasta Bumipute-

ra dan Eropa.
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SEKCLAH PERALI SCHAKELS CHOOL

79. Dari Direktur Pendidikan Agama (X.F. Creutzberg) kepada Gubernur

Jenderal (van Limburg Stirum) tanggal 11 Maret 152C

Dalam surat tanggal 11 Maret 1920 diberitahukan oleh Direktur
Pendidikan dan Agama (K.F. Creutzberg) kepada Gubernur Jenderal
(van Limburg Stirum), bahwa terhadap sistim pendidikan rendah yang
ada untuk orang Bumiputera sering datang kritik dari berbagai pi-
hak, bahwa HIS walaupun dalam arti yang sebenarnya bukan sekolah
ningrat, terutama disediakan untuk anak-anak dari kaum paling ter-
kemuka dalam masyarakat Indonesia dan bahwa anak-anak, yang masuk
di sekolan kelas duva, relatif mempunyai sedikit kemungkinan untuk
melanjutkan belajar.

Kedua persoalan tersebut telah dibahas dalam pidato pada 21
Juni 1918 di Dewan Rakyat mengenai keseluruhan politik pendidikan
dan di dalam pidato itu diuraikan, bahwa ada kemungkinan untuk
mer:gatasi kedua persoalan tersebut. Dalam usaha mencari perbaikan
yang diadakan olehnya dalam pembicaraan dengan inspektur pendidik-
en HIS (Hellwig) mengenai kemungkinan mempersiapkan siswa-siswa
vang sangat pandai dari kelas 4 atau 5 di seﬁélah kelas dua Bumi-
putera untuk melalui semacam sekolah peralihan melanjutkan belajaf
di MULO. Sudah barang tentu di sekolah type baru itu harus diajar-
kan bahasa Belanda dengan intensif. Inspektur Hellwig menanggapi
gagasan tersebut, bahwa ia melihat dalam type sekolah tersebut ke-
mungkinan untuk berhasil. Dengan dapat diwujudkannya kemungkinan
tersebut tidak berarti, bahwa seluruh kepincangan dalam sistim
pendidikan yang ada dapat dihapuskan, karena hanya untuk jumleh
yang terbatas, yang dipilih dengan sangat saksama dari siswa-siswa
kelas dua, dapat dibuka jalan untuk melanjutkan sekolah. Kendati
pun demikian hasil yang dapat dicapai sangat penting, sehingga per-
iu diadakan percobaan secara sungguh-sungguh dengan sekolah per-

2lihan tersebut.
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Baik Dewan 1lindia (Raad van Indi&) maupun Dewan Rakyat (Volks
raad) tidak kehberatan dan ternyata gagasan K.F. Creutzberg tersebut
di atas disetujui pemerintah dan dalam tahun 1921 dibuka sekolah*

peralihan yang pertama di Bandung dan Padangpanjang.

PENG géggg (SUPER\ v1§1; PEMERINT AN
\}f (TIDAK BERSUBSIDI

Pejabat Direktur Pendidikan dan Agama (J.T.W. van der Meulen) dalam

suratnya 27 Juli 1922 kepada Gubernur Jenderal (Fock)

Pengawasan oleh pemerintah atas sekolah swasta Bumiputefa dan
Cina menjadi keharusan, karena menurut hematnya di sekolah swasta
Bumiputera tumbuh pengaruh politik yang merusak (destruktif) dan di
sekolah swasta Cina pengaruh nasionalisme Cina yang anti Belanda
menjadi makin besar.

Dengan surat rahasia 1 Juni 1922 nomor 296/I, satu kali telah
disampaikannya kepada Gubernur Jenderal suétu rencana ordonansi
untuk mengadakan pengawasan atas sekolah swasta sepanjang pengawas-—
an yang dimaksudkan belum diatur secara umum atau secara khusus.
Kemudian pendapat dan nasehat Jaksa Agung, Képala Penasehat Urusan
Cina, dan Pejabat Penasehat Urusan Bumiputera, setuju dengan usul
rencana ordonansi tersebut. IMMaka saatnya dianggap sudah ﬁatangﬁun-
tuk menentukan surat keputusan dan dengan surat 27 Juli 1922 terse-
but di atas disampaikan usul rencana ordonansi tersebut kepada Gu-
bernur Jenderal. Motivasinya dikemukakan sebagai berikut:

Masalah pengawasan atas pendidikan, yang sepanjang tidak diberikan
oleh guru Eropa di sekolah swasta Bumiputera dan orang Timur Asing
menjadi aktuil lagi karena surat-surat rahasia Pemerintah tanggal
2 Desember 1921, 21 Pebruari, 25 Maret dan 3 April 1933. Yang
pertama-tama memberi dorongan ialah surat Residen Semarang,

J.H. Niewenhuys, tanggal 27 Oktober 1921 nomor 425 mengenai sekolah

S.I. (Sarekat Islam) di Semarang. Dalam bagian akhir surat itu
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diusulkan supaya peraturan dalam Lembaran Negara 1880 nomor 201,
yang seperti telah ditambah dalam Lembaran Negara 1903 nomor 389
dan 1912 nomor 780, mengenai perndidikan swasta yang diberikan oleh
orang Eropa diterapkan pada pendidikan swasta yang diberikan oleh

*)

Untuk melaksanakan usul ini kemudian Nieuwenhuys mendesak dalam su-

orang Bumiputera kepada orang Bumiputera.

ratnya tanggal 10 Pebruari 1922 nomor 75 sehubungan dengan suatu
berita dalam harian "De Expres" 8 Pebruari tahun itu, bahwa di ba-
wah pimpinan R.M. Soewardi Soerjeningrat (Ki Hajar Dewantara)
akan didirikan suatu sekolah pendidikan guru. Dalam surat ini di-
utarakan oleh Nieuwenhuys, bahwa Suwardi Surjaningrat dan Douwes
Dekker serta Tjipto Mangunkusumo memimpin redaksi Harian ''De Ex-
pres" dan pernah diasingkan karena '"delik pers yang keterlaluan'.

Nasehat yang senada ialah dari G.W. Thlenbeck sebagai Jaksa
Agung (21 Maret 1922 nomor 219 Rahasia A.P.). Ia memberi tahukan,
bahwa di Bandung juga didirikan sekolah 5.I. dengan kira-kira 300
orang murid. Menurut rencana Tan lfalaka akan membagi waktunya un-
tuk sekolah S.I. di Randung dan Semarang. Dalam bulan Pebruari
1922 ia ditahan dan kemudian diasingkan ke luar negeri (diekster-
nir). Uhlenbeck berpendapat supaya mencegah pemberian pendidikan
kepada para muda Bumiputera menuju ke arah psham komunisme dengan
mengadakan pengawasan terhadap pendidikan kepada anak Bumiputera
oleh orang Bumiputera.

N.A. Kern sebagai Pejabat Penasehat Dalam Urusan Bumiputera

menyatakan dalam nasehatnya 25 Pebruari 1922 nomor D.37, bahwa

%) Peraturan tersebut termaktub dalam Lembaran Negara

(Indisch Staatsblad) 1880 nomor 21, vaitu pengawasan terhadap
pendidikan swasta dari orang Eropa kepada orang Bumiputera. Un-
tuk pengawasan ini baikpun yang diberikan di sekolah maupun di
rumah diwajibken ada ijin dari Hepala Daerah, yang diberikan de-
ngan syarat bahwa 'kondisi setempat tidak merpunyai keberatan".
Dalam Lembaran Hegara 19C3 nomor 389 diganti dengan: "jika tidak
menimbulan gangguan tata tertib dan keamanan'. Dalam Lembaran
Wegara 1912 nomor 286 ditetapkan, bahwa yang bersangkutan harus
mewbuktikan telah tamat sekolzh rendah di negeri Belanda atau
sekolah rendah dengcn pengantar bahesa Belanda di Hindia Belanda.
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sekolah negeri sendiri merupzkan penangkal atau penolaek paling am-—
puh terhadap sekolah-sekolah politik. ﬁanyak orang tua, yang ingin
menyekolahkén anok mereka di HIS negeri, tetapi dikecewakan karena
anak mereké tidak dapat diterima. Menurut Kern sekolah swasta pada
umumnya mendapat siswa, bukan karena orang tua berkeinginan agar
anak mereka diberikan pendidikan dalam bentuk tertentu di sekolah
tersebut, melainkan karena anak mereka tidak diterime di sekolah
negeri. Ia yakin, bahwa banyak anak yang masuk sekolah HIS; yang
didirikan oleh S.I. di Priangan, akan segera pindah ke HIS negeri,
apabila disediakan tempat untuk mereka. Dari sebab itu pada hemat-
nya sekolah negefi merupakan pencegahan yang paling efektif terha-
dap sekolah politik.

Pengawasan terhadap sekolah swasta Cina, yaitu masalah yang
sudah sangat tua, diperintahkan melalui surat rahasia Sekretaris
Pémerintah (Negara) I tanggal 18 Maret 1922 nomor 171X, yang me-
nyampaikan antara lazin salinan surat Duta Belanda di Bangkok tang-
gal 8 Pebruari 1922 nomor 92 mengenai undang-undang sekolah swasta
di Siam (Muang Thai) dari tahun 1918 dan undang-undang yang mene-
tapkan,; bahwa kepada anak-anak Cina di Siam juga harus diajarkan
beberapa pengetahuan mengenai Siam untuk mengembangkan kesadaran
nasional Siam. Persoalan ini dengan lcbih mendesak dikemukakan
oleh Penasehat kepala Dinas Urusan Cina, dalam surat sangat rahasia
tanggal 27 Maret 1922 nomor 153/22, yang kemudian disusul dengan
surat rahasia Sekretaris Pemerintah (Negara) I tanggal 3 April 1922
nomor 206x. Cleh Penasehat Urusan Cina diperingatkan, bahwa dalam
tahun 1919 Direktur Pendidikan dan Agama menganggap perlu diadakan
"pengawasan yang sistematis terhadap sekolah.swasta Cina sambil me-
manfaatkan kesempatan dalam pengawasan itu untuk memperbaiki pendi-
dikan dan tidak mendasarkan pengawasan itu hanya semata-mata atas
alasan-alasan politik".

Pengawasan pemerintah baik pun terhadap pendidikan oleh orang
Bumiputera kepada orang Bumiputera, maupun terhadap pendidikan swas-

ta Cina tidak bersibsidi telah berkali-kali dipersoalkan. Mengenai
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masalah yang pertama oleh Direktur Pendidikan dan Agama pernah di-
tanyakan dengan surat edaran tanggal 28 Oktober 1914 nomor 21520
kepada para Inspektur Pendidikan Bumiputera apakah diketahui fakta-
fakta yang menunjukkan, bahwa pendirian pemerintah untuk tidak tu=-
rut campur dalam urusan itu perlu ditinggalkan dan apakah jika per-
lu turut campur pengawasan terhadap orang Eropa yang memberi pendi-
dikan swasta diperluas dengan pengawasan terhadap orang Timur Asing
dalam kasus yang sama atau lebih baik mengadakan pengawasan terha-
dap semua sekolah swasta. Jawaban yang diperoleh memberikan kesan,
tahwa pada waktu itu belum ada keharusan mengadakan peraturan de-
ngan maksud tersebut.

Mengenai sekolah swasta Cina; pendahulu Gubernur Jenderal Fock
berpendapat seperti dinyatakan dalam surat rahasia Sekretaris Nega-
ra I tanggal 13 Januari 1920 nomor 24X, bahwa untuk sementara turut
campur Pemerintah ke dalamnya harus dibatasi pada pengawasan keras
terhadap apa yang disebut para guru dan para pelajar, yang masuk ke
hindia Belanda tanpa sebelumnya mendapat undangan.dari perkumpulan-
perkumpulan sekolah Cina untuk mencari pekerjaan di Indonesia.

Departemen Pendidikan dan Agama mendesak untuk mengubah pendi-
rian penerintah terhadep sekolah swasta Indonesia dan Cina, karena
beranggapan, balwa dengan pendirian sekolah S.I. di Semarang dan
sekolah pendidikan guru Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta kaum muda
Bumiputera diancam oleh pengaruh politik yang merusak. Dari Kali-
mantan diberitakan mengenai kebangkitan nasionalisme Cina yang anti
Belanda, yang terutama diungkapkan oleh sekolah-sekolah swasta Ci-
na.

Menurut Pejabat Direktur Pendidikan dan Agama J.F.W. van der
Meulen dalam suratnya 27 Juli 1922 kepada Gubernur Jenderal Fock -
tersebut di atas pengawasan atas sekolah swasta Bumiputera dan Cina
menjadi keharusan. Menurut hematnya pemerintah akan melalaikan ke-
wajibannya dengan membiarkan pengaruh kedua gerakan itu masuk ke
dalam bidang pendidikan. Ia tidak menyangkal pendapat R.A. Kern,
Penasehat Urusan Bumiputera, bahwa sekolah negeri yang bermutu me-

rupakan penolak paling ampuh terhadap pengaruh tersebut, tetapi




pemérintah belum mampu menyediakannya seperti yang dapat diharap-

kan dan lagi pula hal tersebut bukan satu-satunya cara pencegahan

Ia menyarankan, supaya pengawasan dilaksanakan secara berangsur-
angsur. Sebagai: permulaan diadakan peraturan legél agar pemerin-
tah mempunyai kepastian untuk selalu dapat mengetahui‘volume dan
luas serta corak pengajaran di sekolah swasta, sehingga dapat di-
adakan pengawasan seperlunya dan akhirnya pengajaran dapat dihen-
tikan, apabila ditempuh arah yang mengancam keamanan umum. Menu-
rut pendapatnya kepastian ini dapat diperoleh dengan mewajibkan
orang yang berkehendak mengajar di sekolah swasta menyampaikan
pemberitahuan kepada Pemerintah. Dikecualikan gurﬁ-guru yang moe-
ngajar di sekolah negeri dan sekolah swasta bersubsidi, juga guru-
guru yang terkena ordonansi pengawasan dalam Lembaran Negara 1880
nomor 201. Demikian juga pengajaran agama, yang terkena pasal 123
dan 124 Regeeringsreglement (R.R.,) serta peraturan-peraturan khu-
susnya.*) Ijin mengajar tidak perlu diberikan, sudah cukup apabi-
la pemerintah diberi tahu. Para guru tersebut diwajibkan hemberi-
kan semua keterangan yang diperlukan kepada petugas-petugas peme-
rintah, yang diserahi pengawasan. Kepala pemerinteh daerah diberi
wewenang melarang para guru tersebut mengajar, jika kepentingan
keamanan umum mengharuskan. Dengan demikian sistim pengawasan
tersebut.ditujukan kepada guru-guru sekolah swasta.

Dengan maksud melaksanakan sistim pengawasan seperti tersebut
di atas disampaikan kepada Gubernur Jenderal suatu usul rencana
ordonansi. Selanjutnya dianggap perlu, bahwa peraturan pelaksana- .
annya disertaiAsurat-edaran untuk menjelaskan kepada Pemerintah
Daerah dan Inspeksi maksud ordonansi dengan pengertian, bahwa ke-

cuali kewajiban guru untuk melapor (memberi tahu), pada umumnya

*
) Pasal 123 R.R. mengatur secara khusus pemasuka:’ guru-guru agama

Kristen, Pendeta dan Zendeling. Pasal 124 menempatkan guru

agama orang Indonesia yang bukan Kristen di bawah pengawasan

raja. bupati, dan pemuka masyarakat menurut agama yang dianut
oleh mereka. ‘ ' ‘
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tetap dipelihara keadaan yang lama. Hanya jika bénar~benar ber-
alasan untuk melihat ada_ancaman bahaya, diambil tindakan pengawas-
an dan baru dalam kasus»yang memaksa digunakan larangan mengajar.

Usul rencana ordonansi dari Van der Meulen tersebut diterima
tanpa diadakan perubahan yang berarti dan menjadi ordonansi dalam
Lembaran Negara 1923 nomor 136. Untuk pengawasan terhadap sekolah
swasta Indonesia dan orang Timur Asiﬁg yang dimaksudkan dalam ordo-
nansi, ditunjuk pegawai pangreh praja, kecuali itu juga petugas
Inspeksi pendidikan rendah dan Dinas Urusan Cina (Lembaran llegara
1923 nomor 374).

Dari Direktur Pendidikan dan Agama (K.F. Creutzberg) kepada Dewvan

%
Pendidikan ) tanggal 21 September 1923

Dalam tahun 1923 telah tersedia aparat untuk secara legal me-
laksanakan pengawasan terhadap sekolah-sekolah swasta tidak bersub-
sidi (yang lazim disebut ''sekolah liar"). Keadaan sekolah-sekolah
ini diutarakan oleh Direktur Pendidikan dan Agama (K.F. Creutzberg)
dalam surat tanggal 21 September 1923 kepada Dewan Pendidikan (On-
derwijsraad). Kébéda dewan disampaikan inventarisasi laporan. in-
speksi mengenai sekolah swasta Bumiputera tidak bersubsidi, yang
memberikan apa yang disebut sebagai pendidikan Barat. Menurut pen-
dapatnya dari laporan-laporan terbukti, bahwa pengajaran di sekolah
sekolah tersebut biasanya sangat tidak memenuhi syarat. Sebagai
penegasan pendapat itu  dikemukakannya isi surat, yang diterima-
nyé dari Residen Manado J. Tideman, bahwa dalam ujian pegawai kecil
(kleinambtenaarsexamen), yang diadakan di ibukota daerah tersebut,
dari 189 orang peserta ujian hanya 47 orang yang dapat diberi ija-
zah. Menurut Residen J. Tideman, jumlah calon sebesar itu, yang

tidak mempunyai persiapan secukupnya untuk ujian, adalah akibat

*) Dcwan Pendidikan didirikan dengan SK Gubernur Jenderal tanggal
8 Maret 1918 nomor 1718, dengan tugas untuk memberikan petunjuk
kepada Direktur P & A mengenai soal-soal teknis pendidikan dan
masalah pendidikan. Pada tahun 1931 karena alasan penghemetan,
Dewan ini dibubsrkan.
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dari sangat banyaknya sekolah "Belanda” swasta, di mana “pengajar-
an bahasa Belanda' diberikan.oleh sembarang orang saja. Menurut
Tideman, sekolah-sckolah tersebut lebih bany ak gerpgikan dari pada
menguntungkan penduduk. i

Menurut chutzberg, keburukan seckolah swasta "liar , di mana
diajarkan bahasa Belanda, sudah lama menarik perhatlannya. Kecam—
an kepada pengajaran di sekolah-sekolah tersebut, makin menumpuk '
.dengan makin bertambahnya jumlah sekolah semacam itu. Berkali-ka-
1i timbul persoalan, dan apakah dapat dipertanggung jawabkan mem—
beri kebebasan kepada pendidikan di sekolah-sekolah tersebut atau
“haruskah ditetapkan syarat-syarat untuk mendapat wewenang mengajar
sebagai jaminan, bahwa orang-orang yang berkepentingan dengan se-
kolah—sekblah tersebut tidak akan dirugikan.

Pengendalian keburukan seperti dikemukakan di atas menurut
Creutzbérg dapat dijalankan dengan menetapkan peraturan seberti
pemberian pendidikan di sekolah rendah éwasté Eropa, sebagai sya-
rat ditentukan harus mempunyai akte atau sertifikat kemampuan ter-
tentu, misalnya sebagéi syarat minimum ijazah HKS (Hogere Kweek
School). Menurut pendapétnya barangkali tidak‘perlu menuntut pe-
milikan ijazaﬁ tertentu, tetapi cukup dengan adanya keterangan me-
ngenai kemampuan yang memadai, yang diberikan oleh pejabat Inspeksi
Pendidikan. Dapat juga diadakan peraturan campuran, yaitu dituntut
salah satu syarat misalnya ijazah tertentu dan kewenangan mengajar
atau keterangan kemampuan. Ia menganggap perlu untuk mempertim—
bangkan lebih lanjut guna menetapkan syarat-syarat minimum dalam
penyelesaiéﬁ masalah. |

Di samping itu perlu diadakan kompensasi untuk mengimBangi pe-
ngurangan kesempatan mendapat pendidikan Barat sebagai akibat tin-
dakan tersebut di atas. Sementara kompensasi itu tidak dapat dibe-
rikan dengan menambah jumlah HIS atau Sekolah Peralihan, yang ke-
mungkinannya di bidang keuangan sangat terbatas, maka mungkin kom-
pensasi itu dapat diadakan dengan memberi bantuan kepada prakarsa
swasta yang menyelenggarakan “pendidikan Belanda", yang sangat di-
inginkan itu, dalam bentuk kursus-kursus.

Creutzberg meminta kepada Dewan Pendidikan untuk menelaah se-
luruh masalah itu dan memberikan nasehatnya.



PENGHEMATAN_DALAM BIDANG PENDIDIKAN
N _SUASANA MASYARAKAT

82. Dari Pejabat Sementara Penasehat Urusan Bumiputera (R.A. Kern) ke-

pada Gubernur Jenderal (Fock), 24 Januari 1924

Untuk memenuhi tugas yang disampaikan secara lisan oleh Guber-
nur Jenderal kepada Pjs. Penasehat Urusan Bumiputera untuk meneliti

%)

akibat dari penghematan ° dalam bidang pendidikan bagi penduduk Bu-
miputera dengan ini disampaikan bahwa tidak mungkin diadakan pene-
litian secara terperinci, karenz kekurangan waktu dan kesempatan.

Dewan Rakyat memberi kesempatan untuk perdebatan mengenai segi-
segi teknis dan di samping itu pers terbuka lebar untuk masalah pen-
didikan.

_Perhatian'terhadap masalah pendidikan sangat berbeda. Rakyat
kecil bersikap acuh tak acuh dan orang-orang desa bahkan menganggap
Sekolah Desa sebagai beban daripada keuntungan untuk anak-anak mere-
ka. Pengaruh dari Pangreh Praja masih diperlukan dan lebih-lebih
kunjungan kepada.sekolah-sekolah desa dirasakan perlu.

Menurut ketentuan lama, desa dapat memperoleh uang muka yang akan
dibayar kembali oleh desa setelah beberapa tahun kemudian. Tetapi
setelah penghematan,,desa harus mengusahakan sendiri pembangunan se-
kolah tersebut, termasuk juga pemeliharaannya. Sikap acuh tak acuh
tersebut terutama dirasakan di Madura, tetapi sebaliknya di daerah
Parahiyangan pembangunan sekolah desa oleh masyarakat sendiri disam-
but dengan rasa gembira.

Suasana lesu itu same sekali tidak tampak di kalangan orang-
orang bukan tani, seperti mandor, tukang, pedagang kecil, dlsb. Me-

reka mengirimkan anak-anaknya ke sekolah kelas 2 atau ke HIS. Yang

*) Penghematan dalam bidang pendidikan yang dimaksud adalah untuk
tahun 1924, Penghematan terutama ditujukan untuk membatasi
beasiswa untuk studi pada sekolah menengah, teknik, dan MULO.
Selain itu tidak lagi memberikan uang muka untuk biaya perbangun-
an sekolah desa, uang muka untuk kenaikan uang sekolah bagi MULO,
HIS, dan sekolah-sekolah kelas 2. Penghematan tsb. dilakukar se-
demikian rupa sehingga bagian vital dari pendidikan tidak ter=—
ganggu dan dapat berjalan terus.
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paling beruntung adalah mereka yang berhasil menyekolahlan anak-
anaknya ke HIS karena murid memperoleh pendidikan terbaik, yaitu
pendidikan Eropa. Dengan demikian mereka merasa pendidikannya di-
persamakan dengan anak-anak orang Belanda. Kalau mungkin mereka
menginginkan pendidikan yang lebih maju dari HIS, tetapilhanya se-
dikit sekali anak orang Bumiputera yang memperoleh kesempatan ter-
sebut, karena bahasa Belanda merupakan syarat mutlak Sebagai in-
strumen untuk dapat diterima. Oleh karena itu apabila adarmurid
yang ditolak karena alasan kekurangan tempat, meka hal tersebutr
menyebabkan kekecewaan yang mendalam bagi orang tua murid.

Untuk mengatasi »vitu para orang tua mencari pemecahan pada sekqlah
swasta. _Ada figa_macam HIS, yaitu HIS Negeri, bersubsidi, danl
yang tidak Bersubsidi. HIS negeri adalah yang paling disenangi,
tetapi kalau yang Negeri sudah penuh, yang bersubsidi pun jadilah.
Walaupun HIS bersubsidi dipersamakan dengan Negeri, tetapi orang
masih mendahulukan sekolah negeri. Baru kalau kedua kesempatan
tersebut sudah tidak ada lagi, orang menyekolahkan anaknya ke HIS
swasta yang tidak bersubeddi. - |

Walaupun terdapat hambatan akibat penghematan, oraﬁg masih ‘
tetap memilih sekolah-sekolah negeri, meskipun di kalangan poiifi-
si, pers, dll. tadinya terdengar suara-suara untuk memperluas pen-
didikan swasta.

Orang tua yang menginginkan anaknya bersekolah di HIS terdiri
dari golongan mcnengah, yang menginginkan'ketenangan, dan orang
baik-baik yang tidak menentang pemerintah. Jadi adanya hambatan
pada HIS Negeri ménjadikan pemikiran juga bagi mereka. Adanya se;
kolah kelas 2 hanyalah pertolongan dalam keadaan darurat karena
murid sekolah kelas 2 jarang yang dapat pindeh ke sekolah kelas 1
(HIS). Pada umumnyé mereka tetap di sekolah kelas 2.

Kenaikan uang sekolah dalam rangka penghematan ini mempersulit
orang tua juga, karena uang sangat berarti untuk golongan ini. Se-
bagai akibatnya banyak orang tua yang terpaksa memindahkan anaknya
ke sekolah yang lebih murah.
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Untuk lapisan masyarakat yang termiskin hal kenaikan uang sekolah
sangat dirasakan, meskipun pada golongan menengah terdapat penger-
tian akan kenaikan tersebut dan mereka bersedia membayar uang se-
kolah lebih banyak.

Bagi kalangan atas dan kaum intelektuil Bumiputera seperti di ka-
langan Budi Oetomo penghematan ini mereka anggap suatu pukulan dan
seolah~olah jarum jam diundurkan. Mereka sebanarnya berusaha un-
tuk memajukan pendidikan di segala tingkat, dalam waktu yang sing-
kat, sehingga semua pembatasan dalam bidang pendidikan akan diten-
tangnya. Apapun alasan pemerintah, ékan ditentangnya dengan argu-
mentasi yang beralasan., Dapat dimengerti bahwa mudah timbul kecu-
rigaan atas maksud baik dari pemerintahdan mereka mencari-cari sum-
ber dari orang-orang Eropa yang menentang terhadap kemajuan bangsa

Bumiputera.
Di samping adanya arus yang mendasarkan kepada Boedi 'Octomo, ada

juga aliran yang mendasarkan kepada Islam dan komunisme yang tidak

menentang sistim pendidikan Barat.

Untuk menanggulangi komunisme jalarn yang terbaik ialah melalui se-

kolah~-sekolah negeri karena masyarakat masih percaya pada arah yang

ditempuh oleh sekolah-seckolah negeri;

PENGAWASAN (SUPERVISI) PE INTAH EKOLAH

SW TL BE ) T BERSUBSIDI

83. Nota Direktur Pendidikzn dan Agama (J.F.W. Van der Meulen) tanggal
6 Januari 1925

Masalan pengawasan terhadap apa yang disebut sekolah "liar"
itu dibehas lagi oleh J.F.W. Van der Meulen, Direktur Pendidikan &
Agama, dalam nota tanggal 6 Januari 1925. Ia berpendapat, baﬁwa
yang pertama-tama harus dipersoalkan dalam masalah tersebut ialah
bahwa masalah itu sendiri tidak berurusan dengan pemberantasan pe- '

ngaruh yang tidak diinginkan dalam arti politik dari guru kepada
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siswa, teristimewa pengaruh propaganda komunis. Terlepas dari pem-
berantasan pengaruh komunis itu, masalah sekolah liar itu tetap ada
sekali-pun tidak ada guru-guru komunis.

Dengan sekolah liar itu dimaksudkan semua sekolah, yang kepada
bidang teknis pengajarannya tidak diadakan pengawasan oleh pejabat
yang berwewenang di bidangnya, sedangkan sekolah-sekolah tersebut
tidak terikat oleh hubungan keuangan dengan pemerintah. Apakah da-
.lam sekolah liar itu terkandung bahaya, yang mengancam ketenteraman
dalam perkembangan kecerdasan penduduk. Bahaya itu, yang dapat
timbul dari pendidikan yang tidak memenuhi syarat di bawah kondisi
kolonial, terkandung dalam rasa tidak puas, yang timbul dari keke-
cewaan pada para tamatan sekolah tersebut. Di sekolah negeri dan
sekolah swasta Berbantuan dapat diadakan pembatasan terhadap kega-
galan belajar dengan pengketatan syarat-syarat penerimaan ‘siswa dan
melalui pengawasan intensif di bidang teknis pengajaran serta juga
pengawasan terhadap absensi siswa di sekolah. Di sekolah swasta
tidak mungkin diberlakukan secara ketat syarat-syarat penerimaan
siswa, termasuk ke dalamnya syarat mengenai batas umur. Untuk
mengadakan pengawasan yang teratur, apalagi yang intensif, persona-
lia yang tersedia jauh daripada mencukupi. Taraf pendidikan yang
bermutu rendah di sekolah liar menimbulkan kekecewaan yang sangat
besar bagi siswa dan orang tua. Menurut J.F.W. van der Meulen ke-
kecewaan tersebut mengakibatkan kejengkelan, yang dalam kehidupan
dalam kondisi kolonial selalu akan dilampiaskan terhadap "kapital-
isme" atau terhadap "penjajahan'. Maka pemberantasan bahaya terse-
but harus dicoba berdasarkan motivasi ekonomi dan politik. Untuk
dapat menentukan arah tujuan peraturan mengenai pemberantasan per-
lulah pertama-tama diadakan penelaahan keadaan, yang menyebabkan
timbulnya dan kesuburan perkembangan ''sekolah liar' tersebut.
Sebagai sebab-sebab umum dapat disebut: bb

1. Pemenuhan‘kebutuhan akan sekolah yang tidak memuaskan.,
2. Untuk mata pencaharian bagi pimpinan sekolah.

3. Menggunakan sekolah untuk propaganda tertentu.
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Ad.1 Mengenai pemenuhan kebutuhan akan sekolah atau pendidikan da-
pat diadakan pembedaan'kebutuhan yang obyektif dan yang sub-
yektif. Dengan kebutuhan yang obyektif dimaksudkan kebutuh-

an yang diakui dan diusahakan penyediaannya oleh pemerintah. Menu-

rut Van der lMeulen, penyediaan sekolah negeri dan sekolah swasta
berbantuan dengan diperluas terus-menerus dapat dikatakan dengan
sedikit reserve tidak terlalu jauh ketinggalan di belakang kebutuh-
an obyektif. Tetapi keadaannya lain sama sekali mengenai kebutuhan
subyektif, yaitu kebutuhan berdasarkan keinginan dan harapan ter-
tentu. Rasa yang tidak puas dalam hal ini tertuju ke dua arah, ya-
itu (a) terhadap sistim pendidikan yang resmi, dan (b) terhadap ke-
sempatan untuk memanfaatkan sistim tersebut.

- Terdapat dua macam kecaman, yaitu bahwa sistim tersebut terlalu
kebarat-baratan atau terlalu “kapitalistis’. Belakangan ditambah
dengan keberatan terhadap pengajaran agama (Kristen) di sekolah
swasta bersubsidi bagi penganut agama lain.

- Lebih penting daripada keberatan terhadap sistim ialah rasa tidak
puas mengenai kesempatan yang tersedia untuk masuk sekolah. Ter-
utama sekolah dengan pengajaran bahasa Belanda seperti HIS, dsb.
tetap tidak memenuhi kebutuhan subyektif dengan memuaskan. Go-
longan penduduk yang karena posisi sosialnya tidak boleh menyeko~
lahkan anak di HIS, terpaksa berpaling ke sekolah swasta. Teru-
tama oleh dorongan kepada pengajaran bahasa Belandalah mereka be-
rani berkorban untuk membayar uang sekolah yang tinggi, asal anak
mereka dapat belajar bahasa Belanda. Dan di sinilah sumber keke-

cewaan yang tidak kecil.

Ad.2 Menurut Van der Meulen, sekolah liar didirikan untuk dijadi-
kan sumber penghasilan bagi pendifinya atau para kaum kerabat-
nya, dan di samping itu dalam beberapa kasus nafsu mencari ke-

untungan mempunyai peranan yang besar seperti terbukti da;i pungutan

uang sekolah yang tinggi di sana-sini. Ada juga diketahui, bahwa
sckolah-sekolah Sarekat Rakyat harus ﬁenyerahkan 5% dari hasil pu-

ngutan uang sekolah kepada Dana Sumbangan di Semarang. Tetapi sangat
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diragukan, bahwa personalia sekolah-sekolah tersebut memenuhi ke-
wajiban itu. Egoisme, yang mendasari motivasi pendirian sekolah,
akan 1amba£ laun merupakan rem vang kuat terhadap ekses-—ekses po-
litik. Egcisme tersebut pada umumnya juga menghalangi penggunaan -
uang sekolah untuk menyediakan alat-alat pelajaran dan ruangan be-

lajar yang memadai.

Ad.3 Menurut Van der Meulen tidak begitu mudah untuk menentukan
penggunaan yang berarti untuk propaganda. Pendapatnya me-
ngenai sekolah Muhammadiyah, tahwa jika motivasinya bukah

propaganda agama ialah terutama keinginan memasukkan pengajaran

agama dalam sekolah. Jika maksud untuk propaganda politik'dapat
disebut sebagai salah satu sebab dari pendirian sekolah—sekolah'Sa—
rekat Rakyat, tetapi kelangsungan pembinaan sekolah-sekolah terse-
but "dapat dipertanyakan, karéna ada pengaruh dari faktor-faktor da-
lam ad.l dan ad.2. Perkembangan kursus-kursus ABC = menunjukkau,'
bahwa jumlah orang yang mau bekerja dengan pengorbanan keuntungan
bagi pribadinya untuk kepentingan pendidikan rakyat hanya sedikit.

Di sini terdapat petunjuk yang kuat, bahwa sekolaﬁ—sekolah liar itu

tidak dapat dibina kelestariennya hanya dengan guru-guru, yang ber-

sedia mengorbankan kepentingan kepribadiannya, dan dengan siswa-
siswa, yang orang tuanya menginginkan untuk anak méreka pengéjaran
komunis saja. G5ekolah-sekolah tersebut harus memberikan penghasil-
an dan orang-orang tua murid dikelabui dengan harapan-harapan palsu
sehingga membayar uang sekolah yang terlalu tinggi.

Di samping sebab-sebab yang umum tersebut kondisi setempat
yang berbeda-beda akan dapat mendorong timbulnya sekolah-sekolah
liar. Di Minahasa misalnya, dan rupanya juga di Ambon, didirikan
sekolah swasta karena dorongan bahwa orang ingin belajar bahasa Be-

landa bukan hanya untuk memperoleh pekerjaan kantoran ("witte jas

*)

Kursus-kursus ini diadakan untuk orang dewasa oleh suatu panitia
pemberantasan buta huruf (Alphabetisme Bestrijdings Committee),
yvang di~infiltrasikan dengan kuat oleh kaum komunis.
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baantje’”) setelah menamatkan sekolah, tetapi juga karena pengetahu-
an bahasa Belanda yang saderhana makin dirasakan sebagai kebutuhan
dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Pada hemat Van der Meulen, hal yang lebih penting untuk penye-
lesaian masalah dengan tepat perlu diketahui adanya pengaruh faktor
faktor setempat dan arti faktor-faktor tersebut. Misalnya pendiri-
an sekolah-sekclah Muhammadiyah di Jawa Tengah motivasinya apakah
keinginan untuk memberikan posisi yang sepatutnya kepada pengajaran
agama Islam ataukah dimaksudkan sebagai reaksi kepada penyebaran
agama Kristen. Juga dalam anggapan, bahwa tidak perlu memberikan
banyak perhatian kepada sekolah liar Cina, perlu diadakan koreksi,
karena biasanya anak Cina yang menjadi siswa di sekolah tersebut
tidak menaruh harapan untuk dapat memperoleh pekerjaan melalui se=~
kolah tersebut.

Menurut Van der Meulen, pemerintah harus menyembut dengan baik
setiap usaha penyelenggaraan pendidikan yang baik, betapapun seder-
hananya. Dalam hal kebutuhan akan pendidikan tidak dapat dipenuhi
seluruhnya dengan penyediaan sekolah negeri atau sckolah bersubsidi
maka tidak perlu diadakan pengawasan secara langsung terhadap seko-
lah, yang dengan atau tidak dengan sengaja mempunyai kurikulum lain
atau yang sama sekali tidak mempunyai kurikulum. %Yang harus dibe-
rantas ialzh pendidikannyaz yang buruk di sekolah seperti itu, atau
di dekolah yang pada orang tua murid menimbulkan harapan yang tidak
dapat diperuhi oleh sekolah. Sekolah semacam itu biasanya memberi-
kan apa yang disebut “pengajeran bahasa Belanda'. Ia sampai kepada
kesimpulan sementara, bahwa di samping atau sama sekali terpisah
dari peraturan untuk mengambil tindakan terhadap guru-guru berbaha-
ya berdasarkan pertimbanéan dari segi politik, juga perlu diadakan

peraturau untuk mencegah keburukan-keburukan yang nembahayakan dari

sekolah liar.
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84, Dari Pj. Sekretaris Pemerintanh (Negara) I kepada Kepala Keresidenan

(Hoofden van gewestelijk bestuur) 7 Juni 1925

Untuk mengadakan pengawasan yang lebih efekﬁif terhadap sekolah
liar maka dalam ordonansi 28 Maret 1923 (Lembaran Negara nomor 136)
diadakan perubahan (Lembaran Negara nomor 260). Dalam surat edaran
Pejabat Sekretaris Pemerintah (Negara) I tanggal 7 Juni 1925 kepada
Kepala-kepala Pemerintah Daerah perubahan tersebut dijelaskan menge-
nai tiga hal. |

Menurut ordonansi lama baru diambil tindakén jika ternya-
ta, bahwa pendidikan yang diberikan mengancam ketertiban umum. Me-
nurut Gubernur Jenderal dengan demikian pemefintah tidak dapat de-
ngan tuntas memberantas pendidikan yang berlandaskaﬁ7§gsgiﬁsioner.
Karena itu diadakan perubahan dengan perluasan dalam peraturan me-
ngenéi larangan mengajar, sehingga untuk selanjutnya larangan ter-
sebut tidak hanya dikenakan terhadap seseorang yang memberikan peng-
ajaran; tetapi juga terhadap orang, yang bermaksud akan menjadi guru
dan untuk itu telah memberitahukan sebagaimana mestinya menurut per-
aturan. Karena berbagai sebab tidak dapat diadakan pengawasan pre-
ventif terhadap sekolah liar dengan mengharuskan meminta ijin untuk
mengajar, sehingga tidak akan selalu mungkin untuk melarang seorang
bakal guru &ang dianggap berbahaya, sebelum ia menjalankan pekerjaan-
nya. Tetapi kesulitan ini menjadi kecil, apabila para kepala peme-
rintahan daerah berusaha memberitahukan dengan segera keterangan-ke-
terangan mengenai orang-orang yang dicurigai. Dengan demikian di-
mungkinkan untuk mengeluarkan larangan dalam waktu yang singkat, se-
hingga praktis tidak akan diberikan kesempatan untuk berbuat ﬁahat.

Perubahan yang dimaksudkan di atas memungkinkan untuk mengambil
tindakan terhadap guru-guru, yang bertanggung jawab atasvperbuatan
murid dan adanya sarana atau benda-benda di sekolah, yang dianggap
merongrong wibawa pemerintah. Benda-benda tersebut misalnya gambar-
gambar pemimpin ekstremis atsu hiasan dinding yang menghasut. Untuk
menghalangi seorang guru yang terkena larangan mengajar di suatu da-

erah muncul di daerah lain, sesogyanya para kepala pemerintahan
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daerah memberitahukan setiap penindakan larangan kepada masing-ma~
sing yang bersangkutan dan kepacda Kantor Kejaksaan di daerah-daerah.

Perubahan kedua ialah bahwa larangan mengajar yang berlaku un-
tuk waktu yang lamanya ditetapkan, menjadi larangan yang dikeluarkan
untuk waktu yang lamanya tidak ditetapkan. Hal ini terutama penting
artinya sebagai larangan terhadap orang-orang, yang memberi pendi-
dikan dengan tujuan mendidik kaum muda, supaya pada mereka tumbuh
sikap menentang pemerintah,

Perubahan ketiga ialah penggantian keta "kinderen" (anak-anak)
dengan ‘‘personen" (orang-orang) sedemikian rupa, sehingga tercakup
ke dalamnya larangen mengajar kepada orang dewasa.

Dalam bagian ekhir surat dikemukakan pula kemungkinan untuk
mengadakan tindakan di beberapa daerah secara luas terhadap sekolah

Sarekat Rakyat dengen penutupan lebih banyak dari sekolah tersebut.

PENDIDIKAN UNTUK RAKYAT
PENDIDIKAN UNTUK GADIS-GADIS BUMIPUTERA

s

Menteri Daerah Jajahan (Welter) dalam surat kepada Gubernur Jenderal

(Fock), tanggal 16 Januari 1526

Menegaskan, bahwa pendidikan harus berfungsi lebih daripada yang
sudah~sudah, menciptakan tanggung jawab kewargaan negara dan ketabah-
an moral. Fertema-—tama ia menghendaii pembaharuan ke arah itu dalam
sekolah-sekoleah desa.

Dalam permulaan surat dikemukakan penjelasan yang diberikan oleh
Direktur Pendidikan dan Agama, Mr. X.F¥. Creutzberg, dalam pidatonya
yang terkenal ketika diadakan pembicarazn mengenai rancangan anggaran
biaya untuk tahun 1919 dalam rapat-rapat Dewan Rakyat pada tanggal
21 dan 22 Juni 1918. Qleh Mr. Creutzberg dijelaskan bahwa untuk mem-
peroleh wawasan yang benar dalam tugas pendidikan, yang harus dilak-
sanakan pemerintah di kemudian hari yang dekat ini, harus dibedakan
dua kelompok induk persekolahan, yang menuntut pemeliharaan pemerin-

tah berdasarkan syarat-syarat yang sangat berlainan.
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Kelompok induk pertama terdiri dari sekolah desa dan se-
kolah kelas dua atau apa yang disebut sekolah standar untuk Bumipu-
tera, yang mempunyai tujuan tevutama pendidikan rakyat dengan dasar
pribumi dalam arti paling umum dan luas. Zeloapok .du’t kedua
meliputi semua lembaga pendidikan yang memberikan pengzjaran, yang
sedikit atau banyak bersifat Barat. Creutzberg menunjukkan, bahwa
kelompok induk pertama dalam arti tertentu dapat dianggap se-
bagai dasar dari keseluruhan dan diuraikannya lebih lanjut. bahwa
pemerintah menganggap sebagai termasuk ke dalam kewajibannya yang
pertama untuk memajukan pendidikan rakyat dengan sekuat kemampuan
yang ada. Kewajiban ini tidak boleh dipandang sebagai keluar dari
wawasan yang semau-maunya, yang dianut pada hari sekarang untuk di-
tinggalkan pada keesokan harinya, melainkan sebagai tugas yang di-
bebankan oleh sejarah dengan kekuatan hukum alam. Dikatakannya le
bih lanjut, bahwa "Perkembangan kecerdasan penduduk sebenarnya ber-
hubungan sangat erat dengan usaha untuk memajukan kemakmuran suatu
massa yang buta huruf dan tidak dapat dimajukan secara ekonomis de-
ngan berarti". '

Menteri Welter dalam suratnya itu mengingatkan kepada kebijak~
sanaan pemerintah dalam hubungannya dengan pembiayaan sekolah desa.
Mula-mula dianut pendirian, bahwa pembiayaan sekolah desa harus di-
ambil dari pendapatan lokal dan dari uang sekolah. Tetapi ternyata,
bahwa pelaksanaan secara ketat prinsip swasembada dalam pembiayaan
ini merintangi perkembangan pesat pendidikan untuk rakyat. Maka
dalam tahun 1919 dianggap mendesak untuk melunakkan atau mengurangi
sistim pembiayaan sendiri. Sejak itu dipakai sistim dengan prinsip
bahwa skan didirikan sekolah menurut kebutuhan, dan pembiayaannya
oleh masyarakat setempat, yang sejauh itu dimungkinkan dalam nubung-
annya dengan keadaan kemakmuran. Sebelumnya yang menjadi pegangan
ialah: "tidak mendirikan sekolah, jike terbukti tidak ada kesediaan
penduduk memberikan pengurbanan untuk pembiayaannya'. Dalam anggar-
an biaya pemerintah Hindia Belanda untuk tahun 1919 berikutnya dise-
diakan sejuta gulden sebagai subsidi untuk pendirian 1000 sekolah
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baru, sedangkan selain itu untuk gaji guru-guru, biaya pemelihara-
an, dsb. diberikan bantuan biaya, yang tidak dibebankan kepada desa.
Tetapi masih ada kelemahan-kelemahan dalam sistim baru itu. Keku-
rangannya yang terutama ialah. bahwz sebenarnya dalam pembagian bi-
aya tidek dapat dikatakan tidesk ada satu sistim, karena terlalu ba-
nyak bergantung kepada pegavai pangreh praja setempat, yang sesung-
guhnya sering kali berb:da pendapat dalam penilaian terhadap kekuat-
an keuangan desa. Selanjutnya tidak ada kriterium untuk dipakei da-
lam memperkirakan pengeluaran, yang dengan kecepatan perluasan seko-
lah-sekolah biayanya untuk pemerintéh akan naikk. Maka sejak tahun

1922 dipakailah sistim pembagian biaya antara pemerintah dengan de-

sa, yang berpijak pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

-~ Desa harus menanggung biaya pendirian, perlengkapan dan pemeliha-
raan sekolan-sekolah. Jika dianggap perlu pemerintah memberikan
persekct, yang dibayar kembali dengan hunga dalam angsuran setiap
tahun. Dalam keadaan istimewa persekot itu dapat dibayar tanpa
bunga atau dengan bunga yang lebih rendah cari pada yang biasa-
nya.

-~ Gaji guru-guru dibayar oleh pemerintah, sedangkan dalam kasus-ka-
sus tertentu desa dapat memberikan tunjangan sebagai t ambahan ga-
ji. '

-- Uang sekolah diterimakan kepada desa dan digunakan‘pertama-tama

untuk merutupi biaya pembangunan dan pemeliharaan sekolah.

Dalam tahun-tahun 1920, 1921. dan 1922 diadakan kegiatan dengan
gesit dalam perluasan pendidikan-pendidikan untuk rakyat, sehingga
jumich sekolah desa delam tahun-tahun tersebut di Jawa dan Madura
naik dengan lebib kurang 530, 950, dan 600, can di daerah-daerzh di
seberang dengan lebih kurang 300, 150, dan 150. Setelah itu perlu-
asan sekolah sangei diperlambat oleh berbagai sebab. Sejak tahun
1930 setiap tehun rata-rata dibuka tidak lebih dari 300 sekolah de-
sa baru. Dalam tahun 1926 jumlah sekclah desa seluruhnya di Indome-

sia diperkirakan ada sekitar 10.000 buah.
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Mengenai sekolah kelas dua (sekolah standar), jumlabnye di se-
luruh Indonesia dalam tahun~-tahun 1920, 1921, 1922, 1923, dan 1924
naik berturut-turut dengan lebih kurang 80, 70, 30, 60, dan 60; dan
dalam tahun 1928 seluruhﬁya diperkirakan ada sekitar 2100 buah.

Jadi dalam tahun 1526 itu untuk keperluan pendidikan rendah
yang sederhana bagi anak Indonesia disediakan oleh Pemerintah kira-
kira 12.000 buah sekolah untuk seluruh Indonesia. ipukul-ratakan
untuk nanya kira-kira 20% dari seluruh jumlah anak Indonesia, yang
telah mencapai usia-sekolzhg Aisediakan kesempatan bersekolah oleh
pemerintah. Biarpun bagaimana giatnya pihak swasta mendirikan se-
kolah, jelaslah bahwa masih banyak harus dikerjakan oleh pemerintah
untuk menyediakan keperiuan pendidikan rendah bagi rakyat Indonesia.

Menurut Menteri, untuk memenuhi tuntutan yang mendesak perlu-
asan sekolah untuk rakyat mula-mula harus digarap terutama penam-
bahan jumlah sekolah desa, yang harus diusahakan dengan lebih keras
dari tahun-tahun sebelumnya, karena sekolah desa harus dianggap se-
bagai bagian bawah sekolah kelas dua. Diharapkannye, bahwa dalam
rancangan anggaran biaya untuk tahun 1927 diadakan perhitungan un-
tuk pembangunan sekolah desa baru, dua kali jumlah dalam anggaran
biaya untuk tahun 1926.

Oleh Menteri juga dibahas corak atau sifat pendidikan pada se-
kolah untuk rakyat. Hubungan sekolah desa dengan sekolah kelas dua
lebih dipererat dengan pembentukan ''sekolah vervolg", yaitu sekolah
lanjutan dari sekolah desa (atau sekolah kelas dua tanpa tahun ajar-
an pertama, kedua dan ketiga). Kemudian diusahakan perbaikan dan
intensifikasi inspeksi sekolah dan peningkatan kuantitas serta kua-
litas personalia pengajaran. Juga harus diusahakan, supaya di seko-
lah desa diberikan perhatian seébanyak-banyaknya kepada pelajaran pe-
kerjaan tangan. Selanjutnya diusahakan penyambungan yang sempurna
dari sekolah desa ke sekolah kelas dua. Murid sekolah desa, yang
melanjutkan belajar di sekolah kelas dua, dirugikan dengan satu ta-
jun, karena dengan surat tanda tamat bélajar di sekolah desa ia ha-

nya berhak untuk duduk di kelas tiga sekolah kelas dua. Dengan
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merubah kurikuluq sekolah kelas dua dan perbaikan pendidikan di se-
kolah desa, diusazhekan kemungkinan untul dapat naik dari sekolah
desa ke kelas empat sekolah %elas dua. Sekolah kelas dua dalam
bentuk sekolah "vervolg" dengan dua atau tiga tahun ajaran akan di-
jadikan lanjutan yang benar-benar dari sekolah desa. Dengan demi-~
kian akan dibuka perspektif untuk secara berangsur-angsur mengem-
bangkan sekolah rendah untuk massa rakyat yang luas menjadi sekolah
rakyat enam tahun.

Pada umunnya telah disadari,; bahwa metode pengajaran yang lama
terlalu menekankan kepada aspek intellektuil, kata Menteri Welter.
Terlalu sedikit perhatian diberikan kepada pembentukan watak, kepa-
da pendidikan budi pekerti dan pembinaan lesadaran untul: belerja
sendiri.. Degitu juga pengajaran di sekclah saﬁgat kurang diarahkan
kepada tujuan~tujuan yang praktis. Menurut Menteri, saran-saran
baik pun secara lisan maupun secara tertulis, yang menganjurkan pem—
baharuan metode pengajaran, mendapat sambutan yang baik, seperti da-
lam rapat-rapat DPR (Staten Generaal) di negeri Belanda dan dalam
Dewan Rakyat di Indonesia. ©Sebagai contoh diingatkannya pidato tuan
Roep pada tanggal 22 Juni 1925, yang mengemukakan sistim pendidikan
di sekolah~sekolah yang didirikan oleh perusahaan perkebunan swasta
Senemba di Deli (propirsi Sumatera Utara sekarang). Di sekolah Se-
nemba itu, anak-anak para buruh perkebunan di samping mendapat pen-
didikan formil umum, kepaca mereka juga diberikan pelajaran pekerja-
an tangan, a.l. latihan di dalam kebun-kebun sekolzh. Diharapkan
oleh Menteri, supava sekolzh mendidik anak-anak menjadi orang-orang
yang berkesdaran sosial dan gemar bekerja. Sekolah harus dapat me-
ngembangken cinta kepada kerja, kesukaan menabung, kesadaran akan
tata tertib, kerapihan dan kebersilhan, mengembangkan cinta kepada
tanah air dan kebudayaannya, rasa hormat kepada sesama manusia, ke~
tulusan hati, kejujurai, kesetiaan kepada janji, sikap lemah-lembut
terhadap binatang, dsb. Juga diharapkennya supaya diberikan lebih
banyak perhatian kepada pendidikan jasmani. Disecbutkannya sebagai

syarat pertama-tama untuk mengadakan pembaharuan yang dimaksudkan,
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bahwa guru-guru yang bersangkutan harus menyadari akan perlunya
diadakan pembaharuan tersebut dan karena itu juga harus dipikirkan
cara memberikan kesadaran, baik pun. dengan cara yang banyak berhu-
bungan dengan pendidikan mereka maupun dengan cara lain (misalnya
menyediakan_buku tuntunan yang praktis). Gubernur Jenderal diha-
rapkan mencari nasehat dari Dewan Pendidikan dengan maksud menyu-
sun bagan rencana pembaharuan yang terperinci dengan disertai per-
hitungan secara global pembiayaannya untuk digunzkan sebagai lan-

dasan perembugan usul rencana anggaran biaya yang akan diajukan.

Menteri Daerah Jajahan (Welter) kepada Gubernur Jenderal (Fock),

tanggal 12 Pebruari 1926

: Dalam surat yang berikut chuda Gubernur Jenderal t“nggal 12
Pebruarl 1926, Menteri Welter Jugu menghendaki supaya 1ebih banyak
anak gadis bersekolah dan jika dwperlukan dengan mendirlkan sekolah
istimewa atau khusus untuk gadis Bumiputera. Dimintakannya perha-
tian khusus dari Gubernur Jenderal kepada arti sekolah untuk gadis
Bumiputera, baik pun untuk memberantas analfabetisme (kebutaan hu-
ruf), maupun untuk memperkuat pengaruh sekolah di bidang susila da-
lam masyarakat. Disebutnya apa yang telah dikemukakannya dalam su-
ratnya yang terdahulu, bahwa di antara nilai-nilai sosial yang ha-
rus dikembangkan cleh sekolah ialah cinta kepada kerja, suka mena-
bung, kerapihan, kebersihan, cinta kepada tanéh air dan kebudayaan-
nya, rasa hormat kepada dan menghargai sesama manusia, ketulusan
hati, kejujuran, kesetiaan kepada janji, dan sikap ramah kepada bi-
natang. Teristimewa dengan perhatian kepada tujuan-tujuan inilah
sekolah untuk gadis sangat penting artinya. Apakah usaha sekolah
untuk mengembangkan nilai-nilai sosial tersebut ditunjang oleh ke-
luarga di rumah, hal itu bergantung sekali kepada suasana keluarga
di rumah dan suasana tersebut dicerminkan oleh ibu rumah tangga.

Menurut Menteri, oleh pendidikan di sekolah rendah untuk anak
perempuan di samping diﬁerikan pengetahuan sekolah elementer

yang berguna bagi anak laki-laki dan wanita, juga harus diadakan



pengarahan kepada tujuan khusus dari pendidikan kepada anak gadis.
Jika dibandingkan dengan di negeri-negeri Barat pendidikan untuk
anak gadis Indonesia mengarah jauh lebih banyak kepada kehidupan
dalam keluarga di rumah. Pembentukan watak dalam pendidikan untuk
anak percmpuan efeknya kepada masyarakat lebih besar dan ditinjau
dari sudut ini Menteri memberikan perhatian khusus kepada pendiri-
an sekolah untuk anak gadis Bumiputera. Lain dari pada itu ia
menganggapnya teristimewa penting untuk membantu pemberantasan bu-
ta huruf,

Menteri Welter berpegang teguh kepada pendirian, bahwa untuk
usia murid sekolah desa harus dilaksanakan ko-edukasi. Tetapi di-
harapkannya untuk dipertimbangkan di daerah-daerah yang jumlah ﬁu—
rid perempuan di sekolah desa jauh lebih sedikit dari pada di dae-
rah-daerah yang lain, didirikan sekolah desa khusus untuk anak ga-
dis sebagail usaha dalam masa peralihan dengan tujuan untuk mendo-
rong lebih banyak anak wanita masuk sekolah. Apabila percobaan u-
saha membiasakan penduduk untuk juga menyekolahkan anak gadisnya
agar mendapat pendidikan yang sederhana sekali dalam membaca, me-
nulis dan berhitung, dapat diharapkan pengaruhnya yang baik kepada
penduduk, sehingga kapasitas sekolah-sekolah yang kecil akan ber-
kembang. Dengan demikian dapatlah diimbangi keberatan terhadap
biaya yang lebih tinggi dalam pengelolaan sekolah desa khusus un-
tuk anak wanita; yang disebatkan oleh penghamburan tenaga.

Juga dapat diharapkan, bahwa pendirian sekolah khusus untuk anak
perempuan akan menampilkan lebih banyak tenaga pengajar wcnita,
yang kehadirannya juga akan lebih banyak terjadi di sekolah desa
dan sekolah kelas dua campuran, sehingga dengan demikian keberatan
pada banyzk orang terhadap koedukasi dapat berkurang.

Pada hemat Menteri, masa peralihan tersebut di atas dengan tu-
juan untuk mendorong perkembangan sekolah desa campuran yang sudah
ada mempunyai arti penting untuk mempertimbangkan rencana peugadaan
pendidikan guru wanita untuk sekolah desa. Menurut ikhtisar sta-

tistik tahun 1924 jumlah murid wanita di sekolah desz negeri hampir
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sekitar 13% dari seluruh jumlah murid, sedangkan jumlahnya di seko-
lah kelas dua masih lebih kurang.*)Menurutnyadapatdiharapkan, bah-
wva jumlahi murid wanita di sekolah campuran akan berangsur-angsur
naik dengan peningkatan produksi sekolah normal untuk mendidik guru
bantu wanita**> dan kenaikan guru wanita di sekclah kelas dua. La-
in dari pada ifd sekolah kelas dua ini akan berkurang artinya untuk
pendiaikéﬁ anak gadis, apabila didirikan sekolah "vervolg" untuk anak
gadiél(”meisjes—kopscholen“), yahg merupakan kelanjutan dari seko-
lah desa dan tiga kelas terendah sekolah kelas dua untuk anak wani-
ta.***) j

Pengajaran bahasa Belanda (sebagai mata pelajaran) di sekolah
gadis tersebut di atas kepentingan sosialnya harus ditinjau dalam
hubungan dengan pengaJaran di HIS. Pada mulanya kebutuhan akan '
penanaran dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar hanya di-
akui untuk kelompok penduduh, yang kepentingannya diperhatikan ber-
dasarkan Leturunan, kedudukan dalam masyarakat atau penghasilan.
Kriteria yang demikian ini tidak berlaku lagi sejak didirikan seko-
lah peralihan, -yang menyediakan jembatan bagi murid-murid yang ter-
pilih berdasarkan bakat dari sekclah kelas dua semata-mata untuk
melanjutkan‘belajar di }YULO. Sementara itu HIS telah mengalami per-
kembangan sedemikian rupa, sehingga dengan berangsur-angsur juga
mempunyai sejumlah besar murid, yang membutuhkan pengajaran dengan
‘bahasa pengantar bahasa Belanda, meskipun tidak memenuhi kriteria
berdasarkan keturuﬁan, kedudukan, atau penghasilan orang tua atau

wali mereka. Untuk fenomena ini dapet ditunjukkan dua sebab.

*) Dalam tahun 1924 jumlah seluruh murid di sekolah desa 685.222
diantaranya 92.621 murid wanita. Di sekolah kelas dua jumlah
seluruh murid 249.143, diantaranya 30.816 murid wanita. (Ikh-
tisar Statistik Tahunan Hindia-Belanda, dari kantor pusat sta-
tistik di hindie Belanda, 1924, hal.48)

*%) Dalam tehun 1924 ada 390 anak gadis dididik untuk nenjadi guru
bantu wanita

*%%) Di sekolah gadis ini diajarkan kesejahternan rumah tangga dan
bahasa Belanda sebagai mata pelajaran.
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Pertama-tama, jumlah tenaga kerja di lapangan pekerjaan dengan
gajl yang baik pada pemerintah dan swasta telah menimbulkan suatu
kelompok besar dari orang-orang, yang meskipun tidak dapat digolong-
kan ke dalam orang kaya, namun selama masih mempunyai pekerjaan me-
reka'memperoleh pendapatan, yang memungkinkan untuk mampu membayar

~uang sekolah yang cukup tinggi di IIIS. | '

Kedua,‘dalam kalangan luas dari orang-orang yang sebenarnya
penghasilannya tidak memberi kemampuan, timbul kesadaran, bahwa sua-
tu kedudukan, yang ditinjau dari sudut material menggiurkan, dapat
dicapai oleh setiap orang lebih banyak dari pada dulu-dulu; jika me=-
lalui sekolah dengan pendidikan Barat dapat memperoleh ijazah tanpa
didasarkan pada keturunan atau perlakuan istimewa. Banyak contoh
aapat diberikan dari orang tua, yang mermberikan pengorbanan sangat
besar agar anakﬁya dapat menempuh jalan itu.

Karena kedua sebab tersebut di atas itu, berubahlah kadar sosi-
al murid HIS daiam perkembangannya itu. KXenyataan menunjukkan, bah-
wa di HIS makin banyak murid yang orang tuanya tidak memenuhi syarat
menurut kriteria keturunan atau kekayaan, tetapi sanggup membayar
uang sekolah untuk menyekolahkan anak di HIS. Menteri dengan senga-
ja tidak mau mempersoalkan gerakan-gerakan politik yang timbul kare-
na pengaruh pendidikan Barat, juga dalam kesermpatan itu tidék mau
mempertanyakan apakah demokratisasi HIS itu dapat diterima dengan
baik atau tidak, karena perkembangen tersebut bagaimanapun juga ti-
dak depat dihindari. Karena itu ia menbatasi diri dengan mengemuka-
kan, bahwa pekermbangan yeng telazh diuraikannya itu menuju kepada
perluasan kalangan yang memerlukan bchasa Belanda untuk digunakan,
jike tidak dalam percakapan, paling'sedikitnya untuk dapat dimenger-
ti dengan cukupan. Gejala ini dianggap penting dalem hubungan de-
ngan masalah sekolah untuk anak gadis.

Karena faktor-—faktor yang mendorong perkembangan HIS akan lebih
banyak berpengaruh kepada peningkatan jumlah murid laki-laki daripa=
da wanita, meka pada hewat Menteri makin penting mempertimbangkan

usaha mengadakan keseimbangan antara kedua kelompok nurid-murid itu.
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Pengajaran bahasa Belanda akan menunjukkan hasil yang lebih baik,
jika pengetahuan hahasa Belanda di luar sekolah dimiliki oleh orang
orahg dalan kalangan tertentu tidak hanya di antara kaum pria, te-
tapi juga di antara kaum wanita, mengingat peraman penting kaum wa-
nita sebagai ibu rumah'iangga dalam keluarga, yang akan sangat mem-
" bantu penyebaran pengetahuan bahasa Belanda dalam kalangan yang le-
bih luas. Menurut Menteri, hanya dengan cara itu diperkuat penga-
ruh Belanda dan peresapan cita atau pikiran Belanda, yang tetap ber-
tahan sekalipun seandéinya dalam waktu akan datang kekuasaan Belan-
da akan mengalami perubahan. .

Menurut Menteri Welter, pendirian sekolah Kartini*) atau HIS
untuk murid wanita, yang selama itu diserahkan kepada prakarsa swas-
ta dan yang perkembangannya akan didorong lebih pesat oleh pemberian
sokongan dengan sukarela, ternyata tidak memenuhi harapan. Mengenai
luas jangkauan pendidikan rendah Barat untuk anak gadis Bumiputera
telah dibuat rencananya oleh Pemerintah dalam tahun 1918 dan digam-
barkan dalam pidato di Dewan lakyat oleh K.F. Creutzberg, Direktur
Pendidikan dan Agama pada waktu itu. Intisari isinya ialah sebagai
berikut:

Sekolah rendah untuk anak gadis Bumiputefa harus bertujuan ter-
utama mempersiapkan gadis itu untuk menduduki tempat terhormat dalam
keluarga yang sopan (beradab). Hal ini berbeda sekali dengan tujuan
untuk remaja laki-laki, yang pendidikeznnya di sekolah relatif seba-
gian besar ditujukan untuk melanjutkan belajar. Karena itu pemerin-
tah menganggap HIS untuk anak gadis dengan program pelajaran HIS un-
tuk murid campuran hanya untuk memenuhi kebutuhan terbatas, antara
lain mendidik untuk pekerjasn khusus bagi wanita. Sebaliknya Peme-

rintah melihat adanya kebutuhan tidak terbatas akan sekolah untuk

*
) Sekolah Kartini yang dibina oleh "Perkumpulan Kartini" dengan
bantuan "Dana Kartini" di negeri Belanda diselenggarsken seperti
LIS ditambah pengajaran kesejahtercan rumah tangga dan pekerjaan
tangan. Sekolzh Kartini yang pertama didiriken di Semarang da-
lam talun 1913; kemudian didirikan di tujuh tempat di Jawa.
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anak perempuan dengan tipe yang lebih sederhana, tetapi ‘harus
diselenggarakan dengan baik, sehingga menjamin pengaruhnya yang
membawakan kesopanan umum kepada para calon ibu rumah tangga. Di
sekolah ini juga akan diajarkan bahasa Belanda, tetapi sebagai ma-
ta pelajaran saja dengan tujuan untuk sekedar dapat mengerti dalam
percakapan biasa yang sederhana.

Pelaksanaan rencana ini baru dimulai dengan pendirian apa
yang disebut ''sekolah lanjutan untuk anak gadis' ("meisjes-kop-
scholen™). Dalam pandangan Menteri Velter, renyelenggaraan sekolah
ini dan kemungkinan perlugsannya harus dipelajari lebih jauh dalam
hubunganu dengan perkembangan HIS untuk murid campuran dan pada umum
nya . dengan penyebaran pengetahuan bahasea Belanda di kalangan pendu-
duk Indonesia, seperti dapat disaksikan dalam tahun-tahun be-
lakangen. . Uuntuk mengajarkan bahasa Belanda kepada anak gadis Bumi-
puterz dalam perbandingan yang kira-kira sama dengan pengajaran ba-
hasa Belanda kepada para muda laki-lakinya, baru benar-benar dapat
dilzksanakan apabila jumlah sekolah dari type baru ini sangat di-
tingkatkan.*) Diharapkan dari Gubernur Jenderazl supaya memberikan
laporan yvang lengkap mengenai pengalaman--pengalaman, yang telah di-
peroleh mengenai perkembangan sekolah gadis ini dan juga dikehenda-
kinya supaya diadakan tindakan untuk memperkembangkan tipe sekolah
itu secara berarti. Lain dari pada itu diharzpkannya puvla supaya
diadaken penelitian mengenai kemungkinan sejauh mana sekclah terse-
but dapat dimanfaatkan untuk meianjutkan dengan pendidikan- anak ga-
dis merjadi guru sekolah desa dengan tujuan dapat memperbanyak guru
guru wanita di sekolah kelas dua dan jika mungkin dalam masa pera-
lihan yeng dimaksudkan di atas mendirikan sekoléh—sekolah campuran,
yang di kemudian hari diubah menjadi sekolah-sekolah untuk anak ga-

dis.

b
p—3

Menurut zngka ikhtisar statistik tahunan untuk tahun 1224, jum=—
lah murid perempuan di HIS ada 27% dari seluruh jumlah murid
yang belajar di HIS.
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87. Dari Gubernur Jenderal (De Graeff) kepada Menteri Daerah Jajahan
(Koningsterger), 25 Agustus 1928

Usul-usul bekas Mernteri Daerah Jajahan (Welter) itu telah di-
tanggapi oleh Gubernur Jenderal De Graeff, yang memberitahukan de-
ngan surat ténggal 11 Mei 1927 nomor 318/64 kepada Menteri Konings
berger, pengganti lMenteri Welter, bahwa usul—usul tersebut sedang
dipelajari‘bleh Lewan Pendidikan. Dengan surat Gubernur Jenderal
kepada Menteri tanggal 25 Agustus 1928 dikirimkan laporan mengenai
hasil penyelidikan. Ia berkesimpulan, bahwa usul Welter mengenai
peningkatan jumlah sekolah lanjutan untuk anak gadis ("meisjes-kop
school™) akan sukar dilaksanakan, kareha fasilitas keuangan yang
terbatas atau dibatasi akan menjadi hambatan. ’

Ia sepéndapat dengan nasehat Dewan Pendidikan, yang diamendir
oleh Difektur Pendidikan dan Agama, J. Hardeman, dan didasarkan
kepada peﬁdirian bahwa perkembangan sekolah untuk anak Bumiputera
diserahkan kepada kehendak waktu, supaya dapat berlangsung dengan
tenang dalam wujudnya atau bentuknya pada waktu itu. Dewan Pendi-
dikan juga tidek menyetujui untuk mengadakan pefubahhn yang menda-
lam pa&a sistim pendidikan untul anak Bumiputera. Tetapi Dewan
Hindia Belandz dalam nasehétnya menganggap pendapat Dewan Pendidik-
an itu tidak tepat, bahwa seakan-akan Welter’menghendaki perubahan
yang méndalam itu. IMenurut Gubernur Jenderal.dengan mengingat pern-
dapat-pendapat Dewan Hindia-Belanda beberapa kesimpulan dirumuskan
terlaju tajam cleh Dewan Pendidikan, yang agaknya menolal memasuk-
kan pembaharuan dalam kurikulum sekolah. Seperti Dewan Hindia-Be-
landa, i~ sepaham dengan J. Hardeman, yang dapat menerima beberapa
hal dalam gagasan Welter untuk meningkatkan mutu'pengajaran di se-
kolah Bumiputera. Fal ini segera dinyatakan denzan pelaksanaan gé—
gasan untuk mengadakan mata pelajaran pekerjaan tehgan dan latihan
jasmani di sekolah desa dan mata pelajaran pekerjaan tangan di se-
kolah kelzs dus=. '

Tetapi Gubernur Jenderal berpendirian, bahwa untuk sementara

tidak boleh dulu diadakan perubahan tujuan dan §enyelenggaraan
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sekolah dgsa.'ygendétipﬂn’demikianfiézseﬁéhdapat dengan J. iardeman
sebagai Direkpﬁr Pendidikan dan Agamé'ﬁhtuk’memungkinkan pengarahan
kurikulum yang masih berlaku, kepada perbaikan agar pendidikan di
sekolah lebih menarik dan lebih disukai dengan memasukkan dua mata
pelajaran tersebiit ke dalam, kurikulum, tetapi harus dilaksanakan de-
ngan berencana den tanpa melampaui batas kewajaran. Dalam surat
edaran Direktur Pendidikan dan Agama tanggal 16 September 1926 nomor
A.8/1/71 dimintakan perhatian pemerintah daerah kepada kemungkinan
untuk mempopulerkan sekolah desa dengan memberikan latihan pertani-
an, pekerjaan tangan dan olah raga sebagai mata pelajaran tambahan
belaka. Juga di sekolah kelas dua ditambahkan latihan pertanian
dan pekerjaan tangan. . Cubernur Jenderal juga sependapat dengan
-~ J. Harde@an, bahwa terserah kepada kebijeksanaan para Inepektur yang
bersangkuQan mengenzai apa yang dapat dilaksanakan yang berhubungan
dengan pelajarar pekerjaan tangan tanpa mengganggu kurikulum biasa.
Terhadap latihan jasmani di sekolzh kelas dua tidak ada‘keberatan
dari Dewan Pendidikan dan rupanyz sudah biass sejak lama diadakan
di sekolah kelas dua. Dewan Pendidiken jugzs dengan tegas menghen-
daki perbaikan dan penambahan dalam penyediaan alat-alat dan perF
lengkapan pelajaran yang dianggapnya urgen. Terutamé nasehétnya
untuk mengangkat ''penasehat buku pegangan guru” diterima oleh Peme-
rintah. (Lembaran Negara 1927 nomor 327 dan Lembaran Tambahan nod-
mor 11412).

Tetapi Dewan Pendidikan bertentangan dengan gagasan Welter un-
tuk memperhubungkan semesra-mesranya sekolah desa déngan sekolah
kelas dua dengan tujuan akhir mengembangkan secara berangsur-angsur
sekolah rendah untuk anak Bumiputera menjadi sekolah rakyat enam ta=-
hun. Dewan Pendidikan justru menujukan perhatiannya kepada kemung-
kinan untuk memutuskan perhubungan itu, katanya untuk kepentingan
pendidikan elementer itu sendiri. Meskipun Dewan Fendidikan meng-
anggap perlu mempertahanken kemungkinen pemindahan kenaikan dari se-
kolah desa ke sekolah kelas dua, namun sebagai suatu sistim penyam-

bungan yang tetap ditolak oleh mayoritas dalam Dewan. J. Hardeman
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rupanya menganggap belum tiba saatnya untuk merubah sistim, karena
tidek ada tersedia data  yang .dapat wembuktikan dengan pasti keha~
rusan inogvasi yang sangat penting itu.

Mengenai masalah sekolah. untuk anak .gadis, Gubernur Jenderal
mengemukakan setuju sekali dengan argumentasi Welter untuk membela
nilai yang istimewa pentingnya dari pendidikan bagi anak gadis un-—
tuk kecerdasan masyarakat. -Juga semua penasehatnya setuju. Teta-
pi katanya perspektif keuangan yang sementara -menjadi kurang baik
segera sudal menjadi hambatan terh:adap perluasan sekolah untuk anak
gadis. Selanjutnya diuraikannya halnya anggapan Dewan Pendidikan
terhadap keterangan yang diminta Welter dan data yang disediakan
Direktur Pendidikan dan Agama mengenai-perkembangan sekolah untuk.
anak gadis dan mengenai kecenderungan guru-guru wanita untuk tetap
mengabdi kepada sekolzh setelah kawin. Oleh Dewen Fendidikan diba-
has dua-persoalan; yaitu: (1) bagaimana mempopulerkan perhatian
kepada sekolah untuk anak gadis dalem bentuknya yang elementer, dan

(2) kemungkinan memanfoatkan "kopschool" sebagai sekolah latihan

untuk pendidikan guru weanita untuk sekolah desa dan sekolah kelas
dua.

Mengenail persoalan pertame, Dewan Pendidikan berpendapat, bah-
we melalui penerangan yang terus-menerus akan berangsur-angsur tum-
buh pengcrtian peda penduduh di daerah-dacrah, dimana perhatian itu
belum ada. DPi manas terdapat keberatan terhadap koedukasi di kalang-
an penduduk, jikn perlu didirikan sekolah desa khusus untuk nnak
pererpuan, seperti telzh dilaks“ﬂak an di eberapa temp_t dan sebagai
keistimewaan - dL“u skan ‘eLolﬁh kelas dua untuk anak gadis.

Mengenai persoalan kedua Dewan Pendidikan tidak dapat merumus-
kan usul-usul, sehingga perscalannya masih menjadi pémikiran lebin
lanjut. Tetapi Dewan Hindia Belanda dalam nasehatnva mengarahkan
perhatian kepada akibat, yang tidak diinginkan dapat timbul di kenu-
dian hari dari pengajaran bahasa Belanda secara luas di ”kopsch001"
sehingga pendidikan bahasa Belanda dlterlma oleu ~sejumiah besar anak

wanita dari keluurga-ke]uarga, sedangkan anak lakl-lakl dalam
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keluarga-keluarga tersebut tidak dapat diterima sebagai murid di
HIS. Gubernur Jenderal sepaham dengan Dewan Hindia Belanda, bahwa
gejala itu akan menimbulkgn keﬁincahgan (anomali) berupa keadaan,
yang bertentangan dengan anggapan tradisionil dalam masyarakat  In-
donesia mengenai kebutuhan pendidikan untuk para muda wanita dan
pria. Mgka oleh Gubernur'Jenderal dimintakan perhatian istimewa
untuk memikirkan cara-cara mencegah akibat-akibat yang tidak di-
inginkan dalam perluasan sekolah untuk anak wanita. Ditambahkan-
nya ketefangan mengenai pembaharuan sekolah rendah pada umumnya dan
dalam hubungan ini méngenai perbaikaﬁ yang diperlukan dalam pendi-
dikan guru laki-laki. Perspektif keﬁangan tidak membuka kemungkin-
an realisaéi.rengana di bidang itu. ‘Mengenai penetrasi unsur-unsur
keagamaan ke dalam sekoleh desa dibenarkannya pendapat J. Hardeman,
bahwa pembentukan suatu panitia untuk meneliti masalah itu belum

diperlukan.

KEPUSTAKAAN RAKYAT (VOLKSLECTUUR)

88. Dari Menteri:Jajahan (Welter) kepada Sang Ratu, 26 Pebruari 1926

Dengan surat kepada Ratu Belanda tanggal 26 Pebruari 1926 Men-
teri Daerah Jajahan (Welter) memberikan laporan mengenai pekerjéan '
“"Panitia untuk kepustakaan rakyat", dengan tujuan menyebarkan maja-
lah dan buku di kalangan penduduk Bumiputera. Usaha itu harus
dilaksanakan dengan mendirikan sendiri perusahaan penerbitan, perce-
takan, perpustakaan dan penjualan buku untuk menyediakan dan menye-
barkan bacaan yang sangat murah tetapi menyenangkan, délam bahasa
Belanda, Melayu, Jawa, Sunda dan Madura bagi penduduk Bumiputera.
Panitia Bacaén atau Komisi Lektur itu terkenal dengan nama Baloi
Pustaka. Usaha'ini oleh Menteri Velter dianggap sebagai salah satu
tindakan yang kuat dalam pengembangan_pendidikan untuk rakyat Bumi-
putera. Perpustakaan yang diselenggarzkan oleh Balai Pustaka itu,

kecuali terdiri dari beberapa majalzh, juga dari beberapa ratus
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buku, yang diterbitkan sendiri dan ditambah dengan buku-buku ter-
bitan swasta, untuk dijual dan dipinjamkan kepada pembaca umum.

Untuk memberikan kesan képada Ratu mengenai arti dan luas ling-
kup pekerjaan Balai Pustaka; disusun oleh Kemneterian Daerah Jajahan
suatu notea yang dilengkapi dengan daftar pengeluaran Balai Pusteka.
Nota mengenai pekerjaan Balai Pustaka di Indonesia itu isinya antara
lain sebagai berikut. | _

Ada kalanya di suatu desa yang terletak jauh dari keramaian ko~
ta, terlihat sebuah mobil Balai Pustaka yang kira-kira dalam
20 tahun telah berkembang menjadi badan penerbit dan penjual buku
yang besar. Dalam toko buku keliling dipajangkan bertagai ma-
cam buku besar dan kecil dari yang berjudul "Kucing berspatu seti-
wel” ("De gelaarsde kat™) sampai "Buku penuntun mengenai tanaman
budidaya ananas", dari buku-buku nyanyian untuk anak-anak sampai
karya-karya tulis ilmiah populer dan tulisan-tulisan untuk memberan-
tas pemzkaian madat (candu) dan alkohol.

Tujuan Balai Pustaka ialah menyebarkan bacaan yang baik untuk
rakyat dan secara tidak langsung ﬁembantu pemberantasan buta huruf.
Sejak 1908 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Heutz dilak-
sanakan dengan sungguh-sungguh pemberantasan buta huruf itu dengen
mendirikan sekolah desa yarng sederhana (yang setelah kira—kifa 20
tahun mencapai jumlah lebih dari 11.000 di seluruh Hindia Belanda)
dan sejali itu disadari pula oleh Pemerintah, bahwa masalahnya bukan
hanya perduduk harus dapat membaca dan menulis, tetapi juga mengenai
apa yang harus dibaca oleh penduduk. DBacaan murah sering kali meru-
pakan bacaan yang paling berbahaya dan bacazn yeng paling digemari
tidak selalu edukatif. Dan akan sulit untuk mendesak baczan hiburan
yang murah, yang secara teratur telah mendapat pasaran di kalangan
penduduk, dengan bacaan yang lebih serius dan lebih bermanfaat. Ka-
rena itu bacaan hiburan semacam itu harus didshului kehadirannya dan
dikalahkan. Tetapi usaha Balai Pustaka tidak hanya terbatas pada
persaingan seperti itu saja. Buku-buku vang diedarkan dan disebar-

kan harus juga diusahakan dengan mempertimbangkan keinginan mendapat
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hiburan, membaca cerita-cerita jenaka yang memikat dan mreng-
harukan, asal saja hiburan dan keharuan yang sehat serta se-
baiknya dalam bentuk dan isinya menyajikan pengetahuan yang ber-
guna dan mendidik, Penyelenggaraan dan pengembangan usaha
mencerdaskan rakyat secara demikian dapat dibanggakan oleh Peme-
rintah Kcloniel Hindia Belanda, yaitu sebagai kebijaksanaan politik
vang arif dan pernyataan kesadaran akan tugas di bidang pendidikean.
"Balai Pustaka di Batavia" merupakan kebanggaan Pemerintah Hindia
Belanda, karena katanya tidak ada duanya pada pemerintah kolonial
yang lain pun.
Usaha Balai Pustekz menyebarkan bacaan di kalangan penduduk
melalui dua macam cara, yaitu dengan penjualan dan dengan peminjam-
an. Penjualan dilakukan secara langsung melalui pemesanan atau
agen-agen penjual yang mendapat 25% dari harga jual. Ke pasar ta-
hunan dikirimkan buku-buku Balai Pustazka sebagai reklame atau untuk
dijual. Juge di setasiun-setasiun kereta-api diadaken kios penju-
alan buku Balai Pustaka. Peminjaman buku dilakukan oleh perpusta-
kaan, yang oleh Balali Pustaka dititipkan di asrama polisi dan mi-
liter, rumah sakit, sekolah-sekolah kelas dua, dan untuk buku baha-
sa Belanda di HISf) 0leh perpustakaan rakyat itu kecuali buku pe-
nerbitan sendiri juga disediakan buku yang dibeli dari penerbit la-
in yang sesuai dengan tujuan Bzlai Pustaka.
Sejak tahun 1920 Balai Pustaka mempunyai percetekan sendiri.
Selain menerima naskah untuk dibeli dan diterbitkan, juga diadokan
penterjemahan ke dalam bahasa-bahasa dcersh. Juga diterbitkan ma-
jalah-majalah:
1. Sejek 1913 diterbitkan Sri Pusteka sebagai kalawarta bulanan
berilustrasi dalam bahasa Mclayu dengan tujuan mempopulerkan
pengetahuan di bidang teknik dan sosial, yang berasal dari
Barat.

2. Sejak 1923 diterbitkan majalah Panji Pustaka, yang nula-mula
sebagai kalawarta sepekan, kemudian terbit dua kali seminggu

dalam bahasa Melayu dan berilustrasi mengenai peristiwa-peris-

tiwa aktuil.

#) Di HIS diadakan sejak 1915. Dalam tahun 1917 diengkat pegawai
tinggi sebagai Kepala Balai Pustaka (D.A. Rinkes).
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3. Belakangan (tahun 1928) diterbitkan seminggu sekali majalah
dalam bahasa Jawa, namanya Kejawen, yang bertujuan samra.de-

ngan Panji Pustaka.

Cetiap tahunnya juga'diterbitkan almanak untuk rakyat (Volks
aimanak) dalam berbagai bahasa daerah, yang seluruhnya mencapai
jumlah cetakan kira-kira 50.000 buah. Untuk mempopulerkan’ terbit-
an ini oleh pimpinan Balai Pustgka ditunjukkan bakat dagang yang
ﬁinggi melalui periklanan. Untuk menarik perhatian lebih banyak
permbeli dimuatkan di dalamnya teka-teki berhadiah, dengan hadiah
pertama sebuah mobil sedan.

Bacaan-bacaan populer yang diterbitkan dan dijual, dimaksudkan
sebagai persiapan untuk lektur yang lebih serius. Oleh Balai Pus-
taks dibina dengan saksama dan teratur statistik mengenai selera
para pembaca. Buku-buku yang paling banyak pembacanya di kalangan
kaum dewesa biasanya buku~buku yang di dunia Barat bagi orang dewa-
ea dianggap kekemak-kanaltan dan terlalu sentimentil. Dari perpus-
takaan buku anak-anak yang paling banyak dibaca ialah "Kucing Ber-
 sepatu Setiwel” dan “Si Kecil" (Klein Duimpye atau Tom Thumb), se-
telah itu cerita-cerita jenaka, seperti cerita tentang ''Sang Kan-
cil”, dan dongeng-dongeng tentang binatang dll., dan untuk anak-
anak Jawa juga cerita wayang. Saduran buku untuk anak laki-laki
dari bahasa Belanda yang berjudul '"Dik Trom’, digemari oleh anak-~
anak Surda, tetapi tidak menarik perhatian anak lMadura.

Buku untuk anak-anak dengan cerita bermoral untuk mem-~
bangkitkan kesayangan kepada binatang, makin banyak dibaca; misal-
nya tentang 'burung glatik yang tertangkap'. Cerita-cerita yang
rengandung unsur pendidikan budi pekerti paling sedikit dibaca oleh
para remaja sekolah, tetapi ada beberapa buku tentang itu yang di-
gukai., Jadi maszlahnya yang sangat penting ialah memilih dengan
caksama bentuknya yang baik.

Di antara buku rekreatif untuk kaum dewasa, yang paling banyak
dibaca termasuk yang juga sangat terkenal di negeri Belanda, misal-

nya 'Penggembala Domba"™ (oleh Oltmans), "Sebatang Kara di Dunia"
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(oleh Fecter Malot), "'Tiga Orang Pengawal Raja™ (oleh Alexander
Dunas), "Anak Raja dan Anak Pengemis" (oleh Mark Twain), "Binatang
LCalam Rimba' (oleh Kipling) dan ''Pangeran Kecil" (oleh Burmett).

Buku hiburan untuk masyarakat Jawa dan Sunda, yang diantaranya
terdapat lebih sedikit buku terjemahan, yang paling banyak dibaca
ialah buku cerita wayang, sedangkan orang Madura lebih tertarik ke~
pada cerita sejarah daerah sendiri, misalnya ‘“Babad Sumenep'. Da-
lam iektur untuk masyarakat Jawa, Sunda dan Madura juga terdapat
terjemahan, misalnya "Sebatang Kara di Dunia', “Empat Anak di Rim-
ba" (Harryst), ‘Robinson Crusoe'” (Daniel Defoe), "Perjalanan Gul-
1iver" (Jonathan Swift), dll.

Di antara karya ilmiah populair yang paling banyak dibaca ia-
lah terjemahan karya Ny. Fruin-Mees "Geschiedenis Van Java" ke da-
lam bahasa Jawa dan Melayu {Sejarah Jawa), tefapi jumlah para pem-
bacanya jauh lebih kurang dari pada pembaca cerita roman, Lebih
kecil lagi jumlah pembaca penerbitan khusus mengenai pertanian, pe-
ternakan dan kerajinan, seteclah itu dibaca buku-buku mengenai ilmu
pengobatan, kedokteran dan ilmu kesehatan (higiene).

Yang juga menerik perhatian ialah bahwa buku-~buku yang banyzk
dibaca di negeri Belanda juga digemari oleh sebagian pembaca Bumi-
putera meskipun ceritanya disadur ke dalam gaya Timur, moralnya ti-
dak berubah dan bahkan suasana yang sama sekali bersifat Barat da-
lam buku--buku seperti karangan Oltmans dan Hecter Malot tersebut di
atas tidak menghalangi untuk digemari clech pembaca. Juga buku-buku
yang mengisahkan pahlawan-pahlawan laut Belanda, seperti De Ruyter
den Tromp sertsz kisah tentang Heeuskerck, yang terpaksa bermusim
dingin di P, Nova Zembla, mempunyai ribuan pembaca.

Sebagai penutup laporan dalam nota itu dimaktubkan iklan, yang

disebarkan oleh Balai Pustaka dalam gaya bisnis Amerika.



PENELITIAN TENTANG XKEBUTUHAN MASYARAKAT AKAN
PENDIDIKAN DASAR DENGAN BAHASA PENGANTAR BE-
LANDA UNTUK ORANG BUMIPUTERA

89. Nasehat Dari Dewan Hindia Belanda tanggal 3 September 1926 nomor
XIX

J. Hardeman sebagai Direktur Pendidikan dan Agama dalam alinea
1 s/d 20 dari surat 28 Mei 1926 nomor A.9/1/5 membahas rencana me-
ngenai sekolah pendidikan umum untuk menghasilkan guru sekolah ren-
dah Barat. Dewan Hindia-Belanda dalam nasehatnya tanggal 3 Septem-
ber 1926 némor XXX sependapat dengan J. Hardeman, karena rencananya
itu ditolak oleh Déwan Rakyat dalam sidang akhir tahunan, November,
untuk mempertahankan sistim pendidikan guru yang mengadakan diffe-
rensiasi (yaitu adanya pendidikan guru untuk sekolah rendah yang
berbeda-beda ~ penyadur). Jika rencananya itu dilaksanakan, orang
kuatir bahwa anck tamatan HIS akan sangat terbelakang atau keting-
galan dari tamatan sekolah rendah Eropa, karena kurang trampil meng-
gunakan bahasa Belanda. ‘

Masalah yang penting dalam surat J. Hardeman itu ialah penilai-
an terhadap harapan dan keinginan untuk mengganti guru-guru Eropa
di HIS dan HCS dengan guru-guru Bumiputera dan Cina, yang telah men-
dapat pendidikan yang lebih baik. Dewan Hindia Belanda, setelah
mengadakan pertukaran pikiran secara lisan dengan J. Hardeman, tidak
dapat menyetujui dengan begitu saia harapan tersebut. Dewan meng-
akui kegunaan guru-guru Bumiputera dan Cina yang mendapat pendidikan
lebih baik daripada sebelumnya, bagi pendidikan pada umumnya di se-
kolah-sekolah tersebut, tetapi menganggap tidak bertanggung jawab,
jika bermaksud tidak memerlukan sama sckali guru Belanda dalam peng-
ajaran bahasa Delanda, teristimewa dengan tujuan untuk penggunaan
dalam praktek hidup sehari-hari. Pendapat ini masih harus dibukti-
kan dahulu kebenarannya dalam praktek. Lebih—lebih anggapan ini

95
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kurang dapat dipertanggung jawabkan, karzna menurut para penasehat
ahli pada Departemen, Pendidikan dan Agama, diantaranya dari Inspeksi
HIS, diperlukan tiga orang guru Eropa di HIS. Gagasan J. Hardeman
untuk mengadakan perubahan yang mendalam itu akan ditentang oleh De-
wan Rakyat, karena terutama para anggota Bumiputera berkali-kali
nendesak dengan keras untuk,mempeftahankan guru-guru Eropa di HIS,
meskipun dari pihak mercka itu pada umuﬁnya dinyatakan harapan pe-
nyerahan sebanyak-banyaknya jabatan dari orang-orang Eropa kepada
orang Bumiputera.

Délam pertukaran pikiran tersebut di atas dapat dicapai kesim-
pulan béhﬁa di HIS dan HCS dapat ditempatkan paling sedikit satu
ofang guru Erqpa (tidak terhitung orang Bumiputera dengan ijazah gu-
ru Eropa), waiaupun J. Hardeman tetap menaruh harapan besar kepada
prestasi ‘guru-guru Bumiputera dan Cina, hasil pendidiken guru yang
diperbaharﬁi. Mengenai penyediaan personalia yang mencukupi kebu-
tuhan, perscalannya dihubungkan oleh J. Hardeman dengan perluasan
HIS dan HCS yang sudah dilaksanakan dan akan masih terus dilaksana-
kan. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan guru Belanda diusahakan
mendatangkan mereka dari negeri Belanda. Usaha ini sejak permulaan
tahun 1926 dilakukan lebih keras dengan hasil yang lebih baik, teta-
pi menurut J. Hardeman untuk sementara. Dalam hubungan ini Dewan
Hindia Beianda mempunvai kesan, bahwa J. Hardeman tidak mempunyai
kepastiag dalam menghadapi dilema apakah meneruskan atau mengurangi
perluasén dengan personalia yang kwalitatif kurang. Sebaiknya dipi-
1lik yang pertama.

Dewan Hindia Belanda daiam nasehatnya menarik kesimpulan, bahwa
dalam praktek *idak akan mungkin dapat dilaksanakan perluasan pendi-
dikan Bzrat di sekclah rendah untuk crang Indonesia dengan dapat me-
menuhi harapan penduduk Indonesia. Keadaan ini akan terus berlang-
sung demikian, terutama dengan makin meningkatnya jumlah orang yang
menghendaki macam pendidikan demikian itu, baik pun dari lapisan
atas wmaupun duri lapisan bawah. Kesulitan yang sukar diatasi ieleh

penyediaan guru-guiu yang kwalitatif memenuhi syarat. Dengan ini
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tidak dimaksudkan oleh Dewan Hindia Belanda, bahwa perluasan HIS
(dan HCS) harus dihentikan. Maka oleh Dewan.dianggap perlu dan di-
sarankan untuk mengadakan.penelitiah secara diséngaja mengenai ‘ma-
salah perluasan HIS. Dengan bantuan XKantor Pusat Statistik dan Di-
nas Perpajakan, harus- dapat dicoba menentukan Jumlah yang mendekati
kekuatan dalam lapisan-lapisan penduduk vang perlu dinerhitungkan
dan bagaimana hubungannya dengan‘kegempatan untuklmemperoleh fasi-
litas pendidikan rendah Barat. ‘pengan bantuan data mengenai hﬁl-
hal tersebut dapat dipexhitungkan.dengan lebih baik kemungkinan un-
tuk menetapkan garis kebijaksanaan yang akan diikuti,b

Peninjauan rencana pembaharuan sekolah pendidikéniguru (kweek-
school) disarankan untuk diteruskan dengan mengajukan usul rencana
anggaran biaya kepada Dewan Rakyat. . '

Usul Dewan Hindia Belanda mengenai penelitian masalah HIS ter-
sebut di atas mempunyai kelanjutan berupa rembentukan dén pengang-
katan Komisi HIS berdasarkan surat kepdtusan Pemerintah tanggal 28
Nopember 1927. Laporan mengenai kegiatan panitia itu terdépat da-
lam publikasi yang diterbitkan dalam tahun 1930-1931 (Publicaties

Hollandsch-Inlandsch Onderwijs—-commissie):

No. 1: Parluasan sekoiah Barat/pendldikan Barat di Hindia Belan-
da sejak tahun 1900 (De uitbreiding van het Westersch
onderwijs ianederlapdsch -Indie sedert 1900).

No. 2: Pemasukan dan pengeluafan murid dan penampungan tamatan
sekolah-sekolah Barat di Hindia Bel?ndé (Het leerlingen-
verloop en de bestemming der abiturienten bij de instel-
lingan van Westersch onderwijs in Menderlandsch-Indie).

No. 3: Pengeluaran Pemerintah untuk tujuan—tujuan pendidikan di
Hindia Belanda (De overheidsuitgaven‘Qoor onderwijs
doeleinden in Nederléndsch-india). .

No. 4: Biaya pendidikan Barat dalam perbandingan kehampuan pendu-
duk (De kosten van het Westersch onderwijs in verhouding
tot de draagkracht der bevolking).

No. 5: Asal-usul (dari lingkungan) sosial dan geografis orang-

orang Bumiputera yang mendapat pendidikan Barat (De sociale
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en geogfaphische herkomst van de Westersch opgeleide
inlanders). | |

No. 6 dan 6a: Kesempatan kerjaAdi Hindia-Belanda untuk orang-
orang yang (pandai) berbahasa Belanda (De werkgélegen—
heid in Nederlandsch-Indie voor Nederlandsch sprekenden).

No. 7 dan 7a: Penyebaran geografis sekolah-sekolah di Hindia-
Belanda dan tugas yang masih harus diselesaikan di bidang
pendidikan (De geographische verspreiding van het onder-
wijs in Nederlandsch-Indie aﬁ'de nog wachtende taak op

‘ onderwijsgebied). |

No. 8: Sekolah swasta dalam perbandiﬁgan dengan sekolah negeri
(Het bijzcider onderwijs in vergelijking met het open-
baar onderwijs).

No. 9: 1Ikhtisar sejarah tentang kebijaksanaan pemerintah menge-
nai penyelenggaraan sekolah untuk penduduk Bumiputera
(Historisch overzicht van het regeeringsbeleid ten aan-
zien van het onderwijs voor de Inlandsche bevolking).

No.10: Data tambahan keluar masuknya murid (Nadere gegevens om-
trent het leerlingenverloop).

No.l0a: Data tambahan mengenai keuntungan dan produksi (Nadere
gegevaens omtrent rendement en productie).

MNo.10b: Perkiraan perkembangan sekolah dengan pendidikan Barat

' di masa yang akan datang di Hindia-Belanda (Becijferingen
over de toekomstige ontwikkeling van het Westersch onder-
wijs in Nederlandsch-Indie).

No. 11: Laporan penutup (Eindrapport).

No. 12: Ringkasan isi Publikasi 1-106 (Resume van de inhoud der
publicaties 1-106).



PENDIDIKAN UNTUK
PENDUDUK CINA - BAHASA MELAYU DAN CINA DI HCK
(HOLLARDSCH CHINEESCHE KWEEKSCHOOL)

80. Dari Direktur Pendidikan dan Agama (J. Hardeman) kepada Gubernur
Jenderal (De Graeff), 20 September 1927

Dalam tahun 1927 diadakan pembaharuan sekolah pendidikan guru
untuk sckolah dasar dengan bahasa Belanda melalui reorganisasi Kweek-
sckool. Dari 12 Xweekschool negeri, 5 buvah diubah menjadi HiK (Hol~
landsch-Inlandsche Kweekschool), yang lainnya ditiadakan. Dalam re-
organisasi ini Kweekschonl dan Hoogere Kweekschool dipersatukan daliaan
satu pendidikan guru dengan nama HiK, Selunjutnyé HIiK terdiri dari
bagian'bawah (onderbouw) yang sederajat dan sama dengan MULO, sedang-
kan bagian atas {(bovenbouw) selama tiga tahun untuk pendidikan guru.
Reorganisasi yang sama diadakan dalam HCK.

J. Hardeman sébagai Direktur Pendidikan dan Agama dalam suratnya
kepada Gubernur Jenderal De Graeff tanggal 23 September 1927 nomor
Ax.5/1/10 Rahasia mengusulkan penyelesaian masalal pengajaran bahasa
Cira-Mandarin di HCX, yang dibahacnya sebagai berikut:

Kepada Gﬁbernur Jenderal dikemukakannyz, bahwa cdalam bagian pe-
nuiup suratnya 3 Juri 1927 nomor A.5/1/8, yang dibahas dalam sﬁrat
Sekretaris Pemerintah (Negara) tanggal 12 Juli 1927 nomor 1417/A.2,
~diberikan catatan, bahwa pengadaan pengajaran bahasa Cina-Mandarin
merupakan perscalan yang masih sedang dipikirkan penyelesaiannya.

Dalam sidang mutakhir Dewan Rakya: anggots Han Tiauw Tjeng ne-
nolak usul Dewan Pendidikan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai
mata pelajaran <i onderbouw HCK, Ia mendesak lagi supaya diberikén

pengajaran bahasa Cina~Mandarin di HCK (Handelingen Volksraéd 1927~

1928, k.295-295, 687 dan 691). Ia menganggap pengajaran bahasa Me-
layu tidak berguna sama sekali, karena orang Cina telah cukup mengu-~
aszci bahasa itu.

Menurut J, Hardeman, anggota Dewan Rakyat tersebut di atas dapat
dianggapr sebagai juru bicara kélompok orang Cina, yang melihat HCS

(Hollandsch-Chineesche School) sebagai sekolah untuk mereka.
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Prasangka yang ada di kalangan mereka ini terhadap bahasa Melayu
harus dipertimbangkan, meskipun ia tidak sependirian dengan juru
bicara mereka. Dikgmukakannya bahwa sangat tidak bijaksana untuk
menjadikan Béhasa‘Mélayu sebagéi mata-pelajaran wajib di HCK seperti
diusulkan oleh Dewan Pendidikan. Untuk sementara bahasa Melayu di-
jadikanﬁmata—pelajéran fakultatif dengan pengecualian kemungkinan
’-méwajibkan'piiihan antara bahasa Melayu dengan bahasa Cina Mandarin,
‘apabila Gubernur Jenderal setuju untuk mengadakan lagi percobaan de-
; ngaﬁ pengéjaran'bahaSa‘Cina Mandarin secara fakultatif di HCK, se-

" perti yang dibéhasn&a'di bawah ini.

'Pada'wéktu”diadakaﬁ pembicaraan mengenal rancangan anggaran bi-
aya untuk tahun 1927 di Dewan Rakyat,.j.>Hardeman méngemukakan pan-
dahgéhnya, bahwa dari sudut pedagogik dén.;eknik pendidikan ada ke-
beratan terhadap pengajarén.béhasa Cina di HCS. Tetapi keberatan
itu berkurang terhadap percobaan mengajarkaﬁnya di HCK, karena ta-
matan sekolah rendah akan lebih siap untuk belajar bahasa asing yang
sukar. Sebagai contohnya ialah bahasa Yunani dan Latin di Gymnasium.
Dengan mempertimbangkan gagasan untuk menyediakan dalam kurikulum HCS
lebih banyak tempat bagi adat dan kebudayaan Cina maka pendidikan un-
tuk guru HCS perlu diorientasikan ke arah itu. Jika ternyata untuk
kepentingan itu kepada calon guru di HCK perlu diajarkan bahasa Cina-
Mandarin, tidak ada keberatan prinsipial, asal saja ada kepastian,
bahwa mutu pendidikan di HCK pada taraf terakhir tidak dibahayakan.
Demikian argumentasi J. Hardeman (Handelingen Volksraad, sidang biasa
pertama, 1926, h.683),

Dari sudut pedagogik J. Hardeman sependapat dengan sikap skeptik

Dewan Pendidikan, bahwa pengajaran bahasa Cina-Mandarin di HCK hanya
akan sedikit berguna atau tidak berguna apa-apa. Tetapi ia tidak
berkeberatan terhadap pemasukan mata pelajaran bahasa itu secara fa-
kultatif ke dalam kurikulum, Pendapatnya sama seperti dalam nasehat
Dewan Hindia-Belanda 1 April 1927 nomor XXXV yang meminjam masalah
dari sudut politik, yaitu di bidang pedagogik tidak ada apa-apanya;
tidak ada kerugian dan keuntungan, sedangkan di bidang teknik pendi-
dikan tidak menimbulkan kesulitan untuk dimasukkan ke dalam kurikulum

baru, yang diproyeksikan untuk HCK.
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Menurut J. Hardeman sukar bagi pemerintah untuk menolak ke-
inginan yang dinyatakan dengan jelas oleh kelompok penduduk Cina.
Menurut nasehat Dewan Hindia-Belanda karena sckali pemerintah sudah
memberikan perhatiannya kepada kepentingan pendidikan untuk orang
Cina sebagai kelompok penduduk tersendiri; maka tidak ada alasan un-
tuk mengabaikan keinginan mereka supaya diajarkan bahasa Cina. Ka-
rena itu menurut J. Hardeman perlu diulangi percobaan mata pelajaran
fakultatif bahasa Cina di HCK yang telah diadakan dalam tahun 1918
dan dihentikan dalam tahun 1622,

Percobaan yang mengalami kegagalan itu menurut surat keputusan
pemerintah 7 Cktcber 1918 nomor 212/II1.A2 diadakan dengan tujuan,
bahwa bahasa Cina tidak dijadikan baik sebagai mata pelajaran wajib
meupun sebagai mata pelajaran fakultatif, tetapi pengajarannya dibe-
rikan dalam kursus di luar program pelajaran, sehinggz tidak akan
merugikan mata pelajaran yang lain. Murid yang ingin mengambil kur-
sus itu harus menambah kesungguhan belajarnya. Dari laporan menge-
nai kelangsungan percobaab yang terdapat dalam arsip Departemen Pen-~
didikan dan Agama, ternyata bahwa kegagalannya disebabkan oleh kare-
na para pengajarnya yang direkomendasikan oleh Kanter Urusan Cina,
tidak menguasai dengan cukup bahasa yang dipahami oleh para nwurid,
yaitu bahasa Belanda atau Melayu.

Menurut J. Hardeman, percobaan ulangan harus dilzksanakan dalawm
keadaan yang lebih menguntungkan. Ada kemungkinan bahwa matz pela-
jaran hahasa Cina itu diberikan dalam waktu pclajaran biasa., Pilin-
an antara bahasa Melayu dengan bahasa Cina diwajibkan. Guru bahasa
Cina harus dipilih dengan saksama. Ada gagasan dari Direktur HCE
untuk mengikutkan sebagai pcndengar dalam pengajaran bahasa Cina he-
berapa orang guru Eropa dari sekolahnya yang akan menggunakan le--
sempatan untuk mengenali bahasa kecbudayaan tanah leluhur murid-murid
mereka.

Dalam kurikulum untuk "bovenbouw” HCK direncanakon dua joa peolne
jarar setiap minggu untuk mata peiajaran kebudayaan Cinez yang ter-~

sendiri (tidak disatukan dengan mata pelajaran bahasa Cina). Yang
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dimaksvdkan dengan mata pelajarar itu ialah sejarah dan ilmu bumi
Cina; nrengenalan beberapa karya penulis—pehulis Cina dalam terjemah-
an bahasa Belandé dan Ingpris, kesenian Cina, renaissance €Cina can
adat-istiadat Cina di Indonesia. Sebagei kekurangan vyang makia di-
rasakan oleh penduduk Cina yang berkepentingan ialah bahwa HCS sana
sekalil terpisah dari lingkungan sosizl para muridnya daa program pe-
lajarannya merupakan tiruan sempurna dari sekolah untuk anak Belanda.
Lain dari pada itu guru-gurunya yang berbangsa Eropa sama sekali
asing terhadap dunia pikiran dan perhatian murid--muridnya. Untuk
menjembatani jurang ini diénggap perlu, bahwa guru-guru Eropa menam-
bah pengetahuannya dengan pengetahuan mengenai kehid:ipan sosial bu-
daya orarg Cira yang menjadi sesama warga dalam masyarakat. Dalam
hubungan dengan ini sangat penting artinya penyusunan suatu buku tuu-
turan stau buku sumber yang berorientasi kepada tujuan tersebut dan
oleh Dewan Pendidikan dianggep perlu untuk pengajaran dalam "kebuda-
yaan Cina". 3alah seorang guru pada HCK, J. Moerman yang mempunyai
minat khusus untuk mempelajari mata pelajaran ini secara lebih ilmi-
ah, menyatakan kesediaannya untuk menulis buku tersebut dengan ban-
tuan para pegawai shii pada Dipas i'rusan Cina. J.A.M. Bruineman,
vang dihubungi oleh J. Hardeman dengan segera bersedia untuk secara
pribadi mewbantu Moerman. Mengingat sangat pentingnya pekerjaan ini
akzn diberikan penghargaan selayaknya kepada para pelaksananya.
Mengenai mata pelajaran bshasa Melayu akhirnya dikemukakannya
.sebagai berikut. Ia sama sekali sependapat dengan Dewan Pendidikan,
bahwa bahesa Melayu perlu diajarkan di HCK, karena bahasa ini meru-
pakan bahzsa pergeulan dalam keluarga di rumah dan dalam masyarakat
dari penduduk, yeng anak-anaknya belajar di HCS. Meskipur guru-guru
luicsan ECK tanpa diberi pengajaran bahasa itu telak cukup menguasai-
nya sebagal bahasa pergauian biasa, barangkaii lebih baik dari keba-
. ayakan arak Indo-Eropa, tetapi mempelajari sahasa ini secara metodik
akan ada gunanya bagi pendidikan mereka untuk menjadi guru, juga da-
lam kesempatan yang tersedia untuk mengacakan studi perbandingan ba-

hasa akan dapa*t diketahui kesukaran yang khas dengan lebih bailk.
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Dengan melihat kenyataan, bahwa perhatian di kalangan penduduk
Cina kurang tertarik kepada pengajaran bahasa Melayu, maka bahasa
Mzliayu untuk sementara dijadikan mata pelajaran pilihan di HCK. Ma-
sih ada satu alasan lagi untuk tidak dengan segera menjadikan baha-
sa Melayu sebagai mata pelajaran wajib. Salah satu keberatan dari
kalangan Cina terhadap pengajaran bahasa Melayu ialah, bahwa bahasa
Melayu seperti diajarkan di sekolah kelas dua dan digunakan dalau
buku-buku sekolah, hanya sedikit atau tidak berguna dalam praktek
hidup sehari-~hari. Ada jurang yang menganga besar antara bahasa
Melayu Riau yang secara resmi harus diajarkan di sekolah, dengan
bahasa Melayu sopan yang secara umum dipergunakan di Jawa, walaupun
ada perbedaan-perbedaan lokal, dalam pergaulan sehari-hari, rapat
dan pers. Supaya pengajaran bahasa Melayu lebih memikat perhatian
dan lebih memenuhi tujuannya serta lebih dihargai, maka pengajaran
bahasa Melayu Riau harus secepat mungkin diganti dengan pengajaran
bahasa Melayu yang lebih dekat kepada penggunaannya sebagai bahasa
percakapan dan tulisan sehari-hari. Direktur Institut Bahasa-Eahasa
Bumiputera, J. Kats, dan penasehat buku-buku tuntunan, G. Boswinkel,
menyatakan persetujuan sepenuhnya dan J. Kats menganggap sangat
mungkin dapat dilaksanakan perencanaan bahasa Melayu sekolah, yang
berakar dalam bahasa yang hidup dalam pergaulan. Tetapi tidak di-
sembunyikan, bahwa harus‘diatasi berbagai kesulitan. Antara bahasa
tulis dengan ucap masih belum ada cara yang mendekati kesamaan dalam
bahasa Melayu Umum, seperti yang telah berkembang dengan bebas dalam
masyarakat di luar daerah bahasa Melayu Riau dalam buku-buku seko-
lah. Kepada perkembangan itu para wartawan Cina banyak menyumbang-
kan sahamnya.

Kepada J. Rats dipercayakan dalam kerja sama dengan J.A .M. Rruj-
neman suatu tugas, yang cleh J. Hardeman dianggap sangat penting uvi-—
fuk merencanakan buku pelajaran bahasa Melayu, yang dapat mengganti-
kan bahasa Melayu Riau di sekolah, terutama untuk diajarkan di scko-
lah di Jawa dan Madura. Untuk pekerjaan itu J. Kats dapat memili

sendiri pembantu-pembantu dari kalangan orang Bumiputera dan Cira.
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Diharapkan oleh J. Hardeman bahwa berangsur—angsur akan diadakan
perbaikan dalam pengajaran bahasa Me]ayu. *)
Akhirnya diusulkannya kepada Gubernur Jenderal untuk mengam-
bil keputusaﬁ mengenai masalah penempatan pelajaran bahasa Melayu
dan bahasa Cina-Mandarin dalam kurikulum HCK. Didesakannya juga
dengan séngat pertimbangan untuk memutuskan agar menjadikan kedua
bahésa itu sébagai mata pelajaran fakultatif yang untuk sementa-
ra diberikan di "onderbouw"” selama tiga tahun, dengan ketentuan
mewajibkan para murid memilih salah satu mata pelajaran yang harus
diikuti. Délam tahun ajaran 1928-1929 akan dimulai rencana baru

itu.

Dari Sekretaris Pemerintah (Negara) I kepada Direktur Pendidikan

dan Agema (J Hardeman), 5 Januari 1928

Jawaba1 Gubernur Jenderal kepada J. Hardeman mengenai usul
tersebut di atas diberikan oleh Sekretaris Pemerintah (Negara) I
dengan surat tanggal 5 Janvari 1928 nomor 3/A2 Rahasiz. Diberi-
tahukan, bahwa keputusan pemerintah yang dimuat dalam surat tang-
gal 12 Juli 1927 nomor 1417/A2, kurang diperhatikan.

Dalam keputusan itu telah dinyatakan secara prinsipiil pendi-
rian pemerincah terhadep pengajaran btehasa Cina di HCS. Pemerin-
tah sudah dari dulu menetapkan bahwa pengajarzn bahasa Cina di HCS
bukan tanggung jawab dan tugas pemerintah., Karena itu Gubernur
Jenderal tidak melihat ada alasan yang cukup untuk mengzjarkan ba-
hasa Cina kepada calon guru untuk HCS. Gubernur Jenderal berkebe-
ratan terhadap pengajaran bahasa Cina di HCK, karena ia berkeyakin-
an bahﬁa pengajaran bahaca Cina di HCK itu akan dijadikan batu lon-

catan oleh para pemuka Cina untuk menuntut kepada Pemerintah,

) Buku pelajaran hasil perencanaan itu ialah J. Kats, Spraakkunst
en Taaleigen van het Maleisch (Tata Bahasa dan Idiom bahasa Me-
layu), deel I,53e stuk, Weltevreden, 1928. Dalam prakata dite-
gaskan bahwa dalam perubahan melalui cetakan ketiga ini lebih
banyak diperhatikan perbedaan antara bahasa Melayu buku dengan

bahasa Melayu Umum yang sopan.
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supaya diadakan pengajaran bahasa Cina di HCS. Menurut keyakinan
Gubernur Jenderal dengan mengadakan pengajaran bahasa Cina di HCK
akan ditempuh jalan, yang dapat menuju kepada sinifikasi (pencina-
an) pengajaran di HCS.  Karena itu sebenarnya keinginan para pemim-
pin dalam masyarakat Cina bertentangan dengan pandangan pemerintah.
Gubernur Jenderal sampai kepada keputusan untuk tidak membolehkan
pengajaran bahasa Cina di HCK.*

Tetapi Gubernur Jenderal menyetujui mata pelajaran '"kebudayaan
Cina", karena mempunyai kegunaan nyata yang praktis. Sangat dipu-
jin&h gagasan untuk menerbitkan buku sumber atau buku tuntunan. Ia
jugd tidak berkeberatan terhadap bahasa Melayu yang berakar dalam
bahasa pergaulan yang beradab atau bahasa Melayu Umum yang sopan,
tetapi untuk sementara ditetapkan fakultatif, xarena dengan peno-
lakan terhadap pengajaran bahasa Cina dan mewajibkan mempelajari

bahasa Melayu akan mengundang agitasi terhadap pembedaan tersebut.

PENDIDIKAN TINGGI ~ FAKULTAS SASTRA

Direktur Pendidikan dan Agama (J. Hardeman) dalam surat tanggal 28
Oktober 1927 nomor X2/1/11 Rahasia kepada Gubernur Jenderal

(De Graeff)

Membahas persiapan mengenai pendirian suatu fakultas sastra di

Indonesia, seperti pernah dikemukakan dalam pembicaraan lisan. 1Ia

menyarankan akan membangun fakultas sastra dan kebudayaan Indonesia
(Indologisch-literarische fakulteit), yang diperlengkapi dengan ba-
ik. Dalam tubuh pendidikan tinggi di Hindia-Belanda dianggap perlu

*) Dewan Hindia Belanda dalam nasehatnya tanggal 23 Desember 1927
nomor II mengusulkan seperti itu. Tetapi wakil ketuanya,
K.F. Creutzberg, dalam nasehat tersendiri menyarankan untuk
mengikuti usul J. Hardeman dengan perubahan, bahwa baik pun

bahasa Melayu maupun bahasa Cina-Mandarin ditetapkan sebagai
mata pelajaran fakultatif,
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adahya suatu fakultas yang mencakup ilmu kebudayaan dalam arti yang
seluas-luasnya, agar supaya pendidikan tinggi di Hindia Belanda da-
pat memenuhi fungsinya di bidang sosial-budaya sebagaimana mestinya.
Gagasan mengenai pendirian fakultas sastra di Indonesia telah

didukung oleh sarjana-sarjana terkemuka dari kalangan ilmiah Belan-
da dalam Kongres Pendidikan Kolonial ketiga, yang membahas masalah
pendidikan tinggi di Hindia Belanda. Dalam Kongres yang diada-
kan di Den Hacg dalam bulan April 1224, dikemukakan argumentasi me-
ngenai keharusan adanya fakultas sastra sebagai inti ilmu kebudaya-
an dalam univercitas di Hindia Belanda pada masa yang akan datang.
Dalam Kongres ini dibahas banyak prasaran. Mengenai keharusan men-
dirikan fakultas sastra dibahas empat prasaran, yaitu dari Dr. Adri-
ani, Prof,Dr. MN.J.Krom, Pater F.G.J.M. van Lith dan Dr,R.Ng., Purba-
caraka, Béberapa tahuii sebelumnya Dr. N.J. Krom dalam Kongres 1919
mengemukakan prasaran mengenai ''mata pelajaran sastra pada universi-
tas di Hindia-Belanca'. 0Cleh kongres 1919 itu dibentuk panitia un-
tuk menyusun saran yang diumumkan dalam tahun 1922, mengenai penye-
lenggaraan universitas di Hindia Belanda. Oleh J. Hardeman diminta-
kan perhatian kepada saran tersebut dan penerbitan prasaran-prasaran
serta perembugan dalam kongres ketiga. Acara dalam Kongres ke-
tiga itu terdiri dari: '

I. Pendidikan tinggi di Hindia-~Belanda pada umumnya.

II. Organisasi perguruan tinggi Hukum untuk dihubungkan dengan pen-
didikan pegawai urusan pemerintahan dan administrasi di Hindia-
Belanda.

IIT. Organisasi sekolah tinggi Kedokteran.

IV, Pengembangan perkulishan ilmu-ilmu sastra yang segera diperlu-~
kan pada sekolah tinggi Hukum, menjadi fakultas sastra yang
mandiri.

Berbagai faktor yang mendukung keharusan mendirikan fakultas
sastra dengan segera di Hindia Belanda, dikemukakan oleh J. Hardeman
dalam argumentasi untuk membela usulnya. Dimintakannya perhatian

kepada tujuan ganda atau rangkap perguruan tinggi, seperti dinyatakan
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dalam artikel 1 Ordonansi Perguruan Tinggi. Dari dua aspek tujuan
tersebut pada fakultas sastra aspek pendidikan dergan tujuan untuk
dapat mandiri bekerja di bidang ilmiah lebih menonjol dari pada
tujuan menghasilkan tenaga ahli untuk jabatan-jabatan dalam peme-
rintahan dan masyarakat. Ia menganut pandangan Profesor Dr.J.Hui-
zinga yang melibhat universitas sebagai "pusat dari seluruh kehi-
dupan ilmiah tinggi, yang mampu mena?pung dan melayani segala as-

*
# Setiap orang yang berpan-

pirasi untuk memajukan kebudayaan".
dangan demikian, menurut J. Hardeman, akan menyambut dengan baik
pendirian fakultas sastra yang akan memperkaya lingkungan ilmiah
perguruan tinggi. Karena pengaruh luhur akan terpancar dari
suatu pusat ilmjah untuk mempelajsri dan mengadakan penelitian de-
ngan metode-metode ilmiatk Barat yang teruji mengenai humaniora Nu-
santara. Bahasa dan sastra Indonesia, sejarah, ilmu bumi dan bang-
sa-bangsa (land en volkenkunde),dan ilmu purbakala, sedapat mungkin
juga fileafat dan agama. Pengaruh tersebut tidak boleh dirémehkan
terhadap pendidikan yang harmonis dari pemimpin dan pemuka intelek-
tuil dalam kelompok-kelompok penduduk di Hindia Belanda yang telah
didorong untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan Barat. Demi-
kianlah menurut J. Hardeman.

Ia tidak hanya menonjolkan faktor-faktor idiilnya saja, tetapi
dalam argumentasinya itu dikemukakannya pertimbangan mengenai fak-
tor-faktor yang mempunyai kegunaan sosial yang praktis‘dan mendu-
kurg pendirian fakultas sastra di Hindia-Belanda. Diakuinya, bahwa
kegunaan sosial yang praktis dari fakultas sastra tidak begitu je-

"las dapat dinyatakan seperti pada sckolah-sekolah tinggi, yang su-
dah ada.

Pada waktu itu sudah ada tiga buah perguruan tinggi di Hindia-
Belanda. Yang pertama didirikan ialah Sekolah Tinggi Teknik di Ban-
dung. Usul pendiriannya diprakarsai oleh swasta di bidang perda-

s

*
) J. Huizinga, "De Universiteit van Nederlandsch-Indie", De Gids,
Oktober 1923, dan Verzamelde Werken, VIII, h.454
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gangan dan industri, yang dalam tahun 1919 mendirikan '"Koninklijk
Instituut Voor Hooger Technisch Onderwijs in Nederlandsch-Indie"
(Institut Kerajaan Untuk Pendidikan Tinggi Teknik di Hindia-Belan-
da). Oleh badan swasta ini didirikan di Bandung Sekolah Tinggi
Teknik, yang dibuka pada tanggal 3 Juli 1920, Dalanm pembukaannya
berpidato a.l. Direktur Pendidikan dan Agama, Mr. K.F.Creutzberg,
dan Rector-Magnificus yang pertama, Prof.Ir. J.Klopper. Sejak 18
‘Oktober 1924 perguruar tinggi ini diserahkan kepada pemerintah
(Lembaran Nzgara 1924 nomor 476. Reglemen untul: Sekolah Tinggi
Teknik dalam Lembaran Wegara 1925 nomor 271 dan terakhir dirubah
dalam Lembaran Yegara 1937 nomcr 375 dan uomor 456). .

Pada 26 Cktober 1924 dibuka Sckolah Tinggi Hukum di Jakarta.
Sebelumunysz pemerintah berkali-kali berianji dalam Dewan Rakyat un-
tuk dengan segera, jika keadzan memungkinkan, mecmbuka perguruan
tinggi Hukum, Dslam pembicaraan mengenai rencana anggaran biaya
Hindia-Belisanda untvk tahun 1923 pemerintah memberitahukan akan men-
dirikan sekclsh #inggi hulr.am. Untuk pendiriannya diadakan pérubah-
an ordonansi perguruan tinggi dalam Lembaran Negara 1924 nomor 456
dan dibuat R=2glemen untuk Sekoleh Tinggi Hukum dalam Lembaran Negs-
ra 1924 nomor 457. Di samping itu sekolah untuk mendidik yuris
(ahli bukum) Buniputera yang didirikan dalam tahun 1909 dan sejak
tahun 1922 dinamakan "Rechts-school" (Sekolah Hukum), vang bertuju-
an mendidik fungsionaris dan panitera (grifir) pada pergadilan ne-
geri diadakan terus sampai tahun 1228.

Pada tanggal 16 Aguctus 1927 dibuka Sekolah Tinggi Kedokteran
di Jakarta, dan untuk pendiriannya ordonarsi perguruan %inggi diru-
bah dalar iembaran Negara 1927 nomor 395 dan dibuatkan reglemen un-
tuk Sekoiszh Tinggil Kedokteran dalam Lembaran Negara 1927 nomor 396.

Mengenai kegunaan sorial yang praktis dari fakultas sastra di
Hindia Belznda, J. Hardeman berpendapat bahwa lindia Belanda membu-
tuhkan cukup banyak kaum orientalis, vang terdidik secara ilmiah,
untuk berbagai jabatan dan bidang pekerjaan. Diingatkannya perta-

ma-tama Lehutuhan untuk mengisi jabatan keguruan sebagai akibat
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pendirian AMS-AI dan reorganisasi OSVIA serta 'Kweekschool', Peng-
ajaran bahasa~bahasa daerah di sekolah menengah dan kejurwan (ter-
masuk ke dalamnya sekolah normal untuk pendidikan guru bantu) me-
merlukan perbaikan yang mendesak. Guru-guru Bumiputera yang glidi-
dik untuk tugas ini selama setahun di Imstitut Kats,*) sebenarnya
kurang memenuhi syarat. Alumni fakultas sastra diperlukan dalam
jabatan-jabatan pimpinan pendidikan di departemen, di inspeksi dan
Dewan Pendidikan, juga diiluar bidang pendidikan, tenaga mereka di-
perlukan seperti pada 'Kantor Urusan Buniputera®; RBalai Pustaka,
dan Dinas Purbakala., Juga terbuka kesempatan bekerja untuk para
alumni fakﬁltds sastra dalam pekerjaan bebas seperti jurnalitik,
museum dan perpustakaan. Akhirnya disebutnya kelompok orang-orang
vang ingin mengabdikan dirinya kepada studi sastra-sastra Timur dan
terdorong bukan untuk mendapat penghasilan, tetapi semata-mata un-
tuk memajukan ilmu pengetzhuan. Orang-crang seperti ini menurut
J. Hardeman jumlahnya cukup besar, mengingat dalam kalangan orang
Bumiputera perhatian kepada bahasa dan kebudayaan sendiri makin me-
ningkat. Mereka ini dianggap sebagai pemimpin intelektuil dan pen-
dukung kebudayaan bangsa Indonesia. Menurut J. Hardeman, di antara
mereka itu yang telah menyelesaikan studinya melalui metode ilmiah
yang ketat, di masa yang akan datang akan termasuk kaum intelektuil
Bumiputera yang tercabut dari akar kebudayaan sendiri dan menolak
cara kerja yang tenang untuk membangun. Dari mereka ini dapat di-
harapkan ada pengaruh moderat kepada pergerakan nasional. Me-
reka ini akan cenderung untuk mau bekerja sama dengan pemerintah.
Dari alumni fakultas sastra itu ada yang akan mendapatkan la-
pangan kerja yang berguna pada perguruan nasional Taman Siswa, yang
mutu pendidikannya dapat ditingkatkan oleh mereka. Wenurut J. Har-
deman, Taman Siswa telah banyak berjasa bagi orang Bumiputera di

bidang pendidikan yang diselenggarakan secara jujur dengan kekuat—

*)

Didirikan dalam tahun 1920 dengan tujuan mempelajari bahasa-ba-
hasa Bumiputera, ilmu tentang bumi dan bangsa-bangsa di Hindia-
Belanda. Ke dalamnya termasuk kursus untuk mendidik orang Bu-

miputera menjadi guru bahasa.



110

an sendiri dan atas dasar kebudayaan bangsa sendiri. Juga diminta-
kannja'perhatian pemerintah kepada kegiatan Drs. Sosrokartono, sar-
jana sastra Timur dan adik R.A. Kartini. Dengan dibantu oleh

Ir. Soekarno dan Mr, Soenario, dipimpinnya sekolal menengah nasional
di_Bagdung.

Dalam Dewan Rakyat. sudah berkali-kali dinyatakan keinginan akan
fakultas sastra Timur dan dijanjikan oleh pemerintah, bahwa harus
menunggu sampai ada cukup calon mahasiswanya. Pemerintah sebenarnya
sudah setuju untuk mengadakan fakultas tersebut. Saatnya sudah tiba
untuk memperbolehkan pendiriannya dengan mengingat, bahwa di Sekolah
Tinggi Hukum sudah diberikan kuliazh dalam beberapa mata pelajaran
dari fakultas sastra Timur, yaitu oleh Dr. Husein Djajadiningrat
(dalam hukum Islam, pranata-pranata Islam, bahasa Melayu dan Sunda).
Dr. B.J.0.Schrieke (dalam sosiologi, antropolegi budaya dan sejarah
Indonesia), dan J. Kats (dalam bahasa Jawa). Selain itu AMS-AI di
Surakarta, yang sejak Juli 1926 mempersiapkan untuk perguruan tinggi
dengan pengajaran sastra: Timur, murid-iwridnya dalam pertengahan ta-
hun 1929 akan menamatkan pelajarannya. Menurut J. Hardeman pendiri-
an fakultas sastra yang dimaksudkan tidak dapat ditangguhkan lebih
lama lagi dari pada tahun 19230, Diusulkannya untuk mengangkat suatu
panitia dengan tugas terutama untuk menetapkan kecharusan pendirian
fakultas tersebut dalam tahun .1930. Disarankannya panitia tersebut
terbentuk sebagai berikut:

Ketua : Prof.Dr. Husein Djajadiningrat
Angota-anggota: Dr. F.D.K.Bosch, Kepala Dinas Purbakala

Ch.0. van der Plas, Asisten-Residen diperbantu-
kan kepada Advisur Urusan Bumiputera,

Dr. Pajiman Wediadipura, dokter istana Susuhun-
an Solo (sbg. pejuang perintis tertua dalam
pergerakan kebudayaan nasional).

Prof.Dr. B.J.0.Schrieke,

Dr. W.7. Stutterheim, Direktur AMS--AI di Solo

Mr, L.J.A. Trip, Pejabat Ketua Dewan Penyantun

sekolah-sekolah tinggi di Jakarta.
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Untuk mewakili Departemen Pendidikan dan Agama ditambahkan

Mr. J.A. Jonkman, sebagai Sekretaris-anggota. Selanjutnya kepada
panitia diberikan wewenang menambah beberapa anggota, yang ahli di
beberapa bidang tertentu. )

Gubernur Jenderal (De Graeff) kepada Menteri Urusan Daerah Jajahan

(Koningsberger), 13 Agustus 1928

Gubernur Jenderal De Graeff tidak dapat memutuskan terhadap
usul Direktur Pendidikan dan Agama mengenai pendirian fakultas Sas-
tra Timur di Betawi sclambat-lambatnya pada tahun 1930, karena itu
dimintakan kepastian dari Menteri Daerah Jajahan -(Koningsberger).
Diberitahukannya kepada Menteri dengan surat tanggal 13 Agustus 1928
nomor 14/1 Rahasia (Vb. 30 Januari 1929 nomor 24) pokok-pokok pikir-
an dalam surat J. Hardeman 28 Oktober 1927 nomor Ax2/1/11 dan tang-
gapannya serta saran Dewan Hindia-Belanda terhadap usul tersebut.

Dalam Dewan Hindia-Belanda ternyéta usul itu tidak mendapat
persetujuan suara mayoritas. Pada umumnya para anggota Dewan meng-
akui nilai-nilai idiil dan kulturil dari suatu lembaga seperti fa-
kultas sastra, tetapi méyoritas dari'mereka meragukan, apakah para

alumninya dalam masyarakat akan mendapatkan lapangan kerja yang se-

‘suai dengan pendidikannya. Sebagian besar dari para alumninva akan

berusaha mencari pekerjaan dalam jabatan negeri dan jika tidak akan
terpaksa mencari lapangan kerja di luar dinas pemerintah dengan ke-
mungkinan harus terpaksa menerima penghasilan yang lebih rendah.,
Keadaan dengan sejumlah besar orang berpendidikan tinggi tanpa

gaji memadai dianggap mengkhawatirkan, bahwa mereka itu akan meng-
adakan tuntutan kepada pemerintah, supaya memproduktifkan pendidik-
an dari lembaga yang diadakannya dengan menampung sebanyak-~banyak-~

nya orang yang mendapat pendidikan dari lembaga tersebut dalam di-

‘nas negeri, meskipun sebenarnya pada pemerintah tidak ada kebutuh-

an nyata untuk menampung mereka semua. Dalam situasi keuangan
pemerintah yang tidak menggembirakan itu tidak dapat diadakan pe-

nyelesaian masalah seperti itu. Maka mayoritas anggota Dewan meng-
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anggap tidak benar, bahwa pendirian fakultas Sastra tidak dapat di-
tangguhkan lebih lama dari pada tahun 1930. Mereka juga tidak se-
pendapat bahwa pengaruh dari fakultas sastra itu akan melunakkan
temperamen para pemimpin pergerakan nasional.

Saran mayoritas dalam Dewan Hindia-Belanda menolak usul Direk-
tur Pendidikan dan Agama tetapi wakil ketuanya, K.F. Creutzberg,
menyetujui sebagian besar argumentasi J. Hardeman dan mendukung
usulnya untuk menugaskan kepada suatu panitia menangahi pendirian
fakultas itu dan mencarikan pemecahan persoalan. Jika benar fakul-
tas itu menimbulkan "over produksi', Gubernur penderal juga tidak
menutup mata terhadap kemungkinan "oyerproduksi" sarjana sastra
yang dalam masyarakat tidak akan menemukan kepastian mendapat peng-
hasilan yang sepadan dengan pendidikan‘hergka. Teiapi ia tidak da-
pat menolak pandangan J. Hardeman mehgenai pengaruh yang menguntung-
kan terhadap pergerakan nasionali Pendalaman studi sejarah peradab-
an bangsa-bangsa akan membawakaﬁ pengertian untuk lebih menghargai
pimpinan Barat dan menghihdarkan penilaian yang terlalu berlebihan
terhadap kebudayaan sendiri. Hal ini secara psikologis akan berpe~-
ngaruh baik kepada para calon pemimpin pergerakan nasional.

Menurut Gubernur Jenderal, perlﬁ diadakan reorientasi dalam
sistim pendidikan di Hindia-Belanda. Dalam kalangan luas masyarakat
Bumiputera ada penghargaan yang berlebih-~lebihan kepada pendidikan
Barat, sehingga mau mengorbankan kepentingan bahasa daerah untuk pe-
ngetahuan bahasa Belanda. Sekolah Rendah Eropa dinilai lebih tinggi
daripada HIS, sedangkan HIS dihargai lebih daripada sekolah peralih-
an., Tetapi arus Lalik sedang mulai kelihatan seperti di India. Su-
dzh mulai kedengaran suara yang mendesak untuk menyesuaikan HIS ke-
pada kebudayaan bangsa sendiri. Dari pihal nasionalis yang ekstrim
ada usaha untuk mengkesampingkan bahasa Belanda dan mengangkat baha-
sa Melayu menjadi "bahasa Indonesia' sebagai media universii dalam
komunikasi intelektuil. Yang perlu diusahakan ialah men-sintesa-kan
unsur-unsur baik dari Barat dan Timur menjadi kesatuan yang utuh dan

harmonis. Di sinilah menurut Gubernur Jenderal terletak tugas
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pemimpin-pemimpin intelektuil yang akan dihasilkan oleh fakultas
sastra dan kebudayaan Indonesia. Diingatkannya juga pendapat
Ch.0. van der Plas, pegawai tinggi diperbantukan kepada Urusan Bu-
miputera yang dalam laporan mengenai netralisasi dan pembérantas—
an propaganda revolusioner di kalangan penduduk menyarankan, supa-
ya kepada para pemuda diberikan kesempatan mempelajari ilmu Sastra
Timur dan kebudayaan sendiri dan sebagai satu-satunya jalan
paling memuaskan ialab membuka di Hindia-Belanda sendiri kesempat-
an untuk itu.

Gubernur Jenderal melihat seperti J. Hardeman, pada fakultas
sastra titik berat dalam 2rti yang sangat penting sebagai pusat
penelitian ilmiah di bidang bahasa dan sejarah kebudayaan. Untuk
penelitian di bidang itu pusatnya masih ada di Leiden; berbeda mi-
salnya dengan di Indo~Cina Perancis (Vietnam) yang mempunyai
"Ecole Frangaise d'Extreme-Orient". Dari sudut yang praktis-di-
tunjukkannya keuntungan, bahwa penelitian yang dilaksanakan di
Hindia-Belanda sendiri dalam daerah bahasa dan kebudayaan dengan
pembatasan yang nyata serta di dalamnya selalu dapat berhubungan
dengan materi hidup yang digselidiki, akan lebih menguntungkan dari
pada penelitian yang diadakan di pusat yang sangat‘jauh (yaitu
terletak di negeri Belanda). Hindia Belanda di bidang bahasa baru
diselidiki untuk sebagian sangat kecil secara intensif dan sistiﬁ~
atis. Jadi untuk fakultas sastra banyak pekerjaan yang harus di-
garap.

Gubernur Jenderal berkesimpulan, bahwa fakultas sastra sangat
penting untuk Hindia Belanda dan berkeyakinan bahwa pada waktunya
harus didirikan. Ia menganggap bijaksana supaya pemerintah di
negeri Belanda menangani masalahnya dan membuat keputusan., Dimin-
takannya pendapat Menteri mengenai pembentukan suatu panitia dengan
tugas seperti yang disarankan oleh Mr. K.F.Creutzberg.

Jawaban diberikan oleh Menteri Koningsberger dengan telegram
30 Januari 1930, bahwa pembentukan panitia disetujui dan sangat di-

harapkan susunan panitia menjamin peninjanan masnlah dari segala
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segi dan juga dari sudut praktisnya., Ia berpendapat, bahwa tidak
bijaksana untuk bekerja dengan terlalu tergesa-gesa dan secara
apriori diarabhkan kepada pembukaan fakultas dalam tahun 1930.

Pada pewbdbukaan sidang Dewan Rakyat 1929--1930 Gubernur Jenderal
menyatakan, bahwa pemerintah telah menyadari keharusan perluasan
perguruan tinggi dengan fakultas sastra yang tidak hanya akan men-
didik ahli sasgtra, tetapi juga akan merupakan pusat penelitian di
bidang hahasa dan ilmu bangsa-bangsa di Nusantafa. Karena itu pe-
merintzh telah menugaskar untuk menyusun perencanaan mengenai orga-

nisasi dan penyeleunggavaan fakultas tersebut. (Handelingen Volks-

raad 1929~-193C, k.3). UYNota Departemen Pendidikan dan Agama menge-
nai pendirian dan organisasi fakultas sastra di Hindia Belanda di-
publikasikan dengan maksud memancing pertukaran pikiran sccara
umum. (Djawa, 1930). Karena gagasan mengerai pendirian fakultas
sastra telah diuraiken dalam nota itu, Gubernur Jenderal be;graeff
berpendapat sesuai dengan pandangan B.J.0., Schrieke dan saran Dewan
Hindia-Belanda, bahwa tidak perlu lagi membentuk panitia. Dalam
telegramnya 6 Maret 1230 nomor 66 (Vb. 27 Maret 1930 nomor 24) di-
'mintakannya pendadpat apakah disetujui cara kerja demikian

tanpa melalui pembentukan panitia, karema kurang berguna dan membu-
ang-buang wakiu, sedangkan menurut perhitungan diharapkan dengan
budget vntuk tahun 1931 dapat didirikan fakultas itu. Lein daripa-
da itu Gubernur Jenderal De Graefi memberitahukan bahwa mosi Sand-
kuyl, yang mendesakkan pendirian fakultas itu harus terjadi dalam
tahun 1931, diterima dzngan sueva 35 lawan 7.

Menteri Dacrah Jajahan Pe Gracff memberi jawaban dengan tele-
gram tanggal 27 Maret 153C nomor 58, bahwa dianggap belun ada ur-
gensinya untuk segera mendiriken fekultas itu dan .belum cukup di-~
adakan sorotan terhadap segi sosialnya. Menteri meragukan apakah
dalam keadaan keuangan yang diduga akan menjadi buruk, pengeluaran
baru untuk tujuan ituv dapat dipertanggung jawabkan. Ia hanya akan
memberikan persetujuannya jika benar-benar dapat dipastikan, bahwa

pembiayaannya tidak akan merugikan kepentingan iain, yang
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dilihat semata-mata dari sudut kebijaksanaan praktis pemerintah,
dianggap lebih perlu.

Dalam anggaran biaya Hindia-Belanda untuk tahun 1931 disedia-
kan £.55.000,-- yang direncanakan sebagai biaya selama lima bulan
terakhir dalam tahun itu untuk fakultas yang akan didirikan. Te-
tapi keadaan keuangan negara menyebabkan pembukaan fakultas pada
pertengahan tahun 1931 dibatalkan.

Dalam tahun 1938 masalah pendirian fakultas sastra menjadi
hangat lagi seperti ternyata dari pertukaran nota antara Menteri
Daerah Jajahan Welter dengan Gubernur Jenderal Tjarda van Starken-
borgh Stachhouwer dan antara Gubernur Jenderal dengan Direktur
Pendidikan dan Agama, P.J.A. Idenburg.

NASIONALISASI PENDIDIKAN BUMIPUTERA BELANDA
(HOLLANDS - INLANDS ONDERWLJS)

Pj. Penasehat Urusan Bumiputera (E. Gobee) menyampaikan nota de-

ngan surat 9 Desember 1327 nomor 1/477 Sangat Rahasia, kepada Gu-

bernur Jenderal (De Graeff)

Dengan perantaraan Direktur Pendidikan dan Agama, nota itu
disusun oleh Ch.0. van der Plas, asisten-residen diperbantukan ke-
pada Penasehat Urusan Bumiputerz, mengenai usul pembentukan panitia
xedua untuk pendidikan pada sekolah Bumiputera berbahasa Bélanda.
Sudah ada Komisi pendidikan Bumiputera Belanda vyang dibentuk ber-
dasarkan surat keputusan pemerintah tanggal 28 Nopember 1927 (Vi.89
di bawah judul VII Penyelidikan tentang kebutuhan sosial akan pen-
didikan dasar dengan bahasa pengantar bahasa Belanda untuk orang
Bumiputera, k.409-411). Van der Plas juga duduk di dalamnya.

Dalam hubungan dengan pembentukan Komisi Pendidikan Bumiputera
Belanda (yang pertama) itu, Van der Plas diberi perintah dengan su-
rat Sekretaris Pemerintah (Negara) nomor 382 untuk tugas mengadakan
penelitian bagaimana menetralisir dan memberantas propaganda revo-

lusioner di kalangan penduduk Bumiputera, khususny~ di Jawa dan
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Madura. Pen/e1id1xan diadakan atas: perlntah Penesehat Urusan Bu-
 miputera untuk Gubernur Jenderal. g

Zeks nota dirzhasiszk~-n sama sekali, juga baﬂl angzote-znggota
Komiii Pendidikan Bumiputera--Belanda. Isinys infor.unsi oer—
asal dari percakapan percaya-mempercayai dengan penduduk den pemba-
hasan masalah dari segi sosial-politik dan sosial~tudaya, Dari
bérbagai pihak yang dihubungi, diterima keluhan mengenki denasional-
isasi.pendidikan pada RIS,

Isi nota dimaksudkan uemberikan argumentasi pemben :ukan Komisi
Pendidikan Bumiputera Belanda kedua. ’Beberapa pokok vang menarik
perhatian Ven der Pias dalam penelitian ialah sebagzi Herikut:

Harus dibedakan dengan tajam pemimpir-pemimpin spirituil utama
dari massa rakyat. Mereka yang cdisebut belakangan ini mudah dipe-
ngaruhi; makin idak berpengalaman makin mudah. Banvak pemimpin
yang tergolong ekstiemie, orang Bumiputera yang baik di Jawa maupun
di negeri Belarnda, kata Van der Plas, adalah orang-erang yong tidak
lagi berakar dengan kuat dalam masyarakat dan kebudayaanaya.

Dr. Sukimaun ialal seorang Jawa yang tidak iagi dapat berbahasa
Melayu atau Jawa “Jengen baik. Putera seoraug Bupati Purworejo,
R.T.A. Sﬁ?iadi, terﬁaguk seorang revolusioner berapi--api di negeri
Belanda dan tidak meﬁgherankan karena ia dilahirkan di dibesarkan
di luar Jawa. Mr. Achmad Subardjo, ipar Bupati Jatinegara R.T.A.
Abdurakhman, ialah seorarg Jawa yang dilahirkan di Karawang dan di-
besarkan dalam lingkungar semi-Eiopa, juga tercabut dari akar ling-
kungan kebudayaaan bangsanya sendiri., Dr. Cipto Margunkusumo ber-
bahasa Belanda dalam kaluargarya di rumai. Ia berpendapat, bazahwa
pendidikan bercorak mekin Barat dan makin Zrope adalah maki
baik, karera justiu melepaskan dari akar dan menimbulkan gejolak.
Pergolakan perlu untuk perjuangan kemerdekaan. Contoh~contoh dapat
ditambah dengan vang laiu daa dijadiken generaiisas® dengan kesim-
pulan balwa di dalem kelompok intelektuil yang paling peka terhtadap
pfbpaganda revolﬁsioner ialah mezcka yang telah kehilasgan landasan

kehidupan emosionii dan terlepas dari ikatzn sosial dengan bangsanya
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sendiri. Kesimpulan ini menurut Van der Plas sesuai dengan dalil,
bahwa masyarakat Bumiputera yang seharmonis mungkin tersusun dari
individu-individu menurut watak sendiri yang terbentuk secara na~
sional, merupakan jaminan terbesar terhadap aliran-aliran revolu-
sioner. Dengan ini dapat dijelaskan bahwa pendidikan yang lebih
nasional menurut watak sendiri merupakan obat penangkal atau peno-
lak racun (anti-toksin) untuk menyelamatkan individu-individu dari
bahaya kehilangan akar yang lebih banyak diakibatkan daripada yang
dapat ditolong oleh sistim pendidikan Barat. ‘

Gejala kedua yang menonjol dalam pengamatan Van der Flas
ialah bahwa penduduk Bumiputera di daerah-daerah yang berbeda-beda
mempunyai konsep berbeda tentang tugas sekolah daripada masya-
rakat orang Barat. Mereka beranggapan bahwa dari sekolah diharap-
kan juga memberi pendidikan (budi pekerti), bukan hanya memberi pe-
ngajaran saja. Dengan adanya sikap seperti itu menjadi jelas bah-
wa pengajaran di sekolah tidak dapat dibantu dan ditunjang oleh ke-
luarga di rumah.

Selanjutnya yang menarik perhatiannya ialah bahwa di kalangan
intelektuil yang makin luas bangkit kesadaran bahwa HIS dengan
pendidikan Barat, yang dulu banyak diminta dengan sangat oleh kaum
nasionalis tidak lagi memberikan kepuasan. Karena itu usaha Ki Ha-
jar Dewantara mendapat sambutan dengan penuh simpati.

Kenyataan keempat yang dikonstatir oleh Van der Plas ialah
bahwa kebanyakan kaum non-koperator bersedia untuk ikut membantu
dalam pembangunan masyarczkat Bumiputera jika kepada mereka diberi-
kan kesempatan. Bukti yang nyata ialah sambutan yang diberikan
kepada seruan pemerintah kepada kaum intelektuil untuk memberantas
perkawinan kanak-kanak.,

Dr. Soetomo menyempatkan diri dalam pekerjaan sehari-hari yang sa-
ngat sibuk untuk menyusun brosur dengan judul “Perkawinan dan Per-
kawinan Anak". Dalam rapat-rapat baik pun dari Partai Sarekat
Islam maupun dari Nahdat‘ul Ulama (artinya Kebangunan Para Ulama)
dikeluarkan pernyataan-pernyataan yang dengan tegas menentang per-

kawinan kanak-kanak, Hanya untuk bekerja sama dalam lembaga-lembaga
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ben:tukan pewerintah (seperti Dewan Rakyat dan Dewan Kotapraja) me-
reka crggan. Demikian menurut Van der Plas. Secara umum dikeluar-
kan keluvhan,; baik pun di Surabaya maupun di Bandung, bahwa pemerin-
tah sama sekali tidak bersungguh-sungguh memberi kesempatan kepada
oreng Dumiputera untuk menyelesaikan urusan sendiri. Segala urusan
diselesaikan tanpa dan di luar orang Bumiputera. Kegetiran
teriscimewa dirasakan ialah dalam bidang pendidikarn, karena urusan
itu diselesaikan di luar orang Bumiputera,

Cara yang .paling baik dalam berhadapan dengan kaum ekstremis
ialah memberi kesempatan dalam pekerjaan pembangunan di bidang so-
s’al-budaya dan sebaik-baiknya dalam kerja sama dengan kaum mode-
rat. Banyak jasa diamalkan oleh dr. Sutomo dengan para pengikutnya
di bidang pekerjaan sosial. ' Ia berani menunjukkan kesalahan-kesa-
lahan bangsanya sendiri. Dalam rapat umum ia berani menyatakan -
bahwa pajak-pajak tidak terlalu tinggi.

Mengenai pembérantasan ekstremisme ditegaskan oleh Van derPlas
bahwa sangat perlu‘dan menjadi keharusan untuk menarik perhatian
kaum intelektuil dari antara mereka itu ke dalam pemecahan berbagai
masalah sosial dan meninggalkan sistim kepanitiaan serba-pejabat
dalam kepegawaian negeri (ambtelijke commissies) untuk mengadakan
“penelitiar masalah-masalah aktuil. Disarankannya dalam pembentukan
panitia-panitia supaya melibatkan ke dalamnya sebagian besar unsur
Bumiputera, jika perlu panitia dibentuk seluruhnya dengan anggota
orang-orang Bumiputera (misalnya dengan sekretarisnya orang Belan-
da). Cara demiltian itu seyogianya digunakan untuk menangani masa-
lah-masalah " --2¢ dengen hati atau intim dengan mereka.

Mengenai Kcmisi Pendidikan Bumiputera Belanda, yang dibentuk
dengan keputusan pemerintah 28 Nopember 1927, dikemukakan bahwa pa-
ra anggotanya terdiri dari para pensiunan pegawai dan tidak dari
para peninmpin intelektuil penduduk, sehingga menurut Van der Plas
tidak secuai dengan tujuan dari tugasriya9 yaitu menyelidiki apakah
dasar—-dasar perdidikan perlu dirobah apakah dengan memper tahankan

autunya perlu disesuaikan kepada watak dan kebutuhan kerohanian

ARl C
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masyarakat. Adanya Kepala Biro Statistik sebagai anggoﬁa menﬁﬁjuk—
kan ~ bahwa diutamakan data statistik untuk penelitian faktor-
faktor sosial., Tetapi di sini masalah politik sangat penting ka-
rena pemecahan masalah politik ini dapat membantu penyelesaian
lebih harmonis, karena dapat mengembangkan kekuatan untuk melawan
kegiatan revolusioner. Sistim pendidikan yang dipakai pada waktu
itu menurut Van der Plas tidak dapat diharapkan mendapat hasil yang
harmonis. Orang-orang terasing dari bangsa dan tradisi sendi-
ri telah terlepas dari setiap topangan dan ikatan sosial, karena
mereka itu ke dalam masyarakat Eropa juga tidak diterima. bengan
pembaruan sistim pendidikan untuk kepentingan politik dengan membe-
rikan pendidikan berwatak nasional dapat dihilangkan kebencian
kepada pemerintah yang sering disalah gunakan untuk propaganda.
Demikian kata Van der Plas. A

Menurut Van der Plas dengan ditinjau dari sudut kebudayaan pen-
didikan nasional yang lebih disesuaikan kepada watak dan bakat sen-
diri dengan mengutamakan bahasa sendiri, akan menumbuhkan kaum inte-
lektuil yang disamping kemahiran dalam ilmu dan teknologi Barat me-
ngembangkan kepribadian nasional akan memberikan kemampuan ke-
pada yang berbakat di antara mereka untuk menciptakan bentuk-bentuk
budaya baru untuk dapat menggantikan kebudayaan tua yang sedang ron--
tok atau gugur. Dalam pada itu kondisi-kondisi yang lebih baik da-
pat disediakan untuk pertumbuhan dan perkembangan bahasa-bahasa pen-
duduk Indonesia menjadi bahasa kebudayaan yang modern.

Hanya mereka sendiri yang dapat menyelesaikan itu semua, kata
Van der Plas, dengan bantuan penerangan dan menggunakan pengalaman
Belanda. Sekali pemerintah memutuskan untuk mencurahkan perhatian
kepada masalah pendidikan, teristimewa pendidikan Bumiputera Belan-
da, seyogianya di samping memperhatikan masalah sosial juga tidak
mengabaikan masalah spirituil. Maka menurut Van der Plas perlu di-
bentuk Komisi Pendidikan Bumi Putera Belanda yang kedua untuk be-
kerja sama dengon panitia yang sudah dibentuk untuk:
a) bersama--sama memecahkan persoalan apa perlu atau tidak mengada-

kan pembaharuan mendasar secara prinsipiil pada Pendidikan Bumi-
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putera Belanda;

b) jika perlu bagaimana menyusun kurikulum baru déngan konsekwensi-
nya kepada sekolahbmenengah;

c) selain itu bagaimana kedudukan bahasa-bahasa daerah serta cara
membinanya.

Disarankannya untuk tidak menyerahkan masalah kebudayaan kepa-
da Komisi pertéma,v Sebagai ketua Komisi yang kedua diusulkan Prof.
Dr. Heéein Jayadiningrat dan sebagai sekretaris merangkap anggota
Mr. Suwandi, referendéris pada Departemen Pendidikan dan Agama. Un-
tuk anggota-~anggota diusulkan: (a) para ahli di bidang pendidikan
(ada 8 érang, diantafanya diusulkan Ki Hajar Dewantoro); (b) orang
Indonesia terkemuka yang berminat; mereka ini diambil dari tokoh-
tokoh pergerakan (ada 4 orang: Ir. Soekarno, Dr. Sutomo, Dr. Ratu-
langi dan Dr.'ﬁadjiman Wediodiningratj; (c) ahli bahasa, khusus
bahasa Jawa seorang, yaitu Dr. Th.G.Th. Pigeaud di Surakarta.

Dari Direktur Pendidikan dan Agama, karena berhalangan, dari Wakil:

Direktur (W.J.A.C. RBins) kepada Gubernur Jenderal (De Graeff),

17 Jangari 1928

"Nota Van .der Plas dianggap mempunyai arti sangat prinsipiil
oleh Wakil Direktur Pendidikan dan Agama, W.J.A.C. Bins. Pada waktu
itu J. Hardeman sebagai Direktur sedang menjalani cuti sakit. De-
ngan surat kepada Gubernur Jenderal De Graeff 17 Januari 1928 nomor
Ax5/1/16 Rahasia, dimohonkan supaya tidak diambil keputusan lebih
dahulu mengenai usul dalam nota itu, sebelum J. Hardeman berkééem—
patan menanggapinya. Tetapi Bins memberanikan diri dengan mendahu-
lui saran Hardeman untuk mengemukakan pendapatnya, yang ringkasnya
ia berkeberatan terhadap'pembentukan komisi kedua.

Menurut Wakil Direktur itu jika Komisi kedua itu dibentuk de-
ngan tujuan mengadakan pembaharuan mendasar pada pendidikan Bu-
miputera Belanda dengan segala konsekwensinya, berarti Komisi yang
sudah ada tidak diperlukan lagi, karénp tugasnya sama., Dengan demi-

kian akan sia-sia belaka semua pekerjaan yang dilakukan oleh Komisi



pertama, apabila komisi keduva sampai kepada kesimpulan,
bahwa perlu diadakan pembaharuan kulturil yang radikal terhadap
pendidikan Bumiputera Belanda. Menurut W.J.A.C. Bins tidak tepat
diadakan dua Komisi untuk pekerjaan yang sama pada stadium yang sa-
ma. |

Tetapi terlepas dari persoalan di atas tidak ada alasan untuk
membentuk suatu Komisi seperti yang diusulkan oleh Van der Plas;
karena tidak ada keharusan merombak pendidikan di HIS, sekalipun
dengan argumentasi Van der Plas. Menurut sejarahnya sistim pendi-
dikan yang digunakan Idiadakan dalam kebutuhan tiga kelompok pendu-
duk yaitu Eropa, Bumiputera,dan Cina, dan untuk sebagian dengan tu-
juan mencapai hasil sétaraf dengan sekolah-sekolah di Barat.

Dalam sistim pendidikan yang telah menjadi historis itu HIS sebagai
keharusan mata rantai untuk bersambungan dengan sekolah menengah.
Lain dari pada itu banyak jabatan dalam pemerintahan menuntut lu-
lusan dari ujian pegawai rendal (klein-ambtenzarexamen), yang seta-
" raf dengan tamatan HIS. Juga dalam macam-macam perusahaan swasta
tamatan HIS mendapat mata pencaharian yang baik. Di samping mem~
pertahankan corzk pendidikan Barat di HIS masih terbuka kemungkin-
an untuk memperbaiki bidang-bidang tertentu dari sistim ini.

Di sini, kata Bins, ternyata tidak ada keharusan untuk meng-
adakan perombakan dengan radikal. Dalam peninjauan lebih jéuh ter-
hadap argumentasi Van der Plas juga terbukti bahwa keharusan itu
tidak ada. Ia tidak menyangkal kenyataan bahwa di antara para in-
telektuil dan tokoh-tokoh ekstrim adalah orang-orang yang tercabut
dari landasan dan terlepas dari akar kebudayaarn dalam masyarakat
merecka sendiri dan mercka inilah yang paling peka terhadap propa-
ganda revolusioner., Contoh-contch orang yang dikemukakan oleh Van
der Flas ialah orang-orang yang dididik dan dibesarkan di luar ling-
kungan HIS. Sama sekali tidak jelas hubungan mereka dengan HIS.
Kesimpulan Van der Plas juga tidak dapat didukung olech kenyataan me-
nurut asal-usul sosial, umur, pendidikan sekolah dan pekerjaan dari
orang-orang kemunis Yang diasingkan. Menurut basil penelitian ter-

hadap lebih dari 331 orang komunis, ternyata persentase orang komunis
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yang belajar di HIS tidak lebih dari 227% dari seluruh jumlah mereka
itu, sedangkan kurang dari 87 berhasil meraih ijazah HIS. Argumen-
tasi Van der Plas juga kurang tepat untuk mempersamakan pendidikan
Barat dengan pengaruh Barat. Pendidikan Barat dapat dihentikan atau
ditiadakan sewaktu-waktu oleh manusia, tetapi penolakan pengaruh Ba-
rat ada di luar kemampuzn manusia.

Bahwa dalam kalangan intelektuil ada keinginan mengubah sistim
pendidikan di HIS karena tidak memuaskan dapat dibenarkan, tetapi
jumlah mereka jauh lebih kecil daripada jumlah orang yang mengingin-
kan pendidikan corak Barat. Bahkan ada yang menginginkan pengajaran
Barat secara khusus dengan memasukkan anak di sekolah Eropa. Van

der Plas membuat generalisasi yang terlampau jauh.

Direktur Pendidikan dan Agama (J. Hardeman) kepada Gubernur Jenderal
(De Graeff), 23 Pebruari 1928

Juga J. Hardeman dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal tanggal
23 Pebruari 1928 nomor Ax5/1/19 Rahasia menyatakan sependapat dengean
wakilnya, yang telah mengirimkan pendapatnya kepada Gubernur Jenderal

selama Direktur P & A menjalani cuti sakit.

. Sekretaris Pemerintah (Negara) I kepada Direktur Pendidikan dan Agama

(J. Hardeman), 27 Pebruari 1928

Sekretaris Pemerintah (Negara) I dengan surat kepada Direktur
Pendidikan dan Agama tanggal 27 Pebruari 1928 nomor 73x Rahasia mem-
beritahukan atas nama Gubernur Jenderal, bahwa beliau tidak dapat me-
nyetujui semua argumen keberatan terhadap usul Van der Plas. Meski-
pun demikian ia sependapat dengan kesimpulan untuk menolak usul ter-
sebut., Tetapi masalah pembaharuan pada pendidikan Bumiputera Belanda
agar ada pendekatan dengan kebudayaan Bumiputera masih tetap minta
perhatian.

Secara politik menurut Gubernur Jenderal, waktunya belum matang
untuk pembaharuan pendidikan HIS dengan tujuan mempererat hubungan

dengan kebudayaan dalam masyarakat Bumiputera sendiri. Ia juga belum
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dapat meyakini akibat denasionalisasi kepada orang Bumiputera, se-
hingga mereka menjadi terasing dari lingkungan sosial-budayanya
sendiri. 3Bagi pemerintah juga sulit untuk menentukan sikap antara
kelompok intelektuil yang mendukung corak Barat pada pendidikan di
HIS dengan kelompok yang berkeberatan terhadapnya. Sementara ma-
sih menunggu hasil pekerjaan Komisi HIS persoalan mengenai proses
denasionalisasi itu didiamkan dahulu. Meskipun demikian, masalah
yang diungkapkan oleh Van der Plas itu cdianggap termasuk salah sa-
tu dari masalah sosial-politik yang sangat penting, dan lambat atau
cepaf 2kan dimintakan penyelesaiannya. ?Pengalaman di India dan Pi-
lipina menunjukkan bahwa corak terlalu Barat pada pendidikan
untuk Bumipufera ternyata tidak dapat dipertahankan.

Sebelum masalah itu mendapat giliran untuk ditangani, menurut
Gubernur Jenceral sudah ada satu dua hal yang telah dikerjakan. Ia
mehyambut dengan sangat baik, bahwa dalam hubungan dengan pengajar-
an bahasa Belanda dan sejarah &iadakan peninjaﬁan secara mendasar
terhadap buku-buku bacaan dan pelajaran untuk HIS. Diharapkannya
bahwva pekerjaan itu seyogianya dilaksanakan dengan cepat dan tidak
hanya oleh unsur-unsur serba-pejabat pemerintah. Karena itu diang-
gap langkah yang baik adanya pembentukar suatu panitia atas usul
"Bataviaasch Genootschap ven Kunsten en Wetenschappen', seperti dibe-
ritahukan dalam suret Pj. Fenasehat Urusan Bumiputera tanggal 13
Januari 1528 nomor J/19 Rahasia. Usul Direktur Pendidikan dan Aga-
ma dalam surat 24 Janueri 1928 nomor Ax5/1/18 untuk juga melibatkan
bantuan beberapa orang intelektuil Bumiputera terkemuka ditanggapi
dengan penuh simpati oleh Gubernur Jenderzl.

Usul mengenai bahasa lelayu untuk dipertimbangkan supaya dite-
tapkan sebagai mata pelajaran fekultatif di HIS di tempat-tempat
tertentu telah diberitahukan cara penanggulangannya melalui surat
Sekretaris Pemerintzh {Negara) I tanggzl 5 Desember 1927 nomor 2444/
A2 dan perlu dimintakan pendapat beberapa orang RBumiputera terkemu-
ka yang berminat dan ada di luar ikaton serba-pejabat kepegawaian

pemerintah.
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Akhirnya Gubernur Jenderal minta, supaya diadakan hubungan de-

ngan pemimpin Taman Siswa untuk ditawari subsidi dengan sedapat-da-

patnya tanpa ikatan mengenai kurikulum dan sebagainya.

SEKOLAH DAN ORGANISASI PEMUDA BUMIPUTERA

Dari Direktur Pendidikan dan Agama (J. Hardemén) kepada Gubernur
Jenderal: (De Graeff), 11 Desember 1928 '

Direktur Pendidikan dan Agama, J. Hardeman, mendapat pefintah
dari Gubernur Jenderal De Graeff dengan perantaraan surat Sekreta-
ris Pemerintah I tanggal 26 September 1928 nomor 362x/Rahasia, su-
paya memberikan perhatian khusus kepada masalah pengaruh revqlusi—-
oner kepada para remaja Bumiputera, bagaimana caranya memberantas
dengan penuh kebijaksanaan dan dalam hubungan dengan itu meminta
bantuan kepada guru=-guru Eropa dan Bumiputera atas dasar percaya-
mempercayai untuk menyediakan saluran yang mengarah kepada penyele-
saian yang sebaik-baiknya.

Dalam surat kepada Gubernur Jenderal tanggal 11 Desember 1928
nomor Ax 35/5/8/Rahasia, J. Hardeman mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

Beberapa kasus yang terjadi di sekolah menengah memberikan ke-
san bahwa para guru tidak selalu bersikap sebagaimana mestinya ter-
hadap kelakuan para murid dalam hubungan perhatian mereka kepada
pergerakan nasional. Sejak tahun 1927 J. Hardeman sudah siap dengan
konsep Surat Edaran kepada para kepala sekolah yang telah ditetap-
kan untuk menerimanya, tetapi surat edaran itu tidak jadi dikirimkan
karena dikhawatirkan skan mengakibatkan efek yang tidak diharapkan
berhubung dengan terjadinya peristiwva-peristiwa politik pgda waktu
itu, dan keresahan yang ditimbulkan dalam golongan penduduk Eropa.

Sejak itu diadakan konpecrensi-konperensi untuk membahas secara
terperinci tugas para guru sekolah MULO dalam menghadapi pendidikan

murid di luar sekolah. Konperensi diadakan sebagian di bawah
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pimpinan J. Hardeman dengan para Direktur Sekolah MULO negeri dan
.swasta bersubsidi.

Sebelum ada nota Van der Plas dikandung maksud lagi untuk
mengadakan surat edaran, karena kunjungan pada MULO dengan asrama
di Purwokerto dalam bulan Agustus 1928 diketahui bahwa beberapa gu-
"ru mempunyai pendirian yang bukan-bukan dalam sikap menghadapi ke-
hidupan para murid di luar sekolah.

Dalam hubungan itu oleh J. Hardeman dengan bantuan Pj. Direk=-
tur Urusan Bumiputera yang dahulu, disusun suatu konsep surat edar-
an untuk disampaikan kepada para Kepala Sekolah dan asrama yang me-
merlukannya. Tujuannya ialah untuk dijadikan tuntunan. bagi mereka
dan guru-guru dari sekolah dan asrama yang bersangkutan, agar mere-
ka mendapat petunjuk dalam sikap mereka menghadapi perhimpunan-per-
himpunan pemuda Bumiputerz (Indonesia). yang di dalamnya mungkin
ikut aktif para remaja yang dipercayakan kepada bimbingan para guru
itu.

Konsep surat edaran itu dilampirkan untuk dipertimbangkan oleh
Gubernur Jenderal dan jika isinya sudah mendapat persetujuan akan
diedarkan kepada Kepala-kepala sekolah dan asrama seperti-dimaksud-
ken di atas. Pokck-pokok isinya adalah sebagai berikut:

Telah beberapa kali terjadi kesulitan dalam hubungan antara
kepala sekolah, pemimpin:asrama, dan atau guru-guru di sekolah-seko-
lah dengan para remaja yang sudah akil balig dan“meningkat kepada
kedewasaan sebagai akibat dari kegiatan perkumpulan-perkumpulan pe-
muda Bumiputera (Indonesia), yang kebanyakan bergerak di bidang po-
litik atau sangat dekat dengan politik. Di luar peristiwa yang ter-
jedi di dalam sekolah atau asrama, ada gerakan pemuda yang terjadi
di luar sekolah atau asrama. Semulc segalanya berjalan dengan te-
nang, tetapi tiba-tiba hubungan sangat baik itu dikeruhkan oleh
suasana yang menyakitkan perasaan dan mengacaukan hubungan yang su-
dah terjalin dengan erat. Sudah barang tentu gerakan pemuda sekolah
memerlukan bimbingan yang termasuk tanggungan para petugas sekolah

~den asrama tanpa merugikan para remaja yang dipercayakan .kepada
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mereka. Tugas itu pertama-tama memberikan pengajaran tetapi
tidak boleh dipisahkan dari pendidikan karena tanpa pendidikan ti-
dak akan berguna.

Dalam hubungan dengan hal di atas dijelaskan pandangan peme-
rintah mengenai tuntutannyavkepada‘paré pemimpin sekolah dan asrama
untuk mengambil tindakan-tindakan dengan bijaksana dalam menghadapi
peristiwa-peristiwa seperti di atas. i

Ciri sekolah untuk umum (openbare school) membawa konsekwensi
‘untuk berada di luar politik., Bagi murid-murid sekolah dalam umur-
nya yang: belum matang untuk memperbincangkan masalah politik, ba-

- nyak kesibukan dengan masalah tersebut dan akan merugikan studi me-
reka. Dengan sendirinya sudah jelas bahwa menyelenggarakan rapat-
rapat. politik di sekolah atau-di 4Frama tidak dapat diijinkan. Te-
tapi hal itu tidak berarti bahwa setiap perhatian secara pasif atau
aktif dari pihak murid-murid kepada organisasi pemuda harus dipan-
dang jahat atau harus dicurigai. Namun dapat dipahami dan karena
itu juga dapat dibenarkan untuk bertindak terhadap perbuatan yang
berlebihan yang merugikan sekolah, tetapi harus diingat bahwa tin-
dakan kurang bijaksana dapat merusak banyak, teristimewa apa-~
bila ditujukan kepada perkumpulan yang secara resmi diakui dan mu-~
rid-murid menjadi anggotanya dengan seijin orang tua mereka. Kare-
na itu diharapkan tidak boleh diadakan rapat-rapat remaja di seko-
lah atau di asrama sebelum acaranya disetujui oleh pemimpin seko-
lah atau asrama, sedangkan rapat-rapat demikian harus selalu
dihadiri oleh seorang guru atau lebih agar daﬁat diambil tindakan,
jika dipandang perlu.

Para pemimpin asrama diharapkan untuk selalu mencamkan bahwa
mereka sedapat mungkin terhadap murid-murid asrama bersikap sebagai
pengganti orang tua mereka. Pemimpin asrama seyogianya mengetahui
peri-laku para remaja juga di luar asrama. Jika ternyata
bahwa murid-murid terlalu aktif mengambil bagian dalam pergerakan,
hendaknya secara langsung diadakaq hubungan dengan orang tua mereka

atau wali dan ditunjukkan kepada mereka akibat yang dapat merugikan
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anak didik. Tetapi janganlah ditanggapi terlalu serius perbuatan
berlebihan para remaja yang wajar dalam hubungarn dengan usia mere-
ka. Cara mengatasi harus melalui percakapan dari hati ke hati dan
percaya-mempercayai.

Dengan sendirinya juga jelaé bahwa murid yang mengacau tidak
dapat dibiarkan. Demikian juga bacaan yang isinya merusak tidak
dibolehkan beredar. (Yang termasuk ke dalam bacaan yang dimaksud-
kan, a.l. majalah "Indonesia Muda"). ‘ :

Sekalipun diharapkan dengan sangat supaya selalu'ﬁaspada se-
yoglanya jangan terlalu banyak ikut campur schingga akan sangat
mudah menimbulkan perlawanan. Tetapi sekali-kali tidak boleh diar-
tikan bahwa kita bersikap acuh tidak acuh terhadap apa yang dipi-
kirkan dan dirasakarn para murid, ‘ Bimbingan bijaksana dalam
masa pembentukan watak bagi para remaja sekolah ini dapat menghin-
darkan malapetaka yang tidak dapat diperbziki lagi. Bimbingan ini
diharapkan hanya dari para pendidik yang harus pandai merebut ke-
percayaan murid-murid yang dapat diperoleh dengan menunjukkan per-
hatian hangat dan ikut merasakan dengan penuh pengertian ber-
sama dengan mereka serta membuka diri bagi banyak persoalan yang
sulit yang pada masa ini dipikirkan dan dirasakan oleh para rema-
ja.

Demikianlah pokok-pokok isi surat edaran tersebut.

PENCAWASAN (SUPERVISI) PEMERINTAH
ERHADAP_SEKOLAY SWASTA TIDAK BERBANTUAN (BERSUBSIDI)

=]

Dari Direktur Pendidikan dan Agama (J. Hardeman) dalam surat tang-

gal 23 April 192¢ kepada Gubernur Jjenderal (De Craeff)

Dikemukakan bahwa pada waktu ia mulai memangku jabatannya ti-
dak ada penyelesaian masalah mengenai kemungkinan pembatasan sekolah

liar, yang pengajarannya tidak bermutu dan bersifat secara langsung

berbahaya di bidang politik. Setelah mengadakan penelitian dengan
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angket, ia mengutarakan pendapatnya mengenai masalah tersebut seba-
gal berikut.

Secara prinsipiil ia lebih suka untuk menetapkan syarat-syarat
yang dituntut sebagai wewenang yang diperlukan untuk juga mengajar
di sekolah = = 1lain daripada di sekolah Eropa. Hal ini teristimewa
dikenakan kepada sekolah dimana diajarkan bahasa Bélanda, karena
justru di sini dikhawatirkan ada bahaya besar yang disebabkan oleh
penghargaan . tinggi kepada pehgajaran bahasa Belanda di ka-
lgﬁggn luas masyarakat Bumiputera. Tetapi masalahnya di_samping se~-
'gi prinsipiil mempunyai ségi praktis . yang tidak selaras dengan tun-
tutan syarat kewenangan.

Yang perlu ditonjolkan ialah bahwa masalahnya di sini bukan
lagi mengenai pengamanan masyarakat terhadap pehdidikan yang berbaha-
&a di bidang politik. Penetapan syarat kewenangan yang dituntut dari
guru sekolah swasta tidak bersubsidi harus bertujuah untﬁk melin-
dungi orang yang membutuhkan pendidikan, tetapi tidak tertampung di
sekolah yang diurus pemerintah, terhadap pendidikan yang mutunya ren-
dah. Sudah barang tentu terdapat alasan kuat yang adil di sini untuk
membatasi pemberian'pendidikan bagi orang-orang bukan Eropa. Tetapi
J. Hardeman menganggap kurang bijaksana untuk mengeluarkan larangan
mengajar. Ia memberikan penjelasan sebagai berikut:

a. Penetapan tuntutan syarat wewenang akan merupakan rintangan be-
sar bagi prakarsa bebas dari swasta dan dilihat dari sudut po-
litik harus juga dianggap sangat tidak bijaksana terhadap orga-
nisasi nasionalistis di bidang pendidikan dan organisasi seko-
lah lain dengan maksud baik seperti pergerakan perguruan
Taman Siswa yéng dipimpin oleh Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar
Dewantara), dengan tujuan menyelenggarakan pendidikan ber-
jiwa nasional tanpa merongrong kekuasaan pemerintah, tetapi ti-
dék seﬁendapat dengan sistim pendidikan dari pemerintah, dan
karena itu secara prinsipiil tidak mau meminta éubsidi, agar
supayavdengén bebas dapat mengejar cita-cita pendidikannya me-

nurut konsepsi sendiri.
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b. Meskipun pengajaran di berbagai sekolah liar dalam pandangan
peﬁerintah sangat rendah mutunya dan sering kali meminta pe-
ngorbanan keuangan yang besar dari para orang tua, dari jum-
lah murid yang relatcif besar ternyata dihargai oleh para
orang tua murid. Dalam hubungan dengan kebutuhan pendidikan
yang biasanya subyektif berupa pengetahuan bahasa Belanda
tidak dapat dipuaskan sepenuhnya oleh sekolah negeri atau se-
kolah swasta bersubsidi, maka setiap hambatan yang seharus-

. nya tidak diadakan olch pemerintah, menimbulkan kebencian dan

oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pergerak-

_an rakyat Bumiputera akan dipergunakan untuk menyebarkan be-

nih rasa tidak senang.

c. Dengan menentukan syarat kewenangan yang tidak mengakibatkan
_penutupan semua sckolah liar, maka menjadi keharusan untuk
mengakuil ijazah (diploma) yang sebenarnya tidak merupakén ja-
minan cukup untuk memberi pendidikan yang baik. Ada ba-
haya yang dapat ditimbulkan bahwa diploma tersebut nilainya
untuk wewenang mengajar akan dihargai oleh umum lebih tinggi

~daripada nilai intrinsiknya. ilal ini akan disalah-gunakan

oleh yang berkepentingan untuk membuat pendidikan tidak
bermutu menjadi laku. Penetapan syarat kewenangan tersebut .
akan merampas mata pencaharian dari banyak orang yang bekerja
sebagai guru di sekolah liar walaupun pekerjaan itu bagi se-
bagian besar tidak memberi banyak penghasilan. Kebanyakan
guru ini, meskipun tidak berwewenang atau tidak cukup herwe-
wenang, berusaha dengaen maksud baik untuk memberikan kepada
murid-muridnya pengetahuan yang dimilikinya.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, J. Hardeman menasehatkan
untuk sementara tidak membuat peraturan pembatasan kebebasan sekolah
1iar dan lebih baik mengambil sikap menunggu dan memperhatikan per-
kembangan lebih lanjut,
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100, Saran dari Dewan Hindia Belanda, tanggal 4 Oktober 1929

Dewan Hindia Belanda (Raad van Nederlands-Indié) dalam saran-
nya tanggal 4 Oktober 1929 nomor XXII, menimbang mutlak perlu un-
tuk mengadakan tindakan pembatasan guna melindungi perorangan dan
masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu rendah. Menurut per-
timbangannya saran J. Hardeman sebagai Direktur Pendidikan dan A-
gama tersebut di atas tidak tepat. Pendapat J. Hardeman, bahwa
tuntutan syarat kewenangan dari guru sekolah swasta tidak bersub-
sidi hanya bertujuan untuk melindungi orang yang membutuhkan pen-
didikan tetapi tidak tertampung di sekolah yang diurus pemerintah.
Terhadap pendidikan yang rendah mutunya tidak dapat diterima be-
gitu saja, karena diragukan apakah cukup diperhatikan gangguan
sosial yang tidak dapat diperhitumgkan yang ditimbulkan oleh pen-
didikan buruk, teristimewa sekali oleh perdidikan Barat, da-
lam pergaulan hidup kolonial. Perhatian Dewan di sini tidak ditu-
jukan kepada kegiatan organisasi sekolah yang nasionalistis dan
yang lain, dimana menurut J. Hardeman keharusan bagi pengajarnya
untuk memenuhi syarat-syarat kemampuan tertentu dipandang dari su-
dut politik merupakan hambatan yang tidak dapat dianjurkan. Menu-
rut Dewan dapat diduga bahwa para pemimpin organisasi tersebut
akan makin beranggapan, bahwa sebagal syarat untuk mensukseskan
usaha mereka sendiri, mereka harus menyediakan pengajar-pengajar
yang cakap bagi sekolah mereka. Dan mereka itu tidak perlu merasa
dirugikan dengan diadakannya syarat-syarat yang diatur secara legal
asal penerapannya diusahakan dengan peraturan yang luwes.

Menurut Dewan, bahaya besar tersembunyi dalam sekolah
yang oleh sembarang orang dijadikan sumber penghasilan., Oleh Dewan
dikutip saran yang disampaikan oleh G. van der Veen sebagai anggota
dengan pelimpahan wewenang (gedelegeerd 1id) Dewan Pendidikan dalam

" nota tanggal 10 April 1924 nomor 1148. Sekolah-sekolah terse-
but dalam nota itu, dianggap sebagai 'perdagangan belaka" dan didi-
rikan oleh kaum muda yang biasanya telah gagal dalam studi di Kweek
school, OSVIA, MULO, STOVIA, dsb., kemudian mereka itu mencari
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sumber penghidupan dengan mengajar. Dengan cara lihai dibuat
reklame untuk sekolah yang didirikan. Sekolah seperti ini merupa-
kan ancaman bahaya yang tidak boleh diremehkan bagi perkembangan
kemajuan rakyat. Oleh Dewan dikemukakan bahwa dalam nota J. Har-
deman, 23 April 1929 dilaporkan bahwa jumlah sekolah liar telah na-
ik hingga 573, diantaranya dengan program pelajaran dalam bahasa
Belanda. Sejak dibentuk organisasi pendidikan rendah Barat (dan
MULO) baru lewat kira-kira 15 tahun dan Dewan melihat dengan khawa-
tir dalam perkembangannya, bahwa dalam waktu singkat apabila
puluhan ribﬁ orang Bumiputera terdidik secara Barat dengan
sia-sia mencari pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya dan de-
ngan bebas menjadi guru, sehingga dengan demikian memperoleh mata
pencaharian; yang akan mengékibatkan kerugian belaka tidak hanya
kepada para murid, tetapi juga kepada seluruh masyarakat. Pemerin-
tah tidak boleh berdiam diri bahwa sebagian besar dari generasi
yangvsedang tumbuh dalam jumlah yang makin besar dirusak pendidik-
annya dan dijadikan komponen berbahaya dari masyarakat oleh
guru-guru yang sama sekali tidak berwewenang, karena mereka ini
terpaksa terjun di bidang pendidikan oleh sebab tidak mampu memper-
oleh mata pencaharian lain, |

Dewan tidak dapat menyetujui pandangan J. Hardeman bahwa pe-
merintah harus bersikap menunggu dan untuk sementara memperhatikan
kelanjutan perkembangan sekolah liar. Menurut Dewan, sekolah se-
perti ini akan bertambah banyak dan akan berkembang menjadi terus
makin buruk. Maka Dewan memberikan saran agar melindungi kepen-
tingan perorangan dan masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu
rendah, dianggap mutlak perlu untuk mengadakan pembatasan terhadap
kebebasan mengajar di sekolah liar. Dengan sistim penentuan per-
syaratan untuk wewenang mengajar dapat diharapkan memperbaiki mutu
pendidikan. Tujuan utama dari peraturan legal ialah untuk memba-
tasi pendidikan yang kurang bermutu. Akan banyak dapat dica-
pai jika tidak setiap orang pandai dan pandir dibolehkan
menjadi guru. Peraturan tersebut jika disusun secara luwes seja-

uh diperlukan, akan dapat disetujui oleh orang-orang yang
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berkemauan baik, juga di dalam Dewan Rékyat. Oleh Dewan dinasehat-
kan untuk mempersilahkan Pejabat Direktur Pendidikan dan Agama meng-
garap masalah tersebut, tetapi terlebih dahulu persoalan yang me-
nyangkut pendidikan Barat, seyogianya dipertimbangkan dengan Komisi
Pendidikan Bumiputera-Belanda (Hollandsch Inlandsch Onderwijs Com-

missie). :

BAHASA MELAYU DI HIS
(HOLLANDS INLANDSE SCHOOL)

Pj. Direktur Pendidikan dan Agama (B.0.J. Schrieke) kepada Gubernur

Jenderal (De Graeff), 14 September 1929

Di HIS bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda. Sejak didi-
rikannya bahasa daerah diajarkan dan juga bahasa Melayu. Keluhan
timbul di daerah-daerah yang penduduk aslinya tidak berbahasa Mela-
yu (bukan suku Melayu) karena murid-murid terlalu banyak dibebani
pelajaran bahasa. Bagi murid-murid kelas rendah beban itu terlalu
berat. Dengan adanya keluhan itu maka dalam tahun 1920 dimintakan
pertimbangan kepada Dewan Hindia-Belanda kebijaksanaan apa yang per-—
lu diambil terhadap pengajaran bahasa Melayu. Dalam tahun 1921 na-
sehat diberikan dan ternyata mayoritas anggota Dewan berpendapat
bahwa bahasz Melayu“yang bukan bahasa daerah bagi murid ditiadakan
sebaczi mata pelajaran., Meskipun mereka mengakui nilai sosial-eko-
nomis bahasa Melayu sehingga dibutuhkan dalam pergaulan umum, mere-
ka beranggapan bahwa pengetahuan tentang bahasa itu dapat diperoleﬁ
dengan cukup di luar sekolah.

Direktur Pendidikan dan Agama, J. Hardeman, dalam surat kepada
Cubernur Jenderal De Graeff tanggal 8 Oktober 1927 nomor B.50/2/23
minta petimbangan untuk mengadakan percobaan bahasa Melayu sebagai
mata pelajaran fakultatif di HIS dan menetapkan jam pelajaran di
empat kelas tertinggi setiap minggu: 2, 2, 1 dan 1 serta pengajar-

an diberikan dalam waktu sekolah biasa. Murid-murid yang tidak
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mengikuti pelajaran bahag ¢ glayu akan diberi latihan pekerjaan ta-
ngan, senam, menulis iy 4h, dan lain-lain, sedangkan jam yang men-
jadi kosong akan digut®kan untuk pelajaran bahasa Belanda. Selain
itu'pengajaran bahasa Melayu akan disesuaikan dengan kegunaan yang
lebih praktis.

Dewan Hindia~Belanda memberikan saran, bahwa sebelum mengambil
keputusan untuk mengadakan percobaan tersebut, supaya'lebih dahulu
mengenai masalah tersebut diadakan angket di antara para Bupati di
Jawa dan Madura, dan khusus dimintakan pendapat mengenai kegunaan
sosiai pengajaran bahasa Melayu. Jﬁga akan dimintakan pendapat pa-
ra kepala pemerintahan daerah, seperti Gubernur dan Residen.

Setelah Gubernur Jenderal menyetujui saran Dewan Hindia-Belan-
da itu (B.G.S. 5 Desember 1927 nomor 2444/A2), demikian Pj. Direk-
tur Pendidikan dan Agama, B.0.J. Schrieke dalam surat kepada Guber-~
nur Jenderal De Graeff tanggal 14 September 1929 nomor B.50/4/16,
dikirimkan daftar pertanyaan kepada Gubernur Jawa Barat, para Resi-
den di Jawa Tengah dan Jawa Timur (di luar daerah-daerah swapraja
Solo dan Yogya), Gubernur Sulawesi dan daerah bawahannya dan Residen
Tapanuli, diminta supaya daftar isian jawaban untuk Jawa dan Madura
diisi oleh para Bupati, sedangkan untuk Sulawesi dan Tapanuli diisi
oleh para Kepala Distrik, pembantu pemerintahan di daerah dan Kepala
(tokoh) masyarakat., Selain itu dikirimkan daftar pertanyaan kepada
14 orang Bumiputera terkemuka dalam pergerakan‘nasional dan pengurus
perkumpulan-perkumpulan, Kepada Balai Pustaka diminta bantuan untuk
mempublikasikan daftar angket dalam pers Indonesia.

Jawaban yang terkumpul diikhtisarkan sebagai berikut. Dari pa-
ra Bupati ada 32 orang menganggap bahasa Melayu di HIS perlu diper-
tahankan (Jawa Barat 4, Jawa Tengah 9, dan Jawa Timur 19); 25 orang
menghendaki bahasa Melayu masih diharapkan (Jawa Barat 8, Jawa Tengah
8, dan Jawa Timur 9): 13 orang menimbang bahasa Melayu tidak perlu
dipertahankan (Jawa Barat 3, Jawa Tengah 5, dan Jawa Timur 5);

4 orang tidak menghendaki bahasa Melayu (Jawa Barat).
Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Jawa Tengah menyetujui pengha-

pusan pelajaran bahasa Melayu, sedangkan Gubernur Jawa Timur
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menyetujui untuk terus diadakan., Gubérnur Sulawesi dan Reéiden Ta-~

panuli dengan pembantunya dalam pemerintahan Eropa dan Bumiputera

menyatakan pendapat untuk mempertahankan ﬁéﬁgajaran bahasa Melayu.
Orang dalam pergerakan nasional dan pengurus perkumpulan-per-

kumpulan yang dikirimi daftar pertanyaan ialah:

1. Dr. R.T.Radjiman Wediodiningrat, di Solo
Ki Hajar Dewantoro, di Yogyakarta
Dr. R.Sutomo, di Surabaya (dosen NIAS)

°

R.M. Sosrokartono, di Bandung (Direktur MULO Taman-Siswa)

M. Sutedjo, guru HIS II di Semarang

M. Dwidjowarsito, Kepala HIS dengan Qur‘an di Solo
Maliku Suparto, idem di Solo

M. Sugeng, Kepzla Sekolah Adhi Darmo

O 0O NN O B & W N
.

[} . g
M. Suriodiputro, Pemimpin Taman® Siswa di Semarang
M. Suriadiradja, guru Institut Bahasa-Bahasa Daerah dan Ilmu

=
o

Bumi dan Bangsa-Bangsa (Institut Kats), di Jakarta,
11. A.W. Karyoso, di Solo
12, P.G.H.B. (Persatuan Guru Hindia-Belanda), di Solo
13, H.K.S.-Bond, di Jakarta
14. Kweekschool-Bond, di Yogyakarta

Dari nomor 4, 7, 8 dan 9 tidak diterima jawaban. Nomor 2 me-
nyampaikan jawabannya dengan perantaraan Penasehat Urusan Bumipute-
ra. Hanya nomor 2 dan nomor 10 ﬁenyatakan supaya bahasa Melayu te-
tap diajarkan di HIS.

Oleh pimpinan Balai Pustaka dikirimkan ikhtisar 40 artikel da-
ri pers Indonesia. Dari pengarangnya, 25 orang mempertahankan mata
pelajaran bahasa Melayu, 11 orang menentang, sedangkan 4 orang me-
nunjukkan jalan tengah.

Jika dibuat neraca dari data yang terkumpul melalui angket itu
didapat gambaran, yang barangkali hanya mempertajam perbedaan pen-
dapat. Mayoritas dari para Bupati mempertahankan pelajaran bahasa
Melayu dengan kecenderungan antara wajib dan fakultatif, mengurangi
jam pelajaran atau lebih disesuaikan dengan kebutuhan dalam praktek.
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Dua orang Gubernur menyokong penghapusan, sedangkan seorang memper-
tahankan. Dari perorangan dalam pergerakan nasional dan pengurus
perkumpulan sebagian besar menyatakan untuk menghapuskan, sedang-
kan pendapat pers nasional menolak penghapusan. Bahasa Melayu pada
waktu itu sedang berkembang menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa
persatuan, v

Menurut Schrieke tidak dapat diambil kesimpulan dengan begitu
saja sebagai keputusan berdasarkan mayoritas suara, karerna nilai
bobot suara berbeda-beda. Misalnya seorang Bupati (dari Bangkalan-
Madura) menéisi daftar angket dua kali, yakni dalam bulan Juli 1928
dan Pebruari 1929, Menurut jawaban pertama, ia menganggap ti-
dak ada gunanya mempertahankan mata pelajaran bahasa Melayu, sedang-
kan menurut jawaban - kedua ia menyatakan bahwa seyogianya di-
ajarkan bahasa Melayu, tetapi hanya di dua kelas tertinggi. Atau
yang lain kurang mengerti pertanyaan atau secara ceroboh memberikan
jawaban dengan menuliskan ''ya', sedangkan maksudnya "tidak". De-
ngan memperhatikan lebih jauh dan mengadakan analisa lebih kritis
pendapat-pendapat yang dinyatakan oleh para responden, dapat diada-
kan penggolongan pendapat ke dalam tiga kategori, yaitu (1) dari
para Bupati, (2) kaum nasionalis, dan (3) para guru.
(1) Para Bupati

Kebanyakan para Bupati melihat dari sudut keperluan peme-
rintahan menyarankan bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib,
dengan tegas menyatakan supaya diadakan penyederhanaan dalam peng-
ajaran bahasa Melayu dan menghendaki peningkatan pengajaran bahasa
Belanda. Hanya ada dua orang Bupati - menggunakan bahasa Melayu
dalam memberikan jawaban. Penghargaan kepada bahasa daerah (sendi-
ri) ternyata lebih kurang daripada kepada bahasa Belanda, Yang
menghendaki penghapusan bahasa Melayu dari program pelajaran di KIS
hanya ada beberapa orang, yang menginginkan supaya jam-jam yang
menjadi kosong digunakan untuk mata pelajaran bahasa daerah. Bahkan
salah seorang menolak penghapusan mengusulkan untuk meniadakan
mata pelajaran bahasa daerah. Pendidikan yang dialami oleh para Bu-

pati ada pengaruhnya kepada pemberian jawaban. Para Bupati dengan
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pendidikan dari sekolah model lama pada umumnya cenderung untuk
mempertahankan bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib. Mereka
yang berpendidikan lebih modern menyetujui penghapusan dan melihat
‘tidak ada kesukaran untuk belajar sendiri bahasa Melayu. Pada .
umumnya para Bupati berpendapat, bahwa pengajaran bahasa Melayu
Riau cangat knrang diarahkan kepada kebutuhan dalam praktek kehi-
dupan sehari-hari. Karena itu, mereka yang melihat tidak ada kegu-
naannya dalam praktek, mempunyai alasan untuk menghapuskannya. Yang
lain meaganjurkan penyederhanaan. Menurut pengalaman Komisi HIS,
untuk pengangkatan juru tulis pembantu di mana-mana dijatuhkan pi~
lihan kepada tamatan HIS, kendatipun pengetahuan bahasa Melayu me-
reka kurang. Meskipun surat tanda tamat belajar sekolah kelas dua
memenuhi syarat untuk pengangkatan, nereka sekalipun lebih mahir
menggurikan bahasa Melayu tidak diterima lagi.

(2) Xaum Nasionalis

:Dalawr tahun 1921 oleh Balai Pustaka telah dikumpulkan pendapat

pers Indonesia mengenai pengajaran bahasa Melayu di HIS. Begitu
pula pada tahun 1928 telah dikumpulkan lagi pendapat pers mengenai
hal yang sama. Jika diadakan perbandingan, maka segera diketahui
perbedaannya yang prinsipiil. Dalam tahun 1921 dikeluarkan suara
menentang berdasarkan pertimbangan sosial-ekonomis, tetapi dalam
tahun 1928 suara itu dipenuhi dengan tuntutan politik. Bukankah
sejal tahur 1928 itu bahasa Melayu sedang menjadi '"Bahasa Indone-
sia', Mayoritas pers nasional di Bandung, dimana PNI di bawah pim-
pinan Ir. Soekarnoc mempunvai pengaruh sangat besar kepada pers In-
donesia, menyerukan bahwa persatuan nasional akan dibahayakan, jika
mata pelajeran bahasa Melayu dihapuskan. Lebih baik yang dihapus-
kan pengajaran bahasa daerah. Menurut Ir, Soekarno, perbedaan ba-
hasa tidak akan menghalangi persatuan Indonesia, tetapi makin dise-
bar-luaskannya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia akan lebih
mempercepat pencapaian kemerdekaan. Orang yang tidak pandai berba-
hasa Melayu tidak dapat menangkap pidato-pidato para pemimpin rak-

vat atau wengikuti berita-berita dalam koran nasional, dan ia
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sendiri tidak dapat berbicara di muka umum. Penghargaan kepada ba-
hasa Melayu dijadikan lambang persatuan Indonesia.

Berbeda dengan kelompok nasionalis dari Bandung yang pengaruh-
nya terbesar kepada pers Indonesia, ialah kelompok dari Solo
(Dr. Radjiman), yang mempunyai ikatan erat dengan kelompok Semarang
(Sutedjo dkk.). Dr. Radjiman dengan kecintaannya kepada kebudayaan
Jawa dan Sutedjo menyarankan penghapusan mata pelajaran bahasa Me-
layu di HIS. Sutedjo mempunyai alasan pedagogis dan ~disetujui
oleh Persatuan Guru Hindia-Belanda (PGHB). Dalam artikel majalah
Persatuan Guru Desember 1928 diusulkannya untuk meningkatkan mutu
pendidikan di'ﬁIS, supaya hanya diadakan kursus bahasa Jawa dan Me-
layu pada waktu petang untuk murid-murid kelas enam dan tujuh saja.
Pengetahuan bahasa Belanda harus diperdalam supaya kelas persiapan
di MULO dapat diiiadakan{ Kelompok Surabaya dalam "Soeloeh Rajat
Indonesia" 27 Juni 1928 nomor 26 menghargai kegunaan bahasa Melayu
dan berpendapat tidék'édé keharusan menghilangkan mata pelajaran
bahasa Melayu di HIS, tetapi pengajaran bahasa Belanda harus ditam-
bah. Dr. Sutomo sependapat dengan Sutedjo yang mengutamakan ke-
pentingan murid HIS untuk melanjutkan belajar. Iamenginginkan pem-
batasan pengajaran bahasa Melayu sampai di sekolah desa dan sekolah
kelas dua saja (kemudiaﬁ diajarkan di MULO). Supaya orang Bumipu-
tera mencapai derajat | sama dengan orang Eropa, segala rintang-
an harus ditiadakan, Jika perlu untuk mencapai tujuan itu baha-
sa dan kebudayaan daerah boleh dikorbankan., Jam untuk mata pelajar--
an bahasa Melayu harus disediakan untuk pengajaran bahasa Belanda,
sehingga tamatan HIS mendapat persamaan hak dan tidak ketinggalan
dengan tamatan sékolah gendah Eropa. '

(3) Para Guru Bumiputera

Kelompok pendapat ketiga ialah dari para guru Bumiputera. Me-
nurut Schrieke, pada waktu ia masih bekerja di Biro Urusan Bumipu-
tera (1917-'23) dalam kongres-kongres PGHB yang dengan teratur di-
hadirinya, setiap tahun dibicarakan pengajaran bahasa daerah dan
Melayu, dan péda waktu itu makin santer diperdengarkan suara menen-

tang. Dalam tahun 1921 dan 1922 Kweekschool-Bond telah menyatakan
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secara positif untuk menghapuskan mata pelajaran bahasa Melayu di
HIS dan memanfaatkan jam pelajaran yang menjadi bebas untuk bahasa
Belanda. Dalam tahun 1926 juga PGHB (yang kemudian bernama PGI =
~Persatuan Guru Indonesia) melalui referendum diantara para anggota-
hya mémgtuskan seperti itu. Dengan keputusan yang secara for-
_ mil dirumuskan sebagai keputusan Kongres PGHR, Budi Utomo juga da-
.‘iagyKQngresnya dalam tahun 1926 menyatakan dukungannya. Dalam
‘_kongres Paguyuban Pasundan (31 Maret - 1 April 1929) dén dalam ra-
pat Sekar Rukun pada tanggal 7 Oktober 1928 di Jakarta suara—sﬁara
berbeda sedemikian rupa, sehingga pengurushya mengajukah kepada pe-
merintah untuk mempertimbangkan membentuk suatu panitia pgpelitian.

Keputusan PGHB bobot nilainya menjadi lebih besar, kéfengyper-
himpunan guru yang mula-mula bersifatlumﬁm itu dalam perkembangan-
nya menjadi federasi perkumpulan khusus dari guru-guru Indonesia
sejak tahun.1926, yaitu guru-guru dengan pendidikan yang berbeda-
beda sebagai anggota, misalnya'dari PGB (Persatuan Guru Bantu);:
HKS-Bond, Kweekschool-Bond, Perserikatan Norméalschool, dll. _
PGHB melayani kepentingan umum para anggotanya. Majalah federasihya
yaitu "Persatuan Guru'", membela dengan gigih penghapusan mata pela-
jaran bahasa Melayu di HIS. Dengan sendirinya ﬁengurus tiap perkum-
pulan‘guru masing-masing menganut pendirian itu dalaﬁ mengisibjawab—
an untuk pertanyaan dalam daftar angket yang diedarkan oleh Departe-
men Pendidikan dan. Agama. k

Pendapat di atas itu bukan dari semua guru secara pribadi, te-
tapi sebagai kelompok dalam organisasi mereka mempunyai satu penda-
pat. Kendatipun pada waktu itu sedang menyala semangat nasionalisme
Indonesia, mereka sependapat untuk menghiiangkan mata peléjaran
bahasa Melayu di HIS. Pendapat umum gufd~guru Indonesia'itu tidak
boleh dianggap sebagai keputusan PGHB secara tergesa—geéa dan tanpa
dilandasi pertimbangan matang jika diingat sejarah perkembang-
annya yang bertahun-tahun.

Menurut Schriecke, setelah diketahui suara--suara yang pro dan

kontra, maka pemerintah harus mengambil keputusan untuk menghilangkan
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ketidak-pastian yang mengambang dalam masyarakat Bumiputera menge-
nai dunia pendidikan. Tetapi lebih dahulu dikemukakan beberapa
afgumeﬁ yang bersifat lugas, terutama yang berasal dari pengalaman
Komisi HIS. Dalam menilai pendapat mengenai keharusan atau sebaik-
nya dipertahankannya pengajaran bahasa Melayu di HIS harus diperha-
tikan adanya perbedaan pendapat mengenai pengajaran di HIS sebagai
pengajéran terakhir atau untuk meneruskan belajar di sekolah yang
lebih tinggi. Kebanyakan para Bupati melihatnya dari sudut syarat-
syarat yang harus dipenuhi oleh para tamatan HIS untuk meﬁcari ka-
rier dalam pemerintahan; PGHB dan kelompok Sutomo memandangnya
dalam hubungan dengan kepentingan murid untuk melanjutkan belajar.

_ kPada mulénya pemerintah kolonial Hindia-Belanda mengadakan HIS
dengan tujuan menciptakan suatu tipe tenaga kerja, sehingga mula-
mula pendidikan di HIS dianggap sebagai jenjang pendidikan terakhir.
Tetapi dalam perkembangan kemudian HIS menjadi landasan untuk mene-
ruskan sekolah. Dalam tahun 1321 di Jawa ada 12 MULO negeri dan
3 MULO swasta bersubsidi, yang pada waktu itu sebagian belum ber-
produksi penuh. Sejak tahun 1929 ada 25 MULO negeri dan 23 MULO
swasta bersubsidi. Di samping itu ada sejumlah MULO swasta belum
bersubsidi. Dalam tahun 1920 dan 1921 di Jawa yang lulus ujian
akhir MULO hanya 41 dan 65 anak Bumiputera, tetapi dari 1922 sampai
1927 jumlah itu naik berturut-turut menjadi 98, 194, 225, 288, 333,
431, dan 484,

HIS berasal dari Sekolah Kelas Satu yang jumlahnya di Jawa pa-
da tahun 1914 ada 82 buah dan dalam tahun itu diubah menjadi HIS,
Dalam periode 1914-1921 jumlahnya bertambah dengan 10 buah dan sam-
pai 1 Juli 1929 naik dengan 17 buah. Di Jawa sejak 1 Januari 1921
ada- 32 buah HIS swasta bersubsidi dan sejak 1 Juli 1929 ada 75 buah.
Selain itu pada 1 Juli 1929 ada 25 buah sekolah peralihan
(schakelschool) negeri dan 12 buah "Schakelschool" swasta bersubsi-
di, dan untuk pertama kali menghasilkan tamatannya dalam tahun 1926.
Dengan mengecualikan kursus-kursus bahasa Belanda, sekolah-sekolah

khusus dan HIS swasta tidak bersubsidi di Jawa dari 1921 sampai 1929
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terjadi tambahan dengan 17 HIS negeri + 43 HIS bersubsidi +
25 "Schakelschool" negeri + 12 "Schakelschool” bersubsidi = 97 se-
' :kolah rendah berbahasa Belanda negeri dan bersubsidi Dalam tahun
1921 ada 53 EIS negerdi + 32 HIS bersubsidi = 125 HIS .negeri dan
2 bers:bsidi, sehiagga Savpai tahun 1929 perkembanganqya menjadi
o 125497 = 222 zekolah tendah berb"wasa Belanda atau terjadi perkem-
bangan kira-kira dua kali lipat. Senanding dengan perkembangan ini
terjadi keraiken jumlah tamatannya;'yang sejak;tahué 1921 otomatis
disamzkan deugan ¥ Lzinambteonaren" (‘\ gawai "Tﬂéah) Jika jumlah ta-
matan it dalem mzsa-1915-1919 rata-ra*a 1000 setiap tahun, dalam
masa 1920-1924 sudah menjadi &ata«rata 2000 setiap, tahun, sedangkan
. dalam tahnn 1925, 1926 dan 1927 berturut turut menjadi 3046, 3265,
dan 3285. (Untuk semua tipe sekolaly rendah Barat negeri dan swasta
termasuk sekolah rendah Eropa (ELS)lberturut-turut 3763, 3831, dan
3851 tamatan murid Bumiputera, dalam masa 19201927 bertambah de-
ngan 25000 taratan dibandingkan deﬁgan 11000 dalam masa 1900-1919).
Kenaikan untuk tahun 1928 di Jawa 2970 dan di luar Jawa 1017, se-
hingga jumlah kenaikan seluruhnya ﬁﬁtuk tahun 1928 ada 3987 atau
hampir 4000, sedangkan jumlah tamaf:ah seluruhnya kira-kira 7000.
Dalam perkembangan tersebut perlu juga diperhitungkan hal-hal se-

bagai berikut di bLawah “ndi:

1) Dari 37 Sekolah Peralihan (Schakelschool) yang ada, baru bebera-
pa yang cudah bLecproduksi, yaitu sebanyak 84 orang tamatan dalam

tahua 19228,

2) Menw“LL leporan Komisi Pendidikan Bumlputera—Belanda, ditemukan
kira-kira 60% dari murid HIS tidak 'sampai tamat, tetapi mereka
itu dalanm waiitu pendek atau panjang telah mendapat’ pengajaran

bahasa Belanda.

3) Oleh kursus-kurzcus bahasa Belanda (dari "Algemeen Nederlandsch
Verbond™), pelajaran pfiﬁat dan sekolah swasta tidak bersubsidi

juga dicebarkan pengetzhuaun bahasa Belanda.
-
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4) Dari penelitian dalam tahun 1927 ternyata bahwa kira-kira 66%
dari populasi HIS tidak berasal dari kalangan masyarakat yang
semula dimaksudkan disediakan HIS untuk kepentingan pendidikan

mereka.

Dengan memperhitungkan faktor-faktor di atas akan jelas, bah-
wa dalam waktu yang cepat penyebaran pengetahuan bahasa Belanda
meresap jauh ke dalam beberaﬁa lapisan masyarakat Bumiputera. Pro-
duksi secara besar-besaran bagi orang Bumiputera untuk berbahasa
Belanda dan dalam hubungan dengan proses Belandanisasi dalam masya-
rakat Eropa di Jawa, mengakibatkan bahwa bahasa Melayu sebagai ba-
hasa penghubung antara kelompok Eropa dengan kelompok In’onesia ma-
kin sangat kurang diperlukan. Juga dalam berbagai cabang perusaha-
an swasta untuk melakukan berbagai macam pekerjaan makin banyak di-
pilih orang Bumiputera yang pandai berbahasa Belanda. Juga orang
yang tidak sampai tamat HIS dengan demikian tidak sia-sia, karena
dalam dinas-dinas swasta penghargaan kepada diploma lebih kurang
diadakan daripada dalam dinas pemerintahan.

Di atas telah dikemukakan, bahwa dalam tahun 1928 kenaikan
tamatan Bumiputera dari semua sekolah rendah Barat berjumlah kira-
kira 4000 dari 7000 tamatan. Menurut perhitungan sementara Komisi,
kebutuhan setahun akan tenaga kerja dari tipe ''kleinambtenaar' dan
yang lebih tinggi ditetapkan 1000 orang. Ternyata, bahwa hanya
persentase yang sangat kecil dari seluruh jumlah tamatan dapat di-
tempatkan dalam dinas pemerintahan dalam negeri. Dalam praktek,
untuk pengangkatan pegawai rendah yang menuntut syarat surat tanda
tamat belajar di sekolah kelas dua, pada umumnya dipilih tamatan
HIS, walaupun kurang mahir dalam bahasa Melayu, sehingga untuk ta-
matan sekolah kelas dua praktis tidak ada kemungkinan untuk diang-
kat. Maka dengan demikian keberatan kebanyakan Bupati (yang menye-
kolahkan anaknya sendiri ke sekolah rendah Eropa) tidak terlalu
berbobot terhadap penghapusan pengajaran bahasa Melayu di HIS.

'~ HIS dalam perkembangannya makin menjadi landasan untuk melan-

jutkan sekolah. Tidak dapat diragukan lagi, bahwa untuk kebanyakan
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orang tua dalam masyarakat Bumiputera, HIS ialah suatu lembaga pen~
didikan yang memberikan persiapan untuk melanjutkan belajar. Kena-
ikan jumlah populasi di HIS terutama mempunyai dua sebab, yaitu

(1) ekonomis, dan (2) psikologis. Faktor ckoncmi dalam hal ini
ialah akibat dari pendapatan rata-rata sangat kecil dari penduduk
Bumiputera dengan disertai kenaikan jumlah penduduk yang pesat, se-
hingga timbul rangsangan untuk mencari mata pencaharian dalam ling-
kungan ekonomi Barat. Tidak dapat diharapkan, bahwa kenaikan popu-
lasi di HIS akan berkurang, kendatipun produksi tipe tenaga kerja
yang dihasilkan mengalami penurunan penghargzan di pacsaran kerja,
karena mereka harus puas dengan menerima jabatan yang lebih rendah
dari pada yang disediakan untuk mereka. Faktor ekonomri ini mendo-
rong mereka seperti yang dialami oleh kelompok Indo-Ercpa, yang pa-
da waktu dulu sudah cukup dengan ijazah tamat sekolah rendah Eropa,
tetapi setelah itu harus bersaing dengan pihak Bvmiputera, sehingga
mereka harus berusaha mencapai diploma yang lebih tinggi. Dalam
hubungan dengan usaha tersebut maka perluasan MULO dapat sejalan
dengan keinginan mereka.

Faktor psikologis timbul dalam usaha di kalangan masyarakat
Bumiputera untuk mencari persamaan dengan orang Eropa. Gejala ini
mendorong orang Bumiputera untuk memberikan kepada anaknya
pendidikan yang lebih baik dan lebih sempurna. Oleh kedua faktor
itu terjadi perubahan dalam corak pengajaran di HIS. Jika tersedia
potensi atau kekuatan finansiil dan lebih-lebih kepasitas intelek-
tuil, maka diusahakan supaya anak melanjutkan sekolah. F=arena itu-
lah Komisi Pendidikan dapat mergkonstatir bahwa corak sekolah ren-
‘dah Barat untuk orang Bumiputera berbeda sekali dengan corak sekolah
rendah di negeri Belanda. Di negeri Belanda hanya 5% dari tamatan
sekolah rendah meneruskan belajar. Sekolah rendah di negeri Belanda
adalah juga sekolah untuk rakyat. Menurut Komisi Pendidikan, berda-
sarkan angka-angka publikasi laporannya yang kedua dapat ditetapkan
bahwa pindahan tamatan HIS yang meneruskan ke MULO untuk tahun 1915/
1919 sebesar 14,4% dan dalam tahun 1927 sebesar 43,9%. Pindahan
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tamatan murid Bumiputera dari sekolah rendah Barat pada umumnya me-
neruskan ke MULO dan sekolah menengah (umum) berjumlah 3,17 dalam
tahun 1910/1914, 217% dalam tahun 1915/1919 dan 45,1% dalam th.1927.
Untuk meneruskan ke sekolah kejuruan dalam tahun 1927 berjumlah
8,8%. Jadi seluruhnya yang meneruskan belajar dalam tahun 1927
berjumlah 45,1% + 8,8% = 53,9%. |

Penelitian khusus yang diadakan Departemen Pendidikan dan Aga-
ma dalam medio 1929 di Jawa dan Madura, menghasilkan persentase
yang lebih tinggi. Dari tamatan HIS di Jawa dan Madura ternyata
tidak kurang dari 76% meneruskan belajar dengan perincian 577 ké
sekolah untuk pendidikan formil umum dan 197 ke sekolah kejuruan,
Angka-angka ini dapat lebih dipercaya daripada angka-angka Komisi
Pendidikan, karena tidak ditanyakan kepada murid setelah tamat HIS
akan meneruskan ke sekolah apa, melainkan dengan diadakan peneliti-
an di seckolah-sekolah lanjutan, berapa jumlah murid baru yangrber-
asal dari HIS., Persentase yang tinggi untuk tahun 1929 membenarkan
kesimpulan, bahwa jumlah murid yang ingin melanjutkan sekolah akan
terus naik dan harus diingat bahwa dalam perbandingan, lebih banyak
tamatan HIS di Jawa daripada di luar Jawa yang melanjutkan belajar.

Dengan angka-angka tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan
bahwa tanpa didasarkan kepada pertimbangan subyektif dan spekulatif
atau pengamatan terbatas berdasarkan perkiraan, HIS dalam éegalanya
telah menjadi lembaga pendidikan persiapan untuk meneruskan sekolah,
tidak lagi scbagai tempat pembibitan untuk pegawai rendah, Maka ka-
rena itu masalah mengenai arti mata pelajaran bahasa Melayu untuk
kegunaan praktis dalam kehidupan dalam masyarakat menjadi kurang
penting dengan adanya kenaikan secara besar-besaran dalam jumlah
orang Bumiputera yang pandai berbahasa Belanda. '

Corak HIS sebagai akibat perkembangan dengan cepat dalam jumlah
tipe sekolah ini terutama sejak tahun 1921, dan kenaikan jumlah se-
kolah untuk pendidikan lanjutan, mengalami perubahan mendasar. Oleh
karena itu keberatan paedagogis terhadap beban berlebihan dalam pro-

gram HIS dapat ditiadakan., Oleh Schricke diakui, bahwa sebagai
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akibat dari posisi mata pelajaran bahasa Belanda dalam kurikulum,
HIS merupakan suatu monstrum (mahluk seram yang penuh cacad) di bi-
dang pendidikan, tetapi tidak dapat dihindarkan sebagai produk se-
wajarnya dalam struktur sosial dalam jaman kolonial. Rencana pem-.
baharuan Dr. G.J.Nieuwenhuis, yang bermaksud mengadakan perbaikan,
ditolak oleh masyarakaf Bumiputera sendiri. ''Schakelschool® dise-
suaikan dengan gagasan Nieuwenhuis itu, tetapi masih tetap kurang
populer dari pada HIS. Jumlah putus sekolah yang besar di HIS
(60%) dapat dipastikan untuk dicari sebabnya dalam kemampuan murid
untuk menyerap pelajaran dalam bahasa asing. Tuntutan luar biasa
kepada intelegensi anak-anak remaja untuk dapat mengikuti pelajar-
an dalam bahasa asing yang pada umumnya tidak ditunjang oleh ling-
kungan sosial mereka itu sendiri. Maka karena itu mutu tamatan HIS
dalam pengetahuan bahasa Belandg ‘tidak dapat disetarafkan dengan
tamatan éekolah rendah Eropa. Untuk meningkatkan kemampuan murid
maka pada berbagai HIS ditambahkan kelas persiapan (voorklasse),
yang secaré praktis bukan sebagai kelas taman kanak-kanak atau ke-
las Ffobél, melainkan harus dianggap sebagai kelas satu terselubung
atau tersamar, walaupun terhadapnya timbul keberatan-keberatan pze-
dagogis. Lain dari pada itu tamatan HIS sebelum masuk ke MULO ha-
rus melalui kelas persiapan (vooklasse) pula.

Uraian di atas dimaksudkan oleh Schrieke untuk menunjukkan,
bahwa mutu HIS tertekan ke bawah bukan semata-mata oleh kejamakan
bahasa (veeltaligheid). Tetapi dapat dimengerti keinginan dari
orang-orang yang berkepentingan agar dicurahkan kepada peningkatan
mutu pendidikan di HIS, sehingga dapat menyamai sekolah rendah Ero-
pa. Tetapi ide ini tidak akan tercapai selama dalam lingkungan ru-
mah tangga murid-muridnya penggunaan bahasa Belanda tidak ditun-
jang. Perbaikan diusahakan dengan menambah pada HIS guru-guru Be-
landa dan terakhir dengan memperbaiki sekolah pendidikan guru, yang
harus menghasilkan guru-guru Bumiputera yang bermutu lebih tinggi.

Penelitian Komisi Pendidikan memberikan kesimpulan bahwa
"kleinambtenaar" Bumiputera méhgalami depresiasi (kelebihan) di pa-

saran kerja, bukan hanya karena diakibatkan oleh over produksi yang
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bensifat relatif, tetapi juga -oleh sebab yang bersifat kwalitatif.
Selain ity disadari sebagai kewajiban dalam hubungan dengan ‘kepen-
tingan pendidikan di sekolah :yang lebih tinggi untuk melalui segala
pengorbanan memelihara taraf dan mutu Eropa. Dengan berpegang te-
guh kepada norma-norma keras':(juga dengan mengadakan diferensiasi
dan ujian akhir negéra) harus diperbaiki mutu MULO, yang-dalam-ta-
hun-tahun belakangan sangat menurun dan secara otomatis mempenga=
ruhi AMS. Dengan:sendirinya HIS harus ikut diperbaiki mutiinya.
: fuPertanyaanryang masih harus dijawab ialah apakah‘méta pelajar-
an bahasa Melayu harus sama sekali dihilangkan dari kurikuium*dd'
HIS .ataukah képadanya diberikan tempat yang kurang terhormat seba-
gal mata pelajaran fakultatif. .Kata Schrieke, jawaban kepada per-
tanyaéh ini tidak perlu ragu-ragu. Mengingat kegunaan bahasa Mela-
yu dalam masyarakat dan kenyataan,’bahwa persentase yang tidak bo-
leh diabaikan dari tamatan HIS yang harus terjun aalam praktek”kehi-
dhpan dalam masyarakat, maka perlu dibuka kesempatan di HIS untuk i
memperoleh pengetahuan bahasa Melayu. Sebagai mata pelajaran fakul-
tétif,.bahasa Melayu diberikan terbatas untuk kelas 6 dan 7, dan di-
adakan pada petang hari, sedangkan 9 jam pelajaran dalam seminggu
yang menjadi bebas dipergunakan untuk memperdalam bahasa Belanda dan
bahasa daerah, dengan demikian pelajaran bahasa Belanda pada petang
hari dapat dihilangkan. Dengan diadakan pengajaran fakultatif baha-
sa Melayu pada waktu petang dapat dipenuhi keinginan orang-orang
yang tidak menghendaki penghapusan mata peléjaran bahasa Melayu.
Dengan memindahkan mata pelajaran itu pada waktu petang, maka murid-
- murid yang tidak mengikutinya tidak perlu disibukkan dengan kegiatan
yang hanya membuang-buang waktu saja, sedangkan jika ada murid yang
tidak mengambil mata pelajaran fakultatif itu, pemerintah tidak da-
pat dipersalahkan, tetapi karena kelalaian orang tua atau wali anak
itu sendiri. Penyelesalan masalah pengajaran bahasa Melayu secara
demikian itu juga sama dengan memenuhi keputusan perserikatan gu. -
guru Bumiputera,

Oleh Schrieke juga tidak dilupakan keberatan yang dapat dilon-
tarkan terhadap mata pelajaran fakultatif bahasa Melayu, bahwa dengan
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demikian pengajéran bahasa Melayu>di HIS secara praktis dihapuskan,
karena murid-murid akan memilih jalan paling mudah untuk mencapai
tanda tamat belajar di HIS dengan tidak mengambil mata pelajaran
fakultatif itu. Keberatan itu malahan diperbesar oleh penempatan
jam mata pelajaran itu pada waktu petang. Karena itu dianggap per-
lu untuk menetapkan bahwa murid-murid yang dengan teratur dan de-
ngan hasil baik mengikuti mata pelajaran itu, pada ijazahnya diberi
catatan nilai untuk mata pelajaran tersebut. Dengan demikian, kata
Schrieke, dilaksanakan percobaan secara murni. Deﬁgan demikian ke-
putusan tentang nilai bahasa Melayu yang diajarkan pada HIS, bukan-
lah terletak pada orang tua (yang tidak berwewenang) tetapi pada ma-
syarakat sendiri.

Suatu pertanyaan yang sukar dijawab oleh Schrieke ialah jenis
bahasa Melayu apa yang harus diajarkan., Secara dangkal ada kecen-
derungan dalam masyarakat untuk mengatakan, bahwa bahasa Melayu
Riau untuk diajarkan di Jawa tidak akan ada gunanya. Tetapi pada
waktu itu ada bermacam-macam pendapat tentang apa yang diinginkan
sebagai pengajaran bahasa Melayu yang praktis. Para pendukungnya
menghendaki supaya diajarkan bahasa Melayu yang digunakan dglam
pers Indonesia dan Cina serta juga seperti yang digunakan dalam su-
rat-menyurat dalam pemerintahan. Tetapi belum ada keseragaman atur-
an atau tata bahasa dalam penggunaan bahasa Melayu terseﬁutx Ada
beberapa penasehat bahkan beranggapan begitu jauh, sehingga mereka
mengatakan tentang pengajaran bahasa "Melayu Pasar', dimana orang
" tidak dapat mengutarakan pemikiran-pemikirannya dalam bahasa terse-
but. Kesukaran yang lain ialah mengenai buku-buku pelajaran yang
diperlukan untuk pengajaran bahasa Melayu seperti yang dikehendaki.
Karena itu untuk sementara akan tetap diajarkan bahasa Melayu Riau
di sekolah, tetapi dengan tidak menutup kemungkinan untuk mengarah-
kan pengajarannya kepada kebutuhan yang praktis.

Kepada pemerintah, Schrieke menyampaikan saran untuk menjadi-
kan bahasa Melayu sebagai mata pelajaran fakultatif di HIS untuk
Jawa dan Madura, dan diadakan pada waktu petang. Tetapi untuk
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daerah-daerah di luar Jawa dan Madura pengajaran bahasa Melayu di-
pertahankan tanpa diubah statusnya, yaitu bahasa diajarkan sebagai
bahasa daerah, bukan sebagai bahasa asing seperti di Jawa dan Madu-
ra. Dewan Hindia-Belanda dalam nasehatnya tanggal 18 Oktober 1929
nomor X kepada Gubernur Jenderal De Graeff menilai B.J.0. Schrieke
sangat berhasil dalam arguméntasinya mengenai penyelesaian masalah
pengajaran bahasa Melayu di HIS itu. Gubernur Jenderal juga setuju
dengan Dewan Hindia Belanda, seperti dinyatakan dalam surat Sekre-
taris Pemerintah (Negara) I tanggal 28 Oktober 1929 nomor 2330/A2
dan dikeluarkan keputusan pemerintah dalam Lembaran Negara 1930 no-
mor 66 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 12285, Pengajaran bahasa

Belanda pada waktu petang di HIS di luar Jawa dan Madura juga diha-

puskan, karena untuk mata pelajaran bahasa Melayu sébagai bahasa

' daerah tidak perlu disediakan jim pelajaran tambahan. Dewan Rakyat

sangat berkeberatan terhadap penghapusan pengajaran bahasa Balanda
pada waktu petang, dengan diajukannya mosi Sutadi tanggal 29 Agus-
tus 1930; yang diterima dengan 38 lawan 4 suara, supaya penetapan
tersebut dibatalkan. Tetapi terutama atas pertimbangan penghematan
pengajaran bahasa Belanda pada waktu petang dihapuskan, demikian
juga mata pelajaran wajib bahasa Melayu di HIS dan "Schakelschool"

di luar Jawa dan Madura. (Lembaran Negara 1932 nomor 46).

PENATAAN KEMBAL

PENDIDIKAN DASAR - DESENTRALISASI PENDIDIKAN RAKYAT

Dari lenteri Daerah Jajahan (De Grasff) kepada Gubernur Jenderal
(De Graeff), 8 Agustus 1931 '

Dalam bulan‘Pebruari 1930 oleh B.J.Q. Schrieke sebagai Direk-
tur Pendidikan dan Agama diajukan usul unfuk mengadakan reorganisa-
si pendidikan dasar. Penataan kembali yang dimaksudkanﬂféda pokok-
nya ialah sebagai berikut. Disamping "Sekolah Rendéh Bélanda" yang
disediakan untuk orang Belanda, tetapi dalam jumlah ferbatas dapat
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diterima murid Indonesia dan Cina (berdasarkan kriterium lingkung-
an sosial) akan diselenggarakan suatu "Sekolah Rendah Umum", yang
terbagi atas bagian bawah ("onderbouw" terdiri dari Bagian A dan B),
dan bagian atas (''bovenbouw'") terdiri dari bagian A dan B.

Dengan mengadakan suatu sekolah rendah umum ini prinsip sekolah umum
akan ditarik ke bawah, dan sistim deferensiasi di MULO sudah akan
diadakan di sekolah rendah. ,

Gubernur Jenderal De Graeff sesuai dengan saran Dewan Hindia-
Belanda menghendaki menunda pengambilan keputusan mengenai dasar-da-
sar reorganisasi sampai diterima usul-usul terakhir Komisi Pendidik-
an Bumiputera-Belanda, |

Menurut Schrieke, dalam "onderbouw" yang disebutnya, sebagai ba-
gian A adalah seckolah rendah umum dimana akan diselenggarakan penga-
jaran rendah elementer secara bulat dengan bahasa pengantar bahasa
daerah. Dalam bagian B, disampiﬁg kurikulum yang sama seperti bagi-
an A dan dengan pengantar bahasa daerah, juga diadakan mata pelajar-
an bahasa Belanda.

Dalam "bovenbouw" bagian A yang lamanya 2 atau 3 tahun diadakan dif-
ferensiasi lokal, yang diarahkan kepada tuntutan praktek mengenai
pengajaran akhir dan disesuaikan kepada kebutuhan lokal. Secara
berangshr-angsur bahasa Belanda diberikan sebagai mata pelajaran,
dan bagian B yang lama pelajarannya 4 tahun yang dapat melanjutkan
ke MULO. Dewan Hindia-Belanda dalam nasehatnya tanggal 30 Mei 1930
nomor I berpendirian, bahwa tidak perlu diadakan pertukaran pikiran
pendahuluan dengan pemerintah agung di negeri Belanda mengenai ren-
cana reorganisasi tersebut. Menurut pasal 179 Undang-Undang Ketata
Negaraan Hindia Belanda (Indische Staats Regeling) dikemukakan oleh
Dewan, bahwa pemyelenggaraan sekolah negeri seluruhnya ada pada we-
wenang badan-badan yang ada di Hindia-Belanda. Selain itu Dewan
Hindia-Belanda berpendapat, bahwa pengaturan secara baru sekolah un-
tuk orang Bumiputera dan Cina tidak begitu prinsipiil dan penting,
karena itu tidak ada keharusan meminta pertimbangan dari Menteri Da-

erah Jajahan. Tetapi Menteri De Graaff memberitahukan dengan
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telegram tanggal 19 Juli 1930, bahwa suatu usul adalah sangat pen-
ting, tetapi demi kepentingan politik diharapkan sekali untuk me-
nangguhkan péngéﬁﬁanhfehcana usul tersebut kepada Dewan Rakyat sam-
pai ada pertimbangan dari Menteri. Telegramnya 29 Juli 1930 juga
mengatakan, bahwa ia tetap sangat berkeberatan terhadap pengajuan
rencana usul Schrieke yang tergesa-gesa kepada Dewan Rakyat. Pada
tanggal 1 Agustus Menteri mengulangi lagi keberatannya, tétapi_ia
'menyatakan bahwa boleh saja mengumumkan kepada publik éehinggé umum
'dapat'hényétakan pendapatnya. Gubernur Jenderal pada pembukaan si-
dang 1930-1931 pada tanggal 16 Juni sudah menyatakan bahwa akan di-
" sampaikan kepada Dewan Rakyat usul-usul mengenai reorganisasi seko-
lah dasar, tetapi pemerintah tidak akan mendesak kepada Dewan &e-
ngan cara apa-pun untuk menyelesaikan urusan itu dalam sidang itu
juga. Bagian terakhir dari pernygtaan itu memudahkan penangguhan
yang diminta oleh Menteri. Dengan surat pengantar tanggal 5 Agus-
tus 1930 kepada Dewan Rakyat, disampaikan nota mengenai reorganisa-
si sekolah dasar dengan diiringi nota historis mengenai azas-azas
politik pendidikan untuk Bumiputera, dan pemerintah memberitahukan
bahwa dalam peninjauan lebih jauh ke dalam masalah yaﬂg dianggap
sangat penting itu masih diperlukan pertimbangéﬁ; maka usul-usul
yaﬁg dimaksudkan belum dapat diajukan dalam benﬁuk perumusan yang
definitif kepada Dewan Rakyat,

Dengan telegram tanggal 19 Juni 1931 nomor'16l, Gubernur Jen-
deral menyampaikan kesimpulannya mengenai rencana reorganisasi
Schrieke kepada Menteri, bahwa dalam réncana itu dilihatnya peme-
cahan secara logis dan benar beberapa kesulitan yang berangsur-
angsur menjerat sistim pendidikan di Hindia Belanda dalam perkem~
bangannya yang bagaimana baiknya juga harus menampung keinginan da-
ri segala kelompok'pznduduk dan berbagai lapisan sosial. Dan untuk
kepentingan negara yang mendesak diharapkannya usul rencana reorga-
nisasi itu dapat disetujui. Menteri De Graaff dalam telegram ja-
wabannya tanggal 20 Juli 1931 nomor 171 memberitahukan keberatan-
keberatan utamanya. Dalam surat tanggal 8 Agustus 1931 nomor 1/612
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kepada Gubernur Jenderal diuraikan oleh Menteri pandangannya.me-
ngenai dasar“dasar yang harus dijadikan landasan pembaharuan sis-..;
tim pendidikan di Hindia-Belanda.

Sebagai pendahuluan uraiannya dikemukakannya beberapa catatan
mengenai garis-garis besar kesulitan yang harus diatasi. Dalam
telegramnya tanggal 12 Juni 1931 nomor 141, Menteri telah mendesak .,
supaya pembahasan lebih lanjut mengenai rencana ordonansi penyerah-
an penyelenggaraan sekolah desa kepada kabupaten dan kotapraja
(stadsgemeeate) dihentikan dahulu. Ia menaruh keberatan terhadap
peﬁﬁahasan mésalah ini di luar hubuﬁgan dengan masalah reorganisasi.
sistim pendidikan, |

Menurut Menteri ada dua jalur dalam sistim pendidikan dasar
di Hindia-Belanda, yaitu jalur pendidikan rendah Eropa dan jalur
pendidikan rendah Bumiputera° Dalam perkembangan dan perluasan pe- .
nyediaan pendidikan dalam masyarakat kolonial, kedua bentuk ini me-
nimbulkan persoalan-persoalan khusus, tetapi menurut Menteri masa-
lah dalam dua macam jalur pendidikan itu dalam perkembangan yang
bertahunmtahunAtidak pernah menimbulkanlkesulitan-kesulitan yang.
benar-benar saﬁgat gawat, Laiﬁ halnya mengenai tipe sekolah yang .
biasaﬁya diseﬁut Sekolah Rendah Barat untuk Bumiputera (dan kelom-
pok peﬁduduk.Bukan Eropa) . Dalam perkembangan tipe sekolah ini ba-:
nyak timbul kesulitan dan terjadi kejutan-kejutan yang tidak meng- -
gembirakan. Tipe sekolah ini diciptakan untuk memenuhi tuntutan
yang éangat lahgka dialami dalam‘sejarah‘dupia? yaitu tuntutan ke-
pada pemerinfah kolonial asing uhtuk mengantarkan jutaan penduduk
yang berlainan ras yang ada di bawéh kekuasaannya ke dunia ilmu pe-
ngetahuan Barat, yang baru saja terbuka bagi sekelompok kecil dari
Jutaan penduduk tersebut

Menurut Menteri jika dalam sistlm pendidikan mau diadakan per-
baikan kesalahan-~kesalahan, maka harus diambil tindakan yang harus
dibatasi pada bagian yang merupakan sumber dari kesulitan, dan yang
harus menanganf bagian ini sesﬁai dengan tuntutan kesulitan yang

timbul dalam’Bagian itu. Oleh karena itu sekolah rendah Eropa dan
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sekolah rendah Bumiputera dalam rencana reorganisasi itu semesti-
nya hanya akan dibawa sejauh yang dimungkinkan dalam hubungan umum
saja. Karena itu Menteri berkeberatan terhadap rencana Schrieke,
yang menurut Menteri juga akan mengadakan perubahan pada sekolah
rendah Bumiputera terlalu banyak daripada yang dianggapnya perlu.

Dalam publikasi laporan Komisi Pendidikan telah culu:p disorotil
banyak aspek dari kesulitan yang timbul dalam perkembangar s~kolah
rendah Barat untuk kelompok penduduk bukan Eropa. Pervbahan .eko-
lah kelas satu menjadi HIS dalam tahun 1914 dapat dicatat sebagai
langkah penting pertama di Hindia-Belanda untuk menempuh jalan
pendidikan menuju ke ilmu pengetahuan Barat bagi jutaan pendu-
duk yang dijajah. Langkah itu diambil pada waktu mulai dinyatakan
keinginan kuat kepada pendidikan bercorak Barat oleh orang-
orang di kalangan yang makin meluas dalam masyarakat Hindia-Belanda
yang tertarik perhatiannya kepada ekonomi dan kebudayaan Barat.
Perkembangan cepat dari HIS dalam waktu yang singkst menimbul-
kan begitu banyak keberatan terhadap coraknya yang istimewa sebagai
sekolah rendah Barat untuk Bumiputera, schingga menjadi keharusan
untuk mengadakan perubahan, Kesulitan terbesar dihadapi sebagai
- akibat dari perkembangan tersebut, diuraikan oleh Menteri sebagai
bgrikut:'

Perluasan tipe sekolah ini dalam tempo tegitu cepat mem-
bawakan kepada Pemerintah suatu beban yang tidak terpikul baik pun
di bidang finansiil maupun di bidang personalia. Walaupun jumlah
murid yang mendapat tempat di HIS hanya bagian sangat kecil
dari penduduk Indonesia, biaya penyelenggaraan tipe sekolah ini me-
ningkat sangat tinggi. Perhitungan Komisi Pendidikan menunjukkan
bilangan-bilangan yang dapat memberikan kesan betapa besar beban
yang harus ditanggung, jika meneruskan ke arah jalan yang sudah di-
tempuh, Jika dalam 25 tahun HIS mau dijadikan sekolah untuk rakyat
umum, maka anggaran untuk menutupi biaya eksploitasi saja tiap ta-
hun harus dinaikkan dengan 40 juta gulden, atau untuk r~elama 100
tahun dengan 10 juta gulden setiap tahun. (Publikasi Komisi
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Pendidikan nomor 7a, halaman 9). Biaya itu tidak akan terpikul
oleh budget Hindia-Belanda, kata Menteri. Kesulitan yang sama be-
sarnya ialah tidak tersedianya personalia pengajar yang sangat di-
perlukan, jika dikehendaki perluasan sekolah itu dengan cara
teratur. Produksi tenaga guru di negeri Belanda sangat terbatas,
den tidak dapat diharapkan bahwa akan memberikan surplus te-
rus-nenerus di atas kebutuhan negeri Belanda sendiri untuk memban-
>tu sekolah di Hindia-Belanda yang memerlukan guru Belanda.
Penyelenggaraan HIS itu selain menimbulkan berbagai konse-
kwensi yang tidak terpikul, juga ternyata dalam penilaian di bidang
pedagcogis dan sosial sangat tidak efisien. Angka-angka mengenai
pelepasen murid di HIS dan HCS menunjukkan bahwa kira-kira 607% ti-
dal: mencapai tujuan sampai tamat. Selain itu murid yang memperoleh
ijazah tetapi tidak mendapat lapapgan kerja, jumlahnya makin naik,
sehingga pengetzhuan yang diperoleh tidak produktif sebagaimana
mestinya. Akhirnya, kata Menteri, perlu diperhatikan lembaga pen-
didikan untul: pendidikah rendah Barat yang menghabiskah biaya
tinggi itu, hanya dapat melayani bagian minimal dari penduduk,
sedenghan perluasan sekolah -desa yang sangat elementer hanya sangat

sedikit davat uengejar pertambahan jumlah penduduk sehingga dengan

)]

angat lathat dapat mengurangi buta huruf, Menurut publikasi la-
poran Komisi Pendidikan nomor 12 halaman 76, jika perluasan sekolah
desa dilaksarakan dengan tempo sama maka sesudah 167 tahun
orang buta huruf yang terakhir baru dapat terkejar. Publikasi ini
tidak boleh dinilai sebagai suatu pemberian kesan belaka, tetapi
juga menyuruh berpikir dan bertanya, apakah tidak sebagian besar
dari biaya yang disediakan untuk pendidikan, dihabiskan oleh seko-
lah rendah DBelanda,

Dewar. Hindia-Relanda dengan pandangannya dalam nasehat tanggal
5 Juni 1931 nomor XX berpendapat bahwa menjadi keharusan untuk meng-
adakan pambahzruan, karena penyediaan fasilitas sekolah yang ada
mengalami kemacetan. Pembaharuan yang dimaksudkan itu sesual dengan

rencana Schriele, yang menegaskan tidak berpretensi untuk dapat
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memecahkan dengan tuntas kesulitan masalah keuangan dalam pengada-
an pendidikan atau sekolah, karema tidak mungkin menyelenggarakan
dan melaksanakan suatu sistim pendidikan yang secara sempurna dapat
melayani kebutuhan tanpa pengorbanan finansiil dari negara. Maksud
rencana reorganisasi itu ialah memecahkah masalah kesulitan dengan
biaya yang dapat dipikul. Menteri menyetujui pandangan Dewan Hin-
dia-Belanda, bahwa tindakan yang harus diambil diarahkan kepada akar
kesulitan. Arah yang harus ditempuh ialah membatasi sekolah rendah
dengan pendidikan Barat sedemikian rupa sehingga pengelolaannya di
bidang finansiil dan personalia ada dalam pencapaian dengan biaya
yang dapat disediakan dan juga dapat dijamin kegunaan efektivitas-
nya. Menjadi suatu keharusan untuk menempuh jalan ke arah itu.

Keberatan prinsipiil Menteri terhadap rencana reorganisasi
Schrieke ialah, karena tendensinya justru sangat berlawanan dengan
arah yang dikehendaki oleh Menteri. Dalam rencana itu diterapkan-
gagasan untuk tiap kali membangun satu bagian atas ("'bovenbouw')
baru di atas beberapa bagian bawah ("onderbouw') yang sudah ada,
sehingga untuk selama beberapa tahun tanpa pengeluaran biaya baru
dapat diatasi kenaikan jumlah murid yang akan masuk, sedangkan un-
tuk kelas-kelas tinggi (yaitu dalam "bovenbouw') tidak akan terjadi
banyak kenaikan jumlah murid. Menteri beranggapan kebalikannya me-
ngenai kenaikan jumlah murid di "bovenbouw'". Bahaya besar terkan-
dung untuk memperkuat kenaikan jumlah murid di “bovenbouw", sedang-
kan laju jumlah murid ke "onderbouw" B, yang direncanakan dengan
bahasa Belanda sebagai mata pelajaran, tidak terbendung karena ti-
dak disediakan rem untuk menghentikan laju murid. Disamping itu
terbuka kemungkinan melalui kelas peralihan ("schakel-klasse') ma-
suk dari "onderbouw" A yang bercorak Bumiputera ke "onderbouw'" B
yang bercorak Barat.

Menteri melihat pada rencana untuk mengadakan secara berangsur
angsur mata pelajaran bahasa Belanda di '"bovenbouw" A sebagai suatu
rencana yang sangat tidak bijaksana untuk mengadakan penetrasi un-

sur Barat yang lebih jauh ke dalam sekolah untuk Bumiputera. Dengan
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demikian di sekolah:kelas dua akgn.dimasukkan secara berangsur~-
angsur mata pelajaran bahasa Belanda. Menurut Menteri,: jika seka-
1li sudah ada sebagian_dari kelas dua dengan mata pelajaran bahasa
Belanda, mgka apébila keuangan negara dapat memberikan kelonggaran
akan timbul desakan dari dalam daﬁ dari luar Dewan Rakyat untuk
memperbanyak dan makin memperluas jumlah sekolah dengan mata pela-
' Jaran bahasa Belanda. Dan pemerintah tidak akan dapat menolak.
Dengan demikian, kata Menteri, rencana reorganisasi Schrieke itu
sama sekali tidak menyedlakan rem terhadap laju jumlah murid ke
“bovenbouv B dengan bahasa Belanda sebagai mata pelajaran-dan ba-
hasa pengantar.

Menteri menilai rencana 1tu sebagai tidak berhasil: untuk:mem-
batasi luas implementasl gekolah rendah Barat, sehingga pengelola-
annya dalam bidang finansiil dan pe;sonalia tidak akan dapat diku-
asai, sedangkan untuk mempertinggi efektivitasnya yang berguna
rencana ifu hahya menuﬁjukkan penyelesaian yang setengah-setengah
saja. ﬁencana itu membuka kemungkinan bagi murid yang tidak kuat
dalam bahaaa Belanda untuk pindah ke ‘bovenbouw" A. Dengan demi-
kian dladakan seleksi (atau menurut lMenteri mengabaikan metode se-
leksi yang sudah diterapkan di "Schakelschool® ). Kritik dilancar-
kan oleh Menteri, bahwa seleksi yang diharapkan itu baru terjadi
setelah melalui “6hderbouw“ B, sehingga biaya pendidikan menjadi
lebih tinggi, yang sebenarnya tidak perlu. Keberatan terhadap
rencana penataan kembéli Schrieke itu perlu dikemukakan oleh Men-
teri, karena keadaan pada masa itu mengharuskan mengadakan penghe-
matan melalui tindakan-tindakan yang kuat dan efektif. IMenurut
Menteri, reorganisasi pendidikan atau sekolah rendah yang diperlu-
kan harus didaéérkan pada landasan sebagai berikut:

I. Untuk kelompok penduduk Eroba den kelompok yang relatif kecil
dari penduduk yang berbaur dalam pergaulan dengan kelompok

penduduk Eropa, tetap dipektahankan sekolah rendah Eropa, yang ji-

ka perlu beleh diganti naménya dengan‘sekolah rendah Belanda. Xa-

rena berbagai alasan seperti penyediaan personalia pengajar,
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konkordansi yang sempurna dengan sekolan rendah di negeri Belanda,
dan penyebaran sekolah di seluruh nindia-belanda, penyelenggaraan
sekolah ini harus ada dalam wewenang pemerlntah pusat. Lebih jauh
dapaf dipertimbangkan pengawasan dapat aiserahkan sampal seberapa
jauh kepada pemerintahan propinsi. ,
II. Untuk semua kelompok penduduk . léihnya pendidikan permu-
laan dalam prinsip diberikan di sekolah desa yang biasanya
selama tiga tahun. Hanya jika sekolah desa itu tidak ada atau ti-
dak ada kemungkinan untuk mengadakannyé, sebagai ganfinya diguna-
ken sekolah standar yang seﬁpurna'(éekolah kelas‘duéf. Dalém pen-
binaan pendidikah untuk tahunftahuﬁ‘selanjutnya, perhéﬁian teruta-
ma harus dicurahkan kepada perluasan sekolah desa yang terus-mehe—
rus dan.juga kepada peningkatan mutu pendidikannya. Perhatian
khusus harus diberikan kepadanya, keta ifenteri. tebab selama ma-
sih dua pertiga dari jumlah anak-anak.yang sudah berusia sekolah
tidak mendapat pendidikaﬁ yang paling elementer, dan selama kena-
ikan jumlah murid di sekolzh desa masih belum dapat mengimbangi
kenaikan seluruh jumlah penduduk, serta selama dengan demikian
pemberantasan buta huruf hanya bzru membuat kemajuan yéng tidak
berarti, maka dari sudut sosizl-ekonomi dan dari éﬁdut_pendidikan
rakyat tidak dapat dibenarkan penggunaan bagian te;besar dari pada
anggaran biaya untuk sekolah yang hanya menampung Bagian minimum
dari jumlah penduduk. Usaha terbesar harus dipusatkan kepada per-
luasan sekolah desa yang merupckar ‘onderbouw’ umum bagi sekolah
rendah. ‘
Dalam hubungan itu lenteri menjelaskan keberatannya terhadap
pembahasan rancangan ordonansi penyerahan sekolzh desa kepada ka-
bupaten dan kotapraja. Rencana ini bertujuan menyerahkan penye=
- lenggaraan sekolah desa kepada kabupaten dan kotapraja, yang untuk
sementara terbztas di propinsi Jawa Barat. Menurut Menteri, apa-
bila betbicara tentang penyerahan suatu tugas kepada kabupaten
atau kesatuan sosiél yang otondﬁ, selalu dianut gagaéiulméngenai

penyerahan tugas deri pusat kepada badan-badan atau instansi-
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instansi yang lebih rendah, yaitu desentralisasi. Tetapi rencana
ordonansi yang disebut-sebut bertujuan kebalikannya yaitu bukannya
menyerahkan sedikit tugas kepada badan-badan di bawahnya, melainkan
mengambil tugas dari desa dan melimpahkannya keﬁada kabupaten atau
kotapraja. Itu bukan desentralisasi, kata Menteri, melainlzan sen-
tralisasi. Dengan melihat dari sudut kebijaksanaan pemerintahan,
lMenteri sangat berkeberatan untuk mengambil dari desa sebagai satu-
satunya kesatuan sosial berdasarkan adat yang masih tinggal di Ja-
wa dan Madura, tugasnya di bidang pendidikan. Kecuali jika sudah
tidak ada lagi harapan untuk meningkatkan desa itu dengan memper-
tinggi kecerdasan penduduknyas ke taraf kehidupan otonomi yany lebih
kuat. Diingatkannya kepada laporan akhir hasil penelitian Pesiden
F.A.E, Lacculle mengenai otonomi desp di Jawa dan Madura, 1529,
yang mengemukakan bahwa desa sama sekali tidak bersikap pasif ter-
hadap sekolah desa. Ia menasehatkan untuk mengikut sertakan desa
dalam penyeleﬁggaraan sekolah desa. Pendapatnya itu bexbeda dengan
memori penjelasan mengenai ordonansi penyerahan tersebut. !Menurut
ifenteri, untuk mempopulerﬁan sekolah desa maka orang desa atau pa-
ling sedikitnya pamong desa harus lebih disadarkan bahwe sekolah
desa adalah kepunyaan mereka. Maka penyerzhan sekolah desa kepada
kabupaten dianggap sebagai suatu langkah mundur yang patut disesal-
kan. Ia memperingatkan supaya jangan menimbulkan kesan bahwa se=-
kolah desa itu sekolah pemerintah, tetapi harus disadarkan bahwa
sekolah desa itu adalah sekolah rakyat kepunyaan masyarakat desa.
Jika perlu untuk pembiayaannya harus diberi subsidi oleh pemerin-
tah. Untuk memelihara corak khas kedesaarnya, perlu diadakan peng-
awasan tersendiri terhadap sekolah desa. Untuk itu perlu diadakan
{antor Inspeksi di pusat Propinsi yang akan mengatur pengawasan
gsehari=harinya, yang dilaksanakan oleh pegawai-pegawai dengan pang-
kat sederhana. Mereka ini diangkat oleh propinsi untuk diper-

bantukan kepada kabupaten.
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III. Untuk melayéni kepentingan mayoritas yang membutuhkan pendi-
dikan lanjutan, diadakan "boyehbouw" murni untukIBumipu-
tera dan boleh diberi nama sekolah kelas dua untuk meneruskan
penggunaan istilah yang sudah ada dan untuk dibedakan dari sekolah
negeri kelas satu. Penyelenggaraan sekolah kelas dua yang la-
manya belajar dua atau tiga tahun, ditugaskan kepada pemerintahan
kabupaten dan kotapraja sedangkan pengawasannya diadakan oleh pe-
merintahan propinsi.
IV, Untuk menyediakan kebutuhan pendidikan bagi beberapa kalangan
dalam masyarakat Bumiputera yang lebih berorientasi kepada
sekolah rendah yang sedikit atau banyak bercorak Barat, diciptakan
"bovenbouw"' terdiri dari dua bagian dan didahului oleh suatu
kelas peralihan, Di kelas peralihan tersebut diajarkan secara
elementer bahasa Belanda sebagai ma%a pelajaran, kemudian diadakan
seleksi untuk ke "bovenbouw';, yang terdiri dari:

a. Sekolah negeri kelas satu (lama belajarnya dua, tiga, atau
empat tahun menurut kebutuhan lokal), yang pengajarannya
sama dengan sckolah kelas dua ("bovenbouw', sekolah desa)
tetapi di sekolah kelas satu diajarkan bahasa Belanda se-
bagai mata pelajaran.

b. Sekolah empat tahun dengan bahasa Belanda sebégai Bahasa‘
pengantar dan uﬁtukAmelanjutkan ke MULO (melaiui kelas
persiapan) Dalam sekolah ini, jika perlu diadakan dife-
rensiasi menurut kebangsaan murid (Bumiputera—Belanda,
Cina-Belanda, dan Arab—Belanda)

Penyelenggaraan dan pengawasan sekolah-sekolah teréebuf sub, v
(kelas sambungan dan '"bovenbouw" berjalur dua) ditugaskan kepada
pemerintahan propinsi, sedangkan penyediaan persona’ 1ia guru d“n
pimpinan pengawasan tetap ada pada pemerintahan pusat.

v Dalam garis-garis besar gagasan pembaharuan sistim persekolah-
aﬁ_yang digambarkan oleh Menteri itu, disediakan cukup ruang gerak
untuk mengisi berbagai tambahan yang dianggap perlu dan menyelesai-

kan seluruhnya secara lengkap. Dalam garis-garis besar hahya
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diadakan sedikit perubahan pada sekolah rendah Bumiputera dan Ero-
pa. Kombinasi sekolah desa dengan "bovenbouw" seckolah desa ('ver-
volgschool") sudah banyak diadakan, sehingga di tempat-tempat yang
sudah ada sekolah desa tidak perlu didirikan sekolah standar (se-
kolah kelas dua yang lengkap). Perubahan paling mendalam
yang dikehendaki Menteri ialah perubahan pada HIS, HCS, dsb. Di-
rencanakannya dua pembatasan, yaitu: (a) pengurangan laju jumlah
murid yang masuk HIS (dan HCS); (b) pengurangan jumlah kelas ta-
hun ajaran pada tipe sekolah yang mahal itu. Ia mengakui, bahwa
bagian dari rencananya tersebut akan ditentang keras oleh ka-
langan tertentu.

Menteri mengatakan, bahwa Dewan Pendidikan dalam sarannya me-~
ngenai pembaharuan sistim pendidikan rendah menyatakan secara una-
nim (Publikasi nomor XI, Reorganisési Sekolah Rendah, hal.l4 dan
15), bahwa menurut Dewan itu berdasarkan pertimbangan pedagogis
tidak ada yang lebih baik daripada penghapusan bahasa Belanda di
"onderbouw' Sekolah Rendah, bahkan juga bahasa Belanda sebagai ma-
ta pelajaran. Tetapi mayoritas dalam Dewan itu memberikan konsesi
kepada rencana Schrieke untuk mengadakan bahasa Belanda sebagai
mata pelajaran dalam “onderbouw'" B. Menurut Menteri, apabila se-
kali diadakan mata pelajaran bahasa Belanda, maka dari beberapa
pilhak akan diadakan desakan untuk memperbanyak sekolah dengan mata
pelajaran bahasa Belanda. Pemerintah Hindia-Belanda tidak akan
selalu dapat mengelak terhadap desakan itu, sehingga dengan demi-
kian akan terjadi perluasan "onderbouw" berorientasi kepada
pendidikan bercorak Barat dengan akibat membawa perluasan baru ke-
pada "bovenbouw' dengan pendidikan bercorak Barat. Dengan demiki-
an dimulai lagi lingkaran setan yang tidak dapat didobrak. Karena
itu Menteri mau menggunakan kesempatan uhtuk menghilangkan penga-
jaran bahasa Belanda dari "onderbouw" sekolah untuk penduduk bukan
Eropa. Tindakan ini dapat dipertanggung jawabkan di bidang pendi-
dikan., Pengalaman dengan sekolah peralihan menunjukkan bahwa mu-
rid-murid yang terpilih setelah mendapat pengajaran permulaan se-

lama tiga tahun, selama melanjutkaﬁ belajar beberapa tahun mampu
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untuk mencapai tingkat kecerdasan yang diharapkan, sehingga terja-
min untuk dapat meneruskan ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Da-
lam rancangan Menteri itu azas "schakelschool™ itu lebih banyak
diterapkan. Seleksi pertama sesudah sekoiah permulaan diadakan
lagi dalam kelas sambungan, sehingga pembatasan jumlah calon ﬁurid
ke "bovenbouw" dengan bahasa pengantar Belanda dapat menahan per-
luasan "bovenbouw' tersebut. Sekaligus kegunaan efektivitasnya
juga dinaikkan.

Menteri berkeyakinan bahwa pembatasan laju jumlah murid ke
"bovenbouw" bercorak Barat hanya dapat dilaksanakan apabila dicip-
takan suatu tipe sekolah yang dapat menyimpangkan laju jumlah mu-
rid ke HIS yang ada. Ia bertitik tolak dari pemikiran, bahwa
orang-orang yang jumlahnya makin meningkat dan menghendaki untuk
anak-anak mereka suatu sekolah yéng nengajarkan sekedar pengetahuan
bahasa Belanda, sama sekali tidak selalu dan tidak di segala tempat
membutuhkan sekolah yang menyambung ke MULO. Asumsi ini dibenarkan
oleh laporan Komisi Pendidikan Bumiputera-Belanda dengan konstatasi
kelebihan produksi juru tulis dan laju murid dalam jumlah yang besar
ke sekolah rendah bercorak Barat. Untuk memenuhi kebutuhan yang
meminta tidak terlalu banyak itu perlu diadakan suatu tipe sekolah,
yang disamping memberikan pendidikan lanjutan bercorak Bumiputera
juga mengajarkan barang sedikit bahasa Belanda, sehingga dapat di-
hasilkan tenaga kerja untuk dinas pemerintahan dan perusahaan swas-
ta, dimana diperlukan sedikit pengetahuan bahasa Belanda.

Pembaharuan sistim sekolah rendah bertujuan untuk mengadakan
penyesuaian secara sistimatis ke dalam perkembangan pendidikan ren-
dah Barat dan evolusi dalam masyarakat, sehingga sckolah yang dija-
dikan sarana pendidikan,bercorak'Barat itu dapat memenuhi fungsinya
dengan coraknya sendiri,dan dapat berkembang dengan schat. Menteri
berkeyakinan bahwa gagasan pembaharuannya yang dipaparkan garis be-
sarnya itu sejalan dengen garis historis yang dilalui perkembangan
sistim pendidikan di Hindia-Belanda dan tidak dengan secara paksa
membelokkan perkembangan itu.

Demikianlah Menteri De Graaff.



PENGAWASAN (SUPERVISI) PEMERINTAH
ATAS SEKOLAH SWASTA TIDAK BERBANTUAN (TIDAK BERSUBSIDI)

103. Direktur Pendidikan Agama (B.J.O0. Schrieke) kepada Gubernur Jen-
deral (De Jonge), 13 Juni 1932 '

Mengenai masalah pengawasan terhadap sekolah liar dimintakan
lagi perhatiannya kepada Gubernur Jenderal (De Jonge) oleh Direk-
tur Pendidikan dan Agama (B.J.O. Schrieke). Diuraikannya bahwa
masalah tersebut berkali-kali menjadi pembicaraan sejak timbulnya
sekolah swasta tidak berbantuan corak baru, yaitu yang pengajaran-
nya diberikan oleh orang Bumiputera dengan bahasa pengantar baha-
sa Belanda, sedangkan dalam tahun-tahun sebelumnya masalah terse-
but hampir tidak ada. Sekolah swasta semacam itu baru berdiri se-
telah oleh Pemerintah didirikan HIé, kemudian sekolah peralihan
untuk membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat Bumiputera yang
sangat menginginkan pelajaran bahasa Belanda. Dengan demikian me-
nurut B.J.0. Schrieke makin banyak orang Bumiputera yang dapat
berbahasa Belanda beranggapan bahwa merecka dapat menjual kepandai-
an dalam bahasa Belanda, dengan mendirikan sekolah swasta.

Pendirian sekolah seperti itu dipermudah karena pada permula-
an tidak ada peraturan untuk mengawasi sekolah tersebut. Selama
bertahun~tahun hanya ada peraturan mengenai pendidikan Eropa kepa-
da orang Eropa dan ordonansi 3 Nopember 1880 (Lembaran Negara no-
mor 201) yang mengatur pendidikan oleh orang Eropa kepada orang
Bumiputera. Pendidikan oleh orang Bumiputera kepada orang Bumipu-
tera hanya terbatas pada pengajaran agama Islam, yang diatur de-
ngan Ordonansi-Guru (Goeroe Ordonansi, Lembaran Negara 1905 no-
mor 350), yang kemudian diganti dengan Ordonansi Guru 1925 (Lem-
baran Negara nomor 219).

Pertimbangan untuk mengadakan peraturan tentang pendidikan
oleh orang Bumiputera kepada orang Bumiputera baru dirasakan oleh
pemerintah pada tahun 1923, setelah diketahui bahwa di berbagai

sekolah swasta, terutama pada sekolah Sarekat Rakyat, diadakan
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propaganda politik yang menurut Pemerintah tidak dapat dibiarkan.

Maka lahirlah Crdonansi 28 Maret 1923, Lembaran Negara nomor 136*)

' yang menetapkan semua sekolah ada di bawah pengawasan Pemerintah,
sepanjang yang belum diatur dengan Ordonansi-ordonansi yang sudah
ada. Tujuan ordonansi 28 Maret 1923 bersifat politik belaka, ya-
itu melindungi masyarakat terhadap pendidikan yang anti-sosial.
Pada waktu itu dianggap belum waktunya untuk mengadakah pengawasan
terhadap mutu pendidikan oleh orang Bumiputera di sekolah swasta
tidak bersubsidi.

. Menurut B.J.0. Schrieke untuk tujuan terbatas di bidang poli-
tik ordonansi tersebut sudah dapat memenuhi, tetapi segera peme-
rintah berpendapat bahwa lama-kelamaan harus diadakan pengawasan
secara intensif terhadapJéékolah swasta tidak bersubsidi. Lapor-
an-laporan yang diterima dari'paga pegawai pangreh praja dan para
Inspektur Pendidikan memberitahukan, bahwa di'kebanyakan sekolah
keadaan buruk merajalela, yang meskipun diaﬁégap tidak bertentang-~
an dengan ketertiban umum, namun sama sekali tidak dapat dibiarkan.
Para siswa seringkali belajar di ruangan yang sangat menyedihkan.
Para gurunya kerapkali tidak saja tidak hémiliki wewenang resmi
untuk mengajar, tetapi juga sama sekali tidak berkemampuan untuk
tugas mereka. Biasanya uang sekolah sangat tinggi. Yang terdtama
sangat menyedihkan ialah apa yang disebut ""pengajaran bahasa Be-
landa'. Di sekolah yang memakai berbagai nama mentereng, diajar-
kan bahasa Belanda oleh orang Bumiputera kepada anak Bumiputera,
sedangkan guru itu sangat kurang menguasai bahasa Belanda; Seko-
lah semacam inilah yang merupakan contoh terutama dari kategori
sekolah swasta tidak berbantuan, yang biasanya disebut "éekolah
liar". Pendahulu B.J,0. Schrieke, yaitu J. Hardeman, dalam surat
‘tanggal 23 April 1929 nomor A.19/1/1 menyatakan bahwa saatnya be-
lum tiba bagi Pemerintah untuk mengambil tindakan, dan éebaiknya
‘bersikap menunggu untuk melihat perkembangan sekolah swasta tidak
bersubsidi itu lebih 1anjﬁt. Tetapi Dewan Hindia (Raad van

w)

Diubah dengan Lembaran Negara 1925 nomor 260,



162

Nederlandsch-Indie) dan Pemerintah pada waktu itu tidak sependapat
dengan J. Hardeman,

Oleh B.J.0. Schrieke dikemukakan, bahwa melalui surat Sekreta-
ris Pemerintah (Negara) I tanggal 17 Oktober 1929 nomor 337 diteri-
ma perintah untuk meninjau lebih .jauh masalah tersebut di atas de-
ngan memperhatikan saran Dewan Hindia, yang menganjurkan pengekang-
an kebebasan sekolah liar. Juga diperintahkan untuk membahas per-
soalannya dengan Komisi Pendidikan Bumiputera-Belanda. Oleh Komisi
ini telah dikuvmpulkan sejumlah besar data mengenai sekolah swasta
tidak berbantuan, tetapi dalam laporan terakhir tidak dapat diru-
muskan kebulatan pendapat, apakah anjuran penghentian perluasan
pendidikan rendah Barat juga dilaksanakan terhadap sekolah swasta
tidak berbantuan. Komisi dibubarkan dan tidak dapat diharapkan la-
gi nasehat dari padanya, seperti diberitahukan oleh Sekretaris
W.M.F. Mansvelt dengan surat tanggal 19 Juni 1931 nomor 5467a/24
sebagai jawaban kepada B.J.0. Schrieke, yang mencari informasi me-
ngenai penyelesaian persoalan tersebut. Itulah sebabnya bahwa ba-
ru medio 1931 masalahnya mulai ditelaah olehnya.

Sementara itu masalah tersebut menjadi akut. Krisis ekonomi
meningkatkan kebutuhan akan pendidikan, teristimewa pengajaran ba-
hasa Belanda karena dalam perjuangan hidup yang menjadi lebih be-
rat, pemilikan ijazah menjadi dianggap makin penting. Karena pe-
perintah menghentikan setiap peningkatan jumlah sekolah, maka per-
mintaan untuk masuk sekolah dipenuhi oleh "sekolah liar', yang jum-
lahnya terus-menerus naik, Banyak kaum penganggur yang mau menjadi
guru dengan gaji sangat kecil. Di Dewan Rakyat masalah sekolah 1i-
ar diperdebatkan, Sejumlah besar para pembicaranya berbeda penda-
pat. Sebagian dari mereka menganjurkan supaya sekolah liar dibe-
rantas karena memberi pendidikan dengan uang sekolah yang tinggi
untuk mengejar keuntungan semata-mata. Menurut pendapat yang lain
lagi, pendidikan seperti itu harus dapat ditolerir. Jika perlu di-
beri dorongan, karena oleh prakarsa dari pihak orang Bumiputera di-
berikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan akan sekolah, sedang peme-

rintah sendiri tidak mampu melaksanakannya dengan memuaskan.
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Menurut B.,J.0. Schriecke, selama perluasan sekolah anegeri tidai
- dapat berjalan seimbang dengan kenaikan keinginan belajar, maka se-
lama itu pula akan disediakan kesempatan bersekolah oleh pihak swas-
' ta, baik pun atas dasar kedermawanan maupun atas dasar pertimbangan
mencari penghasilan. Makd pada hematnya sekolah liar tidak akan de-
ngan sendirinya menghilang oleh saingan sekolah negeri yang lebih
baik, dan yang biasanya juga lebih murah bagi orang tua. Ia juga
berkeberatan untuk menuntut syarat-syarat kurikulum, kemampuan tena-
ga pengajar, bangunan sekolah, dsb., agar dapat sederajat dzngan se-
kolah negeri atau sekolah swasta bersubsidi. Jika dipakai pemnyele-
saian dengan cara ini, boleh dikatakan semua sekolah liar akan le-
nyap, karena tidak akan mampu memikul biaya untuk perbaikan perleng-
kapan, personalia, dén meteriil., Cara ini akan sama efeknya dengan
mengeluarkan larangan terhadap ?ekolah swasta tidak bersubsidi. La-
rangan ini akan memberikan hak moral kepada orang—oréng yang terto-
long oleh sekolah liar, untuk menuntut tempat di sekolah negeri.
Tuntutan itu barang tentu tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah, ter-
istimewa dalam masa penghematan seperti pada waktu itu.

Lain dari pada itu larangan tersebut akan membawa efek yang
berlawanan dengan tujuan Pemerintah, karena menurut B.J.0. Schrieke
penutupan sekolah-sekol~h kurang bermutu tersebut akan berakibat,
bahwa siswa sekolah tersebut bukannya mendapat perndidikan yang le-
bih baik, tetapi sama sekali tidak mendapat pendidikan. Maka tin-
dakan yang disarankannya kepada Pemerintah ialah mencegah ekses-
ekses sekolah liar sebagai sekolah perusahaan untuk mempecroleh ke~
untungan materiil. Pemerintah tidak dapat menuntut, bahwa sekolah
~ swasta tidak bersubsidi semua tenaga pengajarnya mampu secara 'kese-
luruhan, taraf pengajarannya sama dengan sekolah negeri, bangunan
sekolahnya memenuhi segala persyaratan, dsb. Yang dapat'daﬁ'barus
- dicegah oleh Pemerintah ialah kebutukan-keburukannya yang Keterla-
luan. Ia berpendapat bahwa saran yang berkali-kali diberikan oleh
Dewan Hindia mengandung pikiran yang sama, yaitu bahwa tujuan: uta-

ma peraturan legal mengenai sekolah liar untuk membatasi'adanya



164

pendidikan yang kurang bermutu dan tidak sembarang orang, baik pun
yang pandai maupun yang pandir boleh menjadi guru. Untuk mencapai
tujuan tersebut perlu ditarik kembali Ordonansi 1923 (Lembaran Ne-
gara nomor 136). Sebagai gantinya yang baru, disampihg diadakan
pengawasan politik oleh pangreh praja, dilibatkan pula Inspeksi
Pendidikan ke dalam pengawasan. Dengan cara demikian akan dapat
diadakan peraturan modern untuk melaksanakan pengawasan terha-
dap sekolah swasta oleh orang Bumiputera kepada orang Bumiputera,
dan disarankan supaya peraturan tahun 1880 mengenai pendidikan
swasta oleh orang Eropa kepada orang Bumiputera (Lémbaran Negara
Hindia-Belanda 1880 nomor 201) diterapkan dalam ordonansi ba-
ru, sehingga dengan demikian pengawasan terhadap sekolah swasta un-
tuk orang Bumiputera diatur secara keseluruhan, | ’

Menurut Ordonansi 1923 oramg bukan Eropa yang mau memberi peng-
ajaran, cukup memberitahukan keﬁada kepala‘pemerintahan daerah untuk
dapat diketahui adanya sekolah-sekolah swasta dengan corak pendidik-
an yang diberikan. Kepala Pemerintahan Daerah berwewenang melarang
guru swasta mengajar dalam waktu yang lamanya ditentukan atau tidak
ditentukan berdasarkan pertimbangan ketertiban umum. Peraturan ter-
sebut menurut B.J.0. Schrieke harus dirubah dalam dua hal. Perubah-
an pertama ialah peraturan dalam ordonansi mengenai pendidikan oleh
orang Eropa kepada orang Bumiputera (Lembaran Negara 1880 nomor 201)

“diterapkan untuk pendidikan oleh orang Bumiputera kepada orang Bumi=-
putera, dan bahwa menurut ordonansi tersebut harus ada ijin menga-
jar. Perubahan kedua . ialah sebagai perbaikan bahwa pemberian
ijin itu tidak hanya ditentukan menurut pendapat pegawéi pangreh
praja, tetapi pertimbangan Inspektur Pendidikan bersangkutan
juga ikut menentukan, Keputusan terakhir untuk memberikan ijin ada
pada pihak kepala pemerintahan daerah. Tetapi untuk menjamin bahwa
saran dari Inspektur Pendidikan itu akan diindahkan, direncanakan
peraturan - bahwa Kepala Pemerintahan Daerah tidak akan memberikan
ijin - jika Inspektur tidak menyétujuinya. Tetapi kepala pémerin—

tahan Daerah berwewenang penuh untuk menolak orang yang dari segi
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teknis pengajaran disetujui oleh Inspektur tetapi-berdagarkah per-
timbangan politik tidak dapat diterima.

Dalam tahun 1925 dipertimbangkan untuk memperluas ketetapan
dalam Ordonansi 1923, sehingga lahirlah ordonansi dalam Lembaran
Negara 1925 nomor 260. B.J.0. Schrieke tidak mengetahui apakah
pada waktu itu telah dipertimbangkan untuk mengadakan sistim pem-
berian ijin yang dianjurkan oleh Menteri Daerah Jajahan (Welter)
pada waktu itu dan juga disetujui oleh Pejabat Jaksa Agung. Teta-
pi J.F.W. van der Meulen, pejébat yang mendahului B.J.0. Schrieke,
sangat berkeberatan, karena terhadap guru-guru yang oleh pemerin-
tah diberi ijin mengajar harus diadakan sanksi. Hal itu oleh
yang bersangkutan akan disalah gunakan sebagai alat propaganda.

Di samping itu Pemerintah Daerah akan bertambah pekerjaannya, ka-
rena harus meneliti kelakuan dan kemampuan orang-orang yang memin-
talijin mengajar. Pendapat J.F.W. van der Meulen itu disetujui
oleh Dewan Hindia dan pemerintah ikut mendukung. B.J.0. Schrieke
memahami keberatan utama terhadap sistim pemberian ijin itu; teta-
pi tidak setuju untuk dibesar-besarkan, dan hal itu dapat diatur.
Dalam rencana sistim yang diusulkannya pemilikan surat ijin meng-
ajar merupakan syarat mutlak. Tanpa ijin, orang dilarang berdiri
di muka kelaé untuk mengajar, Tetapi ijin tersebut tidak boleh
diberikan dengan keterangan kecakapan;. misalnya dapat diberi-
kan surat oleh Inspektur Pendidikan kepada orang yang mau meng-
ajar tetapi tidak memiliki ijazah guru. Ijin yang ada dalam ga-
gasan B.J.0. Schrieke sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh Pe-~
merintah Daerah., Ijin itu hanya merupakan pernyataan bahwa Kepala
Pemerintahan Daerah tidak berkeberatan terhadap orang bersangkutan
yang mau mengajar. Perumusan ijin itu harus disusun sedemikian
rupa sehingga tidak menimbulkan kesan sebagai diploma apa pun.

Maka oleh B.J.0. Schrieke sistim perijinan mengajar yang sudah
ada sejak tahun 1880 untuk orang Eropa diusulkan agar berlaku juga
untuk 6rang Bumiputera. Masalah yang harus dipecahkan i&lah krite-

ria sebagai dasar pemberian nasehat oleh Inspektur Pendidikan.
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Menurut pendapatnya, diploma guru tidak boleh dituntut sebagai sya-
rat, tetapi orang yang meminta ijin harus memiliki pengetahuan mi-
nimum yang diajarkan di sekolah. Pengetahuan sekolah minimuﬁ itu
tidak boleh dituntut terlalu tinggi, karena dengan tuntutan persya-
ratan terlalu tinggi akan banyak sekolah liar yang '"gulung tikar",
dan hal itu menurut B.J.0. Schrieke, baik pdn dari segi pendidikan
maupun dari segi politik tidak bijaksana. Karena itu direncanzakan
ketetapan bahwa orang yang mengajar dalam bahasa Belanda atau de-
ngan bahasa Belanda sebagai pengantar harus mempunyai ijazah akhir
sekolah negeri atau sekolah swasta bersubsidi pendidikan rendah
Barat.*) Sedangkan orang yang mengajar dengan bahasa Pribumi harus
telah tamat belajar di sekolah kelas dua negeri atau bersubsi-
di. Tetapi ditegaskan, bahwa meskipun sudah dipenuhi sYarat'minim-
um sama sekali tidak berarti bahwa permohonan ijin harus dilulus-
kan. Oleh Inspektur Pendidikan daiam sarannya harus dipertimbang-
kan, bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan untuk mengajar dan
juga harus dipertimbangkan keadaan persediaan tenaga guru yang le-
bih baik di tempat. :Ia bermaksud, setelah ordonansi diberlakukan,
akan mengedarkan surat kepada para Imspektur, bahwa dalam nasehat
mereka harus ditinjau faktor-faktor sosial dan menguji kemampuan
individuil dari pemohon ijin kepada keadaan penyediaan tenaga guru
di daerah yang bersangkutan. Mengenai hal ini tidak perlu ada ke-
seragaman.

Demikianlah menurut B.J.0. Schrieke, tidak diharuskan memiliki
suatu ijazah guru. Gagasan yang dianjurkan oleh Dewan Pendidikan
dalam tahun 1924 .untuk menuntut dari orang yang mau mengajar»dalam
bahasa Belanda, paling sedikitnya apa yang disebut diploma Dépok
(Depoksche Diploma), yaitu ijazah yang paling rendah untuk wewenang
mengajar dalam bahasa Belanda dianggap menemui keberatan, karena

jumlah pemilik ijazah tersebut sangat kecil., Lagi pula dari laporan

*) Ijazah akhir sekolah swasta tidak bersubsidi akan diakui jika
ada pengakuan sederajat dengan sekolah negeri terhadap sekolah

tersebut,
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para Inspektur ternyata bahﬁa di sekolah liar seringkali diajarkan
bahasa Belanda oleh orang-orang yang telah belajar beberapa tahun
. di . "Kweekschool" (sekolah guru), tetapi tidak berhasil mencapai
ijazah akhir, Tidaklah sepatutnya untuk menghargai mereka ini le-
bih rendah dari pada para pemilik diploma Depck yang sangat seder-
hana itu. ' |

Tjin vang diberikan oleh Kepala Pemerintahan Daerah dengan
dipenuhi syarat-syarat minimum masih belum merupakan jaminan bahwa
sekolah liar telah memenuhi tuntutan minimum yang pantas. Penga-
wasan pemerintah tidak hanya dikenakan kepada para guru secara
perorangan,~tetépi juga diperluas kepadajseluruh'sekolah.' Dua ke-
pincangan yang sering terdapat harus diberantas, yaitu mengajar
dalah ruangan yangisama sekali tidak memadai dan memberi gambaran
tidak benar mengenai taraf pendidiksn serta pemberian ijazah
yang nilainya tidak sepadan dengan kenyataan. Mengenai kepinfahg-
an kedua dikemukakan bahwa terutema di sekolah liar yang
mengajarkan bahasa Belanda, diberikan gambaran palsu mengenai mutu
pengajarannya. Banyak sekolah liar dihiasi dengan penggunaan nama
HIS, meskipun taraf pendidikannya dalam bahasa Belanda biasanya
berada jauh di bawah sekolah negeri, Maka untuk selanjutnya nama
HIS hanya boleh dipakai oleh sekolah yang dapat dianggap sederajat
dengan HIS negeri dan pelanggaran harus dihukum dengan penutupan,
Peraturannya juga akan efektif dalam kasus-kasus pengelabui mata
publik oleh sekolah liar. Misalnya pernah terjadi di Betawi, bah-
wa secs2orang mengusahakan sejumlah besar sekolah dengan nama
"Neutrale HIS met Fngelsch" (HIS Netral dengan bahasa Inggris)
dan mengeluarkan ijazah yang sama dengan sekolah negeri, karena
berhasil memperoleh lembaran formulir blanko yang dipakai di seko-

lah negeri di kantor pos dengan membayar menurut harga meterainya,

Penyalah gunaan. tersebut untuk sementara dicegah oleh B.J.0. Schrieke

dengan permintaan kepada para Kepala Kantor Pos untuk menyerahkan
lembarar blanko diploma tersebut hanya kepada orang-orang yang te-
lah diberi otorisasi oleh Inspeksi Pendidikan.

w -
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sebaliknya mereka tidak dikenakan syarat “tidak menggzanggu ke-
tertiban dan ketenteraman'’. Tidak lagi beralasan untuk remper-

tahankan peraturan tahun 1880 ini.

Teks konsep ordonansj dengan disertai rancangan surat pengan-
tar dan remori penjelasan disampaikan kepada Gubernur Jdneral. Pe-
nyampaian dilakukan melalui Mr. J.J. Schrieke karena dianggap per-
lu dalan hubungan dengan pencantuman sanksi huluman dalam peratur-
an baru yang direncanakan. Catatan yang bersifat yuridis formil
diberikan uatuk diperhatiken. Oleh H. Mow, Fenasehat Urusen Cina,
diuraikan dalam nota untuk Dewan Hindia keberatan prinsipiil ter-
hadap rancangan ordonansi. Ia berkeberatan terhadap setiap penga-
wasan atas sekolah swasta Cina, karena pengawasan ini akan berarti
mempunyai maksud untuk memperbaiki nutu pendidikennya, sedangkan
sekolah tersebut mengandung unsur-unsur anti Barat, sehingga dida-
pat kesan bahwa Pemerintah mau mengaaakan perbaikan pada suatu
lembaga yang diijinkan, tetapi sebenarnya tidak dapat dianjurkan.
Dewan Hindia-Belanda menyetujui rancangan ordonansi (dalam saran-
nya tanggal 5 Agustus 1932 nomor X) dan sependapat dengan Direktur
Pendidikan dan Agama, bahwa pemberian ijin tidak berarti bahwa pe-
merintah memberikan suatu pengakusn tertentu, karena pemberian
ijin tersebut mempunyai '"“sifat negatif belaka’’ dan tidak mengandung
"penghargaan yang positif'. Rancangan itu dizjukan kepada Dewan
Rakyat pada tanggal 13 Agustus 1932 dan oleh Dewan, setelah diada-

kan berbagai amandemen, diterima dengan 32 lawan 13 suara pada

'tanggal 9 September 1932.

Direktur Fendidikan dan Agama (B.J.0. Schrieke) kepada Gubernur

Jenderal (D¢ Jonge) tangzal 13 September 1932

Dalam surat tertanggal 13 September 1932 dibahas kelanjutan
penerimaan rancangan ordonansi oleh Dewan Rakyat. Pertama-tama
dimintakan perhatian mengenai dua persoalan yang menurut B.J.O.

Schrieke bersifat sangat prinsipiil dalam amandemen-amandemen yang
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telah diadakan.

Persoélan pertéma mengenai perumusan dalam paragraf 2 tentang
“sekolah-sekolah'’. Sebagian besar anggota Dewan sangat berkelerat-
an terhadap rancangan pemerintah, bahwa dilarang mendirikan atau
mengelola sekolah swasta tanpa pengakuan Kepala Pemerintahan Dae-
rah. Dikhawatirkan ketentuan dalam peraturan tersebut akan terla-
1lu mudah digunakan oleh pangreh praja sebagai alat untuk merintangi
prakarsa swasta di bidang pendidikan., NKarena itu dianggap cukup
dan lebih baik untuk mengadakan sistim represif terhadap sekolah
svasta. Hanya sekolah-sekolah swasta yang menggunakan sebutan se-

- perti Sekoiah negeri dan dengan demikian mempersamakan diri sedera-
jat dengan sekolah negeri, diwajibkan lebih dahulu memperoleh ijin
dari Direktur Pendidikan dan Agama. ’

"Amendemen diajdkan oleh Rétulangi cs, dan Wiranatakusumah cs.
Setelah diperbincangkan dengan saksama diperoleh keyakinan bahwa |
dengan diterimanya sistim yang dibeia dalam perembugan di Dewan
Rakyat, ternyata membawakan perbaikan. Oleh Dewan disetujui sistim
preventif terhadap guru-guru secara perseorangan dan juga dapat di-
" terima terhadap sekolah swasta yang mempersamakan diri dengan seko-
lah negeri berdasarkan pemakaian nama yang sama. Hanya sedikit
yanz berkeberatan terhadap sekolah swasta lainnya yang tidak meng-
anggap sederajat dengan sekolah negeri, untuk menggunakan peraturan
represif dalam arti, bahwa pendiriannya hanya harus diberitahukan
kepada Pemerintah. Penggantian pengakuan‘oleh_kepala Pemerintahan
Daerah dengan‘pembetitahuan kepadanya mempunyai kebaikan, bahwa
pangrenh praja daerah akan diperingan pekerjaannya, di samping itu
dapat dihindarkan penggunaan ‘pengakuan’ tersebut sébagai propagan-
da reklame (iklan) oleh sékoléh—sekolah swasta secara tidak patut,
Maka tanpa pemungutan suara per kepala disetujui oleh Dewan untuk
mengadakan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam paragrap 2 da-
ri rancangan ordonansi. _ ' o

Persoalan kedua ialsh mengenai peraturan naik banding terhadap

keputusan kepala pemerintahan Daerzh. Dalam rancangan peraturan
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itu tidak dimuat pertimbongen, bzhwe sentralisasi pengawasan oleh
Pusat kurang kena berhubung dengen diadakannya penyerahan urusan
pendidikan rendah kepada.Propinsi, Dewan Kabupaten, dsb. Tetapi
dengan mengalah -kepeda desakan yéng luat dari Dewan akhirnya dite-
rimalah usul amandemén Patulangi, bahwa terhadap semua keputusan
kepala'ﬁemerintahan Daefah terbuka kesempatan dolam waktu sebulan
untuk'naik Banding. Tetapi Ratulangi cs. menambahkan klausul ke-
pada omendemen sebagai berikut: ‘''Pelaksanaan keputusan kepala pe-
nerintahan Daerah yang terhndapﬁya dizjukan naik banding oleh yang
bérsangkutén, ditangguhkan sampai pemerintah Pusat mengambil kepu-
tusan". Dalam perembugan mengenai usul amendemen'ini, R.J.0. Schrieke
mengemukakan bahwa pemerintah sangat berkeberatan liarena penangguh-
an tersebut akan menimbulkan hambaten serius bagi pemerintahan ek-
sekutif apabila seorang kepala pemerintchan telah memerintahkan pe-
nutupan sekolah, sedangkan pelaksanaanvperintah itu ditunda sampai
ada keputusan dari pemerintah Puéét. Tetapi Dewan Rakyat menyetu=-
jui aﬁéndemen dengan 26 suara lawan 23 suara. Walaupun ada amende-
men tersebut, dinasehatkan oleh 3.J.0. Schrieke untuk menetapkan
ordonansi yang dirancangkan dengan amendemen dan tambahan yang di-
buat oleh Dewan Rakyat. Jika di kemudian hari amendemen tersebut
dalam praktel akan menimbulkan kesulitan, pemerintah masih dapat.
mengajukan rancangan perubahan kepadea Dewan Rakyat.

Pemefintah diharapkan, jika menyetujui pendirian B.J.0. Schrieke
seperti diuraikan di ataé, untuk selekasnya memberlakukan ordonansi.

tersebut dan diusulkan 15 September 1932 sebagai tanggal mulai ber-
lakunya.

:

Kuasa Pererintah Untuk Urusan Umum pada Dewan Rakyat (E.J. Kiewiet

de Jonge) kepada Gubernur Jenderal (De Jonge), 26 Oktober 1932

Apa yang disebut "Ordonansi Pengawasan Terhadap Pendidikan
Swasta" (Toezicht-ordonantie Particulier Onderwijs), yang didalammya
dimuat amendemen-amendeman Dewan Rakyat mulai mempunyai kekuatan

berlaku pada tanggal 1 Oktober 1932. Terhadapnya timbul gerakan
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yang menentang. Oleh Sekretaris Umum Pemerintah (Negara), atas
nama Gubernur Jenderal De Jonge ditugaskan kepada li.J. Kiewiet de
Jonge, yang diberi kuasa sebagai kuasa pemerintah untuk Urusan
Umum di Dewan Rakyat, agar berkomunikasi dengan Pemimpin Taman
Siswa, Ki Hajar Dewantoro, dengan tujuan mengatosi kesalah paham-
an yang telah timbul. Dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal di-
sampaiken laporan hasil pertukaran pikiran dalam pertemusn dengan
Ki Hajar Dewantoro (surat tanggal 26 Oktober 1932).

_ Perintah untuk tugas tersebut di atas diterimanya pada tang-
gal 12 Oktober 1932. Tetapi ia baru berhasil mengadakan pertukar-
an pikiran dengan Ki Hajar Dewantoro di rumahnya di Yogyakarta pa-
da tanggal 19 Oktober. Untuk pertemuan pertama selama kira-
kira tiga jam dan pada tanggal 21 Oktober untuk yang kedua selama
kira-kira dua jam., Sebelumnya ia telah mendapat informasi di Se-
marang dari A.van.Dijck, Inspektur Pendidikan DRumiputera untuk Ja-
wa Tengal, bahwa menurut pendapat Inspektur teréebut sekolah na-
sionalistis berkembang dengan subur dimana relatif adé kekurangan
sekolah negéri. Teruvtama sebagai akibat sistim subsidi yang ber-
laku untuk daerah swatantra, khususnya di Yogyakarta, sekolah na-
sionalistis tersebut mendapat murid seperti sekolah Missi dan Zen-
ding, sedang kenyataan ini harus dipandang lebih banyak sebagai
akibat kebutuhan akan pendidikan daripads simpati tertentu orang
tua.  Di Yogyakarta diperoleh informasi dari Residen mengenai
aksi Taman Siswa yang memprakarsal gerakan perlawanan pasif terha-
dap "ordonansi sekolah liar". Dari majalah Pusara Taman Siswa
edisi September dan Oktober, dikumpulkan tulisen yang berhubungan
dengan geraken perlawanan pasif. TerjemahannYa oleh Balai Pustaka
- dilampirkan pada laporannya itu. (Ada empat artikel sebagai lam-
pirac II s/d V).

Dari informasi yang diperoleh dari perseorangan untuk orien-
tasi dalam situasi sebelum mbnghdakan pertemuan dengan ¥i Hajar
Dewantoro ditarik kesimpulan bahwa pemimpin—pemlmpin rakyat terke-

muks seperti Thamrin, Soekarno, Soetomo, mungkin juga Sartono, dll.
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telah menyatakan persetujuan secara tertulis atau dengan perantara-

an orang~orang kepercayaannya mengenai seruan mengadakan aksi ge-

rakan perla%anan pasif dan jika perlu melanjutkannya. Dalam rapat

Pengurus Besar Pudi Utomo pada tanggal 15 Oktober dan dalam rapat

perkumpulan—ﬁerkumpulan yang lain dikeluarkan pernyataan yang .,sena-

da. Lain dari pada itu menurut H.J. Kiewiet de Jonge pernyataan-
pernyataan yang dibuat Ki:ﬁajar Dewantoro sudah menjangkau sangot
jauh, terutama seperti yang dinuat dalam Lampiran IV dan V. Dalam

Lampiran IV dinuat terjemahan tulisan yang berjudul "Penarikan Se-

gera Ordonansi'’, di dalamnya dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro

antara lain:

-~ Kelahiran ordonansi dapat dianggap kekalahan pergerakan politik,
pager kita telah dirubuhkan dan musuh telah memasuki halaman de-
ngan senjata tajam serta dengan sesuka hati dapat. memusnahkan
dan membunuh kita. '

-- Sedangkan sangat perlu, bahwz pemerintah diperingatkan dari pi-
hak rakyat pada tanggal 1 Oktober itu supaya pada saat itu juga
dasar hukum dan kekuatan berlskunya ordonansi dinyatékan gugur.,

-- Telegram saya kepada Gubernur Jenderal harus dianggap sebagai

“peringatan', sebagai "ultimatum', dan

tanda bahaya, sebagai
bahkan sebagai “kata perpisahan kepada masyarakat lindia Belan-
da". Pengiriman telegram itu saya anggap perlu sebagai tindakan
keksatriaan terhadap lswan. Saye tidak minta-minta, saya tidak
mengeluh; tetapi saya memberitahukan: -“Saya.menolék dasar hukum
keberadaan ordonansi".

Di delem Lampiran V diuraikan "garis-garis perlawanen pasif’’.
Seandainya perlawanan seperti itu dilancarkan, maka gerakan ini ti-
dak hanya akan melibatkan kira-kira 170 sekolah dan kira—kiré 1000
orang guru Teman Siswa, tetapi pada akhir tulisesn itu diserukan ke-
pada semua pemimpin rakyat: "Berilah_Dukungan ceees''. Jadi gerak-
an perlawanan pasif Taman Siswa akan sebagién besar berjalan bersa=-
ma-sama dengan pergerakan nasional.

Derikian menuruyt li.J. Kiewiet de Jonge.
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Dalam suasaha yang demikian itu dipertanyakan oleh wakil pe-
merintah itu, apakah pengiriman telegram kepada Gubernur Jenderal
(Lampiran I) dan pernyataan-pérﬁyataan serta pengumuman-pengumuman
Pemimpin Taman Siswa itu dalam Pusara\Téman Siswa tidak lain dari
pada tindakan spontan ataukah tindakan tersebut disarbut dengan
hangat oleh para pemimpin rakyat dan perkumpulan-perkumpulan untuk
dijadikan landasan mengadakan aksi'bersama, sehingca persatuan da-
lan pergerakan nasional dipulihkan atau setidak-tidaknya diperku-
at. Jika sifatnya spontan, maka kesalah pzhaman masih deopat di-
atasi walaupun masalah ordonansi sudah dengan panas mendapot per-
hatian umum, sehingga sukar melenyapkon kesalahan tanggapan. Te~
tapi apabila tindakan tersebut merupakan satu bagian dalar perge=-
rakan nasional, maka rupanya penjelasan yang berpijak pada pendi-
rian pemerintah akan hanya sedikit gunanya.

Kesan yang diperoleh dari pertemuan-pertemuan yang diadakan ada
yang menunjukkan aspek yang pertama dan ada juga yang mengandung
aspek yang kedua. lengenai kegawatan suasana dikemukakan pendapat
bahwa di kalangan Budi Utomo di Yogyakarta, setelah segala publi-
kasi yang diadakan tidak ada lagi jalan untuk mundur bagi Ki Hajar
Dewantoro, dan harus diteruskan. Peristiwa ini merupakan kasus
yang analog dengan kasus Pangeran Suriadiningrat,*) Maka diambil-
nya pendirian bahwa dalam pertukaran pikiran yang akan diadakan,
~akan dijeléskan dengan sekuat kemampuan maksud Pemerintah lebih ja-
. uh, tetapi jika terbukti bahwa tetap akan diambil keputusan untuk
melancarkan aksi, maka harus diambil pendirian yang sangat tegas.
Jika dari pihak kaum nasionalis mungkin dikehendaki perlawanan ter-
hadap ordonansi, bagi pemerintah tidak ada alasan untuk menghindar-

inya dengan kompromis.

*) Pangeran Aria Suriadiningrat, saudara tiri Sultan Yogyakarta
telah berhubungan dengan Partai Indonesia (Partindo) yang di-
dirikan oleh Sartono, setelah dalam tahun 1931 Sukarno di-
vonis oleh Pengadilan Negeri Bandung, dan kemudian PNI di-
bubarkan. Pangeran itu dalam tahun 1932 berkali-kali menda-

pat peringatan Pemerintah, tetapi tidak dihiraukannye.
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Dari pembicaraan dalam pertemuan dua kali, dibuat laporan ser-
ba lengkap. Diakui, bahwa dalam laporan tersebut diungkapkan hanya
esensinya saja dari pertukarén pikiran. Lain dari pada itu sifat-
‘nya juga sepihak karena isinya belum tentu dapat disetujui oleh Xi
ﬁajar Dewantoro. Juga karena dalam laporan itu tidak dapat diung-
kapkan sengan sebagaimana mestinya suasana yang meliputi pembicara-
an, maka mudah saja timbul tanggapan yang salah. Di bawah ini di-
sajikan hal-hal yeng dianggap penting untuk diketzhui.

Pada pertemuan pertama dibuat perjanjian bahwa H.J. Kiewiet
de Jonge pada hari Rabu malam pukul 8 akan datang di rumah Ki Hajar
Dewantoro. Pada pukul 6 ia ditilpon, bahwa akan diadakan latihan
tari Jawa yang setiap minggu < ’'~lzlkan di tempat Ki Hajar Dewanto-
ro di bawah bimbingan Pangeran Tedjokusumo, dan ia dipersilahkan
untuk menyaksikannya apabila ada minat. Selain sangat tertarik,
ia beranggapan bahwa dengan memenuhi undangan tersebut akan tercip-
ta suasaha yang baik untuk mengadakan pembicaraan pendahuluan.

Berdasarkan anggapan kulturil-nasional, Taman Siswa memberi
nilai formil yang tinggi kepoda tari Jawa, teristimewa sebagai im-
bangan terhadap dansa-dansi Barat yang dipandang dalam beberapa
hal kurang cocok untuk para muda Jawa. Pada kira-kira pukul 8 ma-
lam setelah latihan selesai parz tamu sudah pergi dan hanya ting-
gal H.J. Kiewiet de Jonge dengan Ki Hajar Dewantoro. Utusan peme-
rintah kolonial itu mercerhatikan serambi muka (pendopo) yang di-
gunakan untuk tempat latihan tari dan sehari-harinya dipakai un-
tuk ruang sekolah. Di ruang itu’kemudian diatur dan disiapkan me-
ja-meja kecil setinggi kira-kira 40 cm berjejér—jejer untuk penga-
jaran keesokan harinya.. Para siswa duduk di muka meja di atas ti-
kar. ©Sambil memperhatikan itu semua sang tamu memberanikan diri
berkata kepada tuan rumah bahwa cara para siswa dudul: itu ialah
khas menurut adat Jawa, sederhana, disesuaikan dengan lingkungan,
dan menurut pendapatnya serambi muka dengan di sekelilingnya ba-
yangan pohon-pohon besar merupakan tempat belajar-mengajar yang
sejuk dan menyenangkan. Seraya bersenyum Ki Hajar Dewantoro men-

jawab bahwa meja-meja kecil dan ruang sekolah itu dahulu di
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sekitar tahun 1925 telah dikecam oleh P.J. Stroeve, Inspektur Pen-
didikan Rendah Barat, dan katanya para Siswa meskipun anak Jawa,
tidak boleh duduk di.bawah, ruang kelas kurang besar, dan tidak
.poleh bersambung dengan ruang tinggal. KIal yang disebut belakang-
an itu bagi' Ki Hajar Dewantoro justru merupakan suatu prinsip, ka-
rena ada pengaruhnya Yang baik. Celaan Inspektur itu tidak cdihi-
raukannya, karena Taman Siswa tidak minta subsidi dan salah satu
azas pendidikannya ialah tidak mendidik anak-anat dalanm lingkungan
yang lebih bagus daripada lingkungan rumah sendiri. Tujuannya ju-
ga untuk sedapat-dapatnya mempersatukan sekolah dengan rumah, an-
tara pendidikan dengan masyarzakat. Sekolah Barat mencabut banyak
siswa dari akar mereka, mengasingkan mereka dari tradisi sendiri,
tetapi mereka tidak juga menjadi orang Barat. Dalam beberapa hal
kenyataan itu ‘tidak dapat dihindari, tetapi Taman Siswa berusaha
»mencegahnya sedapat-dapatnya. Banyak petunjuk dari Inspeksi dipa-
tuhi, tetapi yang bertentangan dengan prinsip Tamen Siswa ditolak.

Dalam menanggapi pendirian Taman Siswa tersebut di atas,
utusan pemerintah kolonial itu berkata: '"Itulah hak istimewanya,
karena tidak menerima subsidi'. Dijawab oleh Ki Hajar Dewantoro,
bahwa hak istimewa itu hilang dengan adanya ordonansi baru. Dan
'apabila ada seorang Inspektur seperti P.J. Stroeve tidak setuju
dengan semuanya itu, maka teguran seperti itu bukan lagi merupakan
kritik di bidang teknis pendidikan, melainkan suatu kecaman yang
menyerang jantung pergerakan pendidikan Taman_Siswa. Inilah yang
menjadi salah satu sebab dari perlawanan gigih terhadap ordonansi
baru itu.

Pertukaran pikiran terjadi mengenai ordonansi tersebut.
Utusan pémerintah kolonial itu berusaha meyakinkan Pemimpin Taman
Siswa, bahwa sisfim ijin mengéjar bertujuan untuk meningkatkan ke-
mampuan para pengajar di sekolah swasta, dan tidak untuk membatasi
keBebasén. Pada hematnya bagi Taman Siswa tidak diperlukan pene-
tapan syarat untuk guru-gurunya yang berwewenang, karena organisa-

si Taman Siswa sendiri sudah merupakén jaminan untuk adanya syarat
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tersebut. Tetapi jaminan tersebut dituntut terutama dari sekolah
swaste yang dikelola berdasarkan mengejar keuntungan belaka, dan
seringkali guru-gurunya kurang mampu. Tetapi Ki Hajar Dewantoro
tetap berpendirian, bahwa ordenansi baru itu merherikan kekuasaan
kepada pangreh praja untuk bertindak menurut sesuka hati terhadap
sekolalh swasta.

Pertukaran pikiran dilanjutkan péda hesri keduva. Pada hari
itu Xi Hajar Dewantoro menerima tamunya seperti biasanya dalam ber-
busana nasional, yaitu berjas-tutup dengan kerah tinggi, terbuat
dari bzhen lurik. Pada hari itu sang tamu paginya dengan diantar
oleh Ir. R.M.Pandji Surahman Tjokroadisurib, pemimpin Balai Perco-
baan Batik di Yogyakarta, telah berkunjung ke salah satu pertenun-
an dan melihat di situ cara menenun kain lurik, antara lain yang
berwarna hijau tua dengan jalur-jalur kecil benang merah dan putih,
yaitu warna-warna Taman Siswa.
Pada hari itu Ki Hajar Dewantoro menerima tamunya tanpa mengenakan
kain Taman Siswa, sehingga menimbulkan pertanyaan pada tamunya, apa
sebab tuan rumah tidak berdandan dalam busana Taman Siswa. Sekali-
sekali dianggap perlu juga untuk berpakaian lain dengan maksud men-
dobrak kungkungan ortodoksi yang mengekang orang untuk berpikir da-
lam lingkaran kecil atau dalam kesadaran kelompok kecil. Sebagai
seorang nasionalis yang baik, ia berpzkaian dalam dandanan nasio-
nalis. Tetapi kadang-kadang perlu juga mengenakan pakaian Eropa.
Hal itu dilakukannya untukk mematahkan dogmatisme pada para siswa
dan para pengikutnya. Pada mereka timbul kebingungan; tetapi ada
baiknya juga. lkarena kebingungan itu justru‘memakSa untuk berpikir.
Pada suatu kali, waktu Sartono mengadakan ceramah tentang swadeshi,
yaitu menggunakan barang-barang hasil buatan negeri sendiri. Se-
tiap orang tentunya hadir dalam busana Jawa, dan ketika diketahui-
nya hal itu Ki Hajar Dewantoro cepat-cepat berganti pakaian Eropa.
Hari berikutnya ia mengajar di salah satu kelas tertinggi sekolah
pendidikan guru, dan ada siswa yang bertanya dengan sedikit malu-
malu, apa sebab ia telah berbuat demikian. Para muda~menduga, bah-

wa ia mau berdemonstrasi memihak kepada PNI terhadap P.I. atau
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Partindo, partai Sartono.*) Dijelaskannya, bahwa ia sangat meng-
hargai swadeshi, dan ia sendiri mendukungnya, tetapi dengan berbu-
sana cara Barat ia bermaksud menyadarkan orang-orang, bahwa pada
akhirnya bukanlzh busana yang dipakai untuk menentukan, melainkan
kemurnian jiwanya. '
Bertanyalch sang tamu, apakali ¥i I'ajar Dewantoro mau menying~
rirken sektarisme sebanyak mungkin dari Taman Siswa. Demikianlah
sebenarnya, jawabnya. De meja bacaan Taman Siswa juga terdapat
"De Zaaier",**)dansebuahuwjalahKatolik. Para siswa, terutama yang
lebih tua, boleh saja berkenalan dengan segala macam pengetahuan.
Taman Siswa berusaha menyediakan landasap nasional=-kulturil agar
supaya diperoleh cukup kekuatan untuk menanggulangi pengaruh pe-
ngetaliuan serba banyak itu. Sekolah di negeri Barat memberikan
pengetahuah serba-banyak tersebut, tetapi tanpa kekuatan untuk
menghasilkan sintesa. Kepada para muda diberikan kerampuan untuk
belajar segala pengetahuan, tetapi tidak diberikan landasan kebu-
dayaan sendiri sebagai titik pusat. Maka mereka itu menjadi ber-
keping-keping sehingga mereka itu bukan Bumiputera dan juga bukan
Barat. Generasi muda ini pada umumnya menderita frustrasi. Yare-
na jiwa mereka terbelah mereka itu tidak mempunyai kekuatan ba-
tin, kehilangan kepercayaan pada diri-sendiri, dan membawakan ba-
haya besar bagi bangsa sendiri dan bagi pem=rintah.
Landasan yang kuat itu tidak dapat dibentuk hanya dengan pendidik-
an nasional melulu, tetapi harus ditopang oleh moral yang kuat.
Kemudian pembicaraan diarahkan oleh sang tamu kepada ordonan-

si. Katanya, bahwa justru ordonansi tersebut sasarannya ialah

*) PNI (Pendidikan Hasional Indonesia) didirikan Sutan Syahrir
dan memihak Moh. Hatta. PNI baru berorientasi lebih sosialis-
tis dan tidak menyetujui swadeshi, teristimewa yang dipropa—
gandakan sebagai kerajinan tangan, tetapi menganjurkan indus-
trialisasi, karena dalam industrialisasi terbentuk proletari-
at yang berpendidikan modern.

*%) Majalsh ini (Penyebar Benih) ialah majalah Kristen Protestan

dan diedarkan sebagai majalah penyiar ajaran agama Kristen
oleh Gereja-Gereja pembaharuan (Gereformeerde ¥erken).
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sekolah liar tanpa moral itu. Tetapi i llajar Dewantoro tetap
menganggap sistim ijin mengajar itu sebagal kekangan dan dengan
menyesal ia menyatakan tidak menaruh kepercayaan, terutama karena
penggunaan kekuésaan oleh pangreh praja sesuka hatinya, seperti
yang pernah dieiami rekannya Ki Tjokrodirdjo di Semarang.

Dalam laporan yang disampaikan kepada Gubernur Jenderal dise-
salkon oleh H.J. Kiewiet de Jonge sikap pangreh praja pada umumnya
dan beberapa aparatur ﬁemerintah yang kurang berkomunikasi dengan
kelompok kaum terpelajar Bumiputera yang setiazp tahun jumlahnya
makin besar. Akibat sikap tersebut menyedihkan. Pada umumnye,
pangreh praja itu hidup sebagai orang asing berdampingan dengan
dan kadang-kadang bertentangan dengan yang diperintsh. Dengan de-
mikian tidak terjadi adanya saling pengertian,.tetapi saling melu~
kai perasaan. Dari pertukaran pikiran di Yogyzkarta itu ternyata
dengan jelas hubungan antara kecurigaan dengan perlawanan pasif.
"Image" atau citra mengenai perlawanan pasif itu tidak bisa dihi-
langkan lagi. Perwujudan atau realisasi perlawanan pasif tersebut
dipengaruhi oleh kekuatan kecurigaan. Berhadapan dengan Ki Hajar
Dewantoro adalah menghadapi pemimpin yang berjiwa luhur dan mung-
kin kecurigaan pribadinya dapat dilunakkan.

Kemungkinan pada suatu waktu ia berhadapan dengan pemimpin

lain yang kurang berterus terang atau yang kejengelan para pengi-
kutnya ternyata terlalu kuat, sehingga terjadilah perlawanan pasif
itu. Lain daripada itu dimintzkan perhatian terhadap perasaan ha-
lus orang Jawn mengenai formalitas dan prosedur serta nuansa dalam
keduanya. Pengingkaran,terhadapﬁya menimbulkan kesalah pahaman
atau perbedaan pendapatvyang berjauhan. Sebagai penutup dikemuka-
kan untuk mempertimbangkan saran dari E. Gobec, Penasehat Urusan
Bumiputera, untuk mengadakan perubahan dalam konsep surat edaran.
Lain dari pada itu diusulkan untuk menyisipkan dua pokok lagi, su-
paya maksud pemerintah menjadi lebih jelas lagi. Kedua sisipan
itu menjelaskan bahwg tujuan ordonansi yang berkaitan dengan

sistim 1jin mengajar juga dapat dicapai dengan menambahkan kepada
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sistim yang dahulu (yaitu sistim pemﬁeritabuan) unsur baru (yaitu
peiberian atau penolakan ijin dan pengakuan kepada tenaga pengajar)
dan hanya atas dasar efektivitas lebik diutamakan sistim pemberian
ijin. Hal tersebut adalah menurut sisipan pertama. Menurut
sisipan kedua perlu memperhatikan tinglhah laku politik pe=-
mohon atau pemegang ijin untuk membedakan nasionzlisme kebudayaan
(cultureel nasionalisme) daripada nasionalisme politik (politiek
nasionalisme). Tindakan dalam hal ini harus berhati-hati. Dalam
penilaian terhadap bangunzn sekolah dan perlengkapannya serta alat-
alat pelajarannya hendaknya dipertimbangkan bahwa sekolah Bumipute-
ra tidak harus meniru pola Barat, asal bangunan dan perlengkapannya
cukup kuat dan higienis (memenuhi syarat kesehatan).

Juga diusulkan untuk menyampaikan kepada Ki lajar Dewantoro
konsep surat edaran yang berisi peraturan pelaksanaan ordonansi.
Diharapkan bahwa wibawa Ki Hajar Dewantoro dalam Konperensi Para
Pemimpin Taman Siswa yang akan diadakan mempunyai pengaruh
cukup besar, juga kepada para pemimpin rakyat yang bersimpati, se-
hingga membatalkan maksud untuk melancarkan aksi perlawanan. Me=-
ngenai hal ini tidak ada kepastian. s

Salinan laporan H.J. Kiewiet de Jonge tersebut di atas juga
dikirimkan kepada Direktur Pendidikan dan Agama, dan kepada Penase-

hat Urusan Bumiputera.

Sekretaris Pemerintah (Negara) I kepada Kepala-Kepala Pemerintahan

Daerzh, tanggal 24 Hopember 1932

Penjelasan mengenai penerapan Ordonansi Fengawasan Terhadap
Sekolah Swasta (Lembaran Negara 1932_nomor 494) yang mulai berlzku
pada tanggal 1 Oktober 1932 dikemukakan dalam surat tanggal 24 No-
pember 1932. Menurut ordonansi 3 Nopember 1885 (Lembaran Negara
nomor 201) dan ordonansi 28 Maret 1923 (Lembaran Negara nomor 136)
mengenai sekolah swasta tidak bersubsidi untuk pengajaran oleh
orang bukan Eropa kepada orang bukan Eropa diberi kebebasan, asal

sudah memberitahukan kepada Kepala Pemerintahan Daerah. Tetapi



181

penyalah gunaan kebebasan dan keburukdn yang timbul dari padanya
memaksa Pemerintah membuat peraturan pencegahannya; Sebagai di-~
anggap paling efektif ialah permintaan ijin mengajar yang menurut
" ordonansi-ordonansi terdahulu hanya diwajibkan kepada orang Eropa
yang mengajar kepada orang bukan Eropa, tetapi menurut ordonansi
yang baru, diwajibkan kepada setiap orang yang mau memberi penga~
jaran (pasal 1 Ordonansi baru). Pendirian sekolah swasta tidak
bersubsidi bebas dan cukup dengan pemberitahuan saja.

Tujuan ordonansi baru ialah memberantas penyalah gunaan
kebebasan mendirikan sekolah tersebut dan keburukan dari padanya,
tetapi tidak dimaksudkan untuk menghalangi prakarsa swasta dalam
kebebasan perkembangannya. Pengawasan di bidang politik yang ter-
implikasildi dalam tujuan pada hakekatnya tidak berubah, tetapi
penyalah gunaan dan keburukan yang harus diberantas. Coraknya
berbeda-beda sebagai akibat pengajaran yang diberikan oleh guru-
guru’yang sama sekali tidak berkemampuan, tempat mengajar yang
membahayakan keschatan atau keselamatan murid, dan memberikan ha-
rapan yang bertentangan dengan kenyataan menurut keadaan taraf
pengajaran dan hasil yang dicapai. Karena itu dalam pemberian
ijin hanya diadakan penolakan berdasarkan pertimbangan, apabila
yang bersangkutan dikhawatirkan akan menimbulkan "gangguan kepada
tata tertib dan ketenteraman umum'" (pasal 4, ayat (1) sub. a).
Karena itu untuk pemberian ijin diperlukan secbagai syarat, nasehat
positif dari Inspektur Pendidikan yang bersangkutan. (Pasal 3,
ayat (1); Pasal 4, ayat (1) sub. b). Sebagai kriterium untuk da-
sar pertimbangan dalam ordéﬁansi dan tidak ditetapkan syarat-sya-
rat tertentu uﬂtuk wewenang mengajar yang diminta ialah "tanda
bukti kelakuan susila yang baik" (Pasal 4, ayat (1) sub. c le),
dan syarat-syarat minimum mengenai tingkat kecerdasan si pemohon
1jin. (Pasal 4, ayat (1) sub. c 3c; ayat (2) dan (3).

Jadi dengan demikian ijin-ijin yang diberikan sama sekali tidak
mempunyai kekuatan sebagai diploma atau ijazah, dan sewaktu-waktu

dapat dicabut. Pemberian ijin itu juga sama sekali tidak berarti
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bahwa kepala pemerintahan Daerah menilai yang bersangkutan sebagai
guru yang cakap, tetapi hanya diberi ijin mengajar karena tidak
ditemukan alasan untuk menolak pefmohonannya. Pemberian ijin itu
harus diartikan sebagai pemberitahuan belaka, bahwa kepala peme-
‘rintahan Daerah tidak menaruh keberatan kepada pemohon untuk meng-
ajar. Bentuk surat pemberian 1jin itu juga tidak boleh mempunyai
ciri sebagail diploma.

Dalam surat edaran tersebut ditegaskan untuk diperhatikan,
bahwa orang yang telah memenuhi syarat minimum kecerdasan menurut
ketetapan ordonansi belum berhak untuk memperoleh ijin. Dari In-
spektur Pendidikan harus ada saran yang mendukung (Pasal &,
ayat (1) sub. b). Jadi sudah jelas bahwa kepada orang dengan
pendidikan lebih tinggi daripada syarat-syarat minimum tersebut,
misalnya tamatan Sekolah Pendidikan Guru Taman Siswa dan Muhamnmad-
iyah, dapat diberikan ijin. Lebih—lebihllagi kepada orang yang
memiliki surat keterangan menurut pasal 7 ayat (1) dan (2) Peratur-
an Umum Subsidi Kepada Sekolah Rendah Bumiputera Swasta. (Lembar-
an Negara 1924 nomor 68 jo. Lembaran Negara 1931 nomor 493). Pem-
berian ijin dapat ditolak atau dicabut tidak hanya untuk kepenting-
an tata-tertib umum, tetapi juga untuk kepentingan pendidikan (Pa-
sal 6 dan 8). Berdasarkan pertimbangan yang sama gekolah juga bi-
sa ditutup (pasal 14). Karena tujuan ordonansi menolak permohonan
guru yang tidak cakap dan juga guru yang berbahaya bagi tata ter-
tib umum, maka tidak mengganggu kebebasan sekolah swasta dalam
urusan kurikulum, azas-azas dan metode dalam pendidikan, sepanjang
tidak mengandﬁng pertentangan deﬁgan ketertiban umum. - Juga dimin-
takan perhatién bahwa bagi orang yang hanya memberikan pengajaran
agama (termasuk ke dalamnya persiapan untuk pengajaran agama, mi-
salnya membaca dan menulis aksara Arab), dan juga memberi penga-
jaran agama di samping mata pelajaran yang lain di sekolah, juga
diperlukan ijin,

Tujuan kedua ordonansi untuk memberantas keburukan~keburukan,
berupa mémbeti pengajaran dalam ruang kelas yang membahayakan ke-

sehatan murid. Tetapi harus diperhatikan bahwa tidak boleh
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digunakan norma dan ukuran yang ditetapkan untuk sekolah negeri
atau swasta berbantuan. Sebelum kepala pemerintahan Daerah meng-
ambil tindakan untuk menutup sekolah berdasarkan Pasal 13 dan 14,
bahwa bangunan sekolah membahayakan atau tidak cukup berakomodasi
untuk menampung jumlah murid, maka harus memberikan kesempatan
kepada pengelola sekolah untuk mengadakan perbaikan. Terhadap
penipuan dan pemberian harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan
diadakan peraturan untuk mencegahnya, bahwa penggunaan nama seko-
lah yang seluruhnya atau sebagian sederajat atau mempunyai persa-~
maan dengan sekolah negeri dan bersubsidi harus ada ijin dari Di-
rektur Pendidikan dan Agama. Dengan sendirinya ijin tersebut di-
berikan jika sekolah dinyatakan setaraf.

Akhirnya dijelaskan pendirian Pemerintah terhadap masalah
mengenai keharusan atau tidak berlakunya ordonansi di daerah-dae-
rah Swapraja. Harapan Gubernur Jenderal ialah, bahwa di daerah-
daerah Swapraja sedapat-dapatnya dibuat dan dikembangkan peratur-
an-peraturan yang sama, tetapi harus dihindari tindakan-~tindakan

yang melampaui atau melebihi ordonansi.

Catatan (notulen) Sidang Istimewa Dewan Hindia dengan diketuai

oleh Gubernur Jenderal (De Jonge), tanggal 23 Desember 1932

Hadir: Gubernur Jenderal De Jonge, C.W. Bodenhausen wakil
Ketua (Vice~President) Dewan Hindia, P.A.A. Kusumoyudo, Prof.J.van
Kan, W.Ch, Hardeman, G.R. Erdbrink, anggota-anggota Dewan Hindia,
P.J. Gerke Sekretaris Umum (Algemeen Secretaris). Sidang dibantu
oleh Pejabat Sekretaris, Mr. W.G. Peekema,

Sidang dibuka jam 9 dan dibahas tindak lanjut Pemerintah da-
lam hubungan diberlakukannya Ordonansi Sekolah Liar untuk mengha-
dapi situasi yang timbul dari perlawanan keras dari Taman Siswa.
Pertukaran pikiran yang diadakan oleh H.J. Kiewiet de Jongé, tidak
mencapai tujuannya. Demikian juga konsep surat edaran pemerintah,
yang dikirimkan kepada Ki Hajar Dewantoro. Selisih pendapat ter-

jadi antara Direktur Pendidikan dan Agama dengan Gubernur Jenderal
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mengenai peraturan pelaksanaan seperti tercantum dalam surat edar-
an tersebut, B,.J.0. Schrieke tidak bersedia mengadakan perubahan,
tetapi Gubernur Jenderal menganggap perlawanan yang timbul.sangat
gawat, sehingga dalam prinsip ia cenderung untuk mengadakan penye-
suaian dengan keberatan yang timbul, asal tidak menyimpang dari
tujuan yang sebenarnya dari Ordonansi, yaitu menghindarkan kebu-
rukan-keburukan dalam pendidikan. Tujuan itu harus dipegang teguh
tetapi menurut Gubernur Jenderal masih harus diperbincangkan bagai--
mana cara menjamin tercapainya. Ia setuju dengan B.J.0. Schrieke,
bahwa pemerintah tidak .perlu bereaksi terhadap aksi yang menentang
dalam bentuk pengiriman telegram, pengambilan mosi dalam rapat,
dsb., tetapi jika keberatan-~keberatan itu disampaikan melalui jalan
legal tidak akan a priori diambil sikap menolak oleh Pemerintah,
Dari anggota Dewan Rakyat, Wiranatakusuma, pernah disampaikan
pertanyaan tertulis oleh Pemerintah pada tanggal 20 Desember 1932
 dalam hubungan dengan gerakan menentang "Ordonansi Sekolah Liar",
'apakah pemerintah bersedia meninjau kembali peraturan-peraturan di
dalamnya seperti telah disarankannya pada waktu perembugan dalam
Dewan Rakyat untuk menggéntikan syarat-syarat pemberian ijin de-
ngan mengharuskan penyampaian pemberitahuan, dan selanjutnya di-
adakan tindakan represif oleh Pemerintah. Masalah ini telah dibi-
carakan dengan Pejabat Jaksa Agung, Mr. Vonk, yang melihat perspek-
tif dengan muram, Ia ingin bagaimanapun juga mencegah perlaﬁanan
pasif, jika perlu dengan prakarsa pemerintah melalui pembentukan
Panitia atau Komisi Penangguhan Pelaksanaan Ordonansi. Menurut Gu-
bernur Jenderal fembentukan Komisi itu dapat diterima sebagai usul
alternatif, jika dikehendaki oleh Dewan Rakyat. Menurut Gubernur
Jenderal, mula-mula ordonansi itu direncanakan sebagai urusan pen-
didikan belaka, bukan sebagai perkara politik, tetapi kemudian me-
nurut pendapatnya terkandung senjata politik di dalamnya apabila
hal yang dimaksudkan oleh para perancangnya dianggap tidak perlu
dan tidak diinginkannya. Menurut‘pertimbangan yang diperoleh dari

Kejaksaan Agung dan Residen Sumatera Barat Van Heuven dianggap dari
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sudut politik, bahwa siQtim represif yang lama sudah qukup dan bah-
kan lebih mudah dilaksanakan. |

Yang dipermasalahkan dalam sidang Dewan Hindia itu ialah, apa-
kah Pemerintah akan mengambil tindakan atas prakarsa sendiri atau
menunggu usul inisiatif Deﬁan Rakyat yang oleh ‘Pemerintah harus di-
pertimbangkan, apsakah akan menjurus‘ke arah kemungkinan mundur atau
membentuk suatu Komiéi. Menurut pendapat Bodenhausen sebaiknya Pe-
merintah mengambil sikap menunggu dan memberi kesempatan kepada“
usul inisiatif dalam Dewan Rakyat. Pandangannya itu dikemukakan
sebagai pendapat pribadinya dan jawaban kepada anggota Dewan Rakyat
Muhammad Husni Thamrin yang pada pagi hari sebelum rapat dalam Si-
dang Istimewa Dewan Hindia minta bicara dengannya. Baru setelah
itu tibalah waktunya bagi Pemerintah untuk mempertimbangkan apa
yang harue terjadi dengan Ordonansi Sekolah Liar. Sebelum ini di-
anggap belum waktunya untuk mengambil keputusan. Pemerintah harus
menghindari setiap pengaruh dari luar, supaya bersikap lebih bebas
terhadap usul inisiatif Dewan Rakyat. Terhadap pertanyaan Wiranata-
kusuma dianggap cukup memberikan jawaban yang singkat saja, sedang-
kan keputusan terakhir mengenai usul inisiatif tidak tergantung da-
ri jawaban itu. Dalam perembugan dalam Dewan Rakyat pemerintah ti-
dak perlu ikut campur, hanya wakil pemerintah untuk urusan pendidik-
an harus hadir jika diminta untuk memberikan informasi.

Dalam sidang istimewa Dewan Hindia orang sependapat bahwa
tidak perlu bereaksi terhadap agitasi, melainkan hanya terhadap usul
legal melalui Dewan Rakyat, tetapi pemerintah tidak perlu turut cam-
pur dalam perembugan mengenai usul inisiatif. Gubernur Jenderal me-
rasa lega, bahwa pada umumnya pendapatnya dibenarkan untuk tidak a-
priori menolak éetiap”perubahgn dalam ordonansi yang baru itu. Kon-
sep jawaban kepada Wiranatakusumah disusun, setelah oleh Gubernur
Jenderal diminta pertimbangan dari wakil ketua Dewan Hindia, Direk-
tur Pendidikan dan Agama, wakil pemerintah untuk urusan umum, dan
pejabat Jaksa Agung, tetapi setelah dibicarakan dalam sidang jawab-
annya yang dikirimkan pada tanggal 24 Desember 1932 menjadi sebagai
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berikut:

1). Apa yang diinginkan oleh penanya dalam hubungan perléwananvhe-
bat terhadap '"Ordonansi Sekolah Liat' bagi pemerintah menimbul-
kan keberatan untulk meninjau kembali peraturan yang telah dikeluar-
kan, dan pemerintah juga berkeberatan untuk mengadakan perubahan
yang dimaksud oleh penanya, karena semuanya itu telah dibicarakan

dalam Dewan Rakyat.

2) . Meskipun Pemerintah menganggap jawaban ini sudah'cukup, ingin
juga ditambahkan untuk menghindari salah tanggapan terhadap

pendirian pemerintah, bahwa padanya‘sama sekali tidak ada maksud

polifik dengan brdonansi tersebut, dan hanya ingin menciptakan ja-
minan untuk memberantas keburukan-keburukan yang tidak boleh dibi-
arkan:di bidang pendidikan. Dari tujuan tersebut pemerintah tidak
akan menyimpang walaupun timbul keberatan yang dalém pembe-

‘rantasan keburukan tersebut sukar untuk dihindari. Di samping itu
timbul pertanyaan apakah jalan yang akan ditempuh ordonansi untuk
mencapai tujuan akan ternyata praktis untuk dapat digunakan, teta-

pi hal ini bagi pemerintah bukén peréoalan yang prinsip.

108, Menteri Daerah Jajahan (De Graaff) kepada Gubernur Jenderal (De

Jonge), tanggal 16 Januari 1933

Supaya oposisi tgrhadgp ordonansi ditangani dengan semangat
menyééuaikan diri. Dari berita-berita yang sampai kepadanya ter-
nyata bahﬁa "Ordonansi Sekolah Liar" yang telah diberlakukan pada
tahun yang telah 1ewaf menimbulkan aksi perlawanan yang hebat dafi
pihak masyarakat Bumiputera. Masalah yang diatur dalam ordonansi.
itu sebagai akibat pengajuan usul inisiatif Wiranatakusumah cs.
pada tanggal 11 Jahuari 1933 telah dibicarakan lagi dalam Dewan
Rakyat. Dalam hubungan ini Menteri minta perhatian Gubernur Jen-
deral mengenai beberapa hal. Pertama dianggapnya perlu untuk di-
perhatikaﬁ bahwa aksi perlawanan tersebut, yang juga di negeri Be-
landa sangat menarik perhatian, tidak dapat dipungkiri lagi telah
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mencapai proporsi politik‘jang lebih luas daripada yang dapat di-
imbangi oleh kebentingan &1 bidang pendidikan. !enurut Menteri,
pemilihan waktu untuk mengelﬁarkén_bfdonansi yang tujuannya dapat
disetujui olehnya, tidak tepat. Tidaklah mengherankan taginya
bahwa peraturan tersebuf diténtang dengan keras karena diberlaku-
kan dalam waktu pemerintah sendiri terpaksa-meﬁghentikan selurgh»
nya atau sebagian dari pgrlgaséﬁ-pendidikan yéng pembiayaannya di-
tanggﬁng oleh Pemerintah, bahkan mengurangi.pembiayaannyé. Dalam
keadaan demikian para guru dan pemilik “sekolah liar" yang jumlah-
nya naik sebagai akibat pengangguran yang sedang merajalela, mera-
sa dihalangi dalam kebebasan bergerak dan terancam sumber penghi-
dupannya oleh ordonansi, dan mereka itu ikut dengan para propagan-
dis yang jumlahnya sama untuk menentang ordonansi. Di samping

itu digunakan kesempatan untuk melancarkan gerakkan massal menen-
tang pemerintah. Akhirnya perlu dicatat, bahwa peraturén dalam or-
donansi tersebut dalam beberapa hal menjangkau lebih jéuh daripada
yang dapat dibela dalam keadaan pemerintah yang sedang harus ba-
nyak mengurangi.biaya pendidikan. Menurut Menteri, harus disesal-
kan bahwa ordonansi dikeluarkan dengan kebijaksanaan yang tidak lu-
wes dan hati-hati., Dikuatirkannya bahwa akan timbul akibat-akibat
yang pada waktu itu tidak dikehendaki. '

Untuk menghadapi oposisi, oleh Menteri disarankan untuk meng-

ambil sikap yang mendekati oposisi tanpa dihinggapi kekuatiran akan
kehiiangan wibawa dan prestise. Cara sebaik-baiknya untuk ini ia-
lah dengan menempatkan masalahnya dalam proporsi yang'lebih luas,
Kepada Dewan Rakyat seyogianya diberitahukan bahwa pemerintah dalam
keberatan praktis yang timbul, melihat alasan untuk meninjau kemba-
1i permasalahannya. Untuk mencapai penyelesaian harus sama sekali
dibuat peraturan baru atas dasar lebih luas dan sedapat-dapatnya
dengan menghindarkan keberatan-keberatan yang riil. Sekolah swasta
tidak bersubsidi dapat dibagi.ke dalam dua golongan. Salah satu
dari padanya memberi pendidikan sangat sederhana dan karena itu ha-
rus dikenakan pengawasan secara sumir sekali. Sebenarnya pengawas-
an terhadap sekolah dari kategori ini bersifat politik~polisionil
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menurut ordonansi dalam Lembaran legara 1923 nomor 136 (jo. 1925
nomor 260) ditambah dengan beberapa ketetapan yang sifﬁtnya seper-
ti dimuat dalam pasal 12 dan 13 Ordonansi baru, yéﬁg bertujuan
memberantas nama-nama sekolah yang menyesatkan dan pengawasan ter-
hadap keadaan ruangan-ruangan kelas. Untuk mengadakan tindakan
lebih jauh terhadap sekolah swasta dari golongan ini dianggap ti-
dak perlu dan juga tidak bijaksaua. Ke dalam golongan sekolah
swasta inilah termasuk praktis sekolah liar yang ada pada waktu
itu.

Kategori kedua mengenai sekolah swasta diadakan oleh Menteri
berdasarkan pertimbangan taktis, yaitu sckolah swasta yang harus
seluruhnya dikenail pengawasan yang lebih keras seperti yang diurai-
kan dalam "Ordonansi Sekolah Liar" itu. Tetapi kepada ijazahnya,
sepanjang yang memenuhi syarat, harus diberikan pengakuan efek
sivil (efectus civilis), sehingga murid-muridnya dengan ijazah ter-
sebut menurut keadaan tingkatan sekolahnya dapat diterima di kelas-
kelas tertentu sekolah standar negeri, seperti sekolah "vefvolg",
sekolah peralihan, sekolah pertukangan atau pertanian dan juga ke-
las persiapan MULO.

Sudah selayaknya bahwa dalam praktek syarat-syarat yang harus
dipenuhi oleh sekolah swasta dari kategori kedua harus lebih tinggi
daripada yang diuraikan sebagai syarat minimum.dalam ordonansi.
Barangkali dari sekolah liar yang ada hanya sedikit sekali, mungkin
sama sekali tidak ada, yang dapat memenuhi syarat-syarat tersebut.
Karena itu diharapkan bahwa jika akan diadakan peraturan seperti
yang dimaksudkan oleh Menteri, sekolah-sekolah swasta tidak bersub-
sidi yang ada oleh para pengelolanya secara suka rela didaftarkan
ke dalam kategori sekolah swasta pertama. Menteri menganggap bahwa
dalam keadaan pemerintah dalam waktu yang lama masih harus membatasi
pemberian subsidi dari keuangan negara, lambat laun akan muncul se-
kolah-sekolah swasta tidak bersubsidi yang dapat memenuhi syarat-
syarat seperti digambarkan di atas.

Sebagai penjelasan atas anjurannya yang menunjukkan jalan yang

harus ditempuh dalam menghadapi oposisi, dilampirkan oleh Menteri
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bagan dari perencanaan peraturan yang mungkin berguna bagi Gubernur
Jenderal. Diberitahukan juga, bahwa agar ada kesempatan bagi Guber-
nur Jenderal untuk mempertimbangkan saran Menteri itu, dikirimkan
pada hari penulisan surat Menteri tersebut telegram di bawah nomor
12, yang memberitahukan bahwa sebelum menentukan.sikap definitip da-

lam hubungan dengan Ordonansi Sekolah Liar agar menunggu sampai di-

terimanya surat yang dikirimkan per Pos pada tanggal 16 Januari 1933,

Dipesankan oleh Menteri, bahwa untuk kepentingan politik dalam pe-
nyelesaian masalah tersebut dimintakan pertimbangan dari Menteri,

jika perlu dikirimkan telegram.

*)

Atas surat Menteri itu diberikan jawaban dengan surat tanggal
25 April 1933 nomor 264/15, Exh. (cap pos tanggal penerimaan)

12 Mei 1933 nomor 3. Isinya a.l.: Mengenai rancangan Menteri
untuk menyelesaikan masalah Ordonansi Sekolah Liar dikemukakan
pendapat, bahwa Gubernur Jenderal dan juga Dewan Hindia-Belanda
menganggap tidak mungkin lagi untuk menangani masalah tersebut
atas dasar yang ditunjukkan oleh Menteri, setelah apa yang sudah
terjadi dan segala ulasan yang telah diberikan. Pemerintah di-
persalahkan telah terlalu sering berubah pendapat: sekarang dibu-
at rancangan perubahan peraturan yang diharapkan akan dapat mene-
nangkan keadaan dan memberikan cukup tumpuan kepada Pemerintah
untuk mengadakan pembicaraan dengan Dewan Rakyat. Gubernur Jen-
deral menganggap cara penyelesaian demikian itu sudah cukup.

Usul inisiatif Wiranatakusuma telah disetujui oleh Dewan Rak-
yat dan juga oleh Pemerintah. (Lembaran Negara 1933 nomor 66).
Ordonansi Sekolah Liar (Lembaran Negara 1932 nomor 533) untuk se-
mentara tidak diberlakukan dan diganti dengan peraturan yang se-
jajar (analog) dengan peraturan yang dahulu telah ada (Lembaran
Negara 1933 nomor 143).

Pada waktu usul inisiatif Wiranatakusumz dibahas, pemerintah
mengajukan usul newi™-"-n dalam Ordonansi Sekolah Liar (Lembaran
Negara 1932 nomor 494), yaitu mengganti sistim ijin dengan sistim
represi. Usul ini disetujui Dewan Rakyat dengan aklamasi, sete-
lah diadakan amendemen mengenai tiga hal. Salah satu dari pada-
nya ialah usul Wiryopranoto yang diterima oleh 27 suara lawan 21,
dengan akibat bahwa Ordonansi hanya mengatur pendidikan kepada
anak-anak dan tidak lagi pendidikan kepada orang dewasa. Rencana
ordonansi ditetapkan, setelah diadakan amendemen oleh Dewan Rak-
yat (Lembaran Negara 1933 nomor 372) dan mulai berlaku pada tang-
gal 1 Januari 1934 (Lembaran Negara 1933 nomor 449).

)
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Dari Gubernur Jehderal {(De Jonge) kepada Menteri Laerah Jajahan

i

(De Graaff), tanggal 2% September 1932

Gubernur Jenderal De Jonge memaparkan tindakan-tindakan peng-
hematan yang diambil dalam. hubungan dengan kebijaksan=2an di bidang
pendidikan sebagai akibat krisis ekonomi. Dibahas kritik terhadap
tindakan tersebut dalam Dewzn Rakyat yang menolszal Anggaran Biaya
Pendidikan untuk tahun 1933. Penolakan terjadi pada:tanggal 26 A-
gustus 1932 dengan 31 lawan 27 suara. Penolakan itu tidak datang
dengan tiba-tiba. Sejak permulazn pembukaan sidang, yang dimulai
dengan perembug:n interpelesi Sutardjo mengenai apa yang disebut
pembatasan MULO (JULC contingentering) ternyata dalam kalangan
para anggota Dewan Rakyat terdapat pandangan dan keinginan'yang
menimbulkan dugaan bzhwa kebanyakan dari para anggota mungkin ti-
dak akan dapat menyetujui keharuscn diadaken penghematan dengan
segera. Pembatasan MULO terdiri atas berbagai peraturan untuk
membatasi jumlsh MULO. Menurut pemerintah pada MULO terdapat mu-
rid tidak sedikit jumlahnya yang dinilai tidak dapat meng-
ikuti pelajaran sehingga dengaen derikian biaya yang dikeluarken
untuk pendidikon di sekolal itu dianggap terlalu tinggi yang se-
benarnya tidak perlu terjadi. Interpelaéi Sutardjo tersebut mela-
hirkan empat mosi, keseruanya disetujui den bertujusr untuk
rembatalkan peraturan pembatasasn (Mosi-Sutardio) atau memperlunak
peraturan itu (Vosi-furoso, -de lioog - dan Dwidjosewoye) .

fenurut Gubernur Jenderal, meskipun perdebatan dan mosi-mosi
yang dihasilkan dalam Cewan Rakyat memberilan alamat kurang
menyenangkan, ia tidak melihat di dalamnye perselisihan pendapat
begitu besar mengenai pokok-pokok persoalon tertentu dalenm
politik pendidiken yeng ditempuh. Tetapi yang dilihatnya iolah

perlawanan secara intuitif terhadap ancanan Lepada kepentingan
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yang dirasakan oleh kebanyakan orang, terutama orang Bumiputera,
sangat berat. Kebanyakan anggota mengakui adanya keharusan untuk
'mengadakan penghematan pada uﬁumnya; tetapi sebagian besar dari
mereka itu segan untuk menarik konsekwensi penghematan itu ke da-
lam bidang pendidikath yang lebih khusus disediakan untuk panduduk
Bumiputera. '

Oleh sejumlah besar.énggota ditolak setiap penghematan pada
sekolah Bumiputera (Sekolah Desa dan Sekolah Kelas Dua). Juga ba-
nyak dari mereka menolak penghematan pada sekolah konkordan (seko-
lah yang sama sejenis dengan sekolah di negeri Belanda). Atas na-
- ma Fraksi Pegawai Pangrehpraja Bumiputera yang diajukan oleh Wira- .
natakusuma dalam pembicaraan termijn pertama harapan-harapan dike-
mukakan sebagai berikut: (a) melanjutkan perluasan sekolah desa
dan sekolah kelas dua; (b) tidak mengurangi jumlah HIS; dan
(c) melunakkan peraturan pembatasan MULO dengan menerima mosi-mosi
Suroso dan Dwidjosewoyo. Jika harapan-harapan tersebut tidak di-
penuhi, fraksinya akan memberikan suara menolak terhadap rancangan

anggaran biaya. (Handelingen volksraad 1932-1933, hal.804 dst.).

Sikap menolak yang jelas ada itu tetapi: tidak tegas wujudnya,
~ akhirnya berpusat pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh

’ Wiranatakusuma atas nama fraksinya dan atas nama fraksi beraliran
bebas (vrijzinnige fraksi), kelompok Katholik, dan anggota-anggota
De Dreu, Dwidjosewoyo, Notosutarso, serta Van Mook dalam pembica-

raan termijn kedua. Pertanyaan-pertanyaan itu ialah sebagai ber-

ikut:

1. Bersediakah pemerintah untuk dengan secepatnya membentuk suatu
panitia yang bersifat representatif seluas mungkin yang: .
a) akan bertugas mempelajari seluruh sistim pendidikan dengan
tujuan me%gadakan pembaharuan yang dapat menjamin sistim
pendidikan tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat Bumiputera
dan berkembang di masa depan yang dekat dehga? lebih memuas-
kan;
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b) berdasarkan tugasnya berkewajiban untuk juga nengadakan pe-
nilaian terhadap peraﬁuran yang telah dibuat mengenai peng-
hematan dengan disesuaikan kepada perubahan-perubzahan yang
perlu diadakan: .
c) berkewajiban sebelum tanggal 15 Juni 1933 merumuskan usul-
usul dan mengumumkannya dan harus menyediakan landasan bagi
pembaharuan sistim pendidikan, yang harus diadakan oleh pe~

nmerintah serta diajukan kepada Dewan Rakyat.

2. Bersediakah pemerintah dalam waktu menunggu terlaksananya pem-
baharuan tersebut. untuk meniadakan semua peraturan yang menyang-
kut pengadaan kebutuhan pendidikan yang menurut sifat, luas dan
penempatan personalia, dan dalam hubungan ini bersediakah pula
untuk mengadakan perubahan dalam anggaran biaya tahun 1933 dan
mengadakan tambahan kepada anggaran belanja sepanjang yang di
dalamnya telah diadakan perhitungan dengan peraturan penghemat-

an tersebut?

Menurut Gubernur Jenderal sebagai penjungkapan keberatan yang
tidak jelas wujﬁdnya diinginkah sesuatu yang lain, tetapi tidak
mengetahul ke mana arah yang harus ditempuh dan dari sebab itu di-
minta pembentukan suatu panitia yang jika saran ini ditefima, tu-
gasnya sebenarnya akan mengambil alih kebijaksanaan pemerintah di
bidang pendidikan. Uraian panjang lebar mengenai pertanyaan-per-
tanyaan Wiranatakusuma tersebut di atas dibuat oleh :

Prof. B.J.0. Schrieke dalam surat ke negeri Belanda tangaal 1 Sep-
tember 1932 nomor 232x/A Rahasia. Antara lain dijelaskan, bahwa
dikehendaki pembentukan suatu panitia yang bertupas menyusun ren-
cana pembaharuan sistim pendidikan dan sarannya akan diambil alih
oleh Pemerintah. Sebelum diadakan pembaharuan hendaknya dihenti-
kan semua penghematan di bidang pendidikan. Menurut B.J.0. Schrieke
penghentian penghematan itulah yang sebenarnya diinginkan. Dalam
jawaban yang disampaikannya dalan termijn kedua kepada Dewar Rak-

yat, dikemukakan bahwa pemerintah tidak berkeberatan terhadap



pe*Sentukaﬁ.éuv*ﬁ péhfﬁiu p?neldah Xangrme_ crix.ﬁ @emuggkinan
bekcrja- sama untuk pcmerintah | ‘ ‘o ,. ,

Oleh Gubernur Jenderal diJLlaskan dalan suratnya tevsebut di
atas'bahwn pemerintah nengambil_pendirian tetgp,terhadap saran
pembaharuan siétim.pendidikaﬁ yang tidak mungkin diadakan dalam
masa krisis ekonomi yang sedang dialaﬁi, seaangkan belum diketahui
bagaimana meﬁgadakan'stabilisasi pendépatan negara. Dipaparkannya
dalamn ikﬁtisar kebijaksanaan ﬁemerintah di bidang pendidikan, Se-
belum ada krisis ekonomi dan diadakan penghematan secara luas, te-
lah didapat kepastian bahwa'dalam sistim pendidikan sépanjang ;ahun
tahun yang telah dilewati tidak terdapat ekses-ekses *  memaksa
untuk mengadaknn pembaharuan éécara hebat dalam penyediaan sekolah-
sekolah. Hal ini teristimewa berlaku bagi sekolah-sekolah konkor-
dan yang karena perluasan HIS yang tidak sistematik, jugalkarena
perundang-undangan subsidi yang terlalu dermawan tetépi_sécara fi-
nansiil sukar diawasi, dengan cepat keluar dari keéeimbangan terha-
dap.keuahgan Hindia-Belanda dan terhadap kebutuhan masyarakat akan:
tenaga-tenagé'yang (dapat) berbahasa Belanda. Maka karena pemerin-
tah terpaksa oleh krisis ekonomi mengadakan secara sungguh-éungguh
penghematan di bidang pendidikan, maka kesempatan ini digunakan un-
tuk juza melaksanakan sanitasi di bidane pembiayaan. Kendatipun
ada perlawanan bagaimanapun kerasnya penphematan harus diadakan.
Demiklan menurut Gubernur Jenderal De Jonge. Penghematan itu ter-
bagi ke dalam bebernna kategori.

Kategori pertama penghematan meliputi pen°h1pusan tunjangan,
menutup kursus-kursus yang tidak berguna, menggabungkan dan menya-
tukan sekolah—sekolah dari tipe yang sama atau mempunyail persamaan
tipe, menambah jumlah murid dalam setiap kelas dan memperpanjang
jam pelajaran, dlsb. Ke dalam kategori ini ju a termasuk _penambah-
an guru—guru Bumiputera ke da11n nersonalla HIS dan perubahan pro-
gran pelajarannya, schincga dalam tiga tahun ajaran pertama
bahasa Belanda dijadikan mata pelajaran dan tidak seﬁagai bahasa

pengantar. Selanjutnya diadakan 'perhitungan" subsidi dengan
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sekolah swasta bersubsidi, yaitu menyetorkan kembali ke dalam kas
negara kelebihan jumlah'uang yang terdiri jumlah uang sekolah de-
ngan subsidi yang diterima, dikurangi biava eksploatasi normal.

Ke dalam kategori penghematdn kedua térmasuk perubahan, jika
mungkin sekolah-sekolah kelas dua menjadi sekolah-sekolah desa de-
ngan sekolah "vervolg' dan perubahan HIS ménjadi sekolah kelas dua
dengan satu sekolah peralihan. Ke dalam reorganisasi perangkat
persekolahan ini termasuk pembontukan sekolah tipe baru sebagai
percobaan dalam tahun ajaran 1932-1933, yaitu sekolah kelas dua
dengan bahasa Belanda sebégai mata pelajaran. Ke délam rasionali-
sasi perangkat pendidikan yang dimaksudkan ini juga termasuk penu-
tupan sekolah-sekolah rendah Eropa yang dinilai kembang-kempis,
susah untuk hidup terus tetapi enggan untuk mati, juga HIS, seckolah
khusus dén "schakelschool” dalam kondisi seperti itu, demikian pu-
la semua kelas persiapan (pada HIS).

‘ Dengan tujuan mcmpefbaiki taraf pendidikan seperti dimaksud-
kan dengan rasionalisasi di atas, ialah pembatasan MULO (MULO con-
tingentering), yang menjadi bahaﬁ perdebatan hangat dalam Dewan
Rakﬁat. Untuk mendekatkan keinginan di dalam Dewan Rakyat kepada
penyelesaian masalah, dibentuk oleh B.J.0. Schrieke suatu panitia
teknis yang bértugas merancangkan peraturan ujian masuk MULO, yang
sedapat-dapatnya adil dan merata. Dengén Eujuan yang sama diper-
keras ketentuan-ketentuan mengenai murid-murid yang harus dikeluar-
kan dari AMS (sama dengan SMA kita sekarang)*) danrpeningkatan sya-
rat-syarat ujian masuknya. Peraturan ini diadakan juga dengan tu-
juan untuk menghiﬁdari sedapat-dapatnya pemborosan biaya pendidik-
an dan supaya pendidikan lanjutan sedapat mungkin hanya diberikan
kepada mereka yang benar-benar dapat memanfaatkannya.

Semua pihak harusvterkena akibat krisis. Supaya pemerintah
dapat dengan adil menyédiakan sarana pendidikan untuk seluruh kepu-
lauan Nusantara dengan mérata, pemerintah berusaha menggunakan sis-

tim dengan norma-norma yang sama untuk seluruh Hindia Belanda.

*
) Agemene Middelbare School
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Denikian menurut Gubernur Jenderal. Dalam hubungan ini a.l. dite-
tapkan pedoman baru untuk melaksanakan Peraturan Umum Subsidi Seko-
lah Bumiputera (Algemene Subsidieregeling Inlands Onderwijs, Lemba-
ran Negara 1332 nomor 16), yang menentukan norma-norma untuk mendi-
rikan dan mempertahankan sekolah swasta bersubsidi. Serenteten pe-
raturan pelaksanaén yang baru mengenai subsidi juga ditetapkan un~
tuk berbagai daerah di seluruh Nusantara dengan tujuan meniadakan
sedapatnya perbedaan-perbedaan.

Kategori penghematan yang boleh dikatakan sama sekali berdiri
sendiri ialah penghematan mengenai pendidikan guru. Di sini dianut
prinsip pendidikan guru untuk keperluan sendiri, baikpun di bidang
pendidikan Barat maupun di bidang pendidikan Bumiputera. Masalah
ini setelah dibahas dalam Dewan Rakyat menimbulkan keberatan dari
pihak golongan Katholik yang berkepentingan dalam sekolah pendidik-
an guru di Muntilan terhadap konsekwensi praktis dari peraturan ba-
ru tersebut (Lembaran Negara 1932 nomor 366, Subsidie Ordonantie
Opleiding Inlandsche Leerkrachten / Ordonansi Subsidi Pendidikan
Guru Bumiputera). Menurut peraturan yang lama (Lembaran Negara
1924 nomor 154) lulusan sekolah normal Muntilan mempunyai hak yang
sama seperti lulusan sekolah normal negeri untuk dapat ditempatkan
mengajar di sekolah negeri.

Keberatan Dewan Rakyat terhadap peraturan-peraturan penghemat-
an menurut Gubernur Jenderal ditujukan kepada politik vemerintah di
bidang pendidikan pada umumnya, seperti dinyatakan dalam pertanyaan
pertanyaan yang dirumuskan oleh Wiranatakusuma dan C.C.van Hels-
dingen. Pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan oleh Van Helsdingen
ialah sebagai berikut: 7

1. Apakah pemerintah bersedia melepaskan pendiriannya yang semu-
la dan mengakui, bahwa pada saat ini dipandang urgent dan per-
lu untuk mengadakan tinjauan kembali secara insidentil seluruh
sistim pendidikan yang bersifat umum? '

2. Maukah pemerintah mengakui perlunya secara mendesak untuk

- mengadakan reorganisasi sistim pendidikan, supaya di masa de-

pan yang dekat dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia
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dan karena itu persediakah pemerintah denpan segera secara
intensif dan tangkas berbalik pikiran, agar secepatnya meng-
ajukan usul-usul yang dirumuskan kepada Dewan Rakyat?

3. Bersediakah pemerintah dibantu oleh suatu panitia yang di-
angkat oleh pemérintah dan disusun sedemikian rupa dengan
diperlengkapi dan dapat menggunakan prasarana dan data, se-
hingga dapat bekerja keras dengan sebaik-baiknya dan berha-
sil?

(Handelingen Volksraad / Kegiatan Dewan Rakyat 1932-1933, halaman
1495-1496) .

Menurut keyakinan Gubernur Jenderal, pada pihak kelompok Bu-
miputera dalam Dewan Rakyat timbul perlawanan yang paling keras
terhadap penghematan di bidang sekolah konkordan. Pemerintah ti-
dak mau mundur dari pendiriannya, dan karena itu juga tidak mau
melangkah lebih jauh daripada bersedia membentuk suatu panitia se-
pertiiyang‘telah dilaksanakan. Karena pemerintah berkeyakinan,
bahwa dalam masa krisis dengan :segala faktornya yang tidak pasti,
tidak berguna dan tidak tepat untuk mendiskusikan sistim pendidik-
an dengan kemungkinan pembentukan panitia untuk mengadakan peru-
bahan. Karena itu pemerintah menolak untuk bersedia berbalik pi-
kiran seperti diminta oleh anggota-anggota C.S.P. (Christelijk
Staatkundige Partij = Partai Xenegaraan Kristen) Van Helsdingen
dan Notosutarso, sehingga dengan demikian pemerintah berani meng-
ambil risiko penolakan mereka itu terhadap anggaran biaya. Guber-
nur Jenderal menyesalkan sikap Dewan Rakyat untuk menggunakan pe-
mungutan suara sebagai senjata ampuh dan sebagai cara menyatakan
rasa tidak senang terhadap penghematan di bidang pendidikan. 1Ia
mempercayakan kepada petimbangan Menteri Daerah Jajahan untuk
mengambil alih rancangan anggaran biaya seperti yang telah disusun
secara keseluruhan dan diajukan kepada Parlemen di negeri Belanda

*
(Staaten Generaal) untuk ditetapkan. )

*) Anggaran biaya pengajaran ini ditetapkan oleh Staten Generaal
tanpa perubahan. Untuk memenuhi kesediaan kepada Dewan Rakyat
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Pada bagian akhir suratnya Gubernur Jenderal mengemukakan pen-—
dapat pribadinya mengenai Direktur Pendidikan dan Agama B.J.0.Schrieke
yang sikapnya di dalam dan di luar Dewan Rakyat serta tindakannya
nendapat kecaman.. Prof. Schrieke dianggap oleh kebanyakan anggota
Dewan Rakyat sebagai biang keladi yang tidak saja menciptakan kesu-
litan—kesulitan, tetapi juga mempertajam kesulitan dengan sikapnya
yang tidak mau mengalah dalam tawar-menawar. Tetapi Gubernur Jende-~
ral membelanya terhadap Menteri. 1Ia sendiri dan katanya para pena-
sehatnya yang terdekat, Dewan Hindia-Belanda dan Panitia Anggaran
Biaya Kedua **) nemberikan pengakuan dan penghargaan sepenuhnya ke-
padanya serta kepada rencana penghematan dalam Departemennya. Ia
dinilai di antara orang-orang yang tidak banyak jumlahnya sebagai
yang mampu mengurusi Departemen Pendidikan dan Agama dalam keadaan

krisis itu. Gubernur Jenderal masih memerlukan tenaganya.

dan dalam hubungan kehendak yang tegas dari Staten Generaal di-
bentuklah dengan Keputusan Pemerintah (G.B. = Gouvernements
Besluit) tanggal 22 April 1933 nomor 10, suatu "Panitia Penase-
hat Fembaharuan Pendidikan” yang bertugas mengadakan penelitian
mengenai kemungkinan-kemungkinan untuk pembaharuan sistim pen-
didikan, atau mengadakan pembagian biaya secara l2in untuk me-
mungkinkan penyediaan sarana pendidikan yang lebih baik. ‘Seba-
gai ketuanya diangkat J. Zeylemaker.

Dalam laporan akhir; yang dibuat oleh panitia tersebut (Pebru-
ari 1935), diberitahukan bahwa panitia tidak berhasil memecahkan
masalah-mas2lah yang dihadapkan kepada panitia. Hal itu disebab-
kan sebagai akibat susunan panitia yang terbentuk, dan sebagian
besar terdiri dari wakil-wakil partai politik atau kelompok poli-
tik dan untuk sebagian lagi scbagai akibat faktor-faktor lain,
yang tidak membantu (Cf. Laporan Umum Tentang Pendidikan di Hin-
dia-Belanda 1932-1933, I, hal. III'dan IV; 1934-1935, I,
hal. XI dan XII).

**%) Dalam kasus-kasus yang jarang terjadi, apabila dipaksa oleh kea-
daan untuk mengadakan penghematan dan untuk itu ada alasannya,
maka dibentuk suatu Panitia Anggaran Biaya. Panitia ini harus
membahas rancangan anggaran biaya Hindia-Belanda yang telah di-
susun oleh Lembaga Umum Keuangan Negara (Algemene atau Generale
Thesaurie). Di dalam panitia ini diangkat disamping anggota-
anggota Dewan Hindia-Belanda dan para Direktur Departemen-depar-
temen, juga satu atau lebih anggota Dewan Rakyat serta wakil-wa-
kil swasta, misalnya dari pers, Direktur Javasche Bank. Pengang-
katan panitia ad hoc seperti itu terjadi untuk kedua kalinya, un-
tuk membahas anggaran biaya Hindia-Belanda untuk tahun 1933.




110. Dari Menteri Daerah quahah (Colijn) kepada Gubernur Jenderal (De
Jonge), tanggal 16 Oktober 1934

B.J.0. Schrieke sebagai Dircktur Pendidikan dan Agama dengan
surat pengantar tanggal 1 Agustus 1932 mengajukan rancangan baru,
Ordonansi penyerahan.sékolah desa di Jawa'dan‘Madura kepada kabu-
paten dan kotapraja dengan memperhatikan, walaupun dalam batas
tertentu, gagasan Menteri De Graaff,

Menteri Daerah Jajahan yang baru, Colijn, mengirimkan telegram
tanggal 14 September 1933 nomor 167 untuk memberitahukan kepada
Gubernur Jenderal De Jonge, bahwa usul penyerahan itu dianggapnya
prematur, karena masih ada masalah yang perlu dipertimbangkan me-
ngenai pembaharuan sistim pendidikan dan otonomi desa. Karena itu
sangat diharapkannya bahwa rencana usul ordonansi tidak diajukan
sebelum diminta pertimbangan dari Menteri.

Waktu diadakan pembahasan mengenai masalah pemberian pensiun
kepada guru-guru desa, timbul lagi persoalan mengenai penyerahan
sekolah desa kepada kabupaten dan kotapraja. Masalahnya diajukan
kepada Menteri dengan surat Gubernur Jenderal tanggal 18 Juni 1934
nomor 441/13. Pandangan Menteri mengenai cara yang harus diikuti
untuk mengurusi masalah tersebut dengan beberapa persoalan yang
bersangkutan diuraikan dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal
tan-gal 16 Oktober 1934 nomor 21/1004.

Dengan mempelajari surat-menyurat yang telah diadakan sebelum
masa jabatannya mengenai maksud mengadakan penyerahan sekolah desa
kepada kabupaten dan kotapraja, Menteri Colijn tidak memperoleh
keyakinan apakah penyerahan yang dimaksudkan itu diperlukan atau
menjadi suatu keharusan. Ia malahan sependapat dengan Menteri pen-
dahulunya, De Graaff, yang membeberkan keberatan-keberatannya dalam
surat tanggal 8 Agustus 1931 nomor 1/612. Colijn mengingatlan ke-
pada pendiriah dan perkembangan sekolah desa.

198
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Pendirian sekolah desa yang dimulai dalam tahun 1907, dimak-
sudkan supaya massa yang luas dari penduduk mendapat pendidikan
rendah sederhana, Untuk mendekati tujuan itu sekolah desa ha-
rus diadakan ataé dasar Séluas—luasnya dalam suasana masyarakat Bu-
miputera. Pengikatan kepada desa diperlukan dengan sangat. Kerja
sama dengan masyarakat desa diharapkan dapat dirangsang dengan par-
tisipasi desa dalam pendirian dan pemeliharaan sekolah desa itu,
berdasarkan prinsip swadaya dan swasembada desa. Menteri tidak da-
pat menyetujui untuk mengubah dasar prinsipiil dari sekolah desa
itu. Iz tidak sependapat dengan kesimpulan B.J.0. Schrieke dll.
bahwa usaha menarik perhatian masyarakat desa kepada sekolah desa
untuk bekerja samé menemui kegagalan.

Keberatannya kepada usul Schrieke ialah bahwa karena terjadi
kesalahan-kesalahan ia tidak mau melihat kepada prinsip, tetapi de-
ngan tidak berusaha menyingkirkan rintangan-rintangan untuk menga-
dakan perbaikan, ia menjatuhkan seluruh sistim untuk diganti dengan
yang baru yang nilainya belum diuji.

Menteri Colijn tidak sependapat bahwa usaha untuk membawa desa
dalam kerja sama penyelenggaraan sekolah desa harus dianggap gagal
sama sekali. Dalam nota Sekretaris Umum mengenai "penyerahan seko-
lah desa" dikutip dari memori penjelasan tentang rancangan Schrieke
bahwa di bagian terbesar Jawa dan Madura sebagian besar dari pendu-
duk menyadari kegunaan sekolah desa dan sekolah desa itu menjadi
lebih populer, laju perkembangan murid yang masuk makin naik sehing-
ga tidak perlu ada perintah halus untuk mendapatkan murid. Dalam
nota tersebut ditambahkan bahwa percobaan itu sama sekali tidak
gagal. Tetapi hasil yang tercapai juga tidak boleh terlalu dibesar-
besarkan. Perkembangan desa dengan sekolah desanya tidak selancar
seperti diharapkan semula. v

Dalam nota Sekretaris Umum itu dicoba mencari sebab-sebab dari
pada kemacetan perkembangan tersebut di atas. Sebagail salah satu
sebab dianggap bahwa cara kerja yang diikuti terlalu bercorak Barat

dan terlalu berusaha mencapai kesempurnaan (perfeksi), sehingga
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sekolah desa menjadi terasing dari desanya sendiri. Penyimpangan
dari titik tolak bahwa "sekolah desa untuk Jawa dan Madura harus
sebagail sekolah daeraﬁ (dorpsschool) di negeri Belanda pada jaman
dahulu", terjadi ketika seckolah lesa disamakan dengan tiga kelas
terendah dari sekolah standar dan kemudian, terutama ketika

Mr. Creutzberg menjadikan sekolah desa jadi "onderbouw" dari seko-
1lah rendah. Menurut nota itu ticdak mengherankan bahwa sekolah de-
sa itu dengan demikian makin tcrasing dari pendvdnk desa. Inilah
menurut Colijn yang terutama ikut menyebabkan kegagalan. Prinsip
swadaya dan swasembada dalam pexbiayaan tidak dipegang teguh, yai-
tu prinsip yang ditetapkan dalam tahun 1907. Lebih-lebih sejak
tahun 1927 diadakan desakan untuk mempercepat perluasan sekolah
dan menaikkan syarat terhadap bangunan sekolah dan inventaris, ter-
jaai penyimpangan yang makin jauh dan makin banyak perkosaan terha-
dap prinsip semula untuk mempertahankan corak sederhana dari seko-
lah desa yang sesuai dengan kebutuhan desa. Tidak ada kesabaran
untuk menunggu hasil ﬁértumbuhan yang wajar. Gagasan bahwa sekolah
desa itu sekolah rakyat untuk penduduk desa makin dilepaskan, se-
dangkan peningkatan kurikulum dan pelepasan kurikulum itu dari sua-
sana desa mengakibatkan kemaikan biaya di bidang materiil dan per-
sonalia.

Usaha semula untuk memberikan temnc*t kepada sekolah desa di
desa ialah antara lain dergan menyerahkan pengawasan terhadapnya
kepada kepala desa dan pengadaan lapangan kerja oleh kepala desa,
sehingga masyarakat desa ikut mempunyai bagian di dalamnya. Poli-
tik atau kebijaksanaan itu secara berangsur-angsur ditinggalkan.
Maka dengan demikian terjadilch di sana sini, bahwa guru desa tidak
tinggal di desa tempat sekolah, tetapi jauh dari desa itu. Jalan
untuk kembali kepada gagasan semula mengenal penyelenggaraan seko-
lah desa akan tertutup sama sekali, jika seluruh desa itu dilepas-
kan dari desa dan diserahkan kepada kabupaten. Demikian kata
Colijn. Sekolah desa harus dikembalikan kepada desa dengan membi-

arkan desa mempertahankan suasananya sendiri. Menurut garis ini
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harus dimajukan dan diperkuat otonomi desa. Tetapi untuk menghin-
darkannya dari kebekuan dan kehancuran harus diberikan isi kepada
otonomi desa itu, yaitu dengan mengembangkan sekolah desa. Karena
itu penyerahan sekolah desa kepada kabupaten harus ditolak. Dalam
hubungan déngan rancaﬁgan'pératuran baru mengenai otonomi desa men-
jadi keharusan untuk menjauhkan Dewan Kabupaten dan pengaruhnya di
luar desa. Itulah sebabnya, kata Colijn, sekolah desa tidak boleh
diurus oleh pemerintahan kabupaten. Harus diusahakan dengan meng-
arahkan kepada pemeliharaan dan penguatan ikatan antara sekolah
desa dengan desa.

Sementara itu menurut Menteri harus diperhitungkan kemungkin-
an bahwa beberapa desa tidak mampu menyediakan biaya untuk menye-
lenggarakan dan memelihara sekolah, maka dalam hal ini harus ada
bantuan keuangan dari atas. Pertama-tama hal itu termasuk kewajib-
an kabupaten yang membawahi desa tersebut, dan jika kabupaten yang
bersangkutan tidak sanggup maka propinsi yang harus memberi bantu-
an. Baru jika terpaksa, akhirnya pemerintah Pusat yang harus me-
nyelesaikannya. Tetapi bantuan dari pemerintah Pusat itu tidak bo-
leh diberikan secara langsung, tetapi dengan perantaraan kabupaten
yang dengan ikut serta dalam pemerintahan memberikan perantaraan-
nya. i

Pemerintah Pusat juga harus sedapat-dapatnya tidak ikut ber-
tindak dalam urusan daerah dan lokal. Untuk itu pertama-tama peng-
awasan teknis dari pusat harus dipindahkan kepada kesatuan-kesatuan
otonomi yang lebih rendah. Colijn sependapat dengan De Graaff,
yang dalam surat tanggal 8 Agustus 1931 nomor 1/62 menganggap per-
lu untuk mengadakan Kantor Inspeksi di pusat propinsi, yang memim-
pin dan mengatur pengawasan sehari-hari terhadap sekolah desa.
Pengawasan itu dilakukan oleh petugas-petugas yang diangkat oleh
propinsi sebagai pegawai dengan pangkat sederhana, dan diperbantu-
kan kepada kabupaten. Dengan cara demikian, kata Colijn, baru da-
pat dikatakan ada desentralisasi dan dilakukan dengan semangat pem-

baharuan pemerintahan dengan mengadakan secara tepat pembagian
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tugas antara berbagai instansi otonom. Ia tidak menolak bahwa ji-
ka perbsgian tugas itu diadakan di bidang péndidikan akan menim-
bulkan keberatan yang ce.batas pada sekolah desa. Karéﬁa itu»daléﬁ
telegram tanggal 14 September 1933 nomor 167 ia menyatakén pandéng-
annyé'bahwa masalah itu bersangkut-paut dengan pgmbaharuanv$i§tim
sendidikan. , B
Mengenai masalah memberi pensiun kepada guru desa dinyatakan
bahwa masalah itu telah seluruhnya diselesaikan berdasarkan premise
bahwa guru desa yang bersangkutan akan dijadikan pegawai kabupaten/
kotapraja. Setelah kasus itu tidak ada kemungkinan lagi untuk mem-
beri pensiun kepada guru desa. Menurut sistim yang telah dibeber;‘
kar di atas, secara-prinsipiil tidak boleh menjadikan guru desa se-
bagai pegawai pemerintah. Menurut pandangannya tidak perlu diada-
kan peraturan pensiun untuk mereka seperti. juga tidak ada untuk pa-
mong desa. Jika desa sendiri menyediakan dana untuk menjamin haii

tua vntuk para petugasnya, ia tidak berkeberatan.

IKHTIS, NG L N,

PENDIDIZAN

Dari Menteri Daerah Jajahan (Welter) kepada Gubernur Jenderal

(Tjarda van Starkenborgh Stachouwer), tanggal 13 Desember 1937

nomor 8/1170 -

Bahwza dalam meneliti tindakan-tindakan yang diambil di bidang
renyedican pendidikan di Hindia-Belanda dalam sepuluh tahun ter-
akhir perhatiannya terutama tertarik kepada perkembangan yang sa-
ngat pesat dari éistim pendidikan yang bercorak Barat. Dalam sis-
tim ini dibangun dalam waktu yang singkat suatu aparatur pendidikan
yaﬁé”ménurut knnée sinya dimaksudkan supaya tiap orang Bumiputera
mendapai kecempatan untuk memperoleh pendidikan Barat setinggi-

tingginya.
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Dalam waktu yang pendek telah dibangun oleh negeri Belanda di
Hindia-Belanda suatu bangdnan pendidikan yang mengesankan, kata
Welter, terdiri dari HIS, 'Schakelschool', MULO, AMS (yang sebagi-
an yaitu bagian Sastra Timur Klasik, tidak pernah mencapail ting-
katan perkembangan seperti bagian B), dan sekolah-sekolah tinggi.
Anak desa yang sederhana dihubungkan oleh sistim sekolah yang sam-
bung-menyambung dengan perguruan tinggi. Menteri Welter mengata-
kan bahwa oleh Menteri De Graaff dalam surat kgpada Gubernur Jen-
deral De Joﬁge tanggal 8 Agustus 1931 nomor 1/162, digambarkan tu-
gas yang dipikul oleh negeri Belanda. Katanya sangat jarang ter-
jadi dalam sejarah dunia, pemerintah kolonial harus memenuhi tun-
tutan untuk mengantafkan berjuta-juta penduduknya yang berlainan
ras dan hidup di bawah kekuasaannya, ke dunia pengetahuan Barat
yang baru terbuka pintunya untuk hanya sekelompok kecil dari pen-
duduk itu.

Pembentukan Komisi Pendidikan Bumiputera-Belanda dalam tahun
1927 yang masih ada di tengah-tengah periode konjungtur tinggi,
menurut Menteri Welter merupakan suatu tanda pertama sebagai penda-
huluan kesadaran. Terhadap konstruksi bangunan sistim persekolah-
an mulai diajukan keberatan-keberatan dari tiga sudut: (1) lama-
kelamaan negeri Belanda tidak akan mampu mengirimkan tenaga guru
yang diperlukan; (2) sistim pendidikan tersebut di bidang finan-
siil akan terlalu melampaui kekuatan; dan (3) akhirnya diragukan
kegunaan efektivitasnya di bidang sosial-ekonomis dapat dipertang-
gung jawabkan. Welter sependapat dengan pandangan De Graaff dan
Colijn, bahwa perhatian pokok harus dipusatkan kepada pengembangan
sekolah desa. Perluasan dengan terus-menefus sekolah desa dengan
pemeliharaan pendalaman pendidikan dianggapnya sebagai usaha pokok
yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk tahun-
tahun berikutnya. Pengerahan dana dan daya terbesar harus dicurah-
kan kepada perluasan jumlah sekolah desa sebagai "onderbouw" umum
dari sekolah rendah.

Welter mengingatkan bahwa pada masa jabatannya terdahulu seba-

gal Menteri Daerah Jajahan dalam suratnya tanggal 16 Januari 1926
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nomor 21/72, telah memberikan perhatian khusus kepada sekolan desa
dan perluasananya serta pendalaman pengajarannya (Vi.85). TIa ce-
pendapat dengan De Graaff.dan Colijn, bahwa sebagian besar dari
kekuatan yang disediakan harus digunakan untuk perluas:in pendidik-
an bagi rakyat. Ia minta ikhtisar ringkas mengenai usaha-usaha
yang telah dilaksanakan dalam politik atau kebijal'zsanaan pendidile-
an terhadap penduduk Bumiputera selama 10 tzhua terzaihir,

Ikhtisar itu dimaks:dksn sebagai ringkes

n gamearar nistoris mo-

[§)

ngenai kebijakeanaan yang dijalankan, hacil-hasil wunpg tarvcsode:
dari rencana yang dikeriakan, dan kemungiinai perciapa.: membost
peraturan atau penelitian yang sedang diesdakan menzzenai tindakan-
tindakan yang akan diambil.. Juga diharapkan tinjausn merngenai se-
kolah-sekolah negeri dan sekolah-sekolah swasta yang diprakateczi
perkumpulan Zenrding dan Misi, serta secara khusuc sek:iah tntuk
remaja puteri. Diharaplannya ikhtisar itu sudah diterima pade ki-
ra-kira akhir Januari 1938, sebelum diadakan perembugzn mengenai
anggaran biaya Hindia-Belanda yang akar datang. Peubahacan prin-
sipiil mengenai pendidikan untuk Bumiputera dapat diadakan kexudi-

an.

112. Direktur Pendidilan dun Agama (P.J.A. idenburg) kepada Gubernur

Jenderal (Tjarda van Starkenborgh Stachouwer), tanzgal

28 Nopember 1938

P.J.A. Idenburg sebagai Direktur Pendidikan danr Aguama tidak
dengan segera memenuhi permintaan Menteri Welter. Hal itu diberi-
tahukan kepada Gubernur Jenderal Ljarda van Staraeﬂborgh Stackouwer
dengan surat tanggal 4 lMaret nomor 3§/A.11Rupany 1a mau menyusun
sendiri ikhtisar yang diminta itu, tetapi karena keulkukan tidak
dapat lebih cepat menyelesaikannya. Dengan surat kepaua Guberrun
Jenderal tanggal 28 Nopember 1938 nomor 298x/A Rahasia, digampaikan
ikhtisar yang “elah disusunaya. Ié tidak dapat meny.jikan ikhtisar
Yorenercan culmp dan dicertai dokrmentasi

%
TR S
lenzie Sar

*




205

méngenai segala peristiwa di bidang pendidikan selama sepuluh tahun
" terakhir, dan ia berpendapat bahwa ikhtisar lengkap itu juga tidak
diperlukan oleh Menteri.

""" Ikhtisar historis seperti yang diminta oleh Menteri Welter
berdasdrkan rangkaian tindakan berurutan secara kronologis. dalam
kebijaksanaan pendidikan, sukar disusun. untuk mendapat. gambaran me-
ngenai perkembangan pandangan dalam kebijaksanaan pendidikan :selama
sepuluh tahun terakhir, demikian kata Idenburg. Penyusunan. ringkas-
an seperti itu akan lebih mengaburkan daripada menjelaskan pandangan
karena selama sepuluh tahun terakhir itu semua tindakan dan peratur-
an penting mengenai pendidikan diadakan untuk mencapai penyederhana-
an dalam rangka penghematan, sehingga kebijaksanaan dalam pendidikan
teréeﬁbunyi atau terselubung dalam politik penghematan, sebagai aki-
bat 'krisis ekonomi sejak sekitar tahun 1930.

' Prof.Dr. B.J.0.Schrieke terutama harus memusatkan perhatiannya
kepada rekonstruksi sarana pendidikan dengan tujuan penghematan se-
banyak-banyaknya. Penggantian Dr. A.D.A.de Kat Angeline yaitu pen-
dahulu Dr. P.J.A.Idenburg, harus melaksanakan peraturan-peraturan
yang: diadakan pasa masa Schrieke. Hal inilah yang memberi corak khas
kegada jalan yang ditempuh perkembangan pengajaran.

Ikhtisar berikut dini disusun terutama terbatas pada bidang
ﬁéndidikan untuk Bumiputera, karena Menteri Welter perhatiannya se-
‘-ara khusus ditujukan kepada pendidikan untuk Bumiputera. Menurut
Menteri, terjadi pergeseran penghargaan dengan jelas terhadap arti
sekolah bercorak Barat untuk penduduk Bumiputera. Pendapat Menteri
dibenarkan tetapi sebaiknya jangan mempertentangkan perkembangan se-
”1améﬂSepuluh tahun yang terakhir itu dengan masa sebelumnya. Lebih
baik dikatakan bahwa terjadi penjernihan pandangan sebagai akibat
menjadi makin jelas konsekwensi sosial dari sistim pendidikan yang
berlaku.

Pada tahun duapuluhan terjadi keresahan umum sebagai akibat da-
ri sangat cepatny? laju kenaikan jumlah murid Bumiputera ke sekolah-

sekolah corak Barat. Tidak hanya gejala itu menyebabkan biaya untuk
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pendidikan menjadi cepat terlalu berat bagi keuangan Hindia-Belanda,
tetapi juga bérakibat makin nyata bahwa tamatan sekolah bercorak Ba-
rat itu tidak dapat memperoleh lapangan kerja yang sepadan. Komisi
Pendidikan telah banyak menyumbang dengan rangkaian publikasinya un-
tuk memperjelas pandangan mengenai keadaan. Sejak itu benar-benar.
dikatakan dapat lebih dimengerti keharusan mengadakan pembaharuan
orientasi dalam kebijaksanaan pendidikan. Tetapi belum tentu hasil
pekerjaan Komisi pendidikan itu dengan segera akan membawakan peru-
bahan secara besar-besaran dalam kebijaksanaan pendidikan, apabila
tidak terjadi krisis yang menimbulkan keharusan melaksanakan kebi-
jaksanaan yang mesti (dan mungkin) dirubah.

Dalam tahun-tahun pertama krisis ada keharusan penghematan dan
bersamaan dengan keharusan peninjauan kembali sistim pendidikan,
sanering dalam anggaran biaya harus dilaksanakan di samping keharus-
an mengédakan perbéikan efek kegunaan ekonomis dan pedagogis dari
sekolah-sekolah. Sebagai ilustrasi penyimpangan kebijaksanaan pen-
didikan dalam tahun-tahun 1925 sampai 1930 dari garis perkembangan

keuangan diberikan sebagai berikut:

Tahun Pendapatan negara Pengeluaran Departemen Perkiraan
_____ _{(dalam gulden) _Pendidikan dan Agama angg.biaya
1925 530 000 000 35 600 000 34 000 000
1926 538 000 000 39 100 000 : 38 500 000
1927 518 000 000 : 43 300 000 - 41 400 000
| 1928 551 000 000 48 500 000 45 100 000
1929 - 524 000 000 52 500 000 46 100 000
1930 439 000 000 56 400 000 50 000 000

Ternyata di sini bahwa anggaran biaya pendidikan dilebihi oleh pe-
ngeluaran dalam jumlah yang makin naik. Untuk mengadakan perbaik-
an, oleh Prof.Dr. B.J.0.Schrieke pada waktu itu berfungsi se-
bagai Pejabat Direktur Pendidikan dan Agama diajukan rancangan re-
organisasi pendidikan dalam tahun 1930, yang seperti diketahui te-
lah ditolak.
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Uraian ringkas di atas menggambarkan keadaan sebagai permulaan
masa sepuluh tahun yang ingin ditinjau ‘oleh Menteri Welter. Sebe-
lum diuraikan kejadian-kejadian lebih lanjut sebagai akibat kebi-
jaksanaan: pendidikan tetapi bukan sebagai akibat pelitik penghemat-
an, dalam masa sepuluh tahun itu diadakan tinjauan umum mengenai
salah satu masalah inti yang aktuil dalam kebijaksanaan Pendidikan,
yaitu masalah mengenai arti pendidikan corak Barat bagi penduduk
Bumiputera. Ini perlu untuk dapat melihat pada latar belakang pe-
nyediaan penting di bidang pendidikan bagi penduduk Bumipute-
ra. :

Sistim pendidikan di Hindia-~Belanda menurut kenyataan da-
sar-dasarnya diletakkan di masa Mr. K.F.Creutzberg memimpin Depar-
temen Pendidikan dan Agama (1916-1922) dengan gagasan bahwa hnarus’
ada sekolah sederhana untuk penduduk Bumiputera, tetapi yaﬁg dapat
dikembangkan dan disampingnya dibangun sistim pendidikan ‘sampai ke
puncak-puncak tertinggi pendidikan corak Barat untuk memberi kesem-
patan kepada orang Bumiputera dan Cina dari kedudukan sosial yang
paling baik dan yang berbakat mendapat pendidikan Barat setinggi-
tingginya. = Sistim pendidikan itu harus memberikan kemungkinan ke-
pada anak desa yang sederhana untuk dapat.belajar sampai di pergu-
ruan tinggi. Gagasan' itu pada hakekatnya tidak ditinggalkan, dan
pada umumnya tidak diragukan sebagai prinsip dasar yang mengandung
kemuliaan dan keadilan. Tetapi pendapat-pendapat berubah secara
berangsur-angsur mengenai kepatutan dan ketidak-patutan dalam pe~
laksanaannya. '

Ketika Mr. Creutzberg membeberkan sistimnya dalam Dewan Rakyat
dalam tahun 1918, padanya itu sebenarnya ada pikiran bahwa pintu
terbuka ke sekolah corak Barat dapat diatur untuk masyarakat Bumi-
putera, sehingga anak-anak yang terbaik dari ‘masyarakat Bumiputera
benar-benar dapat menggunakannya. Dalam sistim itu perluasan per-
kembangan HIS harus dibatasi dan diterapkan prinsip bahwa HIS dimak-
sudkan sebagai sekolah igtimewa, dan bahasa Belanda harus diajarkan
dengan hati-hati atau diajarkan kepada orang Bumiputera dengan'
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pembatasan, sebab jika tidak diadakan pembatasan, sekolah-sekolah
corak Barat itu akan kebanjiran murid yang akhirnya bahkan di per-
guruan tinggl tidak akan terbendung. Pada Creutzberg sudah ada
kekhawatiran bahwa akan terjadi jumlah sekolah istimewa itu terla-
lu besar. Bagaimanapun juga kenyataan sejarah membuktikan bahwa
pemerintah tidak berhasil membatasi sekolah tipe HIS itu hanya un-
tuk anak elite Bumiputera saja. Meskipun penduduk Bumiputera ﬁéda
umumnya harus berkorban mengeluarkan biaya sekolah yéng relatif
tinggi untuk menyekolahkan anak di HIS atau tipe sekolah seperti
itu. Dorongan ke arah itu sedemikian rupa besarnya sehingga tidak
dapat diadakan pembatasan dalam perluasan sekolah tipe HIS itu se-
perti yang dikehendaki menurut rencana semula dari sistim pendi-
dikan.

Dalam tahun-tahun penghematan masa krisis ekonomi diadakan
pembatasan ketat pada jumlah sekolah istimewa itu, tetapi adalah
keliru untuk;menganut anggapan bahwa dengan demikian laju perkem-
bangan murid ke sekolah corak Barat itu terhentikan. Pemerintaht
dihadapkan kepada kenyataan, bahwa sekolah-sekolah swasta tidak
bersubsidi tipe HIS berkembang dengan luar biasa sehingga jumlah-
nya jauh melebihi HIS negeri. Sekolah-sekolah swasta itu terkenal
dengan sebutan '"sekolah liar'" dan biasanya uang sekolahnya lebih
tinggi, serta mutunya rendah. Meskipun kemakmuran penduduk menu-
run, sekolah liar laku juga; sedangkan pernah dialami bahwa HIS
negeri kekurangan murid, sehingga dalam tahun 1936 dipertimbangkan
dengan sungguh-sungguh untuk menutuup kira-kira 50 buah HIS dan HCS
negeri. '

Ada beberapa sebab yang mendorong orang Bumiputera memilih
"gekolah liar", antara lain sebagai berikut. Menurut dugaan perta-
ma-tama usaha para guru "sekolah liar" yang dengan rajin dan gigih
mempengaruhi orang tua bakal murid untuk memasukkan anak ke sekolah
mereka. Yang kedua, mungkin pembahaéan mengenai "Ordonansi Sekolah
Liar" dalam Dewan Rakyat berakibat timbulnya pendapat dalam masya-
rakat penduduk Bumiputera, bahwa "sekolah liar" adalah milik rakyat
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dan ada di luar urusan pemerintah. Sentimen nasionalisme ikut mem-
beri kesan keﬁormatan kepada kebanggaan atau kemuliaan "sekolah 1i-
ar".

Data yang cermat_daﬁ.tepat tidak dapat disediakan berapa besar
jumlah seluruh sekolaﬁ liar itu, tetapi gejala perkembangannya yang
pesat dapat membuktikan'béraba bésér dorongan kepada penduduk Bumi-
putera sendiri untuk memasuki sekolah~sekolah dengéﬁ pendidikan
yang bercorak Barat. Menurut kalangan yang mengetahui, diduga jum-
lah murid sekolah liar itu sekitar 120.000 orang. v p

Sementarg,itu akibat yang merugikan dari relatif terlalu luas-
nya sekolah yang bercorak Barat pada suatu tingkat tertentu berku-
rang lagi, karena penduduk Bumiputera sendiri berangsur-angsur le-
bih menyadari pentingnya pendidikan bercorak Barat. Kira-kira 20
tahun sebelumnya tamatan HIS dapat diterima dengan segera bekerja
di kantor-kantor pemerintah atau swasta dengan gaji 80 atau 90 gul-
den, sedangkan sekarang (tahum 1938) tamatan MULO dengan gembira
mau menerima gaji 30 gulden. Ternyata di sini betapa merosotnya
nilai ijazah di bidang materiil. Masyarakat penduduk Bumiputera
tidak tinggal buta terhadap kenyataan itu. Mitos tentang dorongan
pada orang Bumiputera untuk memasuki sekolah bercorak Barat, oleh
anggapan bahwa sekolah itu membuka jalan ke posisi lebih makwmur dan
lebih berkuasa, telah ditinggalkan oleh sebagian besar penduduk Bu-
miputera. Memang benar masih ada penghargaan yang dilebih-lebihkan,
tetapi Idenburg mendapat keterangan dari banyak percakapan dengan
orang Bumiputera dari kalangan tertentu, terutama yang lebih terpe-
lajar, bahwa dorongan untuk memperoleh pendidikan yang setinggi- .
tingginya itu bukan hanya oleh keinginan untuk mencapai kedudukan
terhormat dan penghasilan besar. Tetapi lebih banyak terjadi bahwa
dorongan itu tumbuh oleh pikiran atau cita-cita untuk memajukan dan
mempertinggi kecerdasan bangsa "Indonesia" dengan keharusan memﬁef‘
rikan pendidikan yang luas kepada sebanyak-banyaknya crang "Indo-
nesia. _

Pada kalangan orang Bumiputera juga mulai timbul kesadsaran,

bahwa untuk kebanyakan orang Bumiputera pendidikan yang lebih tinggi
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tidak diartikan untuk méncapai posisi sosial yang lebih tinggi,
tetapi supaya secepat-cepatnya dapat menggantikan orang Eropa da-
lam banyak jabatan. Pikiran ini teristimewa sangat kuat menurut
Idenburg di kalangan orang dari pergerakan politik. Mereka ini
lebih kurang dari pemerintah mempersoalkan overproduksi sekolah
bercorak Barat. Overproduksi sekolah bercorak Barat dapat diteri-
ma oleh mereka untuk kepentingan urusan yang lebih besar dan masa-
lah yang makin mendesak, yaitu nasionalisme.

Sementara itu orang Bumiputera dapat menyesuaikan dirinya ke-
pada overproduksi tersebut. Tamatan MULO dan AMS mau menerima ga-
ji yang rendah. Untuk sementara belum timbul masalah pengangguran
dalam kalangan tamatan perguruan tinggi. Lain dari pada itu over-
produksi tersebut belum berarti menumbuhkan suatu kelompok kaum
proletar setengah intelektuil, karena masyarakat masih dapat menye-
rap mereka. :

Dari uraian di atas dépat ditarik kesimpulan bahwa sekolah-
sekolah bercorak Barat dapat memenuhi fungsi sosialnya yang bukan
saja memberi persiapan untuk jabatan-jabatan tertentu, tetapi juga
terutama di kota-kota besar, berangsur-angsur berperanan sebagai
sekolah rendah biasa yang memberikan kepada kelompok tertentu dalam
masyarakat penduduk Bumiputera suétu kecerdasan tertentu, yang ber-
taraf lebih tinggi daripada yang dapat diberikan oleh sekolah kelas
dua atau sekolah desa + "vervolgschool". Nilai sosial sekolah ber-
corak Barat itu dan artinya bagi orang Bumiputera bukan saja diten-
tukan oleh relasi antara jumlah tamatannya dengan pasaran kerja da-
lam masyarakat. Dalam hal ini Idenburg mengemukakan dua hal pokok.

Pertama-tama oleh Dr. A.D.A.de Kat Angelino, pendahulu
Dr. P.J.A.Idenburg sebagal Direktur Pendidikan dan Agama, pada wak-
tu mewakili pemerintah dalam Dewan Rakyat untuk perembugan mengenai
anggaran biaya untuk tahun 19374menyatakan pendapat bahwa kelebihan
tertentu dalam produksi orang tefpelajar lebih tinggi menjadi keha-
rusan untuk kemajuan intern dalam masyarakat penduduk Bumiputera

sendiri. De Kat Angelino bertolak dari pemikiran bahwa jika hanya




211

dihasilkan orang terpelajar terbatas kepada jumlah yang diperlukan
untuk mengisi kira-kira jumlah yang sama dengan jabatan-jabatan
dalam masyarakat, maka dari dalam masyarakat penduduk Bumiputera
itu sendiri akan dihilangkan: kemungkinan untuk mengembangkan diri-
nya dan mengadakan diferensiasi. Adanya sejumlah orang muda de-
ngan pendidikan le'ih tinggi yang tidak dapat diberi fungsi

sepadan menurut anggapan pada waktu itu, mendorong orang-orang mu-
da itu untuk menciptakan:bagi diri mereka sendiri kemungkinan la-
pangan kerja dengan bentuk-bentuk baru. Dengan demikian tim-
bul ketegangan yang mengharuskan: supaya di dalam masyarakat sendi-
ri terjadi diferensiasi kerja baru.: . Dengan kata lain masya-
rakat harus dikembangkan dari dalam sendiri untuk dapat mencipta-
kan kemungkinan mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi di kemudi-
an hari. Kenyataan menunjukkan bahwa generasi muda dalam masyara-
kat penduduk Bumiputera sekitar tahun 1938 sedangAmelaksanakan ker-
ja yang jauh berlainan dengén generasi Bumiputera dua puluh tahun
sebelumnya.

* Hal kedua ialah bahwa pengetahuan bahasa Belanda sebagai
hakekat pengetahuan bagi kelompok-kelompok besar orang Bumiputera
diberi nilai jauh dari pikiran bahwa bahasa Belanda itu meru-
pakan syarat untuk memperoleh pekerjaan yang baik (sedapat mungkin
di kantor pemerintahan). Ada daerah-daerah tertentu yang penduduk-
nya ingin belajar bahasa Belénda karena hanya semata-mata untuk da-
pat menggunakan bahass'itu, ;eperti di Minahasa dan Ambon.  Di dae-
rah-daerah lain di luar Jawa dan Madura itu juga makin banyak tam-
pak. Di kota-kota besar di Jawa juga demikian. Dari sebab itu HIS
dan HCS yang dalam status ''sekolah liar" juga laku.

Pemerintah harus dapat memenuhi keinginan seperti diuraikan di
atas itu, tetapi pengembangan sekolah bercorak Barat harus disertai
pembatasan, karena sekolah seperti tipe HIS itu sebenarnya terlalu
mahal, bahkan di kota-kota besar juga mahal untuk dijadikan sekolah
rendah yang lebih baik bagi penduduk Bumiputera. Untuk menghindari

ekses buruk dari sekolah bercorak Barat itu seyogianya di



212

dalam sekolah yang semata-mata bercorak Bumiputera harus dicipta-
kan kemungkinan bagi anak Indonesia untuk dapat beléjar bahasa Be-
landa seperlunya, demikian kata Idenburg. Harus dibedakan kelompok
penduduk Bumiputera dengan kelompok Cina yang merasa perlu belajar
bahasa Belanda. Bagi Cina pengetahuan bahasa Belanda tidak menim-
bulkan kecenderungan yang mendorong untuk terlepas dari lingkungan
kerjanya sendiri, karena pengetahuan tersebut digunakan Cina dalam
lingkungan hidupnya sebagai alat dalam kemungkinan memajukan dan
memperluas usaha dagang, dsb. Tetapi pada orang Bumiputera tidak
demikian. Mula-mula ada kecenderungan untuk terlepas dari ling-
kungan sendiri yang baru dapat dinetralkan apabila orang Bumiputera
yang Bersangkutan melalui cara-cara lain dapat diserap kembali ke
dalam lingkungan masyarakat bangsanya sendiri. Dalam tahun-tahun
terakhir itu diusahakan dalam lingkungan sekolah Bumiputera'sendiri
membuka kemungkinan untuk menampung dan membimbing keinginan bela-
jar bahasa Belanda. e )

Hubungan penduduk Bumiputera dengan sekolah bercorak Barat me-
nimbulkan terus-menerus masalah-masalah yang aktuil yang menentukan
untuk sebagian besar kebijaksanaan pendidikan pemerintah kolonial
Hindia-Belanda dengan aspek-aspek yang positif dan negatif. Bidang
atau sektor éerpenting dari kebijaksanaan tersebut ialah pendidikan
untuk Bumiputéra. Makin disadari bahwa kekuatan dalam masyarakat
penduduk Bumiputera itu lebih dipertinggi dengan menyediakan seko-
lah yang sederhana, tetapi yang lebih efektif untuk mayoritas pen-
duduk daripada sekolah bercorak Barat yang lebih tinggi (dan mahal)
untuk kelompok kecil dari penduduk. Sekolah bercorak Barat yang
lebih tinggi masih harus ada, tetapi sekali-kali tidak boleh meng-
abaikan sekolah untuk rakyat banyak.

Dalam periode penyederhanaan dan penghematan secara besar-be-
saran dari tahun 1931 sampai tahun 1935, sama sekali tidak dilaksa-
nakan kebijaksanaan pendidikan yang positif terhadap penduduk Bumi-
putera. Memang sukar untuk melaksanakannya karena semua pe:hatian

dicurahkan kepada aparatur pendidikan itu sendiri. Sebagai
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keuntungan dari penghematan itu diperoleh aparatur untuk pendidikan
Bumiputera yang dianggap relatif murah, sehingga terdapat kemung-
kinan mengadakan pengembangan yang lebih teratur dan diseimbangkan
dengan laju kenaikan penduduk. |

Salah satu tujuan kebijaksanaan pendidikan pemerintah Hindia-
Belanda itu ialah mendirikan sekolah sederhana dan sebanyak-banyak-
nya bagi massa rakyat dari penduduk. Tujuannya terutama diarahkan
kepada pemberantasan buta huruf. Masa krisis ekonomi telah banyak
merintangi perkembangan sekolah desa, bukan saja karena banyak se-
kolah desa yang ditutup, tetapi juga karena penduduk desa rupanya
sangét sulit mendapat uang, sehingga menyekolahkan anak bagi keba-
nyakan orang merupakan suatu beban yang berat.

Beberapa angka di bawah ini'menunjukkan perkembangan sekolah

rakyat untuk penduduk Bumiputera dalam masa 1931-1936.

Sekolah Desa

~ Jumlah sekolah Jumlah murid
1931/1932 16.921 1.320.131
1932/1933 16.075 1.368.692
1933/1934 16.398 1.423.387
1934/1935 . 16.728 1.507.931
1935/1936  16.962 1.583.236
. "Vérvolgschool" dan Sekolah Kelas Dua

Tahun Jumlah Jumlah Jumlah murid Jumlah murid

"Vervolg sekolah  "Vervolg- Sekolah
—e———  School” = Kl. Dua  school” Kelas dua
1931/32  1.199 1.990 111.528 ©341.110
1932/33  1.246 1.757 115.411 316.568
1933/34  1.716 1.208 146.722 231.565
1934/35  2.354 362 185.332 78.950

1935/36 2.586 64 212.554 10,793
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1931 - 1936

Tambahan jumlah Tambahan jumlah Tambahan jumlah Tambahan jumlah

Sekolah Desa Murid Sek. Desa  '"Vervolgschool" Mrd.'"Vervolgsch"
+41 +263.105 +1.387 +101.026
Sekolah kelas Jumlah murid Tambahan jumlah  Tambahan jumlah
Dua berkurang Kelas Dua Ber- Sek.Desa + "Ver- Murid Sek.Desa
kurang volgschool" + '"Wervolgschool"
-1.926 -330.317 +1.428 +364.131

Angka-angka di atas menunjukkan bahwa dalam masa 1931-1936, se-
luruh tambahan murid di sekolah rendah untuk penduduk Bumiputera ha-
nya kira-kira 33.000 murid, yang praktis berarti pemberhentian sama
sekali. Gejala ini bukan saja akibat penghematsn, tetapi juga akibat
penurunan kemakmuran penduduk. Dalam periode penghematan ini ada be-
berapa Bupati yang terlalu rajin melaksanakan penghematan, sehingga
kurang memperhatikan kepentingan pendidikan untuk rakyatnya. Kemun-
duran suatu sékolah dipakai sebagai alasan untuk segera menutupnya.
Oleh De Kat Angelino, kecenderungan seperti itu harus segera dihenti-
kan.

Di daerah-daerah yang letaknya lebih terpencil dan berpenduduk
sangat jarang seperti banyak terdapat di Indonesia bagian Timur, peng-
hematan dan rasionalisasi térhadap sekolah untuk rakyat mempunyai kon-
sekwensi sangat jauh. Di daerah-daerah itu patokan pengadaan sekolah
rendah (minimum 25 orang murid dalam radius minimal 5 km). Tetapi
banyak juga sekolah harus ditutup atau digabungkan. Tindakan demiki-
an sebenarnya sangat merugikan kemajuan daerah, karena sekolah merupa-
kan pusat kemajuan. Karena itu dalam tahun-tahun kemudian diadakan
pengembangan secara sistematis dengan apa. yang disebut '"subsidi pera-
daban" untuk merchabilitasi fungsi sekolah di daerah-daerah primitif
dan berpenduduk jarang, yaitu sekolah sebagai lembaga kebudayaan. Hal
jtu dimulai dalam tahun 1936 di pedalaman Guinea Baru (Irian) dan ke-

mudian di seluruh Guinea Baru (Irian).
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Pada tahun-tahun kemudian, pada umumnya setelah pemulihan ke-
makmuran banyak terjadi perbaikan di bidang pendidikan. Dalam ta-
hun 1937 terjadi laju perkembangan murid dengan deras ke sékolah
desa. Angka-angka yang lengkap tidak dapat disediakan oleh Depar-
temen karena sejak 1 Januari 1937 penyelenggaraan sekolah untuk
rakyat Bumiputera di Jawa dan Madura dilimpahkan kepada propinsi,
kabupaten, dan kotapraja (Lembaran Negara 1936 nomor 585 jo. nomor
695) . Pendirian dan pemeliharaan sekolah desa di luar kotapraja
ditugaskan kepada desa. Pendidikan guru untuk sekolah desa dibe-
bankan kepada kabupaten dan kotapraja, untuk "vervolgschool' kepa-
da propinsi, yang juga harus mengadakan pengawasan terhadap seko-
lah desa. Ordonansi pelimpahan sekolah di daerah di luar Jawa dan
Madura mengatur penyerahan_sebagian sekolah kepada kesatuan-kesa-
tuan kelompok penduduk dan kotapraja (Lembaran Negara 1937 nomor
551). Juga di sini penyelenggaraan sekolah desa di luar kotapraja
ditugaskan kepada kesatuan sosial seperti desa di Jawa. Menurut
data pada Departemen Pendidikan dan Agama, kenaikan jumlah murid
sekolah desa melebihi 90.000. Ternyata jumlah sekolah tidak di-
perhitungkan sehingga banyak terjadi kepincangan mengenai ruangan
kelas dan rasio guru terhadap jumlah murid. Peraturan penyerahan
dalam hal tertentu menjadi rintangan karena desa dan sebagainya
tidak dengan segera siap untuk'secara teratur dapat melaksanakan
tugas. - Penilaian yang riil tidak dapat diberikan mengenai kemam-
puan desa untuk mengurus sekolah, karena tidak tersedia cukup da-
ta. Hanya pada waktu itu diketahui bahwa di sejumlah kabupaten
perkembangannya tidak selancar seperti diharapkan;darifsu&ut po-
litik pendidikan. Di dalam Dewan Rakyat telah dinyatakan oleh Pe-
merintah dalam hubungan dengan ordonansi pelimpahan, bahwa peme-
rintah tidak melepaskan tanggung jawabnya yang prinsipiil tentang
perkembangan sekolah untuk rakyat (Handelingen Volksraad hal.1800
dan hal.1880). Masalah ini ditegaskan karena pemerintah pusat ma-
sih tetap secara langsung mengurus sekolah swasta bersubsidi seca-

ra rasiona%, sebab sekolah bersubsidi itu tidak diserahkan kepada
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kesatuan-kesatuan otonomi. Menurut rancangan anggaran biava untuk
tahun 1939 pemerintah bermaksud memenuhi kewajiban ini dengan baik.
Juga bagian-bagian sekolah negeri untuk penduduk yang tidak dilim-
pahkan akan diperluas dengan pantas dalam tahun 1939. Dengan tam-
bahan anggaran biaya untuk tahun 1938 diperhitungkan akan dikem-
bangkan sejumlah 400 sekolah desa dan 'vervolgschool', yang sete-
ngahnya untuk sekolah swasta bersubsidi.

Politik pendidikan diarahkan untuk secepat mungkin menzghilang-
kan buta huruf. Tujuan ini akan tercapai secara berangsur-aagsur
‘melalui pergantian generasi dengan memperhitungkan kenaikan rata-
rata jumlah anak usia sekolah yang dapat ditampung oleh kenaikan
tiap tahun dan sarana pendidikan. Menurut perhitungan Komisi pen-
didikan kenaikan jumlah untuk kelompok umur 6-9 tahun rata-rata

67.460 (publikasi Komisi Pendidikan no. 7a, Tugas yang masih menan-

ti di bidang pengajaran, hal.l2). Dapat dikatakan bahwa jumlah ke-

naikan rata-rata tiap tahun itu adalah pesat sekali, sehingga di
waktu yang akan datang kenaikan tahunan sebanyak 80.000 setiap ta-
hun dapat diperkirakan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidik-
an dasar.

Dengan menentukan jumlah rata-rata murid setiap sekolah desa
dengan 100, setiap tahun harus didirikan rata-rata 800 sekolah de-
sa. Setiap tahun harus disediakan kira-kira 1.600 guru desa. Di
samping itu harus diperhitungkan sekolah-sekolah kecil yang abnor-
mal di daerah-daerah yang berpenduduk jarang di luar Jawa dan Ma-
dura. Faktor ini ada di luar tinjauan. Menurut anggaran biaya un-
tuk tahun 1939 diperhitungkan pendirian 200 sekolah desa yeng seca-
ra langsung masih dibiayai oleh pemerintah Pusat. Apabila kesatu-
an-kesatuan otonomi yang diserahi sekolah desa dapat mengembangkan
dengan sekala yang sama, maka setiap tahun dapat dikembangikan kira-
kira 500 sekolah desa dengan kira-kira 1.000 guru desa. Pecndidikan
guru desa pada waktu itu ditetapkan pada produksi kira-kira 1.700
setahun. Jumlah ini dianggap terlalu kecil, karena harus diperhi-

tungkan pelepasan yang teratur serta juga penggantian-penggantian
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kira-kira 307 guru yang tidak berwewenang. Teristimewa di beberapa
daerah di luar Jawa dan Madura ada sejumlah besar guru tanpa wewe-
nang. Tetapi data tentang ini tidak lengkap.

Dalam perkiraan seperti diuraikan di atas masih harus diperl.i-
tungkan kenaikan laju ke sekolah desa sebagai hasil dorongan. Se-
benarnya Idenburg memperkirakan kenaikan jumlah rata-rata tidak le--
bih dari 40.000 sampai 45.000 murid tiap tahun. Kenaikan yang be-
sar dengan tiba-tiba dalam tahun 1937 yang rupanya masih akan ber-
lanjut dalam tahun berikutnya, rupanya disebabkan terutama oleh
faktor mengejar ketinggalan. Dalam laju murid pada tahun 1938 jum-
lah murid relatif cukup besar yang sebenarnya telah melewati usia
sekolah dan seharusnya sudah sekolah beberapa tahun sebelumnya.
Gejala ini boleh jadi akibat pengaruh krisis ekonomi yang telah di-
alami.

Mengenai pemberantasan buta huruf perlu dicatat di sini bahwa
dalam tahun-tahun belakangan berkali-kali diadakan desakan melalui
Dewan Rakyat supaya diadakan kursus untuk orang-orang dewasa. Me-
nurut pengalaman yang tidak menggembirakan dengan kursus-kursus
yang diadakan oleh Komite Pemberantasan Buta Huruf (Analfabetisme
Bestrijdings-Comitee)*) saran itu kurang disetujui. Dari sudut
pedagogis kursus-kursus semacam itu tidak banyak gunanya karena ba-
han yang diajarkan hanya sedikit saja yang melekat, sedangkan dari
sudut politik ada keberatan, karena ditunggangi oleh partai poli-
tik. Dengan demikian masalah buta huruf itu belum terselesaikan.
Perasaan tidak puas berkecamuk di kalangan Bumiputera yang menge-

cam pemerintah bahwa buta huruf di Hindia Belanda lebih menonjol

dari pada di negeri-negeri Asia lain. Gejala ini makin berpe-
ranan penting dalam pergerakan politik oleh politisi Bumiputera dan
*)

~Komite ini didirikan pada tahun 1922 dan menyelenggarakan kur-
sus-kursus butahuruf untuk orang dewasa. Departemen Pendidikan
dan Agama memberi bantuan dengan cuma-cuma berupa tempat di se-
kolah desa dan sekolah kelas dua. Pemimpinnya, P.Post, mengang-
gap usaha itu gagal dan dalam tahun 1924 dihentikan, setelah
ternyata ditunggangi propaganda politik. (P.Post, "Pemberantas-
an_Buta Huruf", Koloniale Studien, 1940, hal.51 dst.). T
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mempunyai arti penting karena disertai propaganda untuk mengirimkan
pemuda Bumiputera ke sekolah-sekolah tinggi di- luar negeri (teruta-
ma ke Jepang, dan untuk pendidikan Islam di Mesir dan India). Ke-
caman juga dilancarkan terhadap biaya sekolah untuk para orang tua
Indonesia dengan mengadakan perbandingan keadaan di Jepang, Turki,
Mesir, dll. Pada umumnya kapasitas sarana pendidikan di Hindia Be-
landa selalu mendapat kecaman dari kalangan pergerakan nasional
bangsa Bumiputera, juga dari golongan yang moderat.

Dikemukakan dalam hubungan pemberantasan buta huruf itu perco-
baan yang diadakan oleh Inspeksi Pendidikan Bumiputera Propinsi Ja-
wa Timur, diadakan dua kursus yang semata-mata bertujuan memberan-
tas buta huruf. Dasar pikiran yang digunakan adalah tepat, bahwa
‘'sekolah desa tidak dapat difungsikan sebagai lembaga pendidikan de-
ngan disampingnya sekaligus sebagai sarana pemberantasan buta huruf.
Sebagai lembaga pendidikan sekolah yang hanya tiga tahun itu, ter-
istimewa di daerah yang sudah makin ramai terlibat dalam lalu lin-
tas, sebenarnya tidak memadai. Di daerah-daerah lain di mana
pemberantasan buta huruf harus digalakkan, harus diselenggarakan
kursus-kursus buta huruf dengan cara lain dalam waktu lebih
singkat, supaya penduduk memberi penghargaan yang semestinya kepada
lembaga sekolah desa.

Setelah uraian mengenai sarana pendidikan untuk penduduk Bumi-
putera di atas, Ideanrg mengadakan tinjauan dari segi kwalitatif
terhadap masalah itu.‘ Masalah kwalitatif ini selama bertahun-tahun
selalu menarik perhatian dalam pembahasan dengan tujuan yang ber-
ganti-ganti dan berbeda-beda. Sekolah desa tiga tahun sejak didi-
rikan dimaksudkan sebagai sekolah untuk rakyat pedesaan. Karena
keterbatasan yang besar dalam kemampuan keuangan penduduk dan peme-
rintah maka hanya dapat dibiayai sekolah yang sangat sederhana itu
untuk rakyat. Dahulu sekolah standar atau sekolah kelas dua di-
anggap sebagai sekolah yang disediakan untuk penduduk Bumiputera
yang lebih mampu dan terutama diadakan di pusat-pusat daerah
berpenduduk banyak. Sekolah standar itu kemudian diganti dengan
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sekolah desa + "vervolgschool". Pergantian sistim sekolah standar
secara demikian itu terjadi pada masa krisis ekonomi dan dimulai
oleh B.J.0. Schrieke dan dilanjutkan oleh A.D.A. de Kat Angelino.
Penggantian sistim itu selesai seluruhnya, kecuali beberapa sekolah
standar kotapraja. Sistim sekolah desa + "vervolgschool"™ itu dili-
-hat dari sudut organisasi dan keuangan lebih menguntungkan, sehing-
ga menurut Idenburg harus dipertahankan walaupun selalu dinyatakan
keberatan dari pihak Dewan Rakyat. Terutama oleh para anggota Bu-
miputera dalam Dewan dikemukakan bahwa hasil sekolah desa mutunya
ada di bawah tiga kelas yang pertama dari Sekolah Kelas Dua. Mutu
sekolah rakyat seluruhﬁya untuk ﬁeﬁduduk golongan Bumi Putera mero-
sot oleh pergantian sistim ("Verhandelingen Volksraad", 1936-1937,
halaman 428). P

Tetapi menurut Idenburg, sistim sekolah desa + "vervolgschool"
memungkinkan secara sederhana penyelenggaraan sekolah Bumiputera
dengan-disesuaikan kepada kebutuhan daerah. Misalnya dalam daerah
yang masih terbelakang dapat disediakan dengan cukup 1 (satu) "ver-
volgschool" dengan rasio terhadap 10 sekolah desa. Di kota-kota
besar pada umufinya terdapat 1 atau 2 sekolah desa, dan biasanya
'vervolgschool" menjadi satu dengan salah satu sekolah desa, se-
hingga mendekati keadaan sekolah kelas dua dahulu.

Sistim ini menurut Idenburg mempunyai kelebihan atau keuntung-
an dalam luas pendidikan sesudah sekolah desa. Tipe 'vervolgschool'
yang normal dua tahun sesudah sekolah desa dapat diperpanjang men-
jadi '"vervolgschool” tiga tahun untuk daerah yang berpenduduk lebih
padat. Tambahan kelas satu tahun itu dapat diarahkan ke berbagai
sasaran.

Mengenai pendidikan di sekolah desa (tiga tahtin) harus diper-
hatikan bahwa supaya kepada sekolah itu dapat diberikan eksistensi
yang riil di dalam masyarakat desa, maka pengajafannya tidak terba-
tas diarahkan kepada membaca, menulis dan berhitung saja. Telah
dipikirkan beberapa cara untuk membuat sekolah itu lebih menarik
bagi penduduk, supaya sekolah itu dianggap sebagai milik masyarakat
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desa sendiri. Hal ini masih merupakan bagian dari kebijaksanaan
dalam penyelenggaraan sekolah desa. Berbagai cara dijalankan mi-
salnya dengan mengadakan kébun sekolah supaya melalui kerja di ke-
bun selalu ada hubungan dengan suasana agraris, memasukkan kerajin-
an dalam kurikulum, pembinaan kesenian daerah, menyelenggarakan
pesta tahunan dengan melibatkan partisipasi penduduk desa ke dalam-
nya, dll. Oleh de Kat Angelino dipertahankan prinsip bahwa untuk
mengajar di sekolah desa dipergunakan bahasa daerah. Kesulitan un-
tuk berpegang teguh kepada prinsip ini ialah bahwa apabila tiap da-
erah kecil menggunakan dialek atau bahasa daerah sendiri, sehingga
tidak mungkin menyediakan buku pelajaran dalam tiap bahasa Daerah.
Di Jawa dengan kelomPok—kelompok besar bahasa daerah yaitu bahasa-
bahasa Jawa, Sunda, dan Madura, prinsip itu sudah lama dan biasa ,
diterapkan. Tetapi di daerah-daerah di luar Jawa dan Madura deﬁéan
menggunakan bahasa pengantar Melayu boleh dikatakan bahwa pengajar-
an diberikan dalam bahasa asing. Masalah bahasa yang menimbulkan
kesulitan khusus di bidang pendidikan di sekolah ditemui di Guinea
Baru (Irian). Di sini sering terdapat kelompok~kelompok penduduk
berdampingan, bahkan kelompok-kelompok kecil (kadang-kadang hanya
beberapa ratus orang atau beberapa puluh orang) dengan bahasa-baha-
sa yang sama sekali berbeda, sehingga sering tidak dapat diad=a':an
pertukaran pikiran antara orang dari kelompok yang satu dengan
orang dari kelompok yang lain. Mengajar dengan bahasa Melayu di
Guinea Baru (Irian) juga menimbulkan kesulitan khusus karena struk-
tur dan konstruksi bahasa Melayu sangat jauh berbeda dari bahasa-
bahasa di Guinea Baru (Irian).

Di samping gagasan bahwa sekolah desa harus sedapat—dapatﬁya
disesuaikan dengan lingkungan lokal penduduk, makin ditampilkan de-
ngan kuat tuntutan supaya pendidikan mencapai kegunaan efek sosial-
ekonomis. fada hakekatnya sekolah desa tiga tahun dengan murid
yané sangat muda memberikan kemungkinan yang sangat kecil untuk itu.
Oraﬁg harus sudah pﬁas jika kepandaian membaca, menulis, dan berhi-

tung yang diajarkan masih dapat melekat, apabila mereka meninggalkan
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sekolah. Bagaimanapun juga ada usaha untuk mcnyesuaikan isi buku-
buku pelajaran, terutama buku bacaan dan berhitung kepada lingkung-
an sosial-ekonomis dari penduduk. Melalui buku-buku bacaan seder-
hana dibawakan juga pengertian sederhaha mengenai higiene dan baha-
ya penyakit. Juga dicoba menerapkan di sekolah prinsip-prinsip il-
mu kesehatan penduduk. .dari karya Dr. Hydrick._?nnﬁ
Bagian penting dari sistim pendidikan untuk‘rakyat ialah pen-
. didikan guru desa. Dalam tahun-tahun seéudah kriéis terjadi banyak
kemajuan dalam penyelenggaraan kursus guru desa dén berkembang de-
ngan baik. Juga telah diusahakan terus-menerus untuk mencapai
efektivitas intern tanpa menaikan biaya. Corak lokal dari pendi-
dikannya juga mendapat perhatian. Pada umumnya menurut Idenburg
pendidikan yang minim lamanya tiga tahun di sekolah desa itu dan
tidak diragukan telah meningkatkan kemungkinan untuk kemajuan pen-
duduk. Di tempat di mana sudah ada sekolah desa, konsulen pertani-
an dan kerajinan, dapat dengan lebih baik berhasil memberikan pene-
rangan atau penyuluhan. Di daerah dengan banyak sekolah ada kemung-
kinan lebih baik atau kemungkinanmenjadi lebih baik untuk memeliha-
ra pengetahuan yang sudah diajarkan. Di daerah demikian itu dengan
cepat dirasakan kebutuhan akan adanya Kantor Pos ?émbantu. Tetapi
harus dijauhi untuk melebih-lebihkan nilai dan mutu pendidikan di
sekolah desa tersebut. Yang diajarkan juga sangat sedikit, dan
kesempatan untuk memelihara pengetahuan yang diajarkan juga relatif
sedikit. Untuk memperbesar kesempatan belajar dan memelihara pe-
ngetahuan, diadakan persetujuan oleh Idenburg dengan Balai Pustaka
dan disediakan dalam rancangan anggaran biaya untuk ﬁéﬁpn 1937
pos untuk menyelenggarakan perpustakaan sederhana dan pusat penye-
baran bacaan pada sekolah desa, tetapi karena ada tuﬁtutan penye-
derhanaan, pos tersebut dicoret. ‘

Sekolah rendah untuk rakyat yang pendidikannya boleh di-

anggap sempurna ialah "vervolgschool". Mengenai segi kwantitatifnya

*)

L. Hydrick, Intensive Rural Hygiene Work and Public Health

Education of the Public Health Service of Netherlands India,
Batavia, 1937




222

pada umumnya sama keadaannya dengan sekolah desa. Dalam aspek kwa-
litatifnya ''vervolgschool" menyediakan kemungkinan untuk diferensi-
asi dengan pengarahan kepada berbagai sasaran tujuan di bidang sosi-
al ekonomis dan meletakkan dasar untuk beberapa pendidikan yang la-
in dalam seluruh lingkungan sekolah untuk Bumiputera. Nilai intrin-
sik pendidikan formil umum di sekolah desa plus "vervolgschool"
(tiga tahun + dua tahun), jika dilihat dalam lingkungan kerjanya,
tidak jauh ketinggalan dari HIS dan sekolah rendah Eropa. Program
pelajarannya lebih terbatas terutama mengenai pelajaran sejarah, il-
mu bumi, dan pengetahuan alam; tetapi mengenai pelajaran berhitung
dan bahasa daerah tidak jauh berbeda dari HIS. Sedangkan pendidikan
yang dibulatkan ditambah dengan pelajaran seni suara, olahraga, meng-
gambar, dan bahasa Melayu (yaitu pelajaran bahasa Melayu untuk dae-
rah-daerah di luar daerah bahasa Melayu). Pada hakekatnya di "ver-
volgschool" ada kemungkinan yang lebih besar untuk mempertinggi ke-
gunaan efektivitasnya di bidang ekonomis. Demikianlah di banyak
tempat telah dibentuk kelas-kelas pertanian dengan organisasi yang
baik. '

Pembentukan kelas pertanian sudah mulai diadakan sejak tahun
1928. Pada kelas itu pelajaran membaca dan berhitung diarahkan ke-
pada pekerjaan dalam perusahaan pertanian. Pada waktu itu (tahun
1928) sudah ada kira-kira 140 kelas semacam itu. Biasanya pada se-
kolah ada kebun sekolah yang cukup besar dan pendidikan diselengga-
rakan dengan kerja sama dan perhubungan yang erat dengan dinas pe-
nerangan dan penyuluhan Pertanian. Guru-guru untuk kelas pertanian
mendapat tambahan pendidikan yang cukup baik di perusahaan percoba-
an Pancasan, dekat Bogor. (terutama disediakan untuk latihan prak-
tek murid-murid Sekolah Pertanian Menengah, Bogor).

Dahulu ada juga kelas perdagangan kecil yang bertujuan memaju-
kan kaum pedagang kecil yang sangat terbelakang di Jawa. Tetapi ka-
rena ternyata tidak mencapai tujuan, diganti dengan sekolah dagang
kecil yang lamanya dua tahun. Guru-gurunya mendapat pendidikan khu-

sus. Program pelajaran di sekolah dagang kecil tersebut disesuaikan
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dengan kebutuhan daerah setempat. Setelah mengakhiri pendidikan,
tamatannya tidak segera dilepaskan tetapi masih dapat berhubungan
dengan Panitia Penyuluhan yang dibentuk secara khusus untuk membe-
rikan bantuan dengan penyuluhan. Mula-mula didirikan enam sekolah
dagang kecil di Jawa pada tahun 1937-1938. Riwayat singkat pem-
bentukannya adalah sebagai berikut: Pada bulan Januari dibentuk
suatu "panitia untuk memberikan saran mengenai reorganisasi pendi-
dikan dagang kecil"™. Pada bulan Mei panitia menyampaikan laporan-
nya mengenai perdagangan kecil di Jawa dan Madura, dan mengusulkan
pendirian sekolah dagang sebagai kelanjutan 'vervolgschool'. Guru-
gurunya dididik di "kursus untuk mendidik guru Bumiputera dengan
ijazah dagang kecil". Kursus itu diadakan pada tahun 1936 di Ja-
- karta yang juga mendidik guru-guru dari daerah di luar Jawa dan
- Madura untuk sekolah dagang kecil yang akan didirikan.*)

Secara khusus juga dipikirkan untuk mengadakan sekolah rendah
untuk kelompok pedagang kecil Cina yang akan terdiri dari "yervolg-
school" dengan aspek sekolah dagang dan merupakan varian dari apa
yang disebut Sekolah Melayu-Cina, yaitu sekolah desa tiga tahun +
"vervolgschool" dua tahun untuk penduduk Cina yang miskin. ' Sekolah
semacam ini sudah ada pada tahun 1927 di Malang, kemudian juga di-
adakan'di Bangka. Sekolah tersebut tidak menarik perhatian pendu-
duk Cina yang lebih suka memilih HCS, karena mereka jelas menghen-
daki pengetahuan bahasa Belanda untuk anak mereka. Karena HCS ter-
lalu mahal untuk penduduk Cina miskin, juga dipikirkan dalam
hubungannya dengan keinginan seperti di kalangan penduduk Indonesia
yang makin meningkat kepada pengetahuan bahasa Belanda untuk meng-
adakan ''vervolgschool" dengan mata pelajaran bahasa Belanda dengan
disampingnya dimasukkan aspek sekolah dagang.

Tipe "vervolgschool" dengan mata pelajaran bahasa Belanda di-
adakan sebagai akibat krisis ekonomi. Dimulai dengan tahun ajaran

1932-1933 ada 11 atau 12 HIS di kota-kota kecil, yang dirobah
)

Laporan Umum Mengenai Pendidikan di Hindia Belanda 1937-1938,
halaman 78.
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menjadi sekolah standar dengan mata pelajaran bahasa Belanda di
tiga kelas tertinggi, karena penduduknya tidak merasakan kebutuh-
an akan tipe sekolah bercorak Barat seperti HIS. Tetapi rupanya
untuk menghapuskan sama sekali pengajaran bahasa Belanda tidak di-
ambil tindakan yang lebih jauh. Dari tiga kelas yang tertinggi
itu terjadi "vervolgschool" dengan bahasa Belanda. Sekolah ini
dianggap sebagal degenerasi HIS atau HIS yang turun pangkatnya,
sehingga mula-mula tidak populer. Tetapi sementara itu sekolah
swasta bersubsidi tipe sekolah ini rupanya berhasil dalam percoba-
annya. ''Vervolgschool" dengan bahasa Belanda rupanya akan makin
berperanan penting dalam sistim sekolah untuk penduduk Bumiputera
dan terutama mengarah sebagai sekolah untuk penduduk Cina miskin
di kota-kota besar yang ingin belajar bahasa Belanda tetapi tidak
diterima di HCS. Di daerah yang berpenduduk padat tipe sekolah
ini dalam lingkungan sekolah Bumiputera dapat memberi kesempatan
untuk belajar bahasa Belanda secara pasif dengan baik. Dengan
tujuan seperti ini, dalam anggaran biaya tahun 1939 disediakan
anggaran untuk kira-kira 10 tipe sekolah itu. Biayanya tidak ter-
lalu mahal daripada 'vervolgschool' biasa, sedangkan sebagian dari
biaya dapat ditutup dengan pungutan uang sekolah yang lebih tinggi.
Lain dari pada itu tipe sekolah ini mendapat fungsi baru yang sa-
ngat baik sebagai persiapan untuk MULO Bumiputera (Inheemse MULO) .
Seperti telah dikemukakan, '"vervolgschool" ialah sekolah ren-
dah yang sebenarnya diperuntukkan bagi penduduk Bumiputera. Peme-
rintah juga sering mengemukakan pendapat itu di Dewan Rakyat dan
diakuinya bahwa sekolah desa akhirnya tidak dapat dipertahankan
terus, dan sekolah rakyat lima atau enam tahun dilihat dalam per-
spektif di kemudian hari sebagai tipe sekolah yang normal. Dalam
tahun-tahun belakangan makin disadari dengan jelas bahwa perkem-
bangan sekolah untuk penduduk Bumiputera yang terpikul biayanya
harus terdiri dari peningkatan mutu sekolah rakyat itu sendiri.
Dulu pikiran ditujukan kepada pengembangan melalui tipe sekolah
bercorak Barat (HIS dan "Schakelschool"). Pikiran itu diubah
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déhgan memuéatkan perhatian kepada sistim sekolah-sekolah rakyat
1tu, 'Péngembangannya yang lebih jauh ke segala jurusan telah di-
mungkinkan seperti diwujudkan dengan pengadaan éekolaﬁ dagang, ce-
kolah pertanian, dsb. Diferensiasi jhgé‘dapat diadakan lebih lan-
jut ke jurusén péndidikan teknik dalam wujud sekolah pertukangan
("éﬁbachts-leergang"). Dalam hubungan ini penting untuk dikete-
.ngahkan bahwa pendidikan rakyat dalam bidang teknik telah dijabar--
kan_ké jurusan-jurusaﬁ lain'selain sekolah pertukangan ("Arbaclits~
leergang"). _

Pendirian sekolah pertukéngén mulai diadakan dalam tahun 1932
sebagai bagian dari reorganisasi sekolah pertukangan dan teknik.
Setglah reorganisasi 1ﬁi pendidikan teknik terdiri dari: (a) se-

" kolah pertukangan ("ambachts-leergang') sebégéi kelanjutan dari se-
kolah standar dan tefbuka untuk segala kelompok penduduk, lamanya
sua tahun, dan ada kemungkinan untuk ditambahvsatu tahun untuk men-
jadi ahli pertukangan tertentu; (b) sekolah pertukangan ("ambachts
school") sebagai kelanjutan dafi sekolaﬁ-rehdah bercorak Barat
(HIS, HCS, EﬁA, dsb.) lamanya tiga tahuh,'juga terbuka bagi sema
"kélompok penduduk dan bertujuan ﬁendidik tenaga teknik untuk»ﬁerso~
nalia di bidang pengawasan yang paling rendah; (c) Reorganiéési
ini juga mengubah sekolah teknik empat tahun (di‘Jal‘rra, Surabaya,
YogYakarta, dan Bandung) menjadi sekolah teknik lima tahun, da= me-
neriﬁa murid dari semua tipe sekolah rendah bercorak Barat. Tuju-
annya mend;dik ahli teknik untuk fungsi menengah rendahan dan di-
 kategorisasikan ke dalam ""Sekolah Kejuruan Menengah".

" Pendidikan pertukangan ("ambachtsleergang') menurut kenyataan
ialah untuk‘menghasiikén "skilled labourer', yang terutama ternilai
dalam lingkungan Barat seperti perusahaaﬁ—perusahaan dan industri.
Dengan demikian pada hakekatnya tidak menunjang perkembangan kei-
nginan rakyat. Dalam hubungan ini diadakén percobaan ke arzah yang
lain sama sekali. Sejumlah guru sekolah pertukangan diperbantukan
kepada Departemen Urusan Ekonomi untuk bertugas di desa-desa zebha-

gal juru penerangan dan penyuluhan untuk memberi dorongan kepada
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kerajinan rakyat. Percobaan ini membawa hasil sangat memuaskan,
kata Idenburg. Hubungan erat diadakan_antara Departemen Ekonomi
dengan Departemen Pendidikan dan Agama, dengan membentuk panitia
kerja kecil interdepartemental.

Pengembangan yang paling penting dan yang prinsipiil dalam
sistim sekolah untuk rakyat Indonesia ialah MULO Bumiputera. Ti-
pe sekolah ini untuk pertama kali diperkenalkan dalam rancangan
anggaran biaya untuk tahun 1937 dan merupakan usaha pertama me-
ningkatkan mutu pendidikan formal umum dalam lingkungan sekolah
Bumiputera ke taraf yang lebih tinggi. Di Yogyakarta pada bulan
Agustus 1937 didirikan MULO Bumiputera oleh Muhammadiyah dengan
subsidi pemerintah. Untuk mengajarkan beberapa mata pelajaran di-
gunakan bahasa pengantar Jawa seperti sejarah, ilmu bumi, dan ilmu
alam, tetapi untuk mata pelajaran lain digunakan bahasa pengantar
Melayu, seperti bahasa Inggris dan pengetahuan dagang. Perhatian
yang besar diberikan kepada bahasa Belanda. MULO Bumiputera ber-
subsidi lain didirikan di Solo (1937), dan di Bandung (1938).
Pemerintah mendirikan pula MULO Bumiputera semacam itu pada tahun
1938 di Palembang, Banjarmasin, dan pada tahun 1939 di Surabaya.
Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pendirian tipe se-
kolah ini. Untuk tujuan itu mula-mula dibangkitkan perhatian Mu-
hammadiyah dengan organisasinya di bidang pendidikan, karena di
kalangan anggota organisasi ini banyak pedagang Bumiputer=m dan ju-
ga justru di kalangan mereka ini pada umummnya orang lebih peka dan
terbuka terhadap jasa-jasa pendidikan. Melalui kerja sama dengan
Muhammadiyah disusun kurikulum yang paling mendekati program pela-
jaran MULO-A. Sebagai permulaan MULO Bumiputera direncanakan un-
tuk memberikan pendidikan akhir dengan aspek dagang.

Di dalam Dewan Rakyat tipe sekolah baru disambut dengan gembi-
ra. Segera pula perhimpunan pendidikan Bumiputera yang besar-besar
minta subsidi untuk mendirikannya dan dari berbagai pihak di Dewan
Rakyat disarankan untuk mendirikan MULO Bumiputera negeri di Jawa
dan Madura, dan di daerah seberang. Tipe sekolah ini diadakan
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untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik terarah kepada pengem-
bangan perusahaan Bumiputera menjadi lebih besar. Disamping pen-
didikan diarahkan ke jurusan perdagangan dengan mencurahkan kepada
mata pelajaran bahasa Belanda dan Inggris, juga diusahakan memeli-
hara hubungan yang erat antara sekolah dengan masyarakat Bumipute-
ra, dengan mengajarkan bahasa-bahasa daerah secara mendalam, Me-
ngenai masa depan tipe sekolah ini belum dapat dikatakan apa-apa.
Tetapi wajar jika di masa depan MULO-Bumiputera itu seperti MULO-
Barat akan berkembang dengan diferensiasi ke dalam beberapa jurus-
an. Sekolah kejuruan yang lebih tinggi, yang sementara masih ha-
nya ada dan dapat dicapai dalam lingkungan pendidikan Barét; harus
dapat disambungkan ke dalam lingkungan pendidikan Bumiputera de-
ngan MULO-Bumiputera sebagai "onderbouw'-nya. Dengan demikian
rintangan besar dalam pendidikan bagi anak Bumiputera yang disebab-
kan oleh biaya tinggi sekolah bercorak Barat, akan dapat dihilang—
kan. Sementara itu kemungkinan-kemungkinan di bidang ini juga sa-
ngat erat berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi penduduknya. Di
satu pihak pendidikan termasuk syarat-syarat untuk kemungkinan me-
majukan perekonomian secara luas, di pihak lain pengembangan seko-
lah sampai tingkat tertentu juga tergantung dari kecepatan kenaikan
kemakmuran penduduk dan dalam hubungan dengan itu terjadinya dife-
rensiasi kerja.

Mengenai perkembangan sekolah bercorak Barat untuk anak Bumi-
putera, Idenburg memberikan uraian sebagai berikut. Ketika HIS di-
dirikan pada tahun 1914, sekolah itu benar-benar disediakan untuk
penduduk tingkat atas atau sekolah itu merupakan seckolah status
("standenschool"), tetapi dalam perkembangannya tidak dapat mem-
pertahankan sifatnya sebagai sekolah status. Pemerintah berusaha
mempertahankan sifat itu dengan menetapkan kriteria status sosial
dan uang sekolah yang lebih tinggi untuk dapat diterima di HIS.
Tiap tahun pemerintah membela dengan berbagai argumentasi penetap-
an kriteria itu di Dewan Rakyat, Sifat sekolah status dari HIS itu
tidak dapat dipertahankan karena perkembangan masyarakat itu seﬁdiri.
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Kebutuhan akan pendidikan Barat menjadi makin besar dengan makin
besarnya bidang persentuhan Barat dengan Timur dalam masyarakat di
Hindia-Belanda. Salah satu sebabnya ialah bahwa kelompok orang
Bumiputera yang pandai berbahasa Belanda makin mernjadi besar dan
di dalam kelompok itu tumbuh generaci kedua yang beisekolah, Ge-
nerasi pertama yang bersekolah di HIS pada umumnya berasal dari
lingkungan dengan bahasa Bumiputera sebagai bahasa dalam keluarga,
tetapi anak-anak mereka itu ‘dibesarkan dalam lingkungan keluarga
yang sebagian besar mengerti bahasa Belanda. Kelompok ini banyak
memilih sekolah rendah fropa dan mulailah posisi sosial HIS
berubah. Dalam tghun-tahun terakhir pergeseran itu secara khusus
menjadi makin besar sebagai akibat perubahan kurikulum HIS. Pada
HIS lama dipakai sejak kelas satu bahasa Belanda sebagai ba-
hasa pengant: _ tetapi terakhir bahasa daerah ialah bahasa pengan-
tar di dua kelas pertama, dan untuk sebagian di kelas tiga.
Perubahan kurikulum itu disetujui oleh Prof.Dr. B.J.O.Schrieke,
karena membawakan penghematan yang cukup besatr pada masa krisis
ekonomi itu. Dengan perubab=n kurikulum itu dapat ditémpatkan gu-
ru tamatan sekolah guru ("mormaalschool') di kelas satu dan dua
HIS. Gaji mereka lebih rendah dari tamatan "kweekschool" atau
yang diatasnya. Penghematan i1tu juga membawakan proses pembumi-
puteraan sejauh-jauhnya di HIS, sehingga dapat dikurangi jumlah
guru Belanda yang gajinva lebih besar dari pada guru Bumiputera.
Pada sejumlah HIS sudah terjadi proses dengan sempurna dan di se-
jumlah sekolah yarg lain hanya tinggal guru Belanda sebagai Kepala
Sekolah. Melaluil proses itu HIS makin didekatkan k%epada masyara-
kat penduduk Bumiputera dan tidak hanya kehilangan sama sekali si-
fatnya sebagai sekolah status, tetapi juéa bukan lagi sekolah isti-
mewa. Menurut Idenburg, anak Bumiputefa dari lirgkungan keluarga
yang di rumah berbahasa Belanda, sebenarnya tidak patut lagi ber-
sekolah di HIS karena di kelas-keélas terendah HIS bahasa pengantar-
nya bukan lagi bahasa Belanda. Sebagai akibatnya anak itu tidak
‘dapat ditolak di sekolah rendah Eropa. Dengan demikian di lapisan




229

tinggi penduduk Indonesia timbul pikiran bahwa sekolah rendah Eropa
menjadi sekolah biasa bagi anak mereka, dan memang demikian keada-
annya. Oleh A.D.A.de Kat Angelino telah ditunjﬁkkan dengan jelas
perubahan fungsi sosial HIS. (Handelingen Volksraad, 1936-1937,
halaman 992 dst.). Sekolah Rendah Eropa digambarkannya sebaggi se~
kolah biasa bagi semua anak yang karena orang tua mereka itu orang
Eropa, dan mereka itu menurut kenyataan berbahasa Belanda di ;umah
dengan orang tua mereka. Di dalam masyarakat di Nusantara antara
lingkungan Barat yang makin membesar dengan lingkungan Bumiputera’
ada kelompok yang berasal dari lingkungan yang benar-benar Bumipu-
tera tetapi bergerak secara berangsur-angsur mendekati lingkungan
Barat. Dan sekolah untuk kelompok ini ialah HIS (HCS dan '"schakel-
school'). Demikian menurut de Kat Angelino. Kriterium yang menun-
jukkan orang termasuk ke dalam kelompok tersebut ditentukan berda-
sarkan penghasilannya, yang sebagai akibat kelangkaan uang dalam
masa krisis sangat rendah; misalnya untuk swasta kira-kira 50 gul-
den’ sebulan, dan untuk pegawai negeri kira-kira 35 gulden sebulan.
<  Penurunan tingkat gaji pegawai negeri berakibat penekanan kri-
- terium status untuk swasta lebih ke bawah., Akibat semuanya itu
fungsi HIS dalam masyarakat sama sekali berubah., Tidak mungkin la-
gl untuk merobahnya kembali menjadi sekolah istimewa untuk lapisan
- atas penduduk Bumiputera karena akan tidak sesuai lagi dengan per-
kembangan masyarakat. Dalam struktur yang dibawakan oleh perkem-
bangan itu terbentuk dalam masyarakat kolonial suatu lapisan yang
terdiri dari berbagai kelompok penduduk yang sangat dipengaruhi
oleh kebudayaan Belanda. Tetapi hal itu tidak berarti, bahwa se-
kolah rendah Eropa ialah sekolah yang harus disediakan untuk semua
anak bukan Belanda dari kelompok-kelompok dalam lingkungan befba—
hasa Belanda. Generasi berbahasa Belanda akan cepat tumbuh dan me-
reka ini di kemudian hari tidak semuanya termasuk ekonomi kuat se-
hingga sulit membayangkan bahwa biaya di Sekolah Rendah Eropa akan
terbayar oleh kebanyakan dari mereka itu. Karena itu perlu diper-

timbangkan untuk mengembangkan HIS dalam keadaannya dan dengan
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kurikulum yang dahulu, Bertentangan dengan apa yang telah dikemu-
kakan bahwa tilalt mwagkin lagi merobah HIS kembali menjadi sekolah
:istimewa, ia mempunyai gagasan bahwa jika bahasa Belanda dijadikan
lagiibahasa pengantar mulai dari kelas-kelas terendah, dapat di-
- pertahankan :HiS dzlam masyarakat penduduk Bumiputera sebagai seko-
"~ 1lah istimewa. Menurut pendapatnya konstruksi HIS tidak seluruhnya
rasionil karena di samping ada ''schakelschool” yang merupakan jem-
batan dari pendidikan dalam lingkungan yang benar-benar Bumiputera
diarahkan mentuju ke pendidikan yang bercorak atau berorientasi Ba-
rat. Bentuk ‘'schakelschool' yang sudah ada dapat dipertahankan.

Di samping HIS ada HCS. Sekolah bercorak Barat ini tidak me-
rugikan penduduk Bumiputera karena orang Cina pada umumnya tetap
ada dalam lingkungannya sendiri untuk menerapkan hasil pendidikan
Barat dalam perusahaan sendiri. Sebagai ilustrasi dikemukakan
bahwa orang-orang Cina tamatan AMS misalnya, menganggap wajar un-
tuk bekerja sebagai pelayan dalam toko-toko besar Cina. 'Tetapi
HCS ‘untuk penduduk Cina di kota-kota dianggapnya terlalu mahal.
Dalam tinjauan mengenai ‘'vervolgschool" telah disinggung mengenai
Sekolah Rendah Cina dalam bentuk sekolah lengkap enam tahun dengan
mata pelajaran bahasa Belanda dan dengan aspek perdagangan. Kesu-
litan untuk mendirikan seckolah rendah cina yang lengkap enam tahun
seperti yang dimaksudkan itu ialah, karena hanya sedikit guru Cina
di bawah tingkatan tamatan HCK. Guru Cina dengan tingkatan tipe
‘guru tamatan "normaalschool" juga tidak ada. Jika ada tidak mung-
kin pula menggaii mereka itu seperti guru tamatan “normaalschool
karena di bidang perdagangan mereka itu dengan mudah akan mendapat
penghasilan yang lebih besar. Bahkan dari HCS sendiri banyak guru
Cina yang keluar, : 2 g

Menurut Idenburg, uraian yang baik mengenai perkembangan se-
kolah negeri uantuk penduduk Cina dan analisa masalah-masalah yang
timbul di dalamnya, terdapat dalam artikel Dr. R.van Diffelen,

"pondidikan Untuk Crang-orang Cina', Koloniale Studien, Desember

1936. (Lampiran A. iidak diwuat).
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Di bawah ini diberikan ikhtisar jumlah murid Bumiputera di sekolah
. .rendah (berorieritasi) Barat, tahun 1931-1937, A

Tipe sekolah  '1931/32 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38

Eropa negeri 3,529 3.640 3,670 3.734 3,659 3.735 3.896
Eropa swasta - 918 1.062 1.124 1,066 1,038 1.076 1.106
HCS negeri 293 338 367 353 322 411 484
HCS swasta 813 862 908 998 1.089 1.226 1.450
HIS negeri 39.193 40.321 40.500 40.435 39.633 40,589 41.537
HIS swasta 21.703 21.666 21.439 20.570 20.462 22.398 23.865
Khusus negeri 3.071 3.398 3.579 3.329 3.571 3.889 3.944
Khusus swasta 225 184 232 262 - 310 353 401

""Schakel' neg.. 4,089 3.831 3.553 2.959° 3.020 3.083 3.207
"Schakel" swt, - 1,212 1,237 1.439 1.600 1.640 ' 2.199 2.166

JUMLAH  75.046 76.539 76.811 75.306 74.803 78:958 82.056

Ikhtisar jumlah murid Bumiputerﬁ di sekqléh ﬁenengah.dehgan pen-
didikan yang berorientasi Barat sejak tahun 1931 ada dalambLampiran B
(tetapi tidak dimuat). Pendidikan berorientasi Barat untuk anak Bumi-
putera itu diselenggarakan di sekolah-sekolah yang terbuka untuk semua
kelompok penduduk. Dengan sendirinya sekolah-sekolah ini tidak secara
khusus diorientasikan kepada kelompok penduduk Bumiputera kecuali HIS,
"Schakelschool", Sekolah Khusus, dan juga barangkali AMS-AI (Bagian
Sastra Timur). Akibat krisis jelas sekali terlihat pengaruhnya ter-
istimewa pada kelbmpok penduduk Bumiputera yang persentase para pela-
" jarnya selama masa krisis sangat menurun. Sesudah krisis tampak kena-
‘ikan jumlah murid. Justru karena adanya krisis itu tidak mungkin me-
narik kesimpulan mengenai faktor penaorong kepada kelompok penduduk
Bumiputera untuk menuntut pendidikan Barat 1anju£aﬁ lebih tinggi, yang
perkembangannya tidak langsung ada hubungannya dengan masyarakat dan
sekolah untuk kelompok penduduk Bumiputera. Masalah ini tidak dibahas
kecuali yang menggnai AMS-AI. Dalam kerangka sistim sekolah menengah
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di Hindia Belanda diusahakan agar diadakan orientasi secara khusus
kepada kelompok penduduk Bumiputera dengan membentuk AMS-AI itu.
Dalam ﬁembahasan'masalah mengenai pendirian fakultas sastra dike-
mukakan bahwa belum banyak berhasil menarik perhatian orang’Bumi—
putera kepada tipe sekolah menengah khusus itu. - AMS-AI itu
dipandang sebagai sekolah khusus untuk murid yang tidak mampu
mengikuti program pelajaran ilmu pasti dan ilmu alam di AMS-B.
_Orang Bumiputera belum tergugah pikirannya bahwa pada AMS-AI unsur-
unsur kebudayaan Nusantara dapat diperdalam dan dikembangkan.

| Pada umumnya dalam masyarakat, HBS dijadikan sekolah yang pa-
ling ideal dan sukar mengalahkan ideal itu dengan mendirikan hanya
satu tipé sekolah AMS-AI.*) Pada umumnyé kebijaksanaan pemerintah
terhadap pendidikan lanjufan lebih tinggi dalam tahun-tahun
terakhir memberikan kesan sangat kuat = sebagai kebijaksanaan
penghematén. Meskipun demikian,_di samping penghematan diusahakan
mengadakén suatu diferensiasi untuk dapat mengarahkan pendidikan
lanjutan yang lebih tinggi kepada masyarakat. Misalnya dalam ku-
rikulum MULO diadakan perubahan secara besar-besaran. Setelah ke-
las dua diadakan differensiasi ke dalam Bagian A yang merupakan
pendidikan akhir, dan Bagian B sebagai persiapan untuk melanjutkan
sekolah. Sejak tahun 1929/30 di semua MULO negeri diadakan dife-
rensiasi itu (Laporan Pendidikan di Hindia Belanda 1939/40, I,
halaman XXIX). Segera ternyata percobaan pembagian ke dalam Bagi-

an A dan B itu tidak memuaskan. Bagian B menarik banyak murid
yang sebenarnya tidak dapat mengikuti dengan baik program pelajar—
an, sehingga banyak murid yang dikeluarkan dan mutu pendidikannya
merosot. MULO-B itu menarik lebih banyak murid dan lebih banyak
perhatian karena dapat melanjutkan ke AMS-B, yang diplomanya sede-
rajat dengan HBS-5 tahun. Mulai dengan tahun ajaran 1937/1938

) Pada tahun 1920 telah diadakan juga AMS-AII (Sastra Barat Kla-
sik) di Bandung. Kemudian dalam masa krisis AMS-AI di Solo dan
AMS-AII di Bandung kedua-duanya dipindahkan ke Yogyakarta.
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dilaksanakan reorganisasi secara berangsur-angsur dan sesudah ke-

las satu diadakan tiga jurusan pada MULO:

a) Bagian B, pada pokoknya sama dengan yang lama, yaitu dapat
melanjutkan ke AMS-B dan sekolah menengah kejuruan yang mem-
terikan posisi menonjol kepada program pelajaran eksakta se-
perti Sekolah Menengah Pertanian, .Sekolah Kedokteran Hewan
Hindia-Belanda, Sekolah Dokter Hindia-Belanda (NIAS), dsb.

b) Bagian C, dapat melénjutkan ke AMS-A, Sekolah Pendidikan Gu-
ru (sederajat dengan Kweekschool Eropa), MOSVIA, dan Sekolah
' Menengah Dagang (MHS).

c) Bagian A, sebagai pendidikan akhir dan hanya dapat menerus-
kan ke Sekolah Menengah Dagang di Jakarta, Sekolah’Pendidik—
an Gufﬁ Kejuruan Wanita, dan Kursus-kursus dagang sore hari
negeri. (Laporan Umum Pendidikan di Hindia Béland§1A1936e37
halaman 31 dst.).

Dalam kerangks diferensiasi dikembangkan dalam HBS Bagian A
atau sasira-ekonomi, dimulai pada tahun 1934 di HBS negeri Betawi
dan Surabaya kemudian diadakan di Medan pada tahun 1935, di Ban-
dung pada tahun 1936, dan 'di Semarang pada tahun 1937. HBS di Be-~
tewl yang memakai nama Koning Willem III-School terdiri dari HBS
dengan bagian B saja, sedangkan yang bernama Prins Hendrik-School
(juga di Betawi) hanya mempunyai ""bovenbouw’ A saja. Di Betawi
juga didirikan "Lyceum'", dimulai pada tahun 1924 oleh Yayasan
"Carpenti:r Alting" dan di Bandung pada tahun 1927 didirikan Ly-
ceum Kristen (Lyceum ialah HBS 5 tahun, yang di "bovenbouw" meng-
adakan diferensiasi dalam HBS-B dan Bagian "Gymnasium"). Menurut
angket k2pada para orang tua murid HBS di Surabaya dan Malang juga
diinginkan lembaga pendidikan Gymnasial, tetapi baru pada tahun
1935 HBS di Surabaya dan di Malang dijadikan Lyceum. Di Bandung
pada tahun 1938 dibuka Gymnasium negeri. Sebagai percobaan pada
tanggal 1 Agustus 1955 pada AMS di Jakarta digabungkan bagian Seko-

lah Menengah Dagang (lamanya dua tahun) yang dapat disambungkan
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dari kelas tiga HBS dan MULO. Program pelajarannya lebih sederha-
na dari pada HBS-A, sedangkéh pendidikannya lebih praktis dan di-
arahkan kepada posisi rendahan dalam perdagangan dan perusahaan.
Percobaant itu ternyata berhasil. Pada tanggal 1 Agustus 1939 pada
AMS yang didirikan dalam tahun 1938 di Surabaya, juga digabungkan
Sekolah Menengah Dagang (Laporan Umum Pendidikan di Hindia-Belanda
1934-1935, I, halaman XVII, dan 1937-1938, I, halaman 34 dan 78).
Sebagai kelengkapan ikhtisar ditambahkan oleh Idenburg, ring-

kasan mengenai perkembangan sekolah untuk anak gadis (lampiran C).
Makin diakui pentingnya sekolah untuk anak gadis sebagai bagian
dalam pendidikan umum untuk rakyat. Pendidikan dalam keluarga de-
ngan tatanan aspek-aspek spirituil dan materiil yang harmonis baru
dapat dilaksanakan dengan sempurha jika disertai pengembangan ke-
cerdasan dan kemampuan wanita. Kira-kira sepuluh tahun sebelumnya
(1928) sekolah Rhﬁsus untuk gadis sebagai persiapan untuk berbagai
tugas dalam rumahtangga dan keluarga dianggap sebagai luks atau
kemewahan. Hal itu antara lain terbukti dari pemberian subsidi
yang tidak menguntungkan kepada sekolah khusus dengan tugas pendi-
dikan seperti itu. Sekolah rumahtangga (atau sekolah kesejahtera-
an keluarga) swasta diberi subsidi dengan patokan paling tinggi
50% dari biaya eksploatasi bersih. Peraturan itu dalam rangka
penghematan tidak dapat dirobah.

Dalam masyarakat penduduk Bumiputera makin tumbuh kesadaran
bahwa kepada para remaja puteri perlu diberikan pendidikan yang
baik sebagai persiapan untuk kehidupan dalam rumahtangga dan kelu-
arga. Sejak tahun 1931 terlihat secara berangsur-angsur kenaikan
persentase jumlah murid wanita Indonesia yang masuk sekolah desa
khusus wanita dan campuran, '‘vervolgschool' gadis dan campuran
dan Sekolah Kelas Dua Wanita. Persentase itu pada tahun 1930-1937
di sekolah desa 22.6 sampai 27.6; di '"vervolgschool” 18.9 sampai
21.8; dan di Sekolah Kelas Dua 16.8 sampai 38.3. Jumlah murid
yang tamat sekolah rendah Bumiputera menunjukkan gambaran yang

menggembirakan seperti terlihat pada daftaw berikut ini.
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Tipe sekolah Akhir thn.. Jumlah murid Kenaikan dan tamatan
ajaran Laki-laki Wanita Laki-laki Wanita

Sekolah Desa 1936/37 1.204.273 461.235 962.540 366.850
(79,9%) ~ (79,5%)

"Vervolg- 1936/37 178.662 50.048 153,374 44,214
school" (85,8%) (88,37%)
Sek.K1.1II 1936/37 5.617 3.474 4,948 2,982
Sempurna (88 %) (85,3%)
Jumlah 1936/37 1.388.552 514.777 1.120.862 414,046

(80,7%) (80,4%)

Secara khusus perlu dikemukakan catatan mengenai 'vervolgschool"
gadis. Pada akhir tahun ajaran 1936/37 dan 1937/38 jumlah myridnya
25.328 dan 28.886, tersebar dalam 218 sekolah (183 negeri dan 35 swas-
ta bersubsidi). Pada sekolah-sekolah ini di samping mata pelajaran
umum diajarkan juga mata pelajaran ilmu kesehatan, pekerjaan tangan
yang berguna dan indah, mengurus cucian, memasak, daua pekerjaan mengu-
rusi rumahtangga (di beberapa sekolah diajarkan membatik dan merenda).

Pada sekolah umum bercorak Barat juga terjadi kenaikan persentase
jumlah murid wanita, baik pada Sekolah Rendah maupun pada MULO dan Se-
kolah Menengah dari seluruh jumlah murid Bumiputera. Pada tahun
1930-1937 persentase itu di sekolah rendah 31,5 sampai 37,2; di MULO
19,5 sampai 21,6; dan di sekolah menengah 14,7 sampai 25.

Dalam tahun-tahun krisis hebat (1934/35 dan 1935/36) terjadi penurunan
persentase tetapi segera diikuti kenaikan. (Daftarnya tidak dimuat).

Perlu diperhatikan bahwa unsur wanita di sekolah rendah Bumiputera da-
lam perbandingan lebih sedikit daripada di sekolah rendah bercorak Ba-
rat. Di sekolah Bumiputera pada tahun ajaran 1936/37 = 27,6%, dan di

sekolah rendsh bercorak Barat dalam tahun ajaran 1937/38 = 37,4%.

Anak gadis Bumiputera yang telah cukup belajar di sekolah formil umum

relatif hanya sedikit yang meneruskan ke sekolah kejuruan untuk gadis

yang menurut tujuan pendidikannya dibagi dalam tiga macam yaitu sekb~

lah pendidikan guru, sekolah pendidikan personalia medis (juru rawat,
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bidan), dan Sekolah Kesejahteraan Keluarga (daftar data murid ti-
dak dimuat). Sekolah-sekolah pendidikan guru dan personalia medis
membekali anak gadis untuk bertugas dalam jabatan-jabatah terten-
tu., Sekolah Kesejahteraan Keluarga bertujuan -lebih luas yaitu di
samping pendidikaﬂ'untuk pekerjaan khusus bagi wanita, juga pendi-
dikan untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik. Teristimewa seko-
lah rendah kesejahteraan keluarga mengalami pertumbuhan terus-me-
- nerus. Dasar pendidikannya ialah sekolah rendah bercorak Barat
sebagai landasan pendidikan praktis untuk mempérsiapkan murid wa-
nita dalam tugas rumahtangga dan keluarga. Biasanya kurikulum
terdiri dari mata peclajaran kerumshtanggaan ditambah dengan kera-
jinan tangan yang- berguna dan indah serta jahit-menjahit pakaian
mo@e. Pemerintah menyelenggarakan empat sekolah dari tipe ini.
Selanjutnya ada sepuluh sekolah swasta bersubsidi, diantarahyé em-
pat berasal dari sekolah guru taman kanak-kanak ("Frbel kweek-
school"). Pada masa krisis pemerintah menutup sekolah guru taman
kanak~kanak, dan kemudian hanya swasta yang menyelenggarakannya.
Murid-murid sekolah kesejahteraan keluarga bersubsidi yang berasal
dari sekolah guru taman kanak-kanak diberi kesempatan untuk menca-
pai ijazah guru taman kanak-kanak melalui kelas-kelas lanjutan,
tetapi untuk biaya penyelenggaraan kelas-kelas tersebut tidak di-
. sediakan subsidi. Kepada sckolah kesejahteraan keluarga netral

di Den Pasar dan Singaraja (Bali) serta sekolah kesejahteraan ke-
luarga di Sukabumi diberikan “subsidi in natura"; yaitu subsidi
berupa bantuan pemerintah yang terdiri dari tenaga guru dengan ga-
ji dari pemerintah, '

Di samping sekolch negeri dan bersubsidi terdapat juga banyak
sekolah kesejahteraan keluarga swasta tanpa subsidi. ' Pada permu-
laan tahun ajaran 1937/38 sudah ada 40 buah, pada tahun ajaran
1937/38 jumlahnya naik menjadi 51 buah, tujuh kemudian delapan di
antaranya diﬁersamakan dengan negeri dan setelah itu 12 dan selan-
jutnya 18 diberi "ijin nama" oleh Departemen. Dalam rancangan

anggaran biaya untuk tahun 1939 diperhitungkan untuk memberikan
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subsidi kepada enam sekolah karena tanpa diberi subsidi oleh peme-
rintah sekolah-sekolah itu tidak dapat mengatasi bidang keuangan-
nya.

Di samping sekolah kesejahteraan'keluarga tersebut di atas,
yang dikunjungi oleh murid-murid Eropa, Cina, dan Bumiputera, di-
kembangkan pula sekolah tipe baru yang disediakan semata-mata un-
tuk gadis Bumiputera.' Pendiriannya diprakarséi oleh isteri Guber-
nur Jenderal yang dahulu, De Jonge, dan diberi nama "Sekolah Nyo-
nya De Jonge'. Yang diterima sebagai murid ialah tamatan dari
"Wervolgschool" untuk gadis dengan tujuan memberi pendidikan mata-
pelajaran bahasa, berhitung, menulis, ilmu kesehatan, ilmu gizi,
ilmu resep, pengetahuan barang ("warenkennis'"), mengurus cucian,
pekerjaan kerumahtanggan, menjahit pakaian dalam, menjahit pakaian
mode, pekerjaan taungan indah, menisik, dan menjerumat., Pada bulan
Januari 1937 didirikan di Betawi "Sekolah Nonya De Jonge" dengan
25 murid, pada tahun azjaran 1937/38 jumlah murid menjadi 40. Pada
tahun 1938 telah terdaftar tujuh sekolah dari tipe ini. Pemerin-
‘tah bermaksud memberi subsidi kepada tiga dari padanya.

Sekolah Pendidikan Guru (Wanita) untuk Sekolah Kesejahteraan
Keluarga hanya ada satu, yaitu di Betawl dengan diferensiasi untuk
diploma A (mata pelajaran kerumahtanggaan) dan diploma B (jahit-
menjahit pakaian mode dan pakaian dalam). - Tétapi sekolah itu ti-
dak mampu menyediakan tenaga guru dengan cukup untuk Sekolah Kese-
jahteraan Keluarga.  Pada tanggal 1 Agustus 1936 dibuka Seckolah
- Guru semacam itu di Surabaya atas prakarsa perkumpulan 'Sekolah
Rumahtangga dan Industri Surabaya" (Soerabajasche Huishoud en
Industrieschool) dan tidak diberi subsidi oleh pemerintah.

Kesempatan untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi ma-
sih sangat jarang dipergunakan oleh puteri Bumiputera, seperti
ternyata dari ikhtisar kecil di bawah ini.
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Jumlah seluruh mahasiswa Bumiputera yang terdaftar

selama tahun kuliah

Th.kuliah Laki-laki Perempuan Jumlah Keterangan

1930/31 X x X x = Data tidak

1931/32 5 x x : lengkap

1932/33 320 - 14 386 * * = jenis kelamin

1933/34 422 ' 52 orang ti-
16 438 dak diketahui

1934/35 472 1117 489

1935/36 496 20 516

1936/37%* 269 15 284 *%= Dari Sek.Ting-

1937/38%% 302 15 317 gl Kedokteran

dan Hukum

1938/39%* 286 - 18 304

113. Menteri Daerah Jajahan (Welter) kepada Gubernur Jenderal (Tjarda van

Starkenborgh Stachouwer), tanggal 12 April 1939. Huruf M.13/No.100,

dari hati ke hati (vertrouwelijk)

Menteri memberitahukan bahwa ia sangat menghargai ikhtisar yang
disusun oleh Dr, Idenburg. Ia merasa puas mendapat gambaran yang
sangat menarik perhatian itu dan yang dapat dijadikan landasan untuk
bertukar pikiran mengenai pokok-pokok masalah tentang kebijaksanaan
yang harus diikuti pemerintah kolonial., Pada umumnya ia setuju de-
ngan pendapat dan pemberitahuan Idenburg, tetapi ada beberapa catat-
an yang dibuatnya mengenai beberapa hal yang perlu didiskusikan le-
bih lanjut.

Dari seluruh pembahasan Menteri Welter yang pokok-pokoknya di-
sajikan di bawah ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa dikehendaki
agar perhatian terbesar dicurahkan dan dana serta daya terutama
dikerahkan kepada pengembangan sekolah untuk penduduk Bumiputera,
teristimewa sekolah desa. Seperti dalam suratnya terdahulu ia
berpendapat bahwa sekolah untuk remaja dari massa penduduk Bumipute~

ra dianggapnya paling penting dalam tugas pendidikan dan
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sebagai bagian langsung dan paling utama dari sekolah itu ialah
sekolah desa. Karena itu pertama-tama dimintakan perhatian terha-
dap sekolah desa.

Ia membedakan pandangan mengenai perluasan kwantitatif dari
sekolah desa dari pandangan mengenai pendalaman kwalitatif penga-
jarannya. Ia merasa prihatin mengenai kemunduran yang terjadi da-
lam' perkembangan kwantitatif ceperti digambarkan dalam surat Iden-
burg. Sebelumnya ia mendapat kesan memuaskan dari keterangan
keterangan yang diberikan pemerintah Hindia-Belanda kepada Dewan
Rakyat, bahwa meskipun dalam masa krisis tidak dapat diadakan per-
luasan seperti pada masa sebelumnya, namun dalam tahun-tahun kri-
sis itu tercapai suatu kemajuan juga, jika dibandingkan dengan ke-
naikan jumlah anak berusia sekolah. Keterangan itu menggembirakan
Menteri, karena dengan demikian pemberantasan Buta Huruf maju te-
rus. Penekanan ke bawah persentase buta huruf di Hindia-Belanda
adalah usaha pemerintah yang tergolong paling penting, lebih-lebih
mengingat makin bertambahnya perhatian dan kecaman dari dunia in-
ternasional terhadap politik kolonial Belanda, terutama dari pihak
negara-negara '"have-nots’. Tetapi angka-angka yang disajikan oleh
Idenburg menunjukkan bahwa dalam tahun-tahun krisis 1931-1936
praktis terjadi kemandegan sama sekali. Sejak masa itu pengelola-
an sekolah desa di daerak yang luas diserahkan kepada kesatuan-ke-
satuan otonomi yang lebih rendah. Tujuan penyerahan itu di samping
untuk memenuhi keharusan politik yang masuk akal bertujuan juga
untuk mencapai pengurusan lebih baik dan lebih intensif. Pe-
nyerahan itu seperti ditegaskan oleh Idenburg tidak boleh diarti-
kan bahwa pemerintah Pusat melepaskan diri dari tanggung jawab
prinsipiil mengenai perkembangan sekolah Bumiputera. Kepada Dewan
Rakyat pemerintah menyatakan dalam beberapa kesempatan bahwa kemung-~
kinan tambahan biaya dalam batas-batas yang dapat diterima sebagai
konsekwensi tindakan tersebut akan disediakan.

Menteri merasa heran mendapat keterangan dari surat Idenburg,

bahwa setelah dua tahun penyerahan tersebut di atas belum diperoleh
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data cukup mengenai hasil yang telah dicapai oleh kesatuan-ke-
satuan otonomi itu dalam usaha pengembangan sekolah desa. Adaﬁyé
ketidak pastian yang mengganggu masalah sangat penting itu menurut
‘Menteri ternyata dari surat-Idenburg sebagai Direktur Pendidikan
dan Agama kepada Gubernur Jenderal tanggal 23 Januari 1939 ncmor
22x/A Rahasia, yang menjelaskan politik sebagai dasar rencana kerja
Departemen untuk tahun 1940. Pehjelasan Idenburg tersebut ialah
sebagai berikut, Dalam hubungannya dengan sekolah Bumiputera ia
berpendiriah bahwa di bidang itu dari segi sosial masih ada keting-
galan sangat besar yang secara langsung dan jelas merupakan kerugi-
an sosial-ekonomis bagi penduduk Bumiputera. Usul-usulnya di bi-
dang ini mencerminkan kemampuan sebenarnya untuk mengadakan
ﬁerluasan. Ia cenderung untuk bertahan pada pendirian bahwa kemam-~
puan pemerintah bahkan belum memenuhi kebutuhan yang dilihat dari
sudut sosial sangat mendesak. Mengenai tipe-tipe sekolah yang lain
ia berpegang pada prinsip bahwa untuk pendidikan yang langsung mem-
punyai arti penting untuk kemajuan masyarakat secara sosial dan
ekonomis, tidak boleh disediskan biaya yang terlalu sedikit. Maka
pengeluaran yang disediakan untuk sekolah teknik, pertukangan, ke-
rajinan; péfdagangan, dan pertanian dianggapnya sebagai keharusan
untuk kepentingan langsung bagi masyarakat. Mengenai perguruan
tinggi, sekolah menengah, dan sekolah rendah bercorak Barat serta
MULO dikemukakannya, bahwa bukan karena faktor-faktor yang mendesak
di bidang sosial dan ekonomi harus mencegah atau mengejar keting-
galan setiap tahun input berupa orang-orang muda dengan pendidikan
semacam itu dalam masyarakat. Peratﬁrén dan tindakan yang diusul-
kan dalam cabang-cabang pendidikan tersebut, diperhitungkan dalam
hubungan'dengan kepatutan; karena bermacam-macam faktor. Pertama-
tama disebutnya faktor kenaikan jumlah yang wajar pada setiap sis-
tim pendidikan yang wajar harus diperhatikan. Jika faktor ini di-
abaikan akan segera mengakibatkan penyimpangan-penyimpangan terha-
.dap anggaran biaya. Di sémping itu terus ditangani pemulihan kea-
daan yang ditinjau dari sudut kebijaksanaan pendidikan, pelaksanaan

penghematan yang bergepak terlampau jauh.
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Oleh ﬁenteri dalam surat itu dikutip ketérangan Idenburg yang
menunjukkan ketidak pastian dalam hubungan dengan perluasan sekolah
desa. Bahwa hanya sangat sedikit yang diketahui mengenai apa yang
sudah dikerJakan di daerah-daerah otonom mengenai perluasan sekolah
desa dan diperoleh kesan umum bahwa di daerah—daerah karena dilak-
sanakannya perbandingan dalam bidang keuangan ‘ketinggalan paling
sedikit satu tahun., Menteri menyatakan keheranannya mengapa tidak
'dapat mengetahui apa yang terjadi mengenai perluasan sekolah desa
di daerah-daerah sedangkan tersedia suatu kofps aparatur pemerin-
tahan. 1Ia mendapat kesan bahwa tidak ada kerja sama antara berba-
gai instansi pemerintah Ia berpendapat bahwa penyerahan sebagian
dari tugas pemerintah kepada kesatuan-kesatuan otonomi tidak boleh
menyebabkan terlantarnya tugas itu., Perluasan sekolah desa merupa-
kan urusan yang terlalu'penting dan terlalu prinsipiil, sehingga
tidak boleh dibiarkan pengurusan pelaksanaannya oleh kesatuan-kesa-
tuan otonomi kurang terawasi. Tugas terutama pimpinan pemerintah
Pusat justeru untuk mengamati garis-garis besar, dan jika perlu
mehdorong serta meningkatkan perkembangan daerah-daerah yang di-
desentralisasikan. Ia merasa kecewa bahwa justeru di masa peralih-
. an itu pemerintah Pusat kurang memberikan bimbinganQ Ia minta pen-
jelasan mengenai peristiwa ini dengan data seperlunya yang tidak
hanya tentang perluasan sekolah desa, tetapi jugaﬂmengenai kebijak~
sanaan dalam pelaksanaan desentralisasi dalam arti yang luas.

Pemberantasan buta huruf menarik perhatian Menteri secara khu-
sus. Dalam hubungan dengan masalah itu ia sangat memperhatikan
pendapat mengenai pengadaan kursus-kursus khusus untuk memberantas
buta huruf, seperti diberitahukan dalam surat Idenburg. Meskipun
dapat dilihat segi;segi yang kurang baik dari kursus-kursus seper-
ti itu, ia mengaﬁggap penyelenggaraan kursus-kursus buta huraf itu
penting dari sudut tinjauan politik jika dengan cara demikian jum-
lah orang buta huruf dapat diturunkan (sekalipun hanya lebih banyak

di atas kertas daripada menurut kenyataan yang sebenarnya) .
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Mengenai corak sekolah desa, Menteri Welter berpendapat bahwa
pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sekolah itu akan sangat co-
cok dengan usaha supaya sedapat mungkin pendidikan giberikan oleh
guru-guru dari daerah tempat sekolah desa itu sendiri. Diharapkan-
nya untuk memperoleh keterangan mengenai kemajuan yang telah terwu-
jud dari usaha itu. Dalam hubungan dengan caraméara menyesuaikan
sekolah dengan lingkungan setempat, ia sangat sependapat dengan ke-
putusan yang diberitakan dalam harian-harian untuk menyesuaikan
gaya bangunan sekolah-sekolah di Bali dengan kebudayaan Bali. Ke-
putusan itu disetujuinya sebagai usaha yang baik untuk mendekatkan
sekolah kepada penduduk. Diingatkannya kepada surat tanggal 13 De-
sember 1937 nomor 8/1170 bahwa Menteri Colijn telah membahas masa-
lah itu dalam hubungan untuk lebih menyadarkan penduduk, bahwa se-
kolah desa itu milik penduduk, dan dari kesadaran itu akhirnya akan
tumbuh otoaktivitas masyarakat desa untuk bekerja dan berusaha sen-
diri di bidang penyelenggaraan sekolah desa itu. Disebutkannya ju-
ga pendapat Colijn dalam suratnya tanggal 16 Oktober 1934 no.21/1004
mengenai hakekat corak sekolah desa itu., Sebagai contoh khusus me-
ngenai kesadaran baru yang harus ditimbulkan terhadap hakekat corak
sekolah desa itu disebut oleh Colijn sekolah-sekolah terbaik Taman
Siswa’. Hubungan guru dengan siswa di sekolah Taman Siswa berbeda
.dengan di sekolah negeri. Perlengkapan dan suasana di sekolah di-
sesuaikan dengan tradisi masyarakat dalam lingkungan sekolah. Te-
tapi Menteri Welter tidak menganjurkan untuk meniru secara latah,
ia hanya ingin menunjukkan arah yang harus ditempuh. Persoalan
yang penting dalam hubungan yang nyata dengan usaha mempererat
ikatan masyarakat desé dengan sekolah desa menurut Menteri ialah
. bagaimana menyajikan bahan pelajaran kepada murid. Persoalan dalam
hubungan yang sama ialah mengenai bangunan sekolah. Yang paling
dianjurkannya ialah bangunan kecil yang sederhana tetapl yang baik,
dan disesuaikan gayanya dengan tradisi daerah lingkungannya. Ben-
tuk bangunan menurut model seragam dianggapnya bertentangan dengan

gagasan yang prinsipiil tentang sekolah desa. Biaya pemeliharaan
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bangunan yang sederhana itu hanya memerlukan dana yang kecil, ge-
hingga beban keuangan untuk perluasan sekolah desa secara besag-
besaran dapat banyak dikurangi. Penelitian lebih lanjut mengenai
masalah sangat penting itu yang pada tahun 1934 oleh Colijn de-
ngan tegas dikemukakan, menurut Welter tidak mencapai kemajuan
karena perhatian lebih banyak dicurahkan kepada masalah-masalah
pendidikan yang dianggap lebih mendesak. Tetapi waktunya telah
tiba untuk menelaah masalah itu dengan lebih sungguh-sungguh.
Persoalan yang paling penting dalam politik pendidikan dan penga-
jaran Hindia-Belanda di kemudian hari ialah persoalan mengembang-~
kan sekolah desa dalam ikatan dengan lingkungannya di samping per-
luasannya secara ekstensif.

Perhatian istimewa juga diberikan kepada "vervolgschool" de-
ngan mata pelajaran bahasa Belanda, seperti dikemukakan oleh
Idenburg dalam surat-suratnya. Menteri De Graaff dalam surat
tanggal 8 Agustus 1931 nomor 1/62 juga menganjurkan pengadaan tipe
sekolah seperti itu dengan dua macam tujuan, yaitu (a) untuk me-
ngurangi laju murid masuk ke sekolah bercorak Barat yang tinggi
biayanya, dan (b) untuk menghasilkan tenaga kerja rendahan yang
mengerti bahasa Belanda, baik pun dalam dinas negeri maupun swas-
ta. Ia gembira dapat mengetahui dari Idenburg bahwa tipe sekolah
yang dimaksudkan telah mulai berperanan makin penting dalam sistim
pendidikan untuk Bumiputera. Tipe "vervolgschool" dengan mata pe-
lajaran bahasa Belanda harus mendapat perhatian secara khusus, dan
ia minta diberitzhukan jumlah tipe sekolah yang sudah ada dan pe-~
rencanaan jumlah yang akan dikembangkan.

~ Menteri Welter menganggap sangat penting adanya kelas-kelas
khusus dan tipe sekolah lain, seperti kelas pertanian, kelas
dagang kecil; dan kursus-kursus pertukangan serta MULO Bumiputera.
Yang ingin diketahuinya ialah hasil percobaan mengenai penempatan
guru-guru sekolah pertukangan yang dibebaskan dari sekolah pertu-
kangan sebagai akibat reorganisasi dan penghematan di Pusat dan

Daerah-daerah di mana ada kerajinan rakyat, Ia mau percaya kepada
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keterangan Idenburg bahwa dengan‘percobaan itu dicapai sukses yang
besar. Tetapi ia menginginkan data lebih eksak, walaupun bukan
berupé angka-angka, .tetapi berupa laporan dafi}petugas—petugas In-
sﬁéksi mengenai pekerjaan para juru penerang serta penyuluh, dan
mengenai tanggapan penduduk terhadap kegiatan mereka itu. 4
Penyediaan sekolah untuk massa rakyat Bumiputera dianggap ja-
uh lebih penting di bidang kebijaksanaan pendidikan rakyat. Walau
pun deﬁikian ia tidak mengecilkan arti sistim sekolah rendah ber-
corak Barat. Sementara itu tidak boleh dilupakan bahwa pendidikan

‘bercorak Barat hanya baru dapat mencapai lapisan yang sangat ter-

batas dari penduduk Bumiputera. Bagaimanapun juga harus: diperhi-
tungkan bahwa pendidikan bercorak Barat itu berarti hanya untuk
sebagian kecil dari penduduk. Kenyataan ini menetapkan pendidikan
bercorak Barat itu sebagai pendidikan yang dikecualikan dan tidak
boleh dikembangkan melampaui batas-batas ééptentu. Pertama karena

dana dan daya yang harus dikerahkan untuk perkembangannya akan

 menghambat keharusan pengembangan pendidikan untuk rakyat Bumipu-

tera, keduva karena masyarakat Bumiputera sendiri belum siap untuk
menerima penyediaan pendidikan yang terialu luas dan efek dari pa-
dahya akan merusak masyarakat itu sendiri. Menteri Welter tidak
sepéndapat dengan Idenburg yang mengingatkannya, bahwa HIS sebagai
yang terpenting dalam kategori tipe sekolah bercorak Barat bagi
penduduk Bumiputera telah kehilangan coraknya semula sebagai seko-
lah status (standenschool). Menteri menolak anggapan dasar lden-
burg bahwa pergeseran terjadi oleh sebab-sebab wajar yang semesti-
nya, sehingga corak keistimewaan HIS terkikis. Generasi kedua
anak sekolah cepat tumbuh dalam lingkungan_yang mula-mula menyedia-
kan bibit untuk HIS, sebagian besar dibesarkan dalam lingkungan
berbahasa Belanda. Mereka itu berbeda dgngan generasi pertama;
méﬁgguﬁakan bahasa daerah dalam keluarga. Sebab wajar yang semes-

tinya itu mengakibatkan anak generasi kedua dimasukkan terutama ke

.selzolah rendah Eropa. Gejala ini dilihat Idenburg sebagai sebab

perubahan posisi sosial HIS. Jika asumsi itu benar, maka angka-
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angka yang diketengahkan Idenburg harus menunjukkan kenaikan yang
tinggi dalam jumlah murid Bumiputera di sekolah-sekolah rendah Ero-
pa. Tetapi kenyataannya tidak demikian.

Welter lebih.cenderung kepada anggapan bahwa dalam mayoritas
keluarga Bumiputera yang kedua orang tuanya menguasai bahasa Belan-
da, bahasa daiam keluarga dan terutama bahasa untuk mendidik anak-
anak ialah tetap bahésanya sendiri atau bahasa Melayu, Hanya ada
kekecualian yang sangat sedikit bahwa Bahésa Belanda ménjadi bahasa
dalam keluarga. Dalam kasus yang sedikit itu dipilih sekolah ren-
dah Eropa. Di dalam kenyataannya bahkan jauh lebih banyak keluarga
Bumiputéfa yang hanya ayahnya saja mengalami pendidikan Barat. Da-
lam keluarga-keluarga seperti itu lebih banyak kemungkinan bahwa
bahasa sendiri digunakan dalam pendidikan anak. Jika pandangan ini
benar, maka harus dianggap sangat meragukan untuk menerima saran
Idenburg supaya kembali pada perubahan kurikulum HIS yang telah
bertahun-tahun dilaksanakan dan menjadikan bahasa daerah sebagai
bahasa bahasa pengantar di kelas-kelas terendah. Menteri mendukung
pertimbangan pedagogis yang berkeberatan untuk memberi pendidikan
kepada anak-anak kecil hanya dalam bahasa asing. " Jika ﬁarus kemba-
1li pada keadaan demikian, maka harus ada sebab-sebab yang sangat
penting. Justru kenyatasn dalam HIS lama yang sejak permulaan
menggunakan bahasa Belanda sebagai béhésa pengantar membawa keha-
rusan untuk membentuk kelas persiapan agar dapat diberikan sedikit
dasar elementer bahasa Belanda kepada anak didik. Dikuatirkan bah-
wa gagasan Idenburg akhirnya akan menghidupkan kembali kelas persi-
apan yang tidak saja akan menimbulkan kesukaran baru di bidang keu-
angan, tetapi akan makin menjauhkan HIS dari lingkungan penduduk
Bumiputera.,

Menteri sudah mengetahui pula bahwa perubahan kurikulum HIS
membawa penghematan yang tidak sedikit. Dalam surat Menteri De
Graaff tanggal 8 Agustus 1931 nomor 1/612 yang sering disebut oleh
Menteri Welter, terdapat argumentasi yang membela peniadaan bahasa

Belanda dari "onderbouw" sekolah rendah bukan untuk orang Eropa
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berdasarkan alasan pedagogis dan finansiil. Menteri Welter dapat
menyetujui prinsip-prinsip dasar argumentasi itu mengingat kenya-~
taan bahwa penyediéén dana dan daya yang-berlebihan untuk HIS da-
pat merugikan penyeienggaraan sekolah untuk seluruh penduduk.
Karena itu ia berkeberatan terhadap formasi HIS yang lama. Ia se-
tuju untuk memelihara fungsi sosial HIS seperti yang digambarkan
oleh Idenburg sebagai sekolah untuk kelompok penduduk Bumiputera
yang be;gerak di antara lingkungan ke~Timur-an dengan lingkungan
Barat. Dan ia tidak menaruh keberatan bahwa dari murid-murid yang
berasal dari kelompok ini tidak boleh diharapkan dapat menguasai
bahasa Belanda untuk segera dapat menerima pendidikan dengan peng-
antar bahasa itu.

Akhirnya Menteri membahas sedikit tentang ‘‘sekolah liar", 1Ia
menganggap bahwa gejala yang diberi nama.''sekolah liar' harus di-
tanggapl dengan sungguh~sungguh. Selama belum tersedia cukup data
informasi mengenai hakekat "sekolah liar" itu dianggapnya prematur
untuk memberikan cap ‘'sekolah liar yang berbahaya™. 1Ia juga tidak
dapat menerima seluruh pandangan seperti dikemukakan oleh Idénburg
bahwa sekolah liar itu tumbuh dari masyarakat penduduk Bumiputera
di luar urusan Pemerintah. Ia lebih suka menganut pendirian sela-
ma belﬁm dapat dibuktikan keharusan untuk mengambil sikap kebalik-
annya, sebaikpyavberaikap raméh terhadap perguruan yang benar-benar
tumbuh dari masyarakat tanpa turut campur Pemerintah, dan berusaha
melalui pengawasan dan bimbingan kepada sekolah liar agar dapat be-
kerja di bidang pembentukan tenaga-tenaga yang berguna bagi masya-
rakat. Dengan tidak menutup mata terhadap keburukan-~keburukan se-
kolah liar, seperti antara lain guru-gurunya kebanyakan tidak ber-
wewenang dan sebagainya, harus diakui bahwa kehadirannya dalam si-
tuasi perkembangan pendidikan pada waktu itu secara umum mempunyai
suatu nilai yang berguna untuk pendidikan intelektuil bagi penduduk
Bumiputera. Bagaimana pun juga pemerintah tidak boleh mengabaikan
suatu aliran yang mewujudkan suatu kekuatan dalam bentuk sekolah

liar itu, Gambaran yang tepat mengenai keadaan yang sebenarnya



247

tidak dapat dilukiskan. Diketahui, bahwa di samping pengawasan
yang negatif berdasarkan Ordonansi yang berlaku terhadap sekolah
liar itu, ada sedikit turut campur tangan Pemerintah dalam bentuk
yang sangat embrionil (seperti pengakuan hak penggunaan nama se-
kolah, tunjangan sekolah bagi anak kepada pegawail negeri, dengan
konsekwensi - diterimanya secara suka rela pengawasan pemerintah
terhadap sejumlah sekolah swasta tidak bersubsidi). Adalah perlu
untuk memikirkan bagaimana caranya membefi bimbingan yang lebih
efektif kepada sekolah liar, kata Menteri. Ia mengingatkan kepa-
da surat Menteri De Graaff tanggal 16 Januari 1933 nomor S/2 Ra-
hasia,‘yang berusaha memberikan garis-garis besar sebagai pegang-
an seméhtaré mengenal persoalan itu. Menurut surat Gubernur Jen-
derél De Jonge tanggal 25 April 1933 nomor 266,'gégasan Menteri
De Graaff itu tidak dapat dilaksanakan karena térsusul dengan pe-
ristiwa-peristiwa pada waktu itu, Tetapi,'kata Menteri Welter,
ada gﬁnahya unfuk diperhatikan lagi. Dimintakan juga perhatian
kepada‘dasar pemikiran bahwa peningkatan jumlah sekolah swésta
tidak bersubsidi tanpa dibatasi dan dengan memelihara wataknya
yang bebas, maka akan terjadi kekuatan yang:ikut bekerja dalam
pengembangan masyarakat penduduk Bumiputera; sehingga perluasan
secara/besaf-besaran sekolah swasta tersebut mehbawakan keuntung-~
an yang saﬁgat berarti. Diharapkan, bahwa dalam pénelitian yang
akan diadakan mengenai keadaan "sekolah 1iér" supaya arah dasar

pemikiran itu dipertimbangkan.



PENDIDI TINGGI - FAKULTAS SAS

114, Dari Menteri Daerah Jajahan (Welter) kepada Guberriur Jenderal

(Tjarda van Starkenborgh Stachouwer), tanggal 12 Maret 1538

Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer menyam-
paikan kepada Menteri Daerah Jajahan Welter laporan nomor 111 de-
ngan Pos Laut rahasia (geheim mailrapport) tahun 1938, Di dalamnya
ada salinan surat Direktur Pendidikan dan Agama P.J,A. ‘Idenburg,
'tanggal 27 Januar1 1928 nomor 15x/A Rahasia. Oleh P.J.A. Idenburg
dalam suratnya itu diusulkan untuk menugaskan organisasi dan per-
siépan pendirian fakultas sastra kepada I.J. Brugmans,; Sekretaris
Departeﬁén Pendidikan dan Agamﬁ. Juga'dimintakan perhatian kepada
laporaﬁ yang disusun oleh "Panitia untuk mempelajari perkembangan
perguruan tinggi di Hindia Belanda dalam masa yang akan datang".
Panitia ini diketuai oleh J.W. Meyer Ranneft dan dibentuk pada ta-
hﬁn 1930 oleh "Bataviaasch Genootschap" dan Dewan Ilmu Pengetahuan
Além. Dalam laporan itu yang dipublikasikan pada tahun 1933, di-
rekqmendasikan:dengan sangat pendirian fakultas sastra. Masalah
ini‘éelama tahun-tahun krisis (ekonomi) tidak pernah diajukan lagi
dalam Dewan Rakyat. Selanjutnya diingatkan'oleh Idenburg bahwa
dalam pembicaraan rencana anggaran biayé pendidikan untuk tahun
1938 diadakan pertukaran pikiran secara terperinci mengenai masa-
lah tersebut (Handelingen Volksraad 1937-1938, hal. 750 dst.)

Dalam hubungan dengan tindakan persiapan pendirian fakultas

sastra itu Menteri memberitahukan kepada Gubernur Jenderal, bahwa
Menteri De Graaff dengan telegram tanggal 27 Maret 193C nomor 68

memberitahukan pendapatnya sebagai jawaban terhadap telegram Gu-

bernur Jenderal De Graeff, tanggal 6 Maret 1930 nomor 66. Seperti
telah diketahui, Menteri De Graaff menganggap tidak perlu tergesa-
gesa mendirikan fakultas sastra itu, dan segi sosialnya belum cu-
kup mendapat sorotan. Ia juga meragukan, apakah dapat dipertang-

gung jawabkan mengadakan pengeluaran baru untuk tujuan itu dalam
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keadaan keuangan negara yang pada waktu itu diduga akan memburuk.
Juga diberitahukan lagi bahwa ia hanya akan memberikan persetuju-
annya jika benar-benar dapat dipastikan bahwa biaya yang disedia-
kan tidak akan mengganggu pembiayaan untuk keperluan lain-lain
yvang dianggap lebih perlu dilihat semata-mata dari sudut kebijak-
sanaan praktis pemerintah.

Menurut Menteri Welter, rupanya pada waktu itu Gubernur Jen-
deral De Graeff berpendapat bahwa syarat yang dikemukakan Menteri
De Graaff dapat dipenuhi. Tetapi karena keuangan negara mengalami
kemunduran yang sangat, maksud membuka fakultas sastra pada tahun
1931 tidak dapat dilaksanakan, Tetapl pos anggaran biaya yang di-
sedlakan untuk keperluan itu dalam anggaran untuk tahun-tahun ber-
ikutnya dipertahankan sebagai pos memori. Dengan demikian kepu-
tusan yang telah diambil dalam tahun 1931 pada prinsipnya masih
berlaku dan dipertzhankan. Pelaksanaannya secara formil dimung-
kinkan apabila dana yang diperlukan dapat disediakan. Namun demi-
kian oleh Menteri Welter dipersoalkan apakah benar-benar ada ha-
rapan yang dapat dipertimbangkan bahwa dalam waktu dekat keadaan
keuangan tidak lagi akan merupakan hambatan terhadap pendirian fa-
kultas yang dimaksudkan. Selain itu dipertanyakan juga kepatutan
dan keharusan untuk melaksanakan pendirian itu. Menurut Menteri,
beralasan untuk mempersoalkan hal itu, karena sejak tahun 1930 te-
lah diadakan banyak perubahan dalam struktur persekolahan dan ber-
kembang gagasan-gagasan baru mengenai arah dan dengan cara bagai-
mana mengembangkan lebih lanjut dari pada pendidikan. Dikemukakan
tahva telah menjadi jelas tekanan diletakkan pada pendidikan untuk
penduduk Bumiputera yang terutama masih terdiri dari massa rakyat
yvang buta huruf., Pemberantasan buta huruf, penyediaan kesempatan
untuk belajar bagi lapisan bawah dari penduduk, dan masih banyak
lagi bagian~bagian primer tugas pemerintah, memerlukan banyak se-
kali uang, waktu, dan kerja. Kesemuanya itu masih dalam keadaan
vang belum memuaskan karena keterbatasan keuangan negara, sehingga

timbul nertanyaan apckah dalam keadaan seperti itu dengan aspek
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keuangan negara yang belum cukup untuk membiayai itu semua, dapat
diluluskan untuk menyediakan dana guna perluasan perguruan tinggi.
Menurut Menteri dalam kondisi yang demikian belum ada urgensi un-
tuk pendirian fakultas sastra.

Gubernur Jenderal diminta dengan sangat supaya jangan dulu
mengambil keputusan terhadap usul dalam surat Direktur Pendidikan
dan Agama mengenai organiéasi dan persiapan pendirian fakultas
sastra. Lebih dahulu dimintakan penjelasan Direktur untuk jika
perlu diadakan pertukaran pikiran mengenai pandangannya dalam ma-
salah itu dan khususnya mengenai taraf kecerdasan masyarakat Bumi-
putera ditinjau dari dua segi, yaitu apakah fakultas sastra ditin-
jau dari sudut sosial-ilmish dan sosial-ekonomis akan mendapat du-
kungan penuh dan akan mendapat dasar yang cukup berakar pada masya-
rakat.

Dari Direcktur Pendidikan dan Agama (P.J.A. Idenburg) kepada Guber-

nur Jenderal (Tjarda van Stérkenborgh Stachouwer), tanggal 24 Sep-

tember 1938

Pada tanggal 17 Agustus 1938 oleh Muh. Husni Thamrin, Suroso,
dan Wiryopranoto diajukan mosi yang menyatakan harapan, bahwa se-
lambat-lambatnya fakultas sastra sudah didirikan pada tahun 1940,
Mosi itu tanpa melalui perdebatan diterima dengan 29 suara lawan
17 suara. Peristiwa ini terjadi pada waktu pembicaraan anggaran
biaya di Dewan Rakyat. Dengan surat kepada Gubernur Jenderal
tanggal 24 September 1938 nomor 27326/A diingatkan kepada mosi
yang disetujui oleh Dewan Rakyat itu, dan bahwa Pemerintah menyang-
gupi untuk segera mengadakan persiapan pendirian fakultas sastra
fanpa terikat oleh waktu yang ditentukan untuk pendiriannya. Per-
nyataan kesanggupan itu dibuat dalam hubungan dengan amendemen yang
diberitahukan oleh Muh. Husni Thamrin untuk kepentingan pendirian
fakultas sastra tersebut,

Dalam hubungan dengan hal di atas diingatkan oleh P.J.A. Iden-
burg dalam surat kedua tanggal 24 September 1938 nomor 27327/A
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usul yang dimuat dalam suratnya tanggzl 26 Maret 1938 nomor 60x/A
‘Rahasia, supaya ditugaskan kepada Sekretaris Departemen, I.J. Brug-
mans, untuk mengadakan penelitian persiapan pendirian fakultas
sastra dan untuk keperluan itu pergi ke negeri Belanda. Dikemuka-
kannya baihwa dengén dibawanya masalah fakultas sastra itu dalam
pembicaraan di Dewan Rakyat proses perkemhangannya dipercepat men-
capai stadium yang akut sehingga dianggap perlu untuk segera dita-
ngani. Mzksud yang semula mengerai masalah tersebut akan dibawa
dalam pewbicaraan di Dewan Rakyat pada tahun 1939 mengenai rancang;
" an anggaran biaya untuk tahun berikutnya., Karena desakan dalam De-
wan Rakyat maka pemerintah menganggap lebih baik untuk tidak menun-
da-nunda persiapan perdirian fakultas sastra dengan disertai perbu-
atan yang vyata,

Dalan hubungan denga= itv P.J.A. Idenbuirg tidak boleh lebih
lama mengabaikan surat Menteri Daerah Jajahan tanggal 12 Maret 1938
Meskipun pemerintah tidak mau terikat p=ada waktu untuk pendirian
fakultas sastra itu yaitu dalem tahun 1240, dapat dipastikan bahwa
pelaksaraannys tidak dapat dihalang-halangi lagi kecuali oleh alas-
an-alasan yang mendesak. Iz tidak bermaksud memancing-mancing su-
paya Gubernur Jenderal mengambil keputusan "ya® atazu "tidak” menge-
nai pendirian fakultas sastra itu pada tahun 1940. Dengan demikian
ada cukup kesempatan untuk memenuhi keinginan Menteri Daerah Jajah-
an.

Mengenai segi sosial-ilmiah dan segi sosial--ekonomi dari masa-
'lah tersebut dikemvkalkan, bahwa ia menggaris bawahi pendapat Mente-
ri mengenai kebijaksanaan pendidikan pada waktu itu lebih menguta-
makan pengembangan sekolah untuk sebagian hesar massa rakyat. Hal
itu dengan jelas dicerminkar dalam penyediaan biaya pendidikan un-
tuk sekolah desa, sekolah "vervolg", sekolah dagang kecil, dan un-
tuk pendidiken pertanien di kelas tertingsi sekolah 'vervolg". Pe-
nyediaan biaya itu disesuaikan dengen apa yang dapat dicapai secara
maksimal dengan tenaga pergajar yang ada. Besarnya masih berada di

bawah sebelum k+isic, sebab yang terutama bukanlah karena tidak
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tersedianya dana mengingat sekolah untuk rakyat itu murah, tetapi
kekurangan gﬁru. Dalam hubungan ini dinaikkan jumlah kursus untuk
mendidik guru desa, sechingga dalam beberapa tahun akan dihasilkan
setiap tahunnya 800 sampai 1000 orang guru. Tetapi kurang tepat
untuk melaksanakan politik pendidikan yang terlalu terarah kepada
pendidikan untuk massa sebagian besar dari penduduk. Tidak boleh
diabaikan adanya kenyataan bahwa sebagai akibat perkembangan pen-
didikan selama kira-kira tiga puluh tahun terbentuk secara berang-
sur-angsur suatu lapisan atas dalam masyarakat, yang membutuhkan
tingkatan tertinggi pendidikannya. Untuk meﬁberikan ilustrasi me-
ngenai kenyataan tersebut diberikan ikhtisar tentang jumlah tamat-
an sekolah menengah, dan yang berkepentingan untuk melanjutkan be-

lajar di sekolah tinggi.

Jumlah tamatan sekolah menengah (negeri dan bersubsidi)

Th. HBS AMS Lyceum Jumlah Eropa Bumi- Timur
“ T 5_th o . . . putera Asing
-1933 298 288 34 620 328 186 106
1934 340 336 48 724 371 212 141
1935 349 301 52 702 374 204 124
1936 386 336 61 783 390 261 132
1937% 280 359 169 808 398 287 143

Jumlah calon mahasiswa pada pendaftaran pertama

Tahun HBS AMS Lyceun Jumlah Eropa Bumi- Timur
_____ 5_th —_ _ putera  Asing
1932/33 38 104 68 210 56 103 51
1933/34 48 112 96 256 73 121 62
1934/35 49 99 118 266 79 112 75
1935/36 49 67 115 231 65 103 63
1936/37 44 97 112 253 74 120 59

* Kepada HBS di Surabaya dan Malang ditambahken bagian gymnasium
dan namanya menjadi Lyceum. Karena itu dalam tahun 1937 tamat-
an HBS menurun, sedangkan untuk Lyceum naik.
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Dikatakannya bahwa angka-angka di atas itu tidak dapat diguna-
kan untuk argumentasi mengenai perluasan perguruan tinggi dengan
sebuah fakultas, tetapi hanya untuk memberikan gambaran mengenai
faktor kenyataan dalam perkembangan sekolah menengah dan perguruan
tinggi dalam kondisi sosial-ekonomi yang felétif kurang menguntung-
kan pada waktu itu., Sekolah-sekolah menengah, apalagi perguruan
tinggi, hanya ada di kota-kota besar. Dalam kondisi yang kurang
menguntungkan itu orang tua harus mengeluarkan biaya yang tinggi
untuk dapat menyekolahkan anak di kota besar. Angka-angka tersebut
menyatakan, bahwa masyarakat meminta pendidikan dan perguruan ting-
gi dan menengah, meskipun harus mengeluarkan biaya tidak sedikit.

- Disadari oleh Idenburg bahwa permintaan masyarakat akan seko- -
lah bukan satu-satunya norma yang harus dijadikan pedoman politik
pendidikan, tetapi pasaran kerja harus juga diperhatikan. Namun
keinginan masyarakat kepada suatu macam sekolah tertentu tidak bo-
leh diabaikan, Akibat dari politik penghematan Pemerintah dengan
mengurangi jumlah beberapa tipe sekolah, ialah makin berkembangnya
apa yang disebut '"sekolah liar", teristimewa sekolah liar dengan
pengajaran bahasa Belanda. Dalam hubungan ini Idenburg menunjuk
kepada gejala yang lebih gawat, yaitu propaganda dari pihak kaum
nasionalis untuk memasuki sekolah tinggi di negeri-negeri Asia
lain, teristimewa di Jepang. Dari pihak Islam perhatian ditujukan
kepada Al-Azhar di Mesir. Dr. Sutomo sering mengingatkan pemuda
intelektuil Bumiputera kepada perguruan tinggi di Turki. Dengan
terang-terangan propaganda kaum nasionalis itu menyatakan bahwa
untuk anak Bumiputera sendiri kurang diberikan kesempatan untuk
belajar 'di sekolah tinggi. Proses yang sedang berjalan itu tidak
dapat dianggap sepi oleh Pemerintah, tetapi Pemerintah harus seda-
pat-dapatnya memberikan tanggapan yang positif. Demikian menurut
Idenburg. '

Karena perkembahgan Sistim pendidikan sudah mulai mencapai
puncaknya, maka seyoglanya perkembangan itu tidak di~rem terlalu

keras dan terlalu dibuat-buat, karena jika terus-menerus dihambat,
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sistim yang sudah baik itu akan menjadi lemah oleh prakarsa yang
kurang bermutu dari pihak swasta. Di samping politik pendidikan
yang dengah intensif diarahkan kepada pendidikan sebagian besar
massa rakyat dari penduduk Bumiputeré, Pemerintah harus juga mem-
perhatikan bagian puncak sistim pendidikan. Menurut Idenburg,
dengan perluasan perguruan tinggi dimaksudkan bukan pérluasan se-
cara ekstensif, tetapi mengadakan diferensiasi ke dalam yang se-
hat, supaya dapat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan baru yang
timbul dalam masyarakat dan juga memperhatikan kebutuhan-kebutuh-
 an sosial daé spirituil yang pasti akan menampakkan dirinya di
kemudian hari. | _

Masalah pendirian fakultas sastra tidak boleh diartikan, per-
tama-tama memperluas kesempatan belajar atau untuk mendorong mema-
 suki perguruan tinggi, teéapi terutama untuk mengadakan diferensi-
asi dalam perguruan tinggi. Motivasi mengadakan diferensiasi da-
lam pérguruan tinggi di Hindia Belanda dapat diarahkan kepada tu-
juan yang bersegi dua. Diferensiasi dapat ditujukan untuk memper-
luas kemungkinan belajar supaya banyak fungsi sosial dapat diisi
oleh para akademisi yang dididik di Indonesia sendiri. Diferensi-
asi dengan tujuan yang demikian misalnya membuka jurusan-jurusan
atau bagian-bagian lain pada Sekolah Tinggi Teknik, mendirikan Se-
kolah Tinggi Pertanian, dsb.

Diferensiasi dapat juga diadakan lebih ke dalam, artinya di-
arahkan kepada isi spirituil dari sistim pendidikan. Dengan men-
dirikan fakultas sastra dimaksudkan mengadakan diferensiasi dalam
sistim pendidikan untuk kepentingan bagian atas masyarakat Bumipu-
tera.di kemudian hari., Pendirian fakultas ini bukan terutama un-
tuk mendidik kategori tenaga kerja baru yang dibutuhkan masyarakat,
bukan semata-mata menghasilkan kaum literator (sarjana sastra) un-
tuk jabatan-jabatan yang harus diisi dengan para literator, karena
pada waktu itu kebutuhan dalam masyarakat di Hindia-Belanda akan
sarjana sastra yang lengkap belum begitu besar. Tetapi menurut
Idenburg, titik berat fakultas sastra terletak di dalam fungsi
sosial keseluruhan sistim pendidikan.
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Nilai suatu fakultas sastra ditentukan.oleh pandangan terhadap
arti pindidikan kerohanian atau spirituil dari lapisan puncak ma-
syarakat yang merupakan sumber potensi kepemimpinan atau sumber
orang—orang vang akan memegang fungsi pimpinan di kemudian hari,
Sudah cewajzinya bahwa perhatian khusus ditujukan kepada unsur pen-
duduk Bumirutera. Dengan selalu memperhatikan bahwa pendidikan ha-
rus diorjentasikan ke masa depan, maka dengan sendirinya justru ar-
ti pendidikan dalam masyarakat yang sedang berkembang, merupakan
faktor paling penting. Dengan memperhatikan betapa besar pengaruh
kauw mnda intelekiuil Bumiputera, yang walaupun masih sangat muda,
barnyak-di antara mereka ini memegang.peranan pimpinan dalam berba-
gai perhimpunan politik dan semi~politik. Maka diperoleh kesan me-
ngenai keharusan memberikan perhatian khusus kepada formasi yang
seimbang dalaix masyarakat Bumiputera dalam waktu yang akan datang.

Menurut Idenburg pada umumnya sistim bendidikan dalam bagian
atasnya sangat diarahkan kepada satu segi. Sebagai contoh ia me-
nunjuk kapade satu Zaktor yang sangat menonjol dalam pendidikan di
sckolizh menencah yang mempunyai konsekwensi pengaruh terhadap per-
gurvan tingei. Yang dimeksudkannya ialah posisi menonjol HBS—S th
(dan AM3-B)., Secara kasar penghargaan tertinggi diberikan kepada
HBS 5 tahua [A¥MS5-B). Dari sebagian besar tamatan HIS dan HCS yang
melapiutian 2 “ULO, pilihan dijatuhkan kepada bagian B, karena
MULO-B <apat melanjutkan ke AMS dan HRS, Faktor ini mengingat
sifat yang ¥has dari pendidikan HBS tidak dapat menghindarkan ada-
nya kesan Yhusius “alem pembentukan jiwa kaum intelektuil nuda.

Padz AT diadakan diferensiasi Bagian B (Ilmu Pasti dan Alam)
dan A (Sastra dan Ekonomi), kemudian diadakan Lyceum (gabungan HBS
dan Gymnasium). HBS-A pada umumnya disediakan untuk murid wanita
yang ticak Japat mengikuti program ilmu pasti pada HBS-B, sedangkan
Lyceum hauya dikunjungi anak Belanda, yang orang tuanya hanya untﬁk
sementaya borada di Hindia~Belanda. HBS-B adalah sekolah bagi pe-
muda Puminutera untuk melanjutkan ke akademi. Kemudién dicoba. un-

tuk member®ik2n kepada mesyarakat Bumiputera pendidikan sastra-budaya
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di sekolah menengah seperti pada Gymnasium di Eropa, dalam bentuk
AMS-ATI di Yogyakarta. Tetapi rupanya percobaan ini tidak berhasil
merubah citra masyarakat di bidang pendidikan., AMS-A ini juga
menjadi sekolah untuk menampung murid-murid yang tidak mampu meng-
ikuti program ilmu pasti. Perkembangen demikian dalam sistim
pendidikan sangat disesalkan oleh Idenburg. Faktor yang juga ti-
dak menguntungkan perkembangan AMS-A ialah karena dari situ hanya
dapat melanjutkan untuk studi hukum, karena di sini tidak banyak
pilihan ke sekolah tinggi.

Maksud semula untuk mendirikan fakultas sastra ialah justru
untuk menyambungkan dengan baik segi sastra-budaya dari sekolah
menengah., Oleh krisis ekonomi maksud ini terhenti, tetapi perkem-
bangannya tidak boleh hanya sampai di situ saja. Untuk menyediakan
unsur-unsur yang memelihara keseimbangan dalam perkembangan kejiwa—
an masyarakat Bumiputera, pendidikan calon-calon pemimpinnya tidak
dibiarkan terbatasi pada pendidikan spesifik HBS, yang terlepas da-
ri kekurangan segi teknis pendidikan, namun terarah ke satu segi
perkembangan jiwa., Jika dibiarkan terus dalam keadaan demikian,
dikhawatirkan bahwa kaum intelektuil Bumiputera dalam jumlah yang
makin besar makin terasing dari lingkungan asal mereka tanpa kemam-
puan untuk menghidupkan dan mengangkat kekayaan isi kerohanian ke-
budayaan bangsa mereka pada taraf yang lebih tinggi dan dalam ben-
tuk yang khas. Dan tepatlah jika dikatakan orang bahwa sekolah
di sini tidak membangun watak, melainkan berangsur—angsur keluar
dari sendi-sendinya.

Pendirian fakultas sastra tidak akan menimbulkan bahaya over
produksi. Pemuda Bumiputera yang menginginkan pendidikan akademis
hanya mempunyai pilihen sangat terbatas. Ia terpaksa memilih studi
teknik, hukum, atau kedokteran. Juga bagi mereka yang bakat dan
minatnya lebih terarah ke bidang sosial-budaya, tidek ada pilihan
yang lain. Pendirian fakultas sastra tidak berarti akan menambah

jumlah mahasiswa di Hindia Belanda.
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Program studi dalam fakultas sastra yang akan didirikan itu,
belum dapat dipastikan bentuk dan isinya. Namun demikian nilai
khusus dari fakultas itu dapat dijabarkan dari kemungkinan-ke- -
mungkinan yang tersedia untuk mengadakan diferensiasi dan penda-
laman pada pérgurﬁan tinggi di Hindia Belanda. Disebutkan misal-
nya jurusén filsafat dan teéri pengetahuan, jurusan-jurusan khu-
sus yang dapat diarahkan ke berbagai cabang, antara lain agama-
agama, seperti Protestan, Kéfholik, dan berbagai aspek dalem
Islam; jurusan sejarah dengan berbagai bagiannya, yang semestinya
harus ada dalam suatu sistim perguruan tinggi. Melalui fakultas
sastra sistim perguruan tinggi mendapat tambahan isi dari jurusan
ilmu~ilmu kerohanian, tidak itu saja, tetapi juga membuka kemung-
kinan yang unik kepada sistim perguruan tinggi dalam lingkungan
kerja kekayaan kerohanian kelompok-kelompok dalam masyarakat.
Sebagai tambahan keuntungan yang sangat penting ialah terbukanya
kemungkinan bagi pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih
positif kepada Isiam. Dalam Dewan Rakyat sikap pemerintah kepada
masyarakat Islam makin lebih diperhatikan. Dalam pembicaraan me-
ngenai rancangan anggaran biaya untuk tahun 1939 ditanyakan sikap
pemerintah terhadap prakarsa swasta untuk mendirikan sekolah ting-
gi Islam di Surakarta. Dijawab oleh Idenburg bahwa pemerintah
akan mengikuti dengan penuh perhatian. Dalam kesempatan itu Wiwo-
ho menyindir, bahwa peﬁerintah kurang memberikan perhatian kepada
Islam seperti terbukti dari kebijaksanaan pendidikannya..  Idenburg
berpendapat bahwa melalui fakultas sastra, pemerintah secara ti-
dak langsung dapat menyatakan perhatiannya kepada cita-cita dan
pikiran dalam dunia Islam.

Satu faktor lagi dikemukakan mengenai peranan fakultas sas-
tra. Tidak dapat diragukan bahwa fakultas sastra menti menjadi
pusat penelitian dan studi bahasa-bahasa di negeri ini. Kebutuh-
an akan pusat seperti itu telah lama dirasakan. Pernah ada gagas—

an untuk menambahkan institut bahasa kepada Bataviaasch
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Genootschap.*) Penelitian bahasa—bahasa tidak hanya menarik per-
hatian dari sudut ilmiah, tetapi juga faktor—faktor sosial mempu-~
nyai peranan penting misalnya arti bahasa untuk pendidikan, Se-
jak beberapa tahun diusahakan supaya pendidikan kepada penduduk
Bumiputera diberikan dalam bahasa (daerah) penduduk

Bahasa Melayu pada saat ini, dalam perkembangannya sedang
dipersoalkan dalam mempersatukan negeri ini, Balai Pustaka dengan
kelincahan yang patut dipuji, berusaha membentuk semacam bahasa
Melayu kebudayaan,'yang harus berakar dalam struktur dasar bahasa
aslinya, tetapi juga disesuaikan kepada Eebutuhau zaman baru. Dan
selain itu mempunyai kemungkinan berkembang untuk menjadi bahasa
baru. Balai.Pustaka pernah mendapat kritik dari beberapa sarjana
ahli bahasa, misalnya dalam artikel S.J. Esser, 'Het Maleis als
Cultuurtaal" (Bahasa Melayu sebagai bahasa kebudayaan), dalam "De
Opwekker, 1935, hal.393-399, diadakan kritik terhadap'bahésa Mela-
yu "Panji Pustaka"., Kritik itu ditanggapi oleh Voorhoéve,_kemudi—
an ada replik dari Esser. Di samping sebagai organisasi yang baik
untuk studi ilmiah bahasa-bahasa dan péngabdian képada ilmu, fa-
kultas sastra dapat secara wajar dijadikan pusat sentralisasi ke-
giatan di bidang sosial. Kerja sama yang erat hgrus diadakan de-
ngan ''Bataviaasch Genootschap" yang kegiatannya akan sangat diban-
tu oleh adanya fakultas sastra. :

Mengenai program studinya dikemukakan bahwa bagan yang diren-
canakan oleh Prof.B.J.0. Schrieke digunakan sebagai pengarahan pi-
kiran mengenai penyelenggaraan fakultas sastra. .CaFa lain masih

dimungkinkan, misalnya pertama-tama tidak akan dimulai dengan pen-

didikan lengkap untuk filologi dalam jurusan sastra Timur, tetapi

) Pada trhv-m 1778 didirikan "Bataviaasch Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen' ,mula-mula dengan tugas sangat luas, kemudian
- terbatas untuk memajukan pengetahuan tentang kepurbakalaan,
sejarah, bahasa, dan ethnologi Indonesia, Perpustakaannya sa-
ngat besar dan bersama-sama dengan koleksi purbakala serta. et-
nografi ditempatkan di Museum (pusat) Jakarta sekarang.
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dapat dimulai dengan pendidikan untuk jabatan tinggi dalam masya-
rakat yang pada umumnya memerlukan pengetahuan mendalam tentang
ilmu bumi dan ethnologi Indonesia. Tekanannya tidak diletakkan
semata-mata misalnya pada aspek yuridis atau aspek kebahasaan,
tetapi di samping itu juga ditonjolkan aspek bahasa-~bahasa dan
kebudayaan Nusantara.

Akhirnya dikemukakan bahwa tidak dapat ditunggu lebih lama
lagi untuk mengangkat sekolah-sekolah tinggi di Hindia Belanda
menjadi universitas; yang ditinjau dari sudut politik internasio-
nal mempunyai arti penting. Menurut Idenburg pada kalangan Bumi-
putera dan Cina peranakan dirasakan sebagai suatu kekurangan da-
lam politik pendidikan bahwa di Hindia Belandz belum ada universi-
tas, sedangkan di mana-mana di Asia sudah ada. Dalam suratnya
tanggal 27 Januari 1938 nomor 15x/A.Rzhasia sudah dipaparkan pan-
dangannya bahwa perkembangan pendidikan di negeri ini akhirnya
akan menuju a.l. kepada universitas yang khas Hindia-Belanda (In-
donesia) yang akan diselenggarakan dan dibina oleh tenaga-tenaga
yang ada di negeri ini. Dinyatakannya pula bahwa dalam universi-

.. tas itu fakultas sastra den filsafat harus ada.

Dengan pemaparan argumentasi di atas dinyatakan sebagai sa-
ngat penting dan sudah selayaknya supaya selekas--lekasnya didiri-
kan fakultas sastra. KXarena itu diusulkan supaya diambil keputus-
an oleh Gubernur Jenderal untuk menugaskan kepada Dr. I.J, Brug-
mans, seperti dikemukakan dalam surat rahasia tanggal 27 Januari
1938 nomor 15x/A. Tugasnya ialah untuk menghubungi berbagai in-
stansi dan para ahli di negeri ini dan negeri Belanda sebagai .pe-

nelitian persiapan pendirian fakultas sastra itu,

116. Dari Gubernur Jenderal (Tjarda van Starkenborgh Stachouwer) kepada

Menteri Daerah Jajahan (Welter), tanggal 5 Desember 1938

Dengan suratnya tanggal 5 Desember 1938 nomor 278/2 Rahasia,
Gubernur Jenderal menyampaikan kepada Menteri apa yang telah dipa-

parkan oleh P.J.A. Idenburg sebagai argumentasi persiapan pendirian



260

fakultas sastra. Dijelaskan juga bahwa janji pemerintah dalam De-
wan Rakyat dibuat setelah diadakan pembicaraan dengannya secara
cepat-cepat dengan kurang memperhatikan isi sebenarnya dari surat
Menteri tanggal 12 Maret 1938. Tetapi dianggapnya bahwa pernyata-
an kesanggupan pemerintah adalah cara yang tepat untuk menghindafi
amendemen yang menyulitkan. Sejak semula tatkala ia diperkenalkan
dengan masalah fakultas sastra, ia sudah mendukung kepatutan un;
tuk mendirikan ‘fakultas sastra tersebut. Sebagai penjelasan me-
ngenai pendiriannya iz menganggap cukup dengan menunjuk kepada ar-
gumentasi Idenburg dan naschat Dewan Hindia-Belanda tanggal 10 No-
pember 1938 nomor XI.

. Dalam nasehat Dewan Hindia-Belanda itu.diberikan perhatian
khusus kepada nama yang akan diberikan kepada faklutas dalam hu-
bungannya dengan susunan dan organisasi penyelenggaraannya dengan
konsekwensi mengenai status serta fungsinya dalam masyarakat. De-
wan lebih suka memilih nama ‘Fakultas Sastra dan Filsafat' daripa-
da "Fakultas Sastra Timur'. Nama itu dapat menghindari penyempit-
an yang tidak dikehendaki dalam tujuan. Fakultas sastra dan fil-
safat secara khusus mempunyz2i missi kebudayaan pada umumnya, makin
banyak variasinya makin baik dapat melaksanakan kerja kebudayaan-
nya. Dalam suatu kawasan pertemuan antara peradaban Timur dengan
peradaban Barat kiranya akan menunjukkan pandangan yang kurang te-
pat jika dalam perguruan tingginya hanya akan diberikan tempat ke-
pada ilmu kebudayaan yang spesifik Barat saja dan ilmu-ilmu dari
Barat yang hanya terdiri dari hukum, kedokteran, dan teknik saja.
Dengan tidak adanya jurusan-jurusan dalam studi kebudayaan dan ke-
rohanian Barat akan terjadi gambaran yang timpang dan tidak leng-
kap mengenai usaha ilmiah Barat dengan hasil-hasilnya., Tetapi di
" dalamnya tekanan harus diletakkan pada sastra, sejarah, dan kebu-
dayaan Timur, karena tugas fakultas yang akan didirikan adalah
terutama untuk mendidik orang Timur dan menempatkannya di negeri
Timur, di tengah-tengah keckayaan materi studi yang belum dijamah

dan yang oleh lembaga~lembaga ilmiah di negeri lain belum atau
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baru sedzkit saja menarik perhatian akan nilainya.

Jika dalam fakultas yang pada waktr didirikan itu hanya didi-
rikan diferensiasi yang sederhana, seyogianya segera digunakan
terutama orientasi dalam kebudayaan Timur sebagai prinsip, tetapi
tidak mengabaikan kebudayaan Barat.

Dengan pemaparan penjelasan tersebut di atas Gubernur Jenderal
berharap supaya Menteri.mengijinkan diadakan penelitian persiapan

seperti yang sudah akan dimuiai,

Dari Menteri Daerah Jajahan (Welter) kepada Gubernur Jenderal

(Tjarda van Starkenborgh Stachouwer), tanggal 28 Des. 1938

Dengan surat tanggal 28 Desember 1938 nomor 13/1282 Menteri
menyetujui penelitian persiapan pendirian fakultas sastra. Dise-
tujuinya juga sasaran mengenai lapangan kerja para élumni dan pe-
nampungannya dalam lapangan kerja di Tndonesia, seperti disarankan
dalam saran Dewan Hindia-Belanda.

Dewan Hindia-Belanda 7’ a:iarz lain menyarankan sebagai ber-
ikut.

Jika perakitan fakulias sastra tidak terlalu terbatas hanya
pada pendidikan untuk filologi dan linguistik Timur saja, tetapi
juga untuk etnologi, sosiologi, dan sejarah dengan orientasi Indo-
sentris; maka fakultas sastra ini akan dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat Bumiputera. Tamatan fakultas ini juga dan terutama akan
dimanfaatkan dalam lingkungan kehidupan orang Bumiputera dan lemba-
ga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa sendiri di dalamnya.

Oleh Muhammadiyalb misalnya diselenggarakan sekolah menengah
seperti AMS dan sekolah pendidikan guru, yang di dalamnya juga di-
ajarkan pengetahuan-pengetahuan umum, antara lain sejarah. Oleh
perkumpulan itu juga diadakan percobaan dengan persetujuan pemerin-
tah dan diberi subsidi menyelenggarakan Inheemse MULO (MULO Bumipu-~
tera, yaitu MULO dengan bahasa pengantar bahasa daerah). Jika per-
cobaan itu berhasil, akan diperluas dengan menyelenggarakan AMS Bu-

miputera.
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Dari sudut sosial-politil dan sosfal-budaya sangatlah penting
menyediakan guru-gurunya bagi sekolah-sekolah semacam itu dan guru-
guru harus dapat dididik di universitas yang ada di Hindia-Belanda
dan untuk itu harus ada fakultas sastra.

Dalam saran Dewan Hindia-Felandz itu juga dimintakan perhati-
an bahwa dalam dinas-dinas di negeri ini masih harus disediakan
tempat untuk para literator tamatan universitas Leiden.

Dengan sudah adanya persetujuan Menteri maka dengan keputusan
Pemerintah tanggal 4 Maret 1939 nomor 35 pemerintah memberikan pe-
rintah kepada Dr. I.J.Brugmans untuk mengadakan penelitian mengenai
cara penyelenggaraan fakultas sastra yang akan didirikan di Betawi
dan juga mengenai penampungan para alumninya dalam masyarakat.*)

Maksud pemerintah sudah mendirikan fakultas tersebut dalam
tahun 1941, tetapi pendudukan'negeri Belanda oleh Jerman memperce-~
pat pendiriannya pada tanggal 1 Oktober 1940 dengan Ordonansi Pen-
dirian Fakultas Sastra dan Filsafat (Lembaran Negara 1940 no.531).**
Adalﬁ‘jurusan yaitu ilmu-ilmu sosial, bahasa dan sastra Indonesia,

*k %k
sejarah, dan ilmu bangsa-bangsa.

*) Cf. Dr. I.J.Brugmans, "Rapport Inzake de Faculteit der
Letteren in Djawa", 1940, hal.355 dst. Dalam laporan ini juga
dimuat pengalaman-pengalaman perjalanan studi ke Philippina
dan India. '

*%) Ordonansi dibela oleh Husein Jayadiningrat sebagai Pj. Direk-
tur P & A, dan mendapat persetujuan dengan aklamasi dalam D.R.
(Volksraad 1940-1941, Handelingen hal.973 dst. dan hal.1011
dst.).

*%%) Pemerintah bermaksud mengajukan dalam sidang D.R. permulaan

tahun 1941 ordonansi perguruan tinggi baru, dengan maksud mem-

bentuk universitas dan mendirikan fakultas pertanian untuk
mendidik insinyur pertanian, dan kehutanan, dokter hewan, ser-
ta sarjana biologi. Karena persiapan memakan waktu yang ter-
lalu lama, maka fakultas pertanian didirikan pada tanggal

1 September 1941 dengan ordonansi tersendiri (Lembaran Negara
1941 nomor 490), sedangkan Universitas Indonesia (De Universi-
teit van Indonesi®) baru dapat berdiri dalam tahun 1947 (Lem-
baran Negara nomor 47).

)
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118, Dari Direktur Pendidikan dan Agama (Dr. P,J.A.Idenburg) kepada Gu-
bernur Jenderal (Tjarda van Starkenborgh Stachouwer), tanggal
27 Pebruari 1940 nomor 46/xA Rahasia

Idenburg menyatakan dalam ikhtisar masalah pendidikan yang
aktuil babwa'sistim pendidikan di Hindia-Belanda dalam fungsi sosi-
alnya tidak dapat disamakan dengan di negeri Barat yang sudah ber-
kembang seperti negeri Belanda misalnya. Di negeri Belanda Sistim
pendidikan dapat dikatakan sebagai satu bagién yang wajar darx{i ma-
syarakat ‘dan tumbuh serta berkembang terus dengan masyarakatnya.

Di Hindia-Belanda masyarakatnya menunjukkan gambaran yang berbeda
sama sekali dan pemerintah menjalankan fungsi sosizl yang lain sa-
ma sekali. Dlergaulan hidup dalam masyarakat masih jauh dari satu
organisme yang tumbuh dengan hubungan-hubungan intern yang wajar
sebagaimana mestinya. Perbedaan-perbedaan rasial, eko:.omis, dan
kulturil dapat diatur di bawah ‘pemerintahan Belanda supaya.tidak .
bentrok, tetapi tidak terjadi perpaduan yang semestinya wajar.
Pemerintah di negeri ini tidak timbul dari masyarakat itu sendiri,
tetapi terbentuk sebagai akibat masuknya pengaruh-pengaruh asing
dan mengembangkan unsur-unsur heterogin dalam masyarakat menjadi
masyarakat pluralis yang disusun secara organis.

Dalam taraf perkembangan seperti di atas itu juga sistim pen-
didikan di Hindia Belanda dalam tinjauan secara umum merupakan un-
sur dsing dan belum merupakan satu bagian wajar yang semestinya
dari masyarakat. Sistim pendidikan itu merupskan suatu alat ter-
utama di tangan penguasa untuk menumbuhkan secara penuh suatu per—
gaﬁlan hidup - khas di negeri ini dengan cap yang diberikan i,
oleh penguasa. Aspek ini perlu selalu diperhztikan untuk menyadari
bahwa pendidikan sebagai sistim dan organisasi kerja harus diuji

kegunaannya terhadap tujuan-tujuan umum yang ingin dicapai oleh
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pemerintah dalam politik kolonialnya. Ui negeri dengan sistim pen-
didikan yang sama sekali merupakan satu bagian dari masyarakat dan
mempunyai fungsi sosial waJar secara sempurna menurut semestlnyaP
masyarakatnya menentukan sendiri bentuk pendidikan itu secara kwan~
titatif dan kwalitatif dan- mengenai intensitas serta kedalamannya.
Pemerintahnya tidak bertugas memberi pimpinan, tetapi mengatur kon-
sekwensi~konsekwensi sosial, mencegah ekses-~ekses dan sistim pendi-
dikan :tidak dijadikan alat dalam:politik untuk mencapai tujuan po-
litik d4tu sendiri, - (Di sini dikecualikan negara-negara totaliter,
di mana segalanya harus diabdikan kepada negara sebagai tujuan ter-"
tinggd ‘dan dijadikan alat politik).

Perbedaan aspek dalam sistim pendidikan di negeri ini dengan
di negeri Belanda menentukan sikap pemerintah di Hindia-Belanda
terhadap masalah ini.  Di negeri Belanda pemerintah dapat menyerah-
kan masalah pendidikan kepada kekuatan-kekuatan 'yang ada dalam ma-
syarakat. Tetapi:di sini pemerintah tidak dapat ‘dengan begitu saja
menganut pendirian bahwa pendidikam akan déngan sendirinya mengikuti
turun-naiknya kemampuan masyarakat di:bidang spirituil dan materiil.’
Sebagai contoh praktis dikemukakan bahwa diinegeri Belanda intensi-
tas penyediaan’ pendidikan dapat menyésuaikan diri sama ‘sekali kepa- '
da keadaan keuangan dalam negara dan‘'masyarakat. Tetapi di sini
menurut -Idenburg: cara yang demikian tidak séwajarnya untitk dapat
diikuti dengan begitu .saja, 'karena penambahan atau pengurangan ma- "
cam~macam ‘sekolah harus mengikuti ‘garis-garis politik ‘kolonial,
Menurut :pendapatnya sudah bertahun-tzhun 'lamanya kurang secara
prinsipiil diperhatikan pengarahan kebijaksanaan pendidikaﬁ ke masa
depan., Yang dimaksud kannya bukan is1 pendidikan ‘untuk berbagai
keperluan kelompok ‘sosial ‘dan rasial, tetapi bagdimana cara ménga-
tur penyediaan' sekolah-sekolah untuk pendidikan itu, dan cara meng-
utamakan-bagian~bagian yang mana dalam ‘'sistim pendidikan pada masa .
tertentu dalam hubungan umum ‘dengan tujuan pemerintah. :

'
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Dalam masa sebelum tahun 1930 kebijaksanaan umum dalam pendi-
dikan dipengaruhi oleh perasaan bahwa di negeri yang masih miskin
akan pendidikan, menurut kenyataannya tidak tersedia sekolah de-
ngan cukup. Untuk keperluan mayoritas penduduk dihadapi masalah
bagaimana mendorong anak-anak masuk sckolah yang paling sederhana.
Caranya mendorong itu seringkali sukar dapat dibedakan dari pada
perintah halus, Masalah mengenai macam pendidikan yang lebih
tinggi di samping sekolah bercorak Barat, jugz dimaksudkan sekolah
standar, lain lagi pcrsoalannya. Di sini timbul kesulitan bagai-
mana memenuhi permintaan yang makin banyak akan tipe sekolah untuk
pendidikan tersebut. ‘Dalam waktu relatif cepat didirikan ba-
nyak sekolah standar, HIS, dan HCS, MULO, dl1, Perluasan sekolah
bercorak Barat hanya praktis terbatasi oleh kesulitan mendatangkan
tenaga guru dari negeri Belanda. Pada waktu itu pemerintah diper-
salahkan tidak mempunyai kebijaksanaan. Komisi Pendidikan Bumipu-
tera Belanda pada akhir masa itu menunjukkan dengan jelas bahwa
kebijaksanaan pendidikan yang demikian tidak dapat dilanjutkan,
Tetapi Idenburg berpendapat bahwa setiap pemerintah pada waktu itu
terhadap pendidikan terutama ditentukan untuk sebagian besar oleh
kenaikan kemakmuran sebelum terjadi krisis dan untuk sebagian lagi
oleh kesadaran mendalam dari masyarakat yang sangat membutuh-
kan sekolah yang dirasakan masih sangat kekurangan.

Masa krisis mengakhiri politik pendidikan seperti tersebut di
atas itu. Situasi dan kondisi keuangan mempengaruhi politik umum
pemerintah sehingga kebijaksanaannya di bidang pendidikan untuk
selama beberapa tahun tersembunyi di bawah penghematan dan penye-
derhanaan secara besar-besaran. Apa yang dianggap sebagai suatu
kemewahan yang tidak berguna dihilangkan dari perangkat pendidikan.
Pembangunan intérn perangkat ini diuji dengan norma efektivitas dan
kesederhanaan. Dengan demikian biaya intrinsik untuk pendidikan
turun dengan banyak sekali. Tetapi dikhawatirkannya bahwa dalam
masa krisis itu telah berkurang kesadaran mengenai sasaran-sasaran

dari tujuan yang semestinya dikejar oleh pemerintah, Idenburg
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mengemukakan motivasi yang mendesak untuk lebih memperhatikan lagi
tujuan politik pendidikan.

- Pertama-tama disebutkannya faktor berupa posisi negeri Belanda
sebagai kekuasaan kolonial dalam dunia modern. Negéra kecil
ini dengan daerah jajahan yang kaya tidak mempunyai kemampuan untuk
mempertahankan daerah jajahannya dengan kekuatan‘sénjata terhadap
serangan dari luar, sedangkan negéra-—negara besar dengan kelebihan
penduduknya secara jelas menggejala untuk dengan sekuat tenaga ber-
usaha memperluas lingkungan pengaruh dan daerah kekuasaannya. Un-
tuk mempertahankan jajahan maka secara moril pemerintah berkewajib-
an dalam politik kolonialnya berusaha untuk dengan ﬁangkas dan ge-
sit memajukan secara besar-besaran daerah jajahan dalam berbagai
aspek. Karena angkatan beréenjata kekuatannYa kecil, maka harus
dicarikan dukungan dalam usaha yang sadar akan tujuan adil
serta nyata untuk memberikan kedudukan terhormat kepada negeri dan
penduduknya di bagian dunia ini. Menurut Idenburg poiitik kolonial
yang dijalankan tidak boleh seenaknya didasarkan kepada pendapat
sendiri 'sebagai norma. Pikiran ini digaris bawahi oleh Menteri‘
Welter. ' : -

Pada hemat Idenburg pendidikan ialah justru sélah satu bidang
yang menunjukkan paling nyata tujuan intern politik kolonial. Un-
tuk orang luar anggaran biaya pendidikan dijadikan kriterium ter-
utama mengenai kebijaksahaan umum pemerintahan kolonial. Dalam hal
ini terdapat kelemahan pada pemeriﬁtahan Hindia-Belanda. Dibanding-
kan dengan negeri-negeri tetangga sekitarnya terdapat ketinggalan

. %
yang memalukan di bidang pemberantasan buta huruf,

*) Data mengenai buta huruf dari tahun 1931 sampai 1939 di beberapa
negeri di Asia Selatan dan Asia Tenggara ialah sebagai berikut:
Di India menurut sensus penduduk tahun 1931 dari penduduk di atas
umur 10 tahun yang buta huruf 90,9%. Federasi Malaya menurut
sensus penduduk tahun 1931 dari penduduk di atas umur 15 tahun
72,2% dan di Singapura 63,5%. Di Pilipina dalam tahun 1939 dari
penduduk di atas umur 10 tahun 51,1% dan di Muang Thai dalam ta-
hun 1937 ada 68,8%. Di Hindia-Belanda menurut sensus penduduk
tahun 1930 dari seluruh penduduknya hanya 6,447 yang dapat memba-
ca dan menulis.
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Dalam kemampuan penyelenggaraan di bidang sekolah lanjutan
Hindia-Belanda juga tidak dapat digoiongkan ke dalam barisan dépan;
Laporan Dr.Mr. W.A.Muller mengenai hasil penelitian masalah pgndi—
dikan di Asia Tenggara membenarkan pernyataan:idenburg yang mepgu—
atirkan keterbelakangan Hindia-Belanda di lapangan penyediaan se-
kolah-sekolah jika dibandingkan dengan negerinnegéri Asia Ténggara.
Oleh Muller, pegawai tinggi yang diperbantukan kepada Direktur Pen-
didikan dan Agama, dilaksanakan tugas untuk mengadakan penelitian ‘
mengenai masalah tersebut melalui pengamatan di tempat. Dalam per-
bincangan mengenai anggaran pendidikan untuk tahun 1940 pemerintah
mengumumkan bahwa laporan Mullér telah selesai dan akan diSampaikén>
kepada Dewan Rakyat, Tetapi laporan itu dipublikasikan dengan pers
setujuan pemerintah oleh penulisnya secara pribadi: Dr.Mr. W;A.Mul—
ler, "Onderwijs en Opvoeding in Zuid-Oost Azie", Batavia C., 1941

(Pengajaran dan Pendidikan di Asia Tenggara, Betawi Pusat, 1941).
Publikasi ini dikirimkan kepada Dewan Rakyat dan seringkali disebut
sebagai laporan Muller, ] o 1
Mengenai pendidikan, penyebafan dan hasil pengajaranJmelalui
sekolah di negeri-negeri yang dikunjungi oleh Muller; diberitakan
antara lain sebagai berikut. |
a). Philipina. Dalam perbandingan dengan jumlah pendﬁduk kesempat-
an belajar tersedia dengan baik. Menurut sensus penduduk ter-
akhir pada bulan Januari 1939 jumlah penduduk 16 juta, sedangkan |
jumlah seluruh murid sekoléh rendah dalamr tahun ajaran 1938-1939
lebih dari 1.600.000 (yaitu lebih dari 1.400.000 di sekolah desa dan
lebih dari 250.000 di sekolah lanjutannya). Hal ini berarti, bahwa
perbandingan jumlah anak sekolah dengan penduduk masih lebih baik
dari pada 1 : 10. Jika hanya diperhitungkan jumlah murid dari tiga
kelas yang terendah, yang kira-kira 1.200.00C, maka perbandingannya
1: 13, _
b). Indo China. Seluruh jumlah anak sekolahnya kurang dari 700.000
yang jika dibandingkan dengan 23 juta jiwa penduduknya tidak da-

pat mencerminkan suatu hasil yang baik, Teristimewa anak gadis jang
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bersekolah jumlahnya masih terbilang menyedihkan, Murid wanita
hanya ada 15%. Tetapi jika dipertimbangkan bahwa penyediaan seko-
lah di negeri ini relatif masih belum lama dimulai, maka hasilnya
yang telah dicapai dapat dikatakan memberi harapan. Sekolah rék-
yat dalam bentuk sekolah desa dan sekolah interkomunal jumlahnya
berkembang dengan cepat. Kenaikan jumlah sekolah dalam tahun-ta-
hun terakhir kira-kira 10% per tahun.

c). Muang Thai, Sebagai hasil kewajiban belajar yang dengan seku-
at tenaga dipertahankan lebih dari 70% dari anak di antara
umur 7 dengan 14 tahun bersekolah atau tamat belajar. Dalam tahun
1919 penduduk Muang Thai berjumlah sekitar 9 juta jiwa dan jumlah
murid seluruhnya di berbagai sekolah hanya 160.000 orang, sehingga

pada waktu itu murid sekolah tidak lebih dari 1,6% dari seluruh
penduduk. ‘Sepuluh tahun kemudian jumlah penduduknya 11,5 juta ji-
wa dan jumlah murid sekolah naik hingga 610,000 orang, 5,37% dari
jumlah penduduk, Menurut hasil sementara sensus dalam tahun 1937
jumlah penduduknya 14.400.000 jiwa, sedangkan pada permulaan tahun
ajaran 1936-1937 jumlah murid sekolah 1.230.000 orang (dari pada-
nya 1.150.000 orang murid sekolah rendah). Dari angka-angka itu
ternyata yang bersekolah sudah 9% dari penduduk.

d). Federasi Negeri-Negeri Malaya dan "Straits Settlements'". Ke-

cuali di Singapura ada kewajiban belajar untuk anak laki-laki
Melayu dalam umur antara 7 dengan 14 tahun yang tempaﬁ tinggalnya
ada dalam jarak kurang dari 2 mil dari suatu sekolah di MalaYéi
atau kurang dari 1% mil di "Straits Settlements'. Dari pihak
orang tua tidak terdapat banyak keberatan terhadap pelaksanaan un-
dang-undang wajib belajar. Kesukaran yang lebih banyak ialah me-
nyediakan sekolah dalam jumlah yang cukup. Meskipun di Singapura
tidak ada kewajiban belajar, sekolah di Singapura penuh dan padat
dan beberapa bangunan sekolah terpaksa digunakan dua kali, yaitu
untuk satu sekolah pada waktu jam-jam pagi dan untuk satu sekolah
lagi pada waktu jam-jam petang. Untuk anak wanita tidak ada kewa-
jiban belajar dan jumlahnya masih dapat dianggap jauh daripada cu-

kup.
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Kewajiban belajar untuk penduduk Cina tidak pernah dipersoal-
kan. Pada umumnya jumlah murid Cina sangat memuaskan., Menurut
perkiraan Departemen Pendidlkan di Singapura persentase yang dapat
membaca dan menulis dari penduduk orang Melayu ada kira-kira 407%
pria dan 10% wanita. Persentase :ini‘dari penduduk Cina sedikit
lebih tinggi dan dari pendudﬁk India sedjkit lebih rendah, Per-
sentase tertinggi ialah dari penduduk Eropa-Indo, yaitu kira-kira
75%. Dalam kelompek penduduk yang terakhir ini persentase anak
dalam umur antarz 5 dengan 15 tahun yang bersekolah hampir 90%.
Untuk anak Melayu laki-laki persentase ini hampir 507% dan dapat
.dinilai sebagai sangat tinggi, karena bagian terbesar.dari mereka
hanya belajar di sekolah Melayu, sehingga pada umumnya berhenti
bersekolah.pada umur di bawah umur 14 tahun.

Menurut Idemburg penghargaan kepada Belanda di bidang kebi-
jaksanaan kolonialnya sangat menurun di luar negeri., Tingkatan
mutu sekolah di Hindia-Felanda dalam berbagai aspek dapat bertahan
terhadap kritik, tetapi justru hal itu merupakan salah satu faktor
yang di luar negeri berkesan jauh lebih kurang dari pada Besarnya
perangkat pendidikan itu sendiri. Di Amerika hampir tidak ada ka-
ta-kata yang dengan ramah dilontarkan terhadap politik kolonial
Belanda. Pengunjung-pengunjung dari Amerika, Jepang, Philipina,
Muang Thai, dan Malaya yang datang dalam bulan-bulan belakangan,
menyatakan penghargaan dan pujian terhadap kerapihan dan kebersih-
an sekolah-sekolah Hindia-Belanda serta kemantapan oréanisasi pen- -
didikannya, tetapi mereka itu tidak menyembunyikan pendapat bahwa
perangkat pendidikan dalam berbagai aspek tidak lengkap atau jum-
lah sekolahunya sangat kecil. Menteri Welter membenarkan pernyata-
an Idenburg bahwa Hindia-Belanda dalam politik pendidikannya harus
memperhatikan faktor penilaian internasional terhadap politik ko~
lonial umum di Hindia-Belanda.

Juga alasan-alasan intern murni menghendaki untuk terutama
dalam tahun-tahun berikutnya perluasan ruang gefak yang dijadikan

ancer-ancer untuk mengarahkan kebijaksanaan pendidikan. Bahkan
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menurut Idenburg tanpa perluasan yang berarti sudah terasa dalam
anggaran pendidikan tegangan yang makin besar, yang dengan cara
bagaimanapun harus dihilangkan. Hal itu adalah akibat dari seba-
gian sifat organisasi sistim pendidikan dan sebagian lagi karena
peraturan tindakan-tindakan penghematan dalam masa krisis yang
barg lalu. Penyederhanaan sistim pendidikan sejak krisis sampai
tahun 1937 relatif bersifat sementara.

Sifat sementara itu ialah pertama ditunjukkan oleh kenyataan
.yang dapat dikatakan menguntungkan bahwa laju masuk sekolah pada
umumnya mulai kendor. Dengan demikian dimungkinkan untuk mengu-
rangi kesempatan masuk sekolah tanpa dirasakan dengan segera aki-
batnya berupa penolakan dalam penerimaan murid baru. Pada waktu
itu banyak sekolah pendidikan guru ditutup. Penutupan itu dapat
dilakukan seiring dengan pembentukan kelas-kelas yang lebih besar,
penyederhanaan formasi tenaga guru, dan pengurangan secara relatif
laju penerimaan murid, sehingga dengan segera tersedia cadangan
tenaga guru dalam jumlah tertentu. Sekolah-sekolah desa, standar
(atau Kelas Dua), HIS, dan MULO, ditutup atau digabungkan, Tin-
dakan ini oleh sebab yang sama tidak menyebabkan penjatahan dalam
pendidikan dengan nyata.

Kejadian seperti di atas tentu tidak boleh dipandang sebagai
hanya gejala sementara yang pada waktunya akan diikuti oleh masa
dengan laju masuk sekolah yang lebih normal, tetapi bahkan dapat
dikatakan sebagai suatu penangguhan masuk sekolah. Sebab laju ke-
naikan penduduk tidak berhenti. Jika jumlah laju masuk sekolah
menurun, hal itu hanya berarti bahwa dalam penyediaan sekolah se-
cara umum tidak saja terhenti, tetapi benar-benar mengalami kemun-
duran. Hal itu dibuktikan oleh laju masuk sekolah dalam tahun
1937 dan berikutnya. Dalam bulan Agustus 1937 laju masuk sekolah
desa di Jawa malahan melebihi kenaikan jumlah secara normal dalam
kelompok umur 6 tahun. Menurut Laporan Umum mengenai pendidikan
di Hindia-Belanda (Het Algemene Verslag van het Onderwijs in Ne-
derlands-Indi&) pada tahun ajaran 1936-1937 terjadi kenaikan
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jumlah murid sekolah negeri dan swasta dengan 82.831 (jilid I, 1937
halaman 52) dan pada tahun ajaran 1937-1938 dengan 52.174 (jilid I,
halaman 21). Dalam pembahasan anggaran biaya pendidikan untuk ta-
hun 1940 disampaikan kepada Dewan Rakyat ikhtisar angka-angka me-
ngenai remaja berumur 6 tahun dan jumlah murid kelas satu semua ty-
pe sekolah rendah (sekolah desa, sekolaﬁ Kelas Dua lengkap, sekolah
rendah Efopa; HIS, sekolah khusus, dan HCS).

Kelebihan kenaikan laju masuk sekolah desa dalam bulan Agustus
1937 dari kenaikan jumlah normal dalam keiompok umur 6 tahun dise-
babkan oleh kenyataan bahwa sejumlah anak yang lebih tua yang kare-
na alasan ekonomis tidak mampu bersekolah, tetapi kemudian oleh per
baikan kemakmuran dimungkinkan masuk‘sekolah. Pada tipe-tipe seko-
lah yang lain sejak tahun 1937 dapat juga disaksikan kenaikan laju

masuk‘sekolah dengan persentase yang lebih besar daripada normal.

Tahun ajaran Remaja Jumlah murid Persentase Lajur 2
Bumiputera Bumiputera di lajur 3 dikurangi
usia kls.satu semua dari ruang 3

enam tahun  sek.rendah ne- lajur 2
geri & bersub.,

1) (2) (3) (4) (5)
1930/31 1.635.166 714,830 43,72 920.336
1931/32 1.659.693 738.749 44,51 920.944
1932/33 1,684,588 700.405 41,58 984.183
1933/34 1.709.857 695.590 40,68 1.014.267
1934/35 1.735.505 687.550 39,62 1.047.955
1935/36 1.761.538 706.841 : 40,13 1.054,.697
1936/37 - 1.,787.961 747.924 41,83 1.040.037
1937/38 1.814.780 777,232 42,83 1.037.548

Kenaikan tersebut di atas tidak sama besarnya pada semua tipe
sekolah, tetapi keberhentian dalam laju jumlah masuk sekolah rupa-
nya telah dilewati sama sekali di semua jalur pendidikan. Dengan

pasti pemerintah dihadapkan kepada masalah bagaimana menanggulangi
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tuntutan yang besar akan pendidikan yang makin lama makin mende-
sak.

Masih ada faktor kedua kesementaraan dalam peraturan tindakan-
tindakan yang menyebabkan dalam krisis tercapai penghematan sangat
besar dalam budjet pendidikan. Sebagai peninggalan tahun-tahun se-
belumnya tersedia kelebihan jumlah ruangan sekolah, Juga ada ca-
dangan sejumlah tenaga guru seperti telah disebutkan di muka. Per-
sediaan kelebihan jumlah ruangan sekolah dan cadangan tenaga guru
itu di satu pihak diperkecil dengan penutupan sekolah dan pember-
hentian guru tua untuk pensiun, tetapi di lain pihak diperbesar
oleh penambahan jumlah murid dalam satu kelas dan penyempitan serta
penurunan formasi tenaga guru., Kelebihan itu jelas zkan habis sama
sekali dalam beberapa tahun karena kenaikan jumlah penduduk yang
normal sehingga harus dihadapi tuntutan untuk menambah lagi ruang
sekolah dan tenaga guru.

Beberapa peraturan tindakan yang diadakan dalam waktu krisis
juga sejak semula sudah dipastikan bahwa peraturan itu hanya dapat
dipertahankan untuk beberapa tahun saja jika paling sedikit tidak
menyebabkan kemerosotan tingkatan pendidikan. Lain dari pada itu
diadékan juga peraturan tindakan di bidang bersonalia, seperti‘
penempatan kembali guru yang diberhentikan dengan uang tunggu yang
sejak'semula dinyatakan sebégai tambal sulam sementara untuk menu-
tupi kekurangan anggaran.

Pada tahun~tahun belakangan banyak dari peraturan tersebut di
atas perlu ditiadakan dan kemudian harus juga ditambah dengan per-
lengkapan materiil dan personalia dalam perangkat pendidikan. Ter-
utama tidak boleh ada anggapan bahwa masa krisis hanya meniadakan
apa yang tidak diperlukan, tetapi juga meniadakan apa yang untuk
sementara tidak diperlukan dan kemudian harus dimasukkan lagi ke
dalam perangkat pendidikan. Dari tenaga kerja personalia dan keta-
'hanan materiil ‘yang ada dituntut terlalu banyak sehingga menjadi
keharusan untuk mengadakan perbaikan. Masih ada satu segi lagi

yang menonjolkan dengan lebih jelas kesementaraan dari penghematan,
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yaitu keﬁaikan otomatis gaji para guru. Sedangkan imbangan peng-
hematan ialahbpengurangan sangat kecil pada mata anggaran gaji de-
ngan pemberhentian seteléh memenuhi masa kerja dalam jabatan, yaitu
melepas guru-guru yang sekiranya tenaganya tidak diperlukan dan su-
dah masak untuk pensiun. Karena.itu korps tenaga guru yang tinggal
secara keseluruhan relatif berusia muda, sehingga secara otomatis
menyebabkan kenaikan besar untuk gaji setiap tahun.

Dengan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa oleh penghematan
yang dilaksanakan terlalu berlebihan terjadi ketegangan yang makin
besar dalam anggaran pendidikan dan tidak dapat dihindarkan sehing-
ga malahan menjurus kepada kenaikan pengeluaran tanpa menambah pe-
rangkat pendidikan yang dapat dipertahankan pada niveau sama
dalam perbandingan dengan kenaikan jumlah penduduk.

Pada tahun-tahun belakangan anggaran pendidikan telah naik
kira-kira 10 juta gulden yang dari padanya kira-kira 3 juta gulden
termasuk peninjauan gaji. Ke dalam anggaran itu termasuk subsidi
untuk penyelenggaraan sekolah yang diserahkan kepada kesatuan-kesa-
tuan otonomi lokal. Di bawah ini dikutip dari Laporan Umum menge-
nai pendidikan .di Hindia-Belanda 1938-1939, ikhtisar pengeluaran
keperluan pendidikan untuk perbandingan. (Pengeluaran bruto, jadi
tanpa dikurangi dengan uang sekolah dsb,).
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=Jumlah absolut dalam ribuan gulden=

Fengeluaran terperinci menurut macam-macam tipe sekolah

Sek.,utk.pendidikan umum Pendid. Pergu- s o8 1
Tk Pendi- Pendid. MULO - Kejuru~ ruan E-SEE JBEAn
dikan  Rendah dan Me- JUMLAH an Tinggi 4 8cg Sselurub-
Bumi~ Barat nengah g°2“€ S
putera 2832
(1) (2) 3) (4) (5) (6) () (8) 9
1931 20.351,9 18.045,9 8,830,3 47.228,1 8.811,4 1.057,6 4.,089,1 61,186,2 -
32 20,369,6 15.490,1 8,049,6 43,909,3 7.882,4 993,6 2.831,6 55.623,9
33 19.027,9 14.191,9 7.158,1 40.377,9 6.689,0 $68,9 2.161,4 50.197,2
34 14.440,5 11.976,7 5.845,7 32,262,9 4.666,1 810,6 1.727,6 39.467,2
35 11.493,4 9.667,6 4.656,7 25.817,7 4.008,6 724,2 1.882,7 32.373,2
36 10.714,7 9.360,0 4,719,2 24,793,9 3.488,6 . 718,4 1,716,0 32.829,1
37 12.008,3 9.624,7 4,888,9 26.513,9 3.533,2 739,1 2,042,9 32.829,1
4.113,0: 18.626,6 3.059,1 24.467,7
38  4.,235,3%11.401,4 6,352,4 21.989,1 3.785,1 865,3 2.882,2 29.521,7
39 3.574,6 12,435,0 7.152,6 23,162,2 4,505,0 986,6 4.008,5 32.662,3
1949v; 4.027,2 12,2§1;1 7.484,1 23,792,4 4.826,1 998,5 4.223,9 33.850,9
* Bilangan yang digaris bawahi menyatakan pengeluaran pemerintah Pusat
yang sebenarnya tanpa terhitung ke dalamnya subsidi untuk sekolah
yang penyelenggaraannya diserahkan kepada kesatuan-kesatuan otonomi
lokal,
%
* Sebagai akibat penyerahan pada 1 Januari 1937 kepada kesatuan otono-

mi lokal di Jawa dan Madura penyelenggaraan sekolah desa, 'vervolg"
dan pertukangan, maka jumlah pengeluaran pemerintah Pusat menurun

sekali.

Walaupun pada tahun-tahun belakangan ada kegaikan dalam anggaran

pendidikan, penyediaan dalam perangkat persekolahan tahun-tahun itu ma-
sih juga dalam banyak segi penting ada di bawah tuntutan syarat-syarat

minimum dari kebijaksanaan dalam perluasan pendidikan yang memadai. Hal

ini dijelaskan secara singkat sebagai berikut.

nimum dimaksudkan pertama~tama pemberantasan buta huruf.

Dengan syarat-syarat mi-

Menurut data

terakhir ternyata bahwa semua sekolah negeri dan bersubsidi secara
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keseluruhan, jadi tidak hanya sekolah Bumiputera saja yang sebenar-
nya menerima anak berumur 6 tahun sebagai murid kelas 1. Dari kira
kira 247 anak dalam kelompok umur tertentu dapat dianggap telah be-
lajar selama 3 tahun di sekolah rendah. llereka dianggap tidak lagi
buta huruf, tetapi anggapan ini tidak benar. Penelitian dengan
pengambilan secara raﬁdom di sana-sini menunjukkan bahwa masa tiga
tahun belajar di sekolah desa itu ternyata terlaiu pendek. Setelah
beberapa tahun anak-anak itu menjadi buta huruf kembali. Teristi-
mewa di pedesaan di mana dorongan dan kesempatan untuk membaca dan
lebih~1lebih untuk menulis sangat kurang. |

Menurut Idenburg jika diadakan penelitian secara keseluruhan
dengan serius mengenai kepandaian dari hasil belajar yang‘melekat,
ia khawatir bahwa hasilnya akan sangat mencemaskan. Dalam hubungan
dengan ini disebutnya pendapat Gubernur Jawa Timur Ch.ﬁan der Plas,
yang selalu menunjukkan perhatién khusus kepada pendidikan untuk
Bumiputera. Menurut kesan Van der Plas, kepandaian membaca di desa
lebih mundur daripada maju. Di desa di Jawa dahulu ada orang-orang
walaupun sedikit, yang dapat membaca buku Jawa Kuna., Buku ini ber-
angsur-—-angsur lenyap dengan:kelompok pembacanya tanpa diganti oleh
pembaca yang lain. Di bawah pimpinannya pemerintah di Jawa Timur
dengan bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Agama mengada-
kan pemberantasan buta hurup di kalangan orang dewasa dan menye-
lenggarakan perpustakaan di desa secara besar-besaran.

Menurut Idenburg melenyapnya buku Jawa Kuna di desa dengan ke~
1ompok pembacanya benar-benar merupakan suatu gejala pemiskinan ke-
budayaan rakyat yang sama sekali kurang mendapat kompensasi dari
hasil pendidikan di sekolah. Pelekaﬁan hasil pendidikan di sekolah
desa merupakan masalah dengan corak sendiri. Masalah ini tidak di-
bahas lebih jauh dalam hubungan dengan buta huruf, tetapi di sana-
sini diulangi pendapat, bahwa terlalu optimistis untuk beranggapan
bahwa generasi dari kelompok umur tertentu 24% tidak buta huruf,
jika kapasitas perangkat pendidikan dapat dipertahankan dalam hu-
bungan dengan kenaikan jumlah penduduk pada waktuvith. Dikatakan,
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bahwa Hindia-Belanda ada dalam keadaan perkecualian yaﬂg memalukan
di bidang pemberantasan buta huruf di Asia Selatan dan Asia Teng-
gara. Dalam penanggulangan buta huruf India, Birma, Malaya, ter-
istimewa Muang Thai, dan Philippina, jauh lebih maju.

Menurut keyakinan Idenburg kekurangan yang sangat besar dalam
penyediaan sekolah rendah untuk massa rakyat yang luas dari pendu-
duk merupakan penghambat tidak saja terhadap sétiap kemajuan sosi-
al dan ekonomi, tetapi jugé mempunyai pengaruh yang mengganggu ke~
bijaksanaan pendidikan dalam tiﬁgkatan—tingkatan pendidikan
lebih tinggi. Dalam situasi dan kondisi penduduk yang sebagian
besar masih butz huruf tidak mungkin dilaksanakan kebijaksanaan
untuk mendorong kegiatan di bidaﬁg ekonomi dan sosial. Kebutuhan
hidup tetap rendah, pertukaran barang dén:perhubungan lalu-lintas
yang penting artinya untuk kemakﬁﬁfan fakyat tetap sedikit, se-
hingga dengan demikian tetap terbafaé kemungkinan terjadinya dife-~
rensiasi kerja dan pada umumnya kurang diciptakan kesempatan untuk
perluasan lapangan kerja bagi orang yangbférdidik dengan lebih ba-
ik. Hal itu menimbulkan keprihatinan yang.mempertanyakah apa dan
mau diapakan tamatan MULO, AMS, HBS, sekolah tékn.ik_9 dan_bertu—
kangan. Bt ' - |
‘ Dengan perbaikan yang makin meningkat dari posisi ekspor Hin-
dia Belanda - tetapi perbaikan yang meragukan - tidak dapat di-
sangsikan perluasan kesempatan kerja. Tidak diragukan juga adanya
daya serap masyarakat yang begitu besar, sehingga dapat diduga,
bahwa tidak akan terjadi pengangguran secara besar-besaran. Se-
lanjutnya dapat dibenarkan bahwa di mana-mana di dunia terdapat
ketidak seimbangan antara jumlah orang yang berpendidikan lebih
baik dengan kebutuhén masyarakat akan tenaga kerja yang demikian.
Seterusnya orang dapat bersitegang bahwa di negeri seperti ini se-
kali pun dengan adanya sekolah rendah yang tersebar dengan rapat,
masih diperlukan masa bertahun-tahun untuk dapat menaikkan ting-
katan kemakmuran yang sangat rendah itu dan dalam waktu pan-

jang masih akan ada gejala bahwa menurut kriterium Barat tidak akan
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tercapai keseimbangan yang pantas antara biaya untuk pendidikan
lebih tinggi dengan penghasilan yang dapat diperoleh oleh
orang berpendidikan lebih tinggi dalam masyarakat 1itu. o

Kesemuanya itu tidak berarti bahwa selama sebagian besar dari
penduduk masih buta huruf maka rasionalisasi sosial dari tingkatan
tingkatan pendidikan 1lebih tinggi akan merupakan masaléh yang
makih>fidak terpecahkan. Masalahnya mempunyai banyak aspek yang
di sini tidak dibicarakan lebih lanjut, tetapi dikemukakan bahwa
pemerintah tanpa mengadakan peraturan tindakan yang tidak dapat di-
terima dari sudut politik tidak dapat mengendalikan kenaikan jum-
lah sekolah di atas tingkatan sekolah desa dan "vervolg". Seperti
telah dikemukakan laju masuk sekolah "schakel", HIS, MULO, AMS,
dsb. terus-menerus naik, Dalam hal ini situasinya berlainan sama
sekali dengan tahun-tahun krisis yang ketika itu secara kebetulan
laju kenaikan jumlah murid di sekolah-sekolah tersebut karena pe-
nurunan kemakmuran sedikit atau banyak terhaﬁbat atau bahkan di
sana-sini merosot., Pada waktu itu tidak perlu diadakan tindakan
yang dari sudut kebijaksanaan dibenci untuk membatasi tipe sekolah.
Tindakan pembatasan itu pernah dipertimbangkan secara serius sebe-
lum térwﬁjud keberhentian laju kenaikan jumlah murid tersebut, te-
tapi karena alasan politik tidak berani diambil keputtsan.

Sesudah tahun~tahun krisis itu menurut Idenburg keadaan akan
menjadi lebih tidak baik jika pemerintah tidak mau untuk setiap
tahun menyediakan pengeluaran lebih banyak guna memenuhi tun-
tutan itu. Kébanyékan sekolah sudah sangat penuh, formasi‘tenaga
guru sudah diciutkan; diturunkan jauh di bawah tingkatan keseder-
hanaan, sehingga tidak tersedia cadangan di dalamnya. Sebagai
contoh menonjol dikemukakan untuk tahun ajaran yang sedang berja-
lan perluasan MULO memerlukan sekitar 70 tenaga guru dan juga akan
diperlukan untuk tahun ajaran berikutnya tambahan paling sedikit
60 tenaga guru baru hanya untuk dapat ménampung kenaikan jumléh mu-
rid. Apa yang dikemukakan untuk MULO berlaku untuk HBS, sekolah
teknik, dan sekolah pertukangan, meskipun tidak sama besarnya.
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Mengenai AMS sebagai kelanjutan MULO dapat diduga sama gejalanya.
Sementara itu ternyata bahwa sekolah dagang menengah yang relatif
belum lama diadakan ményedot makin banyak murid.

Semua lembaga untuk sekolah lanjutan itu relatif mahal karena
diselenggarakan dengan tenaga guru Eropa yang harus diimpor dan
dari sebab itu perluasannya dibebani anggaran pendidikan yang te-
rasa beratnya. Juga laju masuk ke sekolah rendah seperti HIS dan
sekolah "schakel" sangat besar., Tetapi pengeluaran untuk sekolah-
sekolah tipe ini relatif jauh lebih rendah dari pada untuk sekolah
rendah Eropé‘dan éekoléh—sekolah lanjutan tersebut karena. terutama
menggunakan tenaga gufu Bumiputera. Namun perluasan sekolah-seko-
lah tipe yang diadakan dalam dua tahun belakangan tidak dapat di-
angggprsebagai benar-benar untuk memenuhi permintaan akan pendi-
dikéﬁ. Perluaéan berupa pendirian sekolah~sekolah baru hanya re-
latif sedikit.,{Misalnya untuk MULO hanya didirikan satu sekolah
baru dan di samping itu ada empat MULO yang sudah sangat penuh de-
ngan murid, Pada umumnya dapat ditampung banjir murid dengan mem-
buat kelas sama sekali penuh dan menambah bangunan untuk ruang se-
kolah, Apabila mau memperhatikan permintaan akan pendidikan macam
ini maka di bg;bagai tempat masih harus dibuka dan diisi banyak
sekolah dari gerbagai tipe. Sebagai kenyataan misalnya.di Betawi
banyak calon murid harus ditolak karena kekurangan ruangan bela-
jar. Sebenarnya sudah diadakan semacam pembatasan menurut sistim
penjatahan (atau sistim kontingen). Oleh Idenburg dikhawatirkan
bahwa cara pénjatahan dengan diam-diam itu akan menjadi terang-
terangan karena sangat banyak murid yang berhak akan harus makin
banyak ditolak dengan alasan kekurangan ruangan.

Mengenai sekolah lanjutan yang lebih mahal itu ada permasa~ .
lahan bagi pemerintah bahwa di satu pihak harus bersikap skeptis
terhadap pendidikan pada tingkatan lebih tinggi untuk para remaja
yang terlalu besar jumlahnya, karena masyarakat tidak membutuhkan,
meskipun malahan disediakan kelebihan jumlah ruangan yang agak be-
sar, Di pihak lain dihadapi keinginan yang makin besar
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kepada pendidikan jenis itu yang dapat dipenuhi hanya untuk seba-
gian dan terus makin berkurang. Cara penyelesaian yang paling mu-
dah ialah dengan menyediakan sekolah-sekolah menurut kebutuhan
obyektif masyarakat, tetapi cara ini tidak dilaksanakan dengan
konsekwen. Bahwa sebagian besar penduduk menginginkan pendidikan
jenis itu merupakan kenyataan yang dipandang dari segi politik ha-
rus benar-benar diperhatikan.

Berulang-ulang dikemukakan bahwa pertama-tama kelemahan pan-
dangan pemerintah dalam politik pendidikan ialah bahwa dalam tugas
primernya menyediakan sekolah rendah untuk massa rakyat yang luas
tertinggal terlalu jauh. Pada tempatnya pemerintah dapat dikecam
karena tidak berusaha dengan sekuat tenaga untuk secepatnya meng-
hilangkan buta hufufjsﬁpaya dengan demikian menciptakan kondisi
untuk perkembangén kemakmuran yang lebih tinggi dari pada yang di-
alami oleh penduduk, Jika pemerintah berdasarkan ketinggalan itu
juga membela pembatasan sekolah untuk pendidikan lanjutan' le~
bih tinggi, maka pemerintah melaksanakan politik pendidikan
sangat negatif, yang oleh masyarakat penduduk Bumiputera tidak sa-
ja dikecam, tetapi juga bahkan akan dirasakan sebagai pengingkarén
yang menghina terhadap kepentingannya tertinggi.

Persoalan kedua yang dikemukakan dalam hubungannya dengan di
atas ialah kenyataan bahwa karena rendahnya tingkatan pendidikan
di sekolah rendah Bumiputera yang sebenarnya pemerintah terangsang
untuk mencari tipe sekolah lebih baik bagi penduduk Bumipute-
ra, terutama bagi orang-orang di kota. Menurut penilaian banyak
ahli penggantian tipe sekolah standar (atau sekolah kelas dua se-
bagai sekolah rendah Bumiputera lengkap) dengan sekolah desa
plus sekolah 'vervolg" menyebabkan sangat membesarnya laju masuk.
ke sekolah rendah corak Barat., Sekolah desa dianggap teruégﬁéioleh
bagian penduduk Bumiputera di kota yang hidup pada tingkatan sama
sekali bukan kuli, sebagai sekolah untuk rakyat "jembel”. Dahulu
kelompok orang tersebut memasukkan anak mereka ke sekolah standar,

tetapi mereka tidak sampai hati untuk menyekolahkan anaknya di
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sekolah desa dan dari sebab itu mencarikan tempat di HIS. Karena
HIS negeri dan bersubsidi malahan tidak dapat menampung seluruh
keinginan orang yang dikatakan berhak menuntut, mudah dinengerti
bahwa dalam kondisi demikian HIS swasta tidak bersubsidi mempunyai
fungsi penting. _

Pada umumnya dengan adanya pengurusan sekolah Barat swasta
tidak bersubsidi dibuktikan bahwa pemerintah dapat saja mengadakan
peraturan bagaimana seharusnya kira-kira membuat pembagian sekolah
dalam masyarakat. Tetapi pengadaan peraturan sama sekali lain da-
ri pada penerimaan oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan da-
lam masyarakat. Karena itu wajar sekali bahwa kaum poliﬁik yang
berpengaruh dalam masyarakat penduduk Bumiputera sama sekali tidak
sependapat dengan pemerintah yang mengkhawatirkan terlalu besarnya
jumlah orang berpendidikan lebih tinggi. Di dalam kalangan ini
orang sangat keranjingan dengan keinginan supaya diadakan sebanyak
mungkin sekolah di negeri ini dan sangat mendambakan proses penya-
daran spirituil-intelektuil secepat-cepatnya dari penduduk. Kare-
na itu sebagian dari kaum terpelajarnya rela untuk tidak mendapat
pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya, setidak-tidaknya untuk
sementara. :

Kelemahan dalam penolakan pemerintah terhadap perluasan dari
apa yang disebut jenis-jenis sekolah yang lebih mahal ditunjukkan
oleh kenyataan bahwa di negeri-negeri yang lebih merdeka seperti
Philipina dan Muang Thai, . di bidang ini jauh lebih maju, pada
hakekatnya pemerintah tidak dirugikan oleh lapisan yang lebih luas
dari orang-orang yang berpendidikan lebih baik. Dalam masyarakat
kolonial justru merupakan gejala khas bahwa segala pekerjaan
oleh tenaga kerja Barat relatif sangat mahal. Apabila urusan pe-
merintah dapat diselenggarakan pada tingkat penggajian orang Timur
kapasitasnya naik. .

Beberapa pendapat di atas ~ diuraikan secara singkat oleh
Idenburg dimaksudkan untuk membuktikan bahwa pembatasan sekolah
untuk pendidikan lebih lanjut dengan sistim kontingen (penjatahan)
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berdasarkan argumentasi '"'kebutuhan masyarakat' dari sudut politik
sulit dilaksanakan. Terhadap pendidikan penduduk Bumiputera lebih
peké.dari pada di bidang lain. Peraturan tindakan pemerintéh di
bidang pendidikan lebih dari pada di bidang-bidang lain dijadikan
ukuren terhadap politik kolonial. Dalam pandangan penduduk -Bumi~
putera pendidikan merupakan barometer dalam politik kolonial.
Menurut keyakinannya peraturan kontingen merupakan peraturan ‘‘ter-
mahal” untuk dipakai dalam pembatasan pengeluaran untuk pendidik-
an.,

Tetapi bagi Idenburg masalahnya tidak dibiarkan tetap sedikit
atau banyak begitu saja. Meskipun ia sendiri dalam politik pendi—
dikan untuk tahun-tahun pertama ingin mengutamakan perluasan seko-
lah-sekolah yang‘benar-benar Bumiputera, supaya dengan demikian
mengadakan permulaan dalam pemberantasan buta huruf. Namun ia
berkeyakinan bahwa untuk kemudian hari mengenai sekolah-sekolah
lanjutan tidak dapat dilaksanakan politik dengan mengadakan tambal
sulam sedapat-dapatnya saja. Untuk sekolah lanjutan harus diada-
kan penambzhan pengeluaran sangat besar. Untuk memberikan
gambaran mengenai perbandingan biaya untuk tiap murid dari berba-
gai tipe sekolah disajikan beberapa angka yang diambil dari ta-
hun 1937,
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Bagan Umum

Bentuk dasar sekolah dengan

bahasa pengantar Belanda

Sekolah dengan bahasa pengantar
Bumiputera : ‘

Biaya rata2

Biaya rata2

tiap murid tiap murid
setahun setahun
(gulden) (gulden)
SEK.PENDIDIKAN UMUM
- Sekolah Rendah:
1. Sekolah Eropa £. 90, ~~ 1. Sekolah Desa f. 5,--
2. HIS f. 45,-- 2. Sekolah ''vervolg" f. 14,50
3. Sekolah Khusus - 3. Sekolah "vervolg"
4. "Schakel" - dg.m.p.bhs.Belanda f. 20,--
5. HAS (seperti HIS, 4, Sekolah ‘'vervolg"
untuk Arab) gy = untuk gadis £. 17,—
6. HCS (untuk Cina) f. 60, -
- Sekolah Menengah:
1. Tkt.Pertama MULO f. 213,-- MULO Bumiputera f. 65,--
2, Tkt.Atas utk.persi-
apan Perg.Tinggi:
a. HBS 5th. f. 174,--
b. AMS f. 260,~-
SEK.PENDIDIKAN KEJURUAN
- Sekolah Ketrampilan
untuk anak laki2:
1. Sekolah Ambacht Sekolah Latihan Pertu-
(pertukangan) f. 202,-- kangan (Ambachts
2. Sek.Latihan Pertu- leergang) f.169,~--
kangan utk.yang
berbahasa Belanda f. 169,--
3. Sekolah Teknik 5-th. f. 345,--
- Sekolah Ketrampilan
untuk anak gadis:
Sek.Kesej.Keluarga f. 58, -
- Sekolah Dagang:
1. Sek.Dagang Menengah Sekolah Dagang Kecil f. 23,--
Pertama - (f. 24,--)
2. Sek.Dagang Menengah
Atas (dua tahun) £, 175,--
PERGURUAN TINGGI
1. Sek.Tinggi Teknik £.1.100,--
2. Sek.Tinggi Hukum f. 260,--

3. Sek.Tinggi Kedokteranf.

575,--
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Gambaran di atas sejauh itu masih terlalu baik, karena pada
tahun 1937 biaya untuk sekolah lanjutan Barat tidak ditambah dengan
biaya untuk mengimpor tenaga guru dari negeri Belanda. Untuk tahun
tahun berikutnya biaya itu ada dan biaya rata-rata tiap murid di
sekolah~sekolah corak Barat akan naik banyak.‘ Berdasarkan angka-
angka itu dapat dibuat perkiraan, bahwa pemerintah bahkan dengan
politik pengendalian perluasan sekolah akan menghadapi konsekwensi
keuangan yang berat dan dalam waktu dekat akan tiba saatnya, bahwa
pemerintah tidak akan berdaya untuk mengadakan sedikit perluasan
yang berarti. Posisi sulit itu seperti menghadapkan kepada
jalan buntu akan memaksa untuk mencari jalan keluar bagaimana cara-
nya pemerintah manmpu berdasarkan azas-azas politik kolonial melak-
sanakan kebijaksanaan di bidang pendidikan.

Penyelenggaraan sekolah yang benar-benar Bumiputera dengan
perlengkapannya dan tingkatan biaya rata-rata seperti pada waktu
itu ada dalam kemampuan teoritis énggaran. Bahkan perluasan dengan
cepat sekolah desa dan “vervolg" dianggap hungkin, apabila mengan-
dalkan kepada kenaikan kecil yang normal setiap tahun dari dana yang
diperlukan dan berpegang kepada ketentuan bahwa penyebaran sekolah
Bumiputera merupakan urusan pemerintah yang utama. Kesukaran terda-
pat terutama dalam pembiayaan sekolah rendah corak Barat dan lanjut-
an., Jika dalam masalah ini pemerintah tidak mau beralih kepada sis-
tim penjatahan yang keras dalam.waktu dekat, maka harus dicari
cara untuk banyak menurunkan biaya. Tetapi tidak mungkin menurunkan
biaya dengan menciutkan formasi yang ada, bahkan dalam hal ini seba-
liknya untuk kepentingan pendidikan harus diadakan perluasan.

Dengan wajar dapat dinyatakan sampai sejauh mana partisipasi
masyarakat kepada perluasan sekolah dapat didorong. Walaupun daya
dukung penduduk pada umumnya rendah, teristimewa kelompok penduduk
bukan Eropa, sehingga secara a priori ada kecenderungan untuk ber-
anggapan bahwa sukar dapat diharapkan ikut sertanya penduduk dengan
dana sendiri dalam perluasan sekolah secara agak besar-besaran. Na-

mun masalah ini perlu ditinjau lebih jauh. Adalah suatu kenyataan
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bahwa di daerah-daerah jajahan Inggeris prakarsa swasta untuk ber-
partisipasi dalam penyediaar sekolah jauh lebih besar dari pada di
Hindia-Belanda. Dari negeri-negeri tetangga di Asia Tenggara di-
peroleh kesan umum bahwa perkembangan sekolahnya untuk massa rakyat
. yang luas dari penduduk tidak sedikit disebabkan oleh partisipasi
yang besar dari prakarsa swasta. Justru di daerah jajahan Inggeris
partisipasi itu dimungkinkan karena tidak adanya sistim pendidikan
yang sebenarnya seperti di Hindia-Belanda. Seperti diketahui di
Inggeris sendiri jika dibandingkan dengan negeri Belanda sebenarnya
tidak ada sistim pendidikan. Hindia-Belanda menurut Idenburg mem-
" punyail sistim tertutup rapat secara rasionil melebihi negeri
Belanda. Adanya sistim seperti itu merupakan rintangan terhadap
perkembangan prakarsa swasta karena sekolah yang tidak memenuhi
kriterium sekolah negeri tidak mampu mengeluarkan ijazah seta-
raf dengan negeri, bernilai rendah dalam masyarakat. Sistim peng-
gajian juga sama sekali didasarkan kepada pemilikan ijazah resmi
atau negeri yang scbenarnya hanya dapat dimiliki melalui sistim
pendidikan resmi. Persoalan penting‘yang harus dihadapi ialah apa-
'kah Hindia-Belanda masih akan harus meneruskan sistim tertutup
itu atau apakah ketertutupan itu harus dikurangi bahkan didobrak.
Persoalan ini sekalipun dalam bentuk agak lain, berkali-kali muncul
di Dewan Rakyat waktu dibicarakan sikap pemerintah terhadap apa
yang disebut 'Sekolah Liar". Dalam hubungan dengan ini diingatkan
kepada pidato Thamrin dalam sidang utama terakhir pada waktu pem-
bincangan anggaran biaya pendidikan. Isi singkatnya ialah: ''Peme-
rintah tidak mampu memberikan sekolah rendah dengan layak kepada
massa rakyat dari penduduk. Untuk itu tidak akan pernah mampu ka-
rena alasan keuangan, maka dari sebab itu janganlah bersikap meno-
lak terhadap prakarsa swasta, tetapl berusahalan menyokongnya dan
membimbingnya dengan sebaik-baiknya'.

Dengan memperhatikan secara kritis keadaan yang sebenarnya,
dapat diketahui bahwa sesungguhnya prakarsa swasta masih sangat se-

~ dikit memberi bantuan kepada pemecahan masalah bagaimana caranya
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menyediakan pendidikan yang layak kepada massa rakyat dari penduduk.

— € g L hen poviiwlonzan yang disinggung Thamrin, tidak boleh
cepat-cepat dikesampingkan. Menurut kenyataannya persoalan itu se-
cara prinsipiil adalah penting. Apakah berhubung dengan penyediaan
sekolah rendah dengan layak bagi penduduk tidak dapat memanfaatkan
secara lebih baik prakarsa swasta yang ada dan mungkin masih akan
ada lagi.

Memang dalam beberapa hal dapat dipastikan bahwa sekolah swasta
tidak bersubsidi cenderung untuk merusak sistim pendidikan negeri,
meskipun karena hanya eksistensinya terutama dimungkinkan oleh ke-
nyataan Bahwa untuk anak-anak yang belajar di sekolah swasta itu se-
benarnya disediakan tipe sekolah ‘dengan tingkatan pendidikah yang
lebih rendah. Dengan demikian HIS swasta tidak bersubsidi itu me-
nyedot sejumlah besar anak, yang menurut sistim pemerintah sebenar-
nya harus masuk sekolah desa + '"vervolg'". Juga dengan demikian MULO
dan HBS-3 tahun swasta diisi dengan murid yang tidak lulus ujian ma-
suk MULO dan HBS negeri dan bersubsidi. Juga ada sekolah-sekolah
swasta yang tidak mengetahui sistim persekolahan negeri.

Dengan bersikap terlalu lunak terhadap sekolah swasta, yaitu
‘mengenai perluasannya secara besar-besaran, ada ancamén bahaya ter-
tentu terhadap keutuhan sistim negeri, Jadi persoaléﬁnya apakah
ketertutupan sistim negeri masih terus dipertahankan déngan cara
seperti yang sudah dijalankan. Juga berdasarkan motivasi lain dari
pada»yang_disebut oleh Thamrin cara yang relatif kaku memelihara
sis;im negeri itu ditentang. Dari pihak Taman Siswa dilontarkan
keberatan, bahwa sistim pendidikan negeri terlalu banyak diarahkan
kepada perkembangan intelektuil para remaja dan terlalu kurang mem-
perhatikan segi spirituil yang oleh Taman Siswa diinginkan untuk
diarahkan kepada kesadaran nasional dan kebudayaan nasional. Juga
dari pihak Misi dan Zending berkali-kali diajukan keberatan berda-
sarkan alasan pedagogis dan sosial atau dengan maksud menyatakan
bahwa terlalu sedikit - kebebasan untuk mengarahkan kepada pela-

yanan keinginan dan kebutuhan penduduk setempat. Menurut Idenburg
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memang benar juga ada kesan bahwa pendidikan di Hindia-Belanda
akan dapat diperqua dengan memberikan kelapangan kepada berbagai
bentuk pendidikan yang tidak secara langsung berkaitan dengan sis-
© tim resmi. Dalam hal ini'ia sendiri juga menyetujui dengan alasan
untuk kepeﬁtingan pendidikgﬁ_rakyat harus ada keluwesan'lebih be-
sar. _ | |

'Tetapi ia béfpendapat bahwa tidak tepatlah untuk mengingkari
kebiasaan sistim tertutﬁﬁ untuk memperluas kesempatan belajar'da—
lam waktu cépat. Ia ﬁényatakan keyakinannya bahwa sistim
yang sudah sekali digunakan mempunyai banyak kebaikan. Diartikan
sebagai petualangan membabi-buta jika dalam ﬁrinsip akan me-
niru cara yang relatif tanpa sistim seperti di daerah-daerah jajah-
an Inggeris. Dari seorang ahli seperti Pastur A.J.A.van Kalken,
dahulu pemimpiﬁ Biro Puéat Misi yang telah lama mengadakan ﬁerla—
watan untuk studi ke“Indig, diperoleh keterangan bahwa sekolah ren-
' dah‘ﬁntﬁk massa rakyat di situ meskipun sudah ditingkatkan di atas
sekolah 4 tahun, pada umumnya masih akan dapat banyak belajar dari
kebaikan dalam kwalitas dan organisasi sekolah sederhana di Gindia-
Belanda. Di pihak lain Idenburg tidak merasa khawatir menghadapi
keluwesan prakarsa swasta, asél1saja pemerintah mempunyai sarana
untuk mempengaruhinya secara tertentu. Ordonansi pehgawdsan
merupakan sarana negatif dan menurut keadaannya 'satu-satunya sara-
na resmi untuk berpengaruh secara positif ialah memberikan bantuan
100% kepada pengurusan sekolah swasta. Tetapi .pada hematnyé'hal
itu dalam prinsip tidak tepat. Untuk memberikan kelapangan kepada
prakarsa swasta dan bersamaan agar sekolah swasta tidak bersubsidi
dabat berfungsi, maka harus sedapat-dapatnya mempertahankan épa
yang bernilai dan membiarkan lenyap atau memperbaiki yang kuraqg
bernilai,

Tidak lama setelah méﬁerima jabatan sebagai Direktur Departe-

men Pendidikan dan Agama ia menyatakan pendapatnya kepada Gubernur
Jenderal, bahwa perlu memperbantukan guru-guru kepada sekolah swas-

ta tidak bersubsidi sekadar sebagai kompensasi dari ketidak mampuan
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pemerintah untuk membesikan suovsiil bopacn sl liicvon Lot e o
menuhi syarat. Dalam tahun-tahun belakangan sudah sering diberikan
b 0w s - b v vt ke ogokelth-sekolsh swasta yang baik

tetapi terancam kehancuran. Teristimewa subsidi ini diberikan ke-
pada sekolah ketrampilan untuk anak gadis yang masih kurang sekal:z
perhatian dari pemerintah-dan ada prakafsa swasta yang subur. Pada
hematnya bidang ini sangat penting artinya untuk perkembangan pen-
didikan di Indonesia.

Akan tetapi dengan cara pemberian subsidi seperti tersebut di
atas tidak ditemukan penyelesaian yang tuntas mengenai masalah ke~
uangan. Kemampuan penduduk di bidang keuangan pada umumnya sangat
lemah dan selain itu terbagi tidak merata. Prakarsa swasta yang
timbul dalam masyarakat sendiri baru akan berperanan penting dalam
kondisi perkembangan sosial-ekonomi yang sudah lebih maju. Jika
benar-benar mau dicarikan jalan untuk keluar dari kemacetan yang
sedang menghadang politik pendidikan dengan '"kemahalan" yang rela-
tif dari berbagai tipe sekolah, maka perhatian terutama harus ditu-
jukan kepada sebab--sebab "kemahalan' itu. Sébab-sebab ini
tidak terdapat pada pen&ebaran sekolah dengan luas, juga tidak
dalam formasi personalia yang terlalu besar atau kepada perlengkap-
an yang terlalu mewah berupa bangunan sekolah dan alat-alat materi-
al yang lain. Sebab sesungguhnya dari "kemahalan'" terdapat
pada kenyataan bahwa berbagai tipe sekolah diselenggarakan dengan
menggunakan tenaga guru mahal berupa tenaga kerja impor, yang
memer lukan banyak'biaya dan selanjutnya digaji menurut tingkatan
yahg jauh lebih tinggi dari pada tingkatan kemakmuran rata-rata
orang tua murid. Inilah kelemahan dalam penyediaan sekolah di Hin-
dia-Belanda. Selama masih tetap demikian keadaannya tidak akan
pernah terpecahkan secara prinsipiil masalah perbenturan antara
tuntutan politik pendidikan dengan kemampuan di bidang keuangan.
Dengan menaikkan uang sekolah tidak akan tercapai pula penyelesaian-
nya. Hal ini hanya semata-mata akan terdiri dari penaikan uang se-

kolah untuk kategori terendah karena keadaannya sudah sedemikian
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rupa, bahwa apabila sekolah diisi dengan murid yang membayar uang
sekolah tertinggi maka praktis setiap tipe sekolah akan dapat mem-
biayai-diri sendiri dengan mudah. Dalam selisih biaya tiap murid
di HBS dengan biaya tiap murid di MULO, AMS, dan Sekolah Teknik,
sudah tercermin perbedaan dalam pungutan uang sekolah. Pemecahan
masalah harus benar-benar dicari dalam penurunan biaya untuk tena-
ga guru dan penurunan yang tidak sedikit.

Ketidak serasian sosial berupa guru mahal untuk murid miskin
yang termasuk gejala khas dalam masyarakat kolonial dalam transisi
tercermin dengan jelas pada MULO. Sekolah tipe ini mempunyai po-
sisi sentral dalam sistim pendidikan Hindia-~Belanda. Lamanya be-
lajar tiga atau empat tahun. Selain memberikan pendidikan akhir
juga berfungsi memberi pendidikan umum sebagai pendahuluan untuk
berbagai sekolah kejuruan yang lebih tinggi dan selanjutnya dapat
melanjutkan ke AMS, yang pada gilirannya memberi pendidikan persi-
apan ke perguruan tinggi. MULO ialah sekolah yang khas untuk re-
maja Bumiputera dan diorientasikan kepada masyarakat di Hindia-
Belanda bahkan tidak mempunyai konkordansi dengan MULO di negeri
Belanda.  Meskipun demikian personalia tenaga pengajarnya_praktis
terdiri dari guru-guru berijazah guru kepala (ijazéh ho;fdacie)
yang didatangkan dari negeri Belanda. Dengan adanya personalia
tenaga guru berpengalaman itu dapat dijelaskan bahwa tingkatan
pendidikan masih dapat dipertahankan dengan relatif baik, meskipun
diadakan penciutan formasi secara ketat dan penambahan jumlah mu-
rid dalam kelas. Tetapi adalah kenyataan yang tidak dapat dipung-
kiri bahwa biaya untuk tiap guru tidak sebanding dengan tingkatan
ekonomis dan lingkungan sosial, yang menjadi asal rata-rata murid
'MULO. - Tidak dapat dibayangkan apakah negeri ini, meskipun di ke-
mudian hari dan juga dalam keadaan kemakmuran sudah maju dapat mem-
beri penghidupan kepada temaga kerja orang Bumiputera sendiri menu-
rut standar hidup orang Belanda impor, yang standar hidupnya juga
lebih tinggi dari pada rata-rata orang Belanda dalam fungsi sama di

negeri Belanda.



289

Keharusan untuk masa depan menunjukkan supaya ada '"sekolah
Bumiputera dengan guru-guru dari Hindia-Belanda" sebagai satu-satu-
nva bentuk sekolah yang terbiayai dan sekolah untuk pendidikan lan-
jutan., Masalahnya ialah bilamana perkembangan seperti itu harus
dipersiapkan secarz sadar. Menteri Welter sependapat dengan Iden-
burg yang menurut keyakinannya saat untuk itu sudah dekat. Kemam-
puan perangkat pendidikan yang tidak cukup untuk menampung banjir
murid dalam tahun-tahun berikutnya, kondisi keuangan yang tidak men-
cukupi untuk menyelenggarakan dan memelihara perangkat pendidikan
yang memuaskan, juga dalam masa yang akan datang, mengharuskan peme-
rintah untuk membuat persiapan bagi ganti haluan, yang tidak dapat
ditangguhkan lebih lama lagi dalam politik pendidikan.

Dengan sadar Idenburg menyinggung persoalan penting dalam selu-
ruh urusan pemerintahan. Sangat banyak instansi pemerintah dapat
dikatakan relatif mahal karena dikerjakan dengan personalia Eropa
yaﬁg diimpor, pegawai yang gajinya sedikit banyak didasarkan
pada standar hidup ambtenar Eropa. Dengan perasaan kurang enak ia
memberanikan diri membuat gambaran sketsa hari depan di bidang poli-
tik umum. Walaupun tidak lengkap dirumuskan beberapa pikiran yang
hidup dalam dirinya dan pada orang-orang lain untuk menjelaskan pen-
dapatnya mengenai persiapan untuk mengadakan suatu perubahan arah
dalam politik pendidikan yang pada prinsip harus dapat diterima dan
jika mungkin cepat-cepat ditangani dengan tindakan nyata.

Untuk menguraikan pikirannya dikemukakan sebagai ancang-ancang
adanya keinginan sccara konstan dan berkali-kali menjadi aktuil
di kalangan politik orang Indonesia (dan juga orang yang lain), ke-
pada konstelasi politik merdeka. Ia tidak mau menyebutkan pe-
rumusan-perumusan keinginan konkrit (seperti petisi Sutardjo,
aksi GAPI untuk parlemen Indonesia, Mosi Wiwoho cs., dll.), tetapi
hanya mengemukakan kenyataan psikologis mengenai adanya keinginan
seperti itu dan kemungkinannya untuk bertambah kuat. Terhadap ke-
inginan ini pemerintah hanya dapat menyatakan keyakinan bahwa Indo-

nesia belum matang untuk memperoleh struktur negara merdeka, tetapi
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berusaha mengarahkan politik kepada penciptaan dan peningkatan kon-
disi untuk proses pematangannya.

Pernyataan tersebut di atas hanya mempunyai kebenaran re-
latif, Kebenarannya ialah sejauh yang berlaku untuk tujuan Hindia-
Belanda dan Belanda, dan di sini harus ditambahkan pengakuan seper-
ti kenyataan menurut tiap-tiap anggaran bahwa dana pada pemerintah
tidak ada untuk dengan sekuat tenaga dalam waktu cepat menja-
lankan politik penggiatan untuk mencapai tujuan itu. Pemerintah
berusaha di bidang perekonomian rakyat, pendidikan, kesehatan rak-
yat, dan perhubungan lalu-lintas, tetapi berkali-kal? terbentur ke-
pada ketidak-mampuan keuangan untuk pengeluaran ' lebih besar
atau untuk melepaskan pendapatan tertentu yang menaikkan biaya pro-
duksi. Semua hutang pemerintah, pembayaran pensiun, pertahanan,
dan pemeliharaan keamanan dalam negeri saja sudah begitu besarnya,
sehingga tidak mungkin menjalankan politik penggiatan yang inten-
sif. Untuk itu tidak tersedia sama sekali tenaga dan dana. Dan
malahan dalam situasi yang demikian itu pemerintah ada dalam posisi
dengan jumlah hutang yang makin besar.

Itu semua akan mengkhawatirkan jika Hindia-Belanda hanya sen-
dirian dan tidak ada cara-cara lain yang dapat dipikirkan untuk
memperbaiki posisi dari dalam. Di satu pihak Hindia-Belanda ikut
terlibat dalam situasi umum dunia dan dengan banyak negara lain
serta kawasan lain pada suztu tingkatan tertentu akan harus
menyerahkan pemecahan situasi dengan konsekwensi keuangan kepada
masa depan di bawah kondisi yang belum diketahui., Di pihak lain
tidak dapat dipungkiri bahwa politik pencerdasan yang hakiki untuk
Hindia-Belanda akan mengarah kepada baikpun peningkatan kemakmuran
rakyat maupun penurunan pengeluaran pemerintah dengan mengikut ser-
takan tenaga kerja di negeri ini yang makin banyak dan untuk mereka
ini penghidupan menurut tingkatan daerah Pasifik tidak harus berar-
ti bencana penurunan tingkatan hidup.

Di dalam kemungkinan masa depan itu terkandung suatu tenggang

atau kelonggaran keamanan yang harus dipergunakan dan menurut
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keyakinan Idenburg yang kuat tidak boleh berlama-lama lagi menunda-
nunda persiapannya. Sebab ada bahaya yang tidak boleh diabaikan,
bahwa penggunaan kemungkinan di masa depan akan makin sulit., Sebab
jika makin banyak tenaga kerja Bumiputera setingkat dengan tenaga
kerja impor dari Eropa, maka makin sukar menetapkan tingkatan gaji
menurut kondisi Hindia—Belanda'ﬁntuk kelompok'pertam::

Dari sudut konstelasi politik dianggap lebih menguntungkan da-
ri pada merugikan untuk dengan hati-hati mengadakan persiapan peru-
bahan orientasi. Karena di satu pihak masih dengan teguh dapat di-
nyatakan bahwa Hindia--Belanda belum matang untuk struktur negara
merdeka, tetapi di pihak lain pengarahan politik kepada "Indo-
nesianisasi" dengan konsekwensi penurunan gaji merupakan janji yang
paling baik untuk proses pematangan yang cepat. Harga yang harus

“dibayar penduduk di negeri ini untuk kecepatan pefkembéngan ke arah
kemerdekaan ialah sangat logis dan dibenarkan oleb'pehgalaman di
negeri lain, sehingga dalam waktu tidak terlalu lama akan dapat di-
terima oleh kelompok-kelompok yang berkepeﬁtingan, asal saj5 dengan
hati-hati secara terus-menerus diberikan perhatian;kepadanYa.

Menurut pendapatnya adalah perlu untuk mengambil keputusan se-
c¢ara prinsipiil supaya diadakan kerja ke arah itu, bahwa karena itu
politik yang diarahkan secara demikian akan diwujudkan dalam per-
aturan tindakan untuk mempersiapkan dengan perbuatan nyata proses
"Indonesianisasi" dengan cepat. Dalam hal ini pendidikan justru
merupakan persoalan yang teristimewa pentingnya. Pertama-tama ka-
rena oleh pendidikan akan harus dibentuk tenaga-tenaga yang pada
waktunya harus dimasukkan ke dalam formasi peng-"Indonesianisasian",
Kedua, untuk perkembangan masyarakat ke masa depan adalah sangat
penting bahwa pendidikan rakyat dipercayakan kepada guru-guru Bumi-
putera yang terdidik dengan sangat baik. Apabila berhasil memba-
ngun suatu korps guru Bumiputera yang benar-benar baik, maka dengan
demikian dibuatkan dalam masyarakat suatu unsur yang secara sentral

‘ sangat penting sebagai standar untuk perkembangan dalam masa akan

datang.
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Wawasan ini pertama-tama menjurus kepada usaha untuk sebanyak--
banyaknya menunjang pendidikad tenaga kerja masa depan di Hindia-
‘Belanda sendiri dan apabila tidak mungkin menyediakan beasiswa un-
tuk mendidik lebih banyak anak Bumiputera di negeri Belanda. Se-
lanjutnya guru-guru yang kemudian akan menggantikan untuk sebagian
guru-guru Eropa telah mendapat pendidikan dengan sebaik-baiknya.
Idenburg mengatakan sebagian, karena dalam prinsip ia menganggap
perlu bahwa di tiap sekolah tipe Barat ada seorang guru Eropa impor
yang cakap untuk memelihara standar yang tinggi bagi bahasa Belanda
dalam arti seluas-luasnya. Dikemukakannya bahwa kemungkinan tidak
tertutup untuk membentuk semacam teras tenaga guru Bumiputera. Ha-
sil sementara pendidikan guru kepala Bumiputera (Indische hoofdacte)
corak baru yang didasarkan kepada azas-azas yang lebih modern dari
pendidikan guru kepala Eropa (Eropese hoofdacte) memberikan harapan
yang baik. Para penasehat ahli secara unanim berpendapat bahwa de-
ngan demikian ditempuh jalan yang tepat dan bahwa perluasan pendi-
dikan itu dengan tujuan membentuk tenaga guru yang baik untuk MULO
tidak termasuk ilusi yang sia~-sia atau sukar diwujudkan.

Pada umumnya masih banyak pekerjaan yang harus ditanggulangi
untuk pendidikan di atas sekolah rendah dalam arti mengorientasikan
sekolah tanpa menurunkan tingkatan intrinsiknya kepada kebutuhan
Indonesia dengan lebih banyak dan mengadakan modernisasi. Azas kon-
kordansi dengan negeri Belanda harus diteliti kembali dengan saksa-
ma. Gagasan untuk mempunyai sistim persekolahan Bumiputera yang ba-
ik yang diorientasikan kepada kondisi Indonesia harus berangsur-
angsur makin banyak diwujudkan.

Semua itu tadi adalah gagasan secara umum yang diuraikan dengan
panjang lebar tetapi dengan maksud memancing pengambilan keputusan
mengenai prinsip, yaitu keputusan mengenai pemecahan persoalan apa-
kah dengan berusaha sebaik-baiknya dalam tahun-tahun yang akan da-
tang, atau mengikuti saja keadaan keuangan yang berkali-kali berubah
dan tampaknya tidak terlalu menggembirakan, atau apakah dengan sadar

akan bekerja ke arah penurunan biaya umum untuk pengelolaan (overhead-
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kosten) dengan'sebanyak nungkin melibatkan tenaga kt”)* vumiputera
yvang digaji pada tingkatan lebih rendah. Jika diambil keputusan
terakhir itu, maka delam Bidané pendidikan adalah pade tempatnya

* untuk memperéiapkan pelaksanaan politik seperti itu,

Sementara itu persiapan politik pendidikan Yang diaréhkan me-
merlukan penanganan dengan hati~hati dan dengan keahlian. Jangan
dihafapkan bahwa Departemen Pendidikan dan Agama dapat menyusun
suatu rencana kerja dengan semangat yang terarah ke situ dan de-
ngan segefa dépat dilaksanakan. Paling banyak hanya dapat menun-
jukkan beberapa garis umum, Pelaksanaannya baru dapat dilakukan
setelah diadakaﬁ penelitian secara baik dan dengan keahlian terha-
dap maéalah-masalah praktis yang terdapat di setiap tipe (jenis)
sekolah dan dalam ﬁubungannya antara satu sama lain. Jika Gubernur
Jenderal setuju maka Idenburg bermaksud untuk mempersiapkan penin-
jauan kembali organisasi pendidikan sesuai deﬁgan jiwa gagasan yang
telah dipaparkan di atas dan minta diberi kuasa untuk membebaskan
beberapa oréﬁg yang cakap untuk menyusun bagan kerja sementara ser-
ta menjabarkannya sejauh mungkin sebagai landasan bertolak ke arah
penanggulangan masalah-masalah konkrit yang’fimbul.

Dalam uraian di atas ditunjukkan bagaimana politik pendidikan
Hindia-Belanda terjerat ke dalam'impase atau kesulitan jalan buntu
yang sukar ditembus dan tindakan apa dapét diadakan di bidang pen-
didikan sendiri supaya pada akhirnya'dapat menurunkan biaya in-
trinsik., Tidak perlu dijelaskan bahwa politik seperti itu baru da-
pat diharapkan hasilnya di kemudian hari tetapi pada tahun-tahun
berikutnya yang dekat hanya baru dapat mengandalkan kepada tindak-
an-tindakan persiapan dan perluasan sekolah yang beralasan sesuai
dengan dasar-dasar yang ada. Di samping itu dengan sendirinya mun-
cul pertanyaan apakah pada umumnya biaya untuk pendidikan dengan
memperhatikan tujuan politik kolonial umum tidak terlalu rendah ji-
ka dibandingkdn dengan pengeluaran lain-lain. Berapa persen dari
pengeluaran digunakan di bidang pendidikan tidak dapat diberitahukan

karena terutama data yang tepat mengenai pengeluaran untuk sekolah
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Bumiputera yang tidak lagi dimuat dalam anggaran pendidikan. Te-
tapi menurut kenyataan sejak tahun 1925 pengeluaran untuk pendidik-
- an kira-kira 77 naik pada tahun 1931 hingga 8,47% dan tahun 1934 me-
nurut perkiraan hingga 12,87 tetapi setelah dilaksanakan penghemat-
an untuk tahun 1936 turun menjadi 9,37 dari pengeluaran biasa, ter-
© masuk beban untuk bunga dan pembayaran pensiun.*)

Menurut Idenburg persentase tersebut di atas tidak boleh di-
anggap terlalu besar mengingat bahwa Hindia-Belanda di bidang pendi-
dikan masih banyak ketinggalannya. Diketahui olehnya bahwa di Phi-
lipina 237 dari pengeluaran negara digunakan untuk pendidikan dan
di Muang Thai kira-kira 17%. (Vi. Mr. Mulier, Onderwijs en Op-

voeding in Zuid-Oost Azie, Batavia-C, 1941, halaman 52 dan 98).

Secara relatif Hindia-Belanda benar-benar tidak memboroskan penge-
luaran untuk pendidikan rakyat. Menurut pendapat Idenburg adalah
untuk politik pendidikan yang aktif apabila bertitik tolak dari
prinsip bahwa persentase yang jauh lebih tinggi dari seluruh penge-
“luaran Gubernemen Hindia-Belanda disediakan untuk tujuan pendidikan
“‘dan digunakan sebagai pegangan dalam politik pendidikan untuk tahun
tahun berikutnya.

Prinsip itu disinggungnya karena disadari bahwa pengeluaran
- .istimewa yang diperlukan untuk pertahanan membuat sulit sekali un-
tuk a priori memutuskan penaikan secara perbandingan pengeluaran
untuk pendidikan. Seperti telah dikemukakan ada bahayanya bahwa
- kondisi keéuangan akan menyebabkan politik pendidikan sedikit banyak
bergantung kepada aspek finansiil seperti berkali-kali terjadi un-

tuk tahun-tahun tertentu. Sebenarnya setiap tahun harus ditetapkan

*) Ikhtisar pengeluéran untuk bidang pendidikan pada tahun-tahun
tiga puluhan dalam perbandingan dengan jumlah seluruh pengelu-
aran pemerintah tidak pernah dipublikasikan. Penyusunan ikhti-
sar seperti itu sangat dipersulit oleh penyerahan sebagian be-
sar dari tugas pemerintah Pusat di bidang pendidikan kepada ke-
satuan-kesatuan otonomi Lokal dan Daerah, dan selanjutnya oleh
perubahan-perubahan teknis dalam penyusunan anggaran belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Otonom.
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lagi untuk menentukan politik kolonial. Idenburg mencocba

menjelaskan bahwa prinsip yahg demikian tidak tepat, karena dengan
cara demikian tidak pernah ada kebijaksanaan yang sebenarnya

di bidang pendidikan. Dengan rendah hati ia berpendapat bahﬁa po-
litik pendidikan merupakan faktor sangat esensiil dalam poli-
tik kolonial umum yang tidak mungkin ada tanpa yang pertama.

Mengenai penambahan relatif pengeluaran untuk pendidikan ia
tidak mau memberi saran atau rekomendasi tertenti, karena seperti
telah dikemukakannya yang penting baginya ialah mengenai prinsip.
Saran konkrit hanya baru dapat diberikan jika berdasarkan keputus-
an mengenai prinsip itu disusun suatu rencana kerja umum untuk mi-
salnya jangka waktu 10 tahun. Dalam hubungan erat dengan ini di-
singgung persoalan prinsipiil lain yang sebenarnya termasuk dalam
bidang politik kolonial umum. Berbeda dehgan negeri—negeri;Bérat
modern yang sudah berkembang maju, Hindia-Belanda ada dalam stadium
baru sebagian sedang berkembang di bidang sosial-ekonomi. Di sini
masiﬁ terdapat persediaan laten berupa potensi ai bidang produksi
hasil bumi, tenaga kerja, kemungkinan industri, dan perdagangan da-
lam dan luar negeri yang belum diaktifkan dan tanpa persiapan tidak
dapat diaktifkan. Di sini dapat dikatakan masih ada lapangan eko-
nomi yang relatif belum digarap. Seperti telah dikemukakan di atas
situasi keuangan Hindia-~Belanda pada umumnya jika berpegang kepada
sistim keuangan yang ada hanya membuka kemungkiﬁan tersedia sedikit
sekali uang untuk penggarapan secara aktif potehsi-potensi itu dan
eksploatasinya akan memakan waktu puluhan tahun, Hal ini berarti
bahwa satu-satunya cara pemecahan yang benar-benar untuk meningkat-
kan penghasilan dengan menaikkan kemakmuran dan perhubungan lalu-
lintas ada di luar jangkauan keterbatasan keuangan.

Hal di atas menimbulkan pertanyaan apakah dalam prinsip ditem-
puh jalan tepat jika pengeluaran yang pada hakekatnya digunakan un-
tuk memperkuat kemampuan produksi pada umumnya dan dalam perhubung-
an antara satu dengan lainnya yang di dalam politik keuangan disa-

makan dengan pengeluaran untuk hal-hal yang hanya mengenai kebutuhan
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dan kepentingan masa kini. Dengan yang terakhir ini dimaksudkan
misalnya penyediaan sekolah untuk kelompok sosial; seperti menurut
kenyataannya sudah terlibat dalam perhubungan sosial modern.
Kemudian pemeliharaan keamanan dan tata-tertib, peradilan, dan pa-
da umumnya - segala hal yang ditujukan untuk memelihara kelestarian
tertib kenegaraan dan sosial.

Pengeluaran yang bertujuan kepada masyarakat dalam masa depan
seperti mengaktifkan perekonomian rakyat, meningkatkan kesehatan
rakyat, dan ketahanan rakyat, peningkatan kesempatan kerja dan ke-
. mampuan kerja, pembentukan kecerdasan intelektuil sebagai dasar
kenaikan perhubungan, dl1l., sifatnya berbeda sama sekali dari pada
pengeluaran yang digunakan untuk keamanan dalam kehidupan sehari-
hari, Di dalam usaha biasa pengeluaran yaﬁg khusus ditujukan ke-
pada peningkatan kemungkinan produksi dan ratio laba (rentabilitas)
dianggap sebagai pengeluaran modal. Menurut menejemen keuangan
negara yang berlaku juga pengeluaran seperti untuk meningkatkan
kemakmuran'rakyat umum pada masa depan termasuk ke dalam pengelu-
aran biasa, ; .

Idenburg mempertanyakan apakah seﬁua itu dalam prinsip tepat
sama sekali. 1Ia dapat membayangkan bahwa dalam pembatasan terten-
tu dan terlepas dari aspek anggaran belanja tiap tahun, akan dise-
tujui adanya keleluasaan atau kelapangan untuk pengeluaran yang
tidak dapat dihindarkan untuk tujuan pengembangan potensi-potensi
ekonomi Hindia-Belanda dengan cepat. Persoalan ini disinggungnya
‘ karena menurut keyakinan pada penggarisan arah-politik pendidikan
dengan benar-benar harus dipertenggangkan arti pengeluaran untuk
jenis-jenis sekolah tertentu dengan pengeluaran lain yang biasa.

Pembahasan di atas dirangkumkan dalam beberapa kesimpulan se-
bagai berikut: ' ‘

I. Dianggap mendesak supaya melanjufkan dengan giat perluasan
sekolah Bumiputera untuk pemberantasan buta huruf. Dalam ke-
rangka tujuan itu diajukan kepdda Gubernur Jenderal usul ter-

sendiri.
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Direkomendasikan peningkatan partisipasi masyarakat sendiri
dalam usaha menyediakan sekolah dengan mengadakan beberapa

peraturan untuk memungkinkan pemberian bantuan yang berlain-
an dari subsidi integral kepada sekolah-sckolah swasta yang
memenuhi kriteria tertentu. Mengenai masalah ini juga akan
diajukan usul kepada Gubernur Jenderal dalam waktu de~

kat.

Pada hakekatnya perlu diambil keputusan dalam persoalan apa-
kah peninjauan kembali sistim pendidikan dengan tujuan meng-
adakan "Indonesianisasi" lebih jauh dan menyesuaikan seckolah
kepada masyarakat di Hindia-Belanda, segera harus dipersiap-—
kan dengan tindakan nyata.

Sedapat mungkin pada hakekatnya diambil keputusan bahwa pe-
ngeluaran untuk pendidikan dalam tahun-tahun berikut menurut
umum relatif akan dinaikl-~: persentasenya dengan juga memper-
hitungkan kenyétaan bahwa sebagian dari sekolah-sekolah benar
benar diperlukan untuk memungkinkan peningkatan kemakmuran

*)
rakyat.

%)

Dengan surat Sekretaris Pemerintah I, tanggal 8 April 1940 no-

mor 692/A dimintakan saran mengenai sub III kepada Direktur
Departemen Keuangan,

Saran ini dan dokumen yang lain mengenai penyelesaian surat
tersebut tidak ditemukan.
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PERLUASAN
SEKOLAH BUMIPUTERA - RENCANA PENEROBOSAN (DOORBREKINGS-PLAN)

Dari Direktur Pendidikan dan Agama (Dr, P.J.A.Idenburg) kepada

Gubernur Jenderal (Tjarda van Starkenborgh Stachouwét),

tanggal 8 Maret 1940

Direktur Pendidikan dan Agama mengusulkan perluasan sekolah
Bumiputera secara besar-besaran dalam rangka rencana empat tahun
dimulai dari tahun 1942, Pemberantasan buta huruf seyogianya ti-
dak hanya diserahkan kepa&a kesatuan-kesatuan otonomi lokal saja,
tetapi pemerintah Pusat harus pula memberikan lebih banyak bantu-
an keuangan. Dalam surat kepada Gubernur Jenderal Tjarda van
Starkenborgh Stachouwer tanggal 8 Maret 1940 nomor 55x/A Rahasia,
usul tersebut dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut:

Pényerahan penyelenggaraan sekolah Bumiputera kepada kesatu-
an otonomi lokal di Jawa dan Madura pada tahun 1937 menyebabkan
pemerintah Pusat tidak lagi secara langsung berurusan dengan per-
kembangan kwantitatif pada bagian ini di bidang pendidikan. Yang
penting ialah, bahwa penyerahan itu terjadi pada waktu tindakan
penghematan dalam tahun-tahun krisis telah berpengaruh sepenuhnya
kepada tingkatan pembiayaan sekolah desa dan sekolah "vervolg".
Terdapat keadaan kesederhanaan yang sukar dibedakan dari kemis-
kinan. Pada penentuan hubungan keuangan antara pemerintah Pusat
dengan Kabupaten dan Kotapraja di Jawa ada juga suatu kelebihan
yang pada waktu terjadi kenmaikan pendapatan memberikan kelonggar-
an untuk mengadakan suatu perluasan, tetapi dalam praktek ternya-
ta bahwa terutama sejak krisis kenaikan biayarmaterial dan perso-
nalia menghabiskan kelebihan itu dan selanjuéhya di kabupaten-ka-
bupaten yang justru lebih miskin dan kekurangan sekolah pada ha-
kekatnya tidak ada kelonggaran untuk mengadakan perluasan yang

memadai.
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Penyelenggaraan sekolah Bumiputera di luar Jawa dan Madura dan
urusan sekolah bersubsidi mula-mula masih ditangani oleh pemerintah
Pusat, tetapi setelah pembentukan kesatuan-kesatuan kelompok lokal*)
dan pelaksanaan sistim anggaran belanja'untuk.daerah (regionale
begrotingen),**) maka Departemen Pendidikan dan Agama tidak lagi
secara langsung turut campur dalam urusan sekolah Bumiputera di da-
erah-daerah. Hénya sekolah bersubsidi masih menjadi urusan peme-
rintah Pusat, Perluasan sekolah rendah Bumiputera yang merupakan
alat ampuh dalam pemberantasan buta huruf oleh peraturan tersebut
telah dilepaskan dari kendali politik pendidikan Pusat dan diserah-
kan sama sekali kepada pendapat badan-badan otonomi dan penguasa di
daerah-daerah serta kepada kemampuan keuangan daerah-daerah itu
sendiri. Menurut pengalaman di Jawa dan Madura dengan cara seperti
itu tidak dapat'dilaksanakan politik pendidikan yang benar-benar
aktif. Daftar berikut memberikan ikhtisar perluasan sekolah Bumi-

putera dalam tahun-tahun yang lewat.

Propinsi Jawa Barat 1937 1938 1939 Juamlah
Sekolah Desa - 14 27 ;41
Sekolah "Vervolg" campuran - 7 2 9
Sekolah "Vervolg" gadis - 3 3 6
Kursus Guru Desa 13 14 15 42
Propinsi Jawa Tengah

Sekolah Desa _ - - 80 80
Sekolah "Vervolg" campuran - 1 10 11
Sekolah '"Vervolg" gadis - - 2 2
Kursus Guru Desa 1 13 25 39
Propinsi Jawa Timur

Sekolah Desa - 38 32 70
Sekolah '"Vervolg" campuran - 3 11 14
Sekolah '"Vervolg" gadis - 7 2 9
Kursus Guru Desa 4 10 18 32

*) Pada tahun 1938 terbentuk kesatuan kelompok Minangkabau dan
Banjar, dan pada tahun 1941 kelompok Palembang.

*%) Diadakan pada tahun 1938 di daerah-daerah yang belum dikenakan
desentralisasi pemerintahan. Sistim ini sdbagai persiapan
pembentukan kesatuan-kesatuan kelompok lokal.
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Perluasan yang digambarkan di atas sama sekali tidak mencu-
kupi perangkat pendidikan Bumiputera supaya kapasitas tetap pada
tingkatan yang relatif, karena selisih antara kenaikan penduduk.
dengan tambahan ruangan sekolah yang tersedia makin menjadi buruk.
Gejala yang sangat merugikan terutama terdapat di daerah-daerah
yang miskin; yang justru secara khusus membutuhkan perluasan seko-
lah untuk perkembangan perekonomiannya di kemudian hari., Daerah-
daerah tersebut sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk mencip-
takan kondisi bagi perkembangan itu dan penyerahan urusan sekolah
justru menentukan kemiskinan untuk daerah-daerah tersebut.

Penyebaran secara luas sekolah Bumiputera merupakan salah sa-
tu sarana terutama dan paling menentukan untuk memberantas buta hu-
‘ruf, Pada pembincangan anggaran belanja pendidikan untuk tahun
1940 disampaikan kepada Dewan Rakyat ikhtisar produksi melek huruf
di kalangan orang Bumiputera sebagai berikut, berdasarkan ilustrasi
angka-angka anak berumur'8 tahun dan jumlah murid kelas tiga seko-
lah rendah (sekolah desa, seckolah Kelas Dua lengkap, sekolah rendah
Eropa, HIS, sekolah khusus dan HCS).

Tahun' ~ Anak Bumi- Juml.murid Bumi- Lajur 3 Lajur 2 dikurangi
ajaran putera ber putera di k1,III dalam % lajur 3
umur 8 th. sek.rendah negri ‘thd. ,
dan bersubsidi lajur 2

A

1930/31 1.545.867 333.374 22,86 1.192.493
1931/32 1.569.055 386,115 24,61 1.182.939
1932/33 1.592.591 397.787 24,98 1.194.824
1933/34 1.616.480 405,521 25,09 1,210,959
1934/35 1.640,727 394,650 24,05 1.246.077
1935/36 1.665.338 397.416 23,86 1.267.922
1936/37 1.690.318 412.731 24,42 1.277.587
1937/38 1.715.673 425,003 24,77 1.290.670

Gubernur Jenderal diingatkan kepada pidatonya dalam pemEukaan

sidang utama,Dewan Rakyat yang baru lewat, bahwa pemerintah tidak
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mengingkari tanggung jawab mengenai perkembangan sekolah Bumipute-
ra yang memadai dan dengan demikian menguatkan janji yang telah di-
berikan pada waktu penyerahan tugas dan kemudian diulangi, bahwa
pemerintah dalam hal ini tidak akan menyuruh pihak lain untuk ber-
tanggung jawab. Dalam pidato pembukaan itu antara lain dikatakan
bahwa pemerintah akan tetap berusaha mengadakan perluasan sekolah
Bumiputera sebanyak-banyaknya, karena pendidikan di sekolah untuk
massa rakyat dari penduduk Bumiputera ﬁerupakan salah satu persoal-
an terpenting dalam politik pendidikan. Pemerintah mempertimbang-
kan dengan saksama persoalan keuangan mengenai kemampuan daerah un-
tuk melaksanakan tugas yang diserahkan itu dan mengadakan perbaikan
apabila ternyata daerah tidak mampu.

| Diingafkan pula kepada pengajuan mosi oleh Thamrin, Wiryopra-
noto, dll. dengan maksud bahwa dalam sidang pada permulaan tahun
masih akan diajukan rencana-rencana untuk perluasan sekolah Bumipu-
tera yang cepat., Mosi itu ditarik kembali setelah pemerintah men-
jelaskan bahwa perluasan sekolah Bumiputera secara besar-besaran
termasuk kehendak pemerintah sendiri dan selanjutnya menyatakan,
bahwa pemerintah tidak dapat mengikatkan diri kepada suatu detik
waktu sebagai permulaannya, karena diperlukan persiapan yang seba-
ik-baiknya. Di sini mosi yang dimaksudkan ialah mosi yang diajukan
oleh Wiryopranoto, Iskandardinata, dan Lapian.

Oleh Idenburg dinyatakan bahwa tidak mungkin untuk mengajukan
konsep yang dijabarkan secara lengkap terperinci untuk mengadakan
perluasan dengan tindakan yang nyata. Untui itu diperlukan peneli-
tian yang mendalam mengenai kondisi keuangan dan sosial di tiap da-
erah masing-masing dan di samping itu harus diadakan pembicaraan
dengan para Gubernur yang bersangkutan secara saksama., Harapannya
untuk sebelum tersusun anggaran belanja induk tahun 1941 sudah da-
pat diajukan rencana kerja yang terperinci tidak terpenuhi. Semen-
tara itu tidak ada halangan untuk sebelum anggaran tahun 1941 ter-
susun sudah mempersiapkan apa yang perlu untuk menyusun konsep per-

luasan secara global. Sebab perluasan sejumlah sekolah desa dan
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sekolah "vervolg" baru benar-bemar dapat dilaksanakan jika sudah
ada sejumlah guru yang cukup. Hal itu berarti bahwa untuk sekolah
desa baru dapat dimulai dua tahun sesudah pendidikan gﬁru desa mu-
lai diadakan dan perlengkapan pendidikan bagi sekolah baru sudah
ada. Untuk sekolah “vervolg" sebagian dari guru yang diperlukan
ialah sesudah dua tahun, tetapi untuk sebagian besar baru dapat
ditampilkan di sekolah setelah empat tahun.

Pada umumnya dapat dikemukakan kira-kira besarnya jumlah se-
kolah desa baru yang harus dibuka pada tahun 1942 dan 1943 tanpa
ditetapkan mengenai penyebarannya dan jumlah sekolah "vervolg"
yang baru akan harus dapat didirikan pada tahun 1945. Pendidikan
guru sekolah desa dapat dimulai pada tahun 1940, tetapi untuk se-
kolah "vervolg" di sekolah (guru) normal belum dapat dimulai sebe-
lum tahun 1941, karena ruang sekolah yang tersedia untuk itu ter-
lalu sedikit dan harus didirikan sekolah-sekolah normal baru. Si-
fat perluasan dengan sendirinya terpaksa bergantung kepada kece-
patan yang dikehendaki untuk pemberantasan buta huruf melalui se-
kolah Bumiputera. Untuk itu dapat dibuatkan konsep umum tanpa de-
ngan segera memutuskan pelaksanaannya yang nyata secara terperin-
ci,

Sebagai pegangan diusulkan untuk bertitik tolak dengan bagan
1.000 buah sekolah desa setiap tahun. Secara global diperkirakan
setelah 10 tahun sekitar 70% anak dari kelompok umur 6 tahun dapat
_masuk sekolah dan jika dapat dikurangi putus sekolah anak di kelas
dua dan tiga, maka kira-kira 507 dari anak kelompok umur tertentu
telah mendapat pendidikan sekolah selama tiga tahun, yaitu masa
sekolah yang sedikit atau banyak secara resmi ditentukan sebagai
basis untuk kelestarian melek huruf, Anggapan ini tidak cocok de-
ngan kenyataan, tetapi fiksi ini dapat digunakan untuk bagan kerja
umum, karena bagaimana-pun orang yang telah bersekolah melewati
tiga kelas dapat ditentukan sudah dapat membaca dan menulis dengan
memadai, dan selanjutnya lingkungan sosial menentukan sejauh mana

dapat memelihara kepandaiannya secara individuil. Masalah ini



303

meskipun sangat penting artinya secara sosial dan pedagogis, belum
waktunya untuk ditanggulangi dalam fase pertama pemberantasan buta
huruf melalui sekolah. Perluasan sekolah desa berkaitan dengan
fase pertama itu dan dari sebab itu fiksi tersebut dapat diterap-
kan.

Jika selanjutnya diperhitungkan bahwa 3/4 hingga 4/5 dari per-
luasan itu diadakan untuk Jawa dan Madura, terutama dalam tahun-ta-
hun pertama Jawa dan Madura akan mendapat bagian terbesar, maka
perluasan seperti yang diusulkan akan merubah perbandingan sekolah
desa terhadap jumlah penduduk dari kira-kira 1 : 3.300 menjadi
1: 2.500. Angka-angka perbandingan ini sangat global, bahkan
sampai tingkatan tertentu hampir teoritis karena hanya memperhi-
tungkan perkiraan rata-rata jumlah murid di sekolah yang pada ta-
hun-tahun berjalan mungkin akan mengalami perubahan. Sementara itu
angka-angka perbandingan itu dapat digunakan dalam bagan umum.

Untuk'selanjutnya dapat menjelaskan pentingnya perluasan dalam
kerangka politik pendidikan yang dianut perlu diketahui norma-norma
dari peraturan umum subsidi (ASR = Algemene Subsidie Regeling) un-
tuk sekolah rendah Bumiputera. Seperti telah ditetapkan dalam masa
penghematan ditentukan perbandingan 1 sekolah untuk 1.500 jiwa se-
bagai dasar untuk pemberian subsidi dan dapat dianggap tepat untuk
penyediaan sekolah menurut apa adanya. Maka melalui rencana perlu-
~asan sekolah dalam 10 tahun akan ditempuh setengah perjalanan dari
 perbandingan rata~rata yang ada di Jawa ke perbandingan yang ''mor-
mal",

Tidaklah cukup hanya mengandalkan kepada perluasan sekolah de-
sa saja. Dengan menyediakan sekolah desa 3 tahun. maka hanya dapat
memberikan hal yang minimum saja kepada remaja. Tipe sekolah ini
hanya dapat diterima Qalam kerangka fase pertama pemberantasan buta
huruf, tetapi secara edukatif sangat kecil artinya. Pernyataan ini
tidak mengimplikasikan untuk memperkecil niléi pedagogis sekolah
desa jika menghargai kegunaan dalam lingkungan di mana sama sekali

tidak ada sekolah. Menurut pengalaman meskipun hasilnya kecil
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secara murni edukatif namun mempunyai arti sosial yang penting.
Tetapi sekolah desa baru benar-benar dapat disebut sekolah, apabila
dapat membuka pintu untuk memasuiii sekolah rendah yang lebih sem-
purna. Untuk itu harus juga sccafa relatif disediakan kesempatan.
LJadi di samping perluasan sekolah desa harus diadakan penyebaran
sekolah "vervolg" sccara lebih luas. Untuk sementara diperkirakan
perbandingan jumlah sekolan "vervolg" terhadap sekolah desa sebagai
1 : 4 dengan memperhatikan kenyataan bahwa baru dapat dimulai sesu-
dah tiga tahun diadakan perluasan sekolakh desa. Perbandingan 1 : 4
diambil sebagai rendah (norma tahun-tahun belakangan 3:10) tetapi
dapat dipaksi. Sekolah "vervolg" dalam hubungan dengan sekolah de-
sa harus dilihat jumliah dan penyebarannya dalam kaitan dengan per-
kembangan kebutuhan dalam suatu daerah.

Dalam beberapa daerah di luar Jawa dan Madura perbandingan se-
kolah desa terhadap sekolah "vervoig" sebagai 20:1, di Jawa di sana
sini 10:1, dan di kota~kota besar 1%:1, Beda perbandingan ada hu-
bungannya dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah atau tem-
pat. . Selanjutnya di daerah-dazrah tertentu tidak segera diadakan
sekolah 'vervolg" karena harus dimulai dengan kelas empat sesudah
sekolah desa yarg ﬁempunyai tiga tahun ajaran. Tetapi di tempat-
tempat yang lebih besar dapat terjadi pembentukan sekolah '"vervolg"
tiga tahun. Semua kemungkinan ttu dapat”digarap dalam bagan per-
bandingan 1:4.

Perhitungan pembiayaan pelaksanaan rencana diajukan dalam lam-
piran tersendiri. Perhitungannya dibuat mengenai pembiayaan sampai
dengan tahun 1949). Disarankan, bahwa teristimeva pada tahun-tahun
pertama perlu diadakan periuesan yaug berarti. Sebabnya ialah se-
sudah penghematan pada tahun-tzhun krisis tidak ada perluasan yang
berarti di daerah-daerah di mana pada tahun 1937 diserahkan urusan
penyelenggarzan sekolah, Kotinggalan sangat terasa sehingga dalam
keadaan yang demikian itu ribuvan calon murid sekolah desa harus di-
tolak. Ketinggaian itu harus dikejar. Juga perlu untuk mengakhiri

keadaan bahwa lebih dari 80 atau 90 murid ditampung dalam satu kelas.
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Karena pada tahun-tahun yang pertama terasa keadaan darurat, maka
wajar atas dasar perluasan menurut bagan yang diusulkan pengejaran
ketinggalan dimulai‘dengan rencana empat tahun. Pembiayaan harus
dipikulkan kepada pemerintah Pusat, terutama di Jawa, karena kecu-
ali beberapa Kotapraja, kesatuan~kesatuan otonomi lokal tidak mem-
punyai cukup dana untuk dapat melaksanakan dengan sedikit memadai.
Tanpa penerobosan sementara mengenai aspek di bidang '‘hubungan ke-
uangan" rencana itu akan sukar dilaksanakan. Untuk segera mene-
tapkan dana yang diperlukan ke dalam hubungan keuangan tidak mung-
kin, kata Idenburg.*) v

Apabila diakui bahwa sekolah Bumiputera belum cukup tersebar
secara normal seperti ternyata adanya buta huruf yang tersebar sa-
ngat luas dan kemampuan sangat negatif menampung calon murid yang
ingiﬁ sekolah, &an jika berpendirian bahwa politik kolonial yang
tepat menuntut supaya mayoritas penduduk mendapat kesempatan untuk
'memperoleh pendidikan fendah‘yang sederhana, maka harus diambil
keputusan bahwa perluasan sekolah Bumiputera supaya tersebar seca-
ra "normal" harus ditanggulangi di luar rengrengan (bestek) hu-
bungan keuangan seperti yang sudah diatur. Dalam pemikiran ini
termasuk pula pemikiran bahwa subsidi pemerintah Pusat untuk tuju-
" an ini harus bersifat sementara dan jika dianggap telah tercapai
kapasitas persekolahan yang normal, subsidi itu harus dileburkan
ke dalam hubungan keuangan. Dapat juga dipikirkan untuk melebur-
kannya éecara bertahap. Mengenai penyebaran sekolah yang dianggap
normal penetapannya belum dapat dikemukakan. Tetapi menurut per-
aturan umum subsidi, 1 sekolah untuk 1.500 jiwa penduduk. Keadaan

masih jauh belum sampai di situ sehingga agaknya prematur untuk

*) Dimulai dengan 1 Januari 1938 diadakan peraturan baru mengenai
hubungan perimbangan keuangan dengan kesatuan-kesatuan otonomi
di daerah, menggantikan sistim pemberian subsidi dalam jumlah
tetap. Menurut peraturan baru itu kesatuan otonomi harus men-
carl pendapatan dari pungutan pajak dan bagian pendapatan dari
sumber-sumber penghasilan Gubernemen (negara), yang ditetapkan
persentasenya untuk tiap kesatuan.
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membuat ketetapan. “

Diusulkan untuk mengatur pemberian subsidi berdasarkan renca-
na'kerja yang disusun tiap tahun untuk tiap kesatuan otonomi dan
daerah masing-masing di bawah pimpinan langsung Gubernur. Untuk
itu akan diadakan pembicaraan dengan para Gubernur oleh Departemen
Pendidikan dan Agama. Rencana kerjé itu seyogianya disusun setiap
tahun, karena pertama-tama harus ada peluang untuk memenuhi kebu-
tuhan' khusus ruangan yang sementara itu timbul, dan selanjutnya
setiap daerah dan kesatuan otonomi masing-masing harus dapat diper-
hatikan aspek keuangannya yang bisa berbeda-beda karena pengaruh
gejala-gejala konjungtur tertehtu. Sebab sebagai suatu faktor pen-
ting pemberian suatu subsidi khusus tidak boleh menjuruskan kesatu-
an otonomi dan daerah untuk tidak ikut denéan.dana sendiri dalam
penyediaan dan penyebaran sekolah. Seiring dengan pemberién subsi-
di harus diadakan pengawasan yang saksama terhadap anggaran belanja
‘Daerah. Dengan sendirinya harus ikut diperhitungkan Eahwa di kesa-
tuan otonomi dan daerah, orang akan terlalu mudah untuk mengandal-
kan perluasan dan penyebaran sekolah 2ebih lanjut kepada subsidi
dari Pusat dan dengan cara demikian menggunakan dana untuk tujuan
lain dari pada yang diinginkan. Hal ini tidak tepat, karena jika
dibiarkan akan melemahkan keyakinan kepada'kewajiban untuk dengan
kekuatan sendiri ikut mengambil bagian dalam urusan penting pemerin-
tah. Dalam hubungan ini disarankan bahwa seluruh jumlah dana yang
disediakan dalam anggaran belanja pemerintah Pusat dianggap sebagai
' maksimum, dalam arti bahwa kredit yang tersedia tidak perlu diguna-
kan seluruhnya apabila kesatuan lokal dan daerah depgan dana sendi-
ri mempunyai kemaﬁpuan secara memadai. Mengenai péngaturan pembe-
rian subsidi kepada daerah-daerah apakah diperlukan dasar hukumnya,
penyelesaian diSerahkan kepada Komisaris Pemerintah untuk Pembaharu-
an Pemerintahan,'C.J.H.R. de Waal, karena Idenburg merasa tidak kom-
peten dalam urusan itu., Dalam hubungan dengan ini disarankannya
bahwa éubsidi pemerintah Pusat untuk penyelenggaraan sekolah Bumipu-

tera disetorkan ke dalam dana khusus yang dibentuk untuk keperluan



307

itu. Dana ini akan mempunyai keuntungan bahwa pengeluaran yang
tidak diperlukan (dipergunakan) dapat dicadangkan untuk tahun ber-
ikutnya dan dengan demikian mungkin dapat mengurangi anggaran bia-
ya pemerintah Pusat untuk tahun berikutnya. Sebagai orang yang
tidak ahli ia merasa tahu bahwa berkaitan dengan pembentukan dana
ada keberatan khusus dalam kebijaksaﬁaan keuangan. Sedangkan per-
kiraan anggaran lebih rendah untuk tahun berikutnya dalam hubungan
dengan masuknya pengurangan oleh daerah-daerah otonomi, tanpa pem-
bentukan dana pun dapat diadakan dengan metode kerja rencana ta-
hunan.

Yang dijadikan patokan ialah subsidi khusus tiap tahun yang
dalam anggaran biaya pendidikan diproyeksikan sebagai suatu jumlah
global, di mana ditentukan éeluruh perluasan sekolah Bumiputera
'yang dikehendaki. Setelah diadakan pembicaraan dengan para Guber-
nur, maka diserahkan kepada Gubernur masing-masing penetapan formil
jumlah subsidi untuk setiap kesatuan otonomi. Jika diambil kepu-
tusan dalam prinsip menurut gagasan yang telah dikemukakan itu da-
pat dimulai dengan memasukkan mata anggaran global untuk tujuan itu
ke dalam anggaran tambahan. Kemudian dapat ditentukan peraturan
yang diperlukan untuk membagikan dana tersebut kepada berbagai ke-
satuan otonomi dan daerah-daerah. Untuk itu masih tersedia cukup
waktu,

 Sementara itu dapat dilanjutkan mengumpulkan data lokal dan
mengadakan pembicaraan dengan para Gubernur mengenai bagaimana me-
laksanakan pembagian perluasan sekolah desa untuk tahun pertama
(1942) . Disarankan supaya pada tahun itu dimulai dengan kira-kira
200 sekolah desa untuk daerah di luar Jawa dan Madura, dan kira-
kira 800 buaih untuk Jawa dan Madura, karena di Jawa dan Madura le-
bih banyak ketinggalan yang harus dikejar. Di daerah seberang se-
jak tahun 1937 telah mendapat lebih banyak perluasan. Selanjutnya
pertama-tama yang dianggap paling baik ialah bahwa pembagian sub-
sidi diusahakan untuk menghilangkan perbedaan terlalu besar dalam

penyediaan sekolah, Jadi untuk selanjutnya terutama harus
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ditekankan kepada perluasan pada tempat-tempat yang penyebaran se-
. kolahnya paling sedikit. D’i samping itu sudah tentu harus diper-
hatikan laju masuk yang nyata di sekolah yang ada. Harus selekas
mungkin diakhiri keadaan bahwa untuk sekolah desa harus ditolak
anak-anak karena alasan sederhana, '"tidak ade tempat'. Selanjut-
nva harus diusahakan untuk sedapat-dapatnya memperbaiki keadaan
sekolah yang di luar kapasitasnya dibebani terlalu banyak murid
untuk tiap kelas.

Jika pemikiran seperti diuraikan di atas disetujui oleh Gu-
bernur Jenderal, dimintakannya supayaz ia dikuasakan untuk dalam
anggaran tambahan tahun 1940 dan anggaran induk tahun 1941 mema-
sukkan jumlah yang tertera dalam daftar usulan terlampir. Selain
itu dimintakan persetujuan untuk mengadakan pembicaraan dengan pa-
ra Gubernur guna menyusun rencana kerja sementara. Untuk memberi-
kan gambaran mengenai persiapan yang diadakan untuk rencana seper-
ti yang diusulkan, ditambahkan lampiran berupa nota dari P. Koeze,
Penasehat untuk Pendidikan Bumiputera yang di dalamnya mengolah
banyak data penting mengenai kabupaten-kabupaten di Jawa.

Sebagai rangkuman diajukan kepada Gubernur Jenderal usul-usul
sebagail berikut:

I. Supaya pada prinsipnya disetujui untuk selama paling sedikit

4 tahun dimulai dengan tahun 1942, mendirikan 1.000 sekolah

desa tiap tahun, dan mulai dengan tahun 1945 mendirikan 250

sekolah ''vervolg®. '

II. Supaya diberi kuasa untuk pada anggaran tambahan 1940 dan
anggaran induk 1941 memperhitungkan dalam hubungan dengan
perluasan sekolah tersebut biaya untuk penyelenggaraan pendi-

)

dikan guru desa dan guru sekolah ‘vervolg" (nmormalis).

%) Usul anggaran tambahan tahun 1940 tidak diselesaikan dalam
perbincangan dengan Dewan Rakyat. Dalam Anggaran Hindia-Belanda
usul anggaran untuk "penyelenggaraan sekolah di daerah-daerah
yang pemerintahannya di-desentralisasi dan diperbaharui" dite-
‘tapkan sebagai subsidi kepada daerah otonom untuk mendirikan
sekolah "normal" 3-buah, agar dapat didirikan 200 sekolah "ver-
volg", dan untuk mendirikan 40 kursus guru desa supaya dapat
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III. Supaya ditetapkan bahwa dalam peraturan perluasan sekolah
tersebut akan diberikan subsidi khusus yang bersifat sementa-
ra kepada kesatuan-kesatuan otonomi lokal dan daerah,

‘IV. Kepada Komisaris Pemerintah untuk Pembaharuan Pemerintahan
dimintakan nasehat mengenai persoalan bagaimana mengatur pe-
nyimpangan dalam kebijaksanaan keuangan,

V. Supaya dikuasakan untuk mengadakan pembicaraan persiapan de-
ngan para Gubernur di propinsi dan Daerah (luar Jawa dan Ma-
dura) sesuai dengan tujuan seperti telah dikemukakan dalam

uraian di atas.

Penjelasan mengenai daftar usulan dibuat sangat sederhana su-
paya untuk Dewan Rakyat dapat dibatasi kepada apa yang dapat dipu-
tuskan. Pada daftar usulan untuk Anggaran Hindia-Belanda (Indische
Begroting) diberi penjelasan sebagai berikut: '"Ternyata bahwa da-
erah-daerah otonom tidak mampu dengan dana yang ditetapkan dalam
peraturan mengenai hubungan keuangan, untuk membiayai perluasan
sekolah Bumiputera. Diusulkan mengadakan peraturan pemberian sub-

sidi untuk mendirikan 50 kursus untuk pendidikan guru desa, agar

didirikan 800 sekolah desa baru pada tahun 1943. Di sini dibu-
at catatan bahwa "bukan dalam satu tahun, tetapi dalam beberapa
tahun berturut-turut didirikan 800 sekolah desa dan 200 sekolah
'vervolg' setiap tahun'. Jumlah ini menurut pemerintah kira-
kira sudah maksimum daripada yang dapat diwujudkan dalam tiap
tahun, jika ditinjau dari segi organisatoris dan teknis pendi-
dikan dan harus mempertimbangkan bahwa di berbagai daerah di
Hindia-Belanda keinginan untuk menyekolahkan anak masih laten.
Di samping itu ditambahkan bahwa oleh.daerah otonom yang keuang-
annya kuat dapat dilanjutkan untuk dengan dana sendiri mengada-
kan perluasan sekolah. Menurut laporan yang diberikan kepada
Dewan Rakyat dalam tahun ajaran 1940-1941 seluruhnya didirikan
272 sekolah desa dan 75 sekolah '"vervolg". Dalam perbincangan
Anggaran Hindia-Belanda, pemerintah menjanjikan jika ternyata
mungkin mendirikan lebih dari 40 kursus tanpa membahayakan ting-
katan pendidikan di sekolah desa, akan dipertimbangkan untuk



310

Qemungkinkan pendirian 1.000 sekolah desa pada tahun 1943 dan pem-
berian subsidi untuk mendirikan 5 sekolah’' 'normal' agar memungkin-

kan pendirian 250 sekolah 'vervolg' dalam tahun 1945".**)

minta persetujuan Dewan Rakyat, supaya diberikan kredit baru
‘pada anggaran tambahan. Dengan anggaran tambahan 1941 masih
. disediakan 10 kursus guru desa. Dalam kerangka rencana ''pe-
nerobosan” selanjutnya pada permulaan tahun ajaran 1941-1942
sudah dapat dibuka 32 sekolah '"vervolg" di daerah-daerah yang
pemerintahannya di-desentralisasi dan diperbaharui, ketika
"ternyata untuk itu tersedia cukup guru kaum normalis atau ta-
matan sekolah normal.

**) Rencana penerobosan perluasan sekolah ini tidak sempat dilak-
sanakan, karena kedahuluan oleh pendudukan Balatentara Jepang
(-penyadur-). °
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DAFTAR MENTERI URUSAN DAERAH JAJAHAN
1900-1940
J.T. Cremer 27- 7-1897 sampai 1- 8-1901
Jhr. Mr. T.A.J.van.Asch van Wijck 1- 8-1901 sampai 9- 9-1902
J.W. Bergansius, a.i. 10- 9-1902 sampai 25- 9-1902
A.W,F, Idenburg 25- 9-1902 sampai 16- 8-1905
Mr. D.Fock 17- 8--1905 sampai 11- 2~1908
Mr. Th.Heemskerk, a.i. 12- 2-1908 sampai 20- 5-1908
AW,F. Idenburg 20- 5-1908 sampai 16~ 8-1909
J.H., de Waal Malefijt ; - 16- 8-1909 sampai 29~ 8-1913
Mr. Th.B.Pleijte ' 29- 8-1913 sampai 9- 9-1918
AW.F. Idenbﬁrg 9- 9-1918 sampai 13-11-1919
Y. de Graaff 13-11-1919 sampai 4~ 8-1925
H. Colijn, a.i. 4~ 8-1925 sampai 26~ 9-1925
Ch. J.I.M. Welter | 26- 9-1925 sampai 8- 3-1926
Dr. J.C. Koningsberger - 8- 3-1926 sampai 10- 8-1929
S. de Graaff 10- 8-1929 sampai 26- 5-1933
Dr. H.Colijn 26- 5-1933 sampai 24- 6-1937
Ch. J.I.M. Welter 24~ 6-1937 sampai 25- 7-1939
C. van den Bussche 25- 7-1939 sampai 10~ 8-1939
Ch, J.I.M. Welter 10- 8-1939 sampai 20-11-1941
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DAFTAR GUBERNUR JENDERAL HINDIA-BELANDA

1900-1940

W. Rooseboom

J.B. van Heutz

AW,F, Idenburg

Mr. J.P.graaf van Limburg Stirum

Mr. D.Fock

Jhr;.Mr. A.C.D.de Graeff

th. Mr. B.C.de Jonge

Jhr. Mr. A.W.L.Tjarda van Starkenborgh

Stachouwer

3-10-1899
1-10-1904
18-12--1909

21~ 3-1916
. 24~ 3-1921

7- 9-1926
12--9-1931

sampai
sampai
sampai
sampai
sampai
sampai

sampai

17- 9-1936

DAFTAR KETUA DEWAN HINDIA BELANDA

1900-1940

Mr. Th. H.de Meester
P.M.L. de Bruyn‘Prince
Jhr. O.van der Wijék
D.F.W. van Rees

J.B. van der Houven van Ooordt
Jhr. Mr. A.C.D.de Graeff
H.N.A. Swart

Dr. E.Moresco

W. Frijling

Mr., K.F.Creutzberg

Ch. J.I.M. Welter

C.W. Bodenhausen

Dr. J.W. Meyer Ranneft
C. van den Bussche

Mr., H.J. Spit
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diangkat
diangkat
diangkat
diangkat
diangkat
diangkat
diangkat
diangkat
diangkat
diangkat
diangkat
diangkat
diangkat
diangkat
diangkat

sampai

27- 5-1898
24— 9-1904
29- 9-1905
24~ 4-1908
3- 9--1914
2- 1-1917
2~ 9-1918
25- 2-1922
9-11-1923
3-11-1924
10-10-1929
4= 3-1931
26- 4-1933
23- 6-1936
21-11-1938

‘i_;\
-

1-10-1904
18-12-1909
21- 3-1916
24— 3-1921

7- 9-1926
12- 9-1931
17- 9-1936

8- 3-1942



DAFTAR DIREKTUR PENDIDIKAN, AGAMA, (DAN KERAJINAN)

1900-1940
Mr., J.H. Abendanon 4~ 3-1900
A.J.G.A. Wiemans, (P§) , . ‘j.c. b= 3~1905
Secr.dept. O.E. en N, )
Mr. J.G. Pott 15~ 8-1905
Mr, dr. M.S. Koster 3- 5=1908
-Dr. G.,A.J, Hazeu 3- 1-1912
Dr. E. Moresco (Pj) 3-12-1914
:Mr, K.F. Creutzberg 18-12-1916

J.F.W. van der Meulen, onderdir.(Pj) 6- 3-1922

Mr. K.F. Creutzberg 19- 7-1923
P. de Man (Pj) -11-1923
J.F.W. van der Meulen 2- 2-1924
P. de Man, onderdir. ®P3) 2-12-1925
J. Hardeman 24~ 3-1926
Dr. B.J.0. Schrieke 6= 5-1929
Dr. A.D.A. de Kat Angelino 16- 5-1934
Dr. P.J.A. Idenburg ' 31- 5-1937

Prof .Dr. Pangeran A. Hoesein Djaja-
diningrat (Pjs) 15
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5-1940

sampai

sampai

sampai
sampai
sampai
sampai
sampai
sampai
sampai
sampai
sampai
sampai
sampai
sampai
sampai

sampai

sampai

4-3-1905
15- 8-1905

3- 5-1908
3- 1-1912
3-12-1914
18-12-1916
6~ 3-1922
19- 7-1923
-11 1923
2- 2-1924
2-12-1925
24~ 3-1926
6- 5-1929
16~ 5-1934
31- 5-1937
15- 5-1940

28— 5-1941






